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Kata Pengantar

Sedjak adanja Peraturan jang mengharuskan diperbaharuinja izin terbit dan djatah kertas

bagi madjalah berdasarkan ketentuan dalam SOB pada waktu itu, PKI dan Perwakilan ter

paksa tidak terbit.

Namun begitu , untuk memenuhi tugasnja , terutama dalam ikut serta mensukseskan Frogram

Partai dewasa ini , begitu ada kesempatan PKI dan Perwakilan dengan segala usaha untuk ter

bit kembali meskipun harus melalui matjam kesulitan .

Dalam nomor ini sengadja kami sadjikan persoalan ? jang erat dengan tugas Persatuan baik

pengalaman diluarnegeri maupun pengalaman kita sendiri selama ini. Laporan Kawan Nungtjik

ketika ikut serta dalam rombongan penindjau DPRGR kebeberapa negara Asia adalah penting

sekáli kita peladjari dan kemudian kita ainbil intisarinja jang sangat berguna bagi kader ? jang

berketjimpung dalam Perwakilan dan jang kini banjak menghadapi persoalan Persatuan .

Tulisan Kawan Kasim tentang minjak dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang masa

alah perminjakan dinegeri kita dewasa ini dalam hubungannja dengan kontrak jang dilaku

kan oleh PNP dibidang perminjakan dengan pengusaha” minjak asing.

Tjeramah Kawan B.O. Hutapea didepan Sidang Gabungan Pemimpin MPRS dan BPP tentang Mu

sjawarah untuk Mufakat dan Demokrasi Terpimpin , jang kemudian disusul oleh tulisan Dr. Su

prapto SH dalam hal jang sama, adalah bahan penting bagi para kader Partai dalam melaksa

nakan garis Persatuan dewasa ini.

Dalam nomor? jang akan datang akan dimuat persoalan ? jang sekiranja dapat memberi bahan

lebih banjak bagi kawan jang bertugas di Perwakilan ” dan di Pemerintahan. Mudah²an hal ini

tetap dapat kami laksanakan dengan baik ..
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Laporan Kawan Nungtjik A.R.

Sekitar kundjungan Delegasi NASAKOM DPRGR

keempat negara Asia

SEDJAK gagasan persatuan seluruh tenaga

revolusioner berporoskan Nasakom diperdjuang

kan, proses pe -Nasakom -an diberbagai bidang,

jang bersifat legislatif terutama, makin hari

makin meluas dan makin meningkat. Bersama

dengan itu, sesuatu komposisi jang tidak ber
unsur Nasakom makin hari makin mendjadi

sesuatu kegandjilan dan kedjanggalan, sedang

Komunisto -phobi makin terkutuk .

Delegasi? resmi keluar negeri jang berunsur

atau jang benkomposisi Nasakom, djuga sudah

terbiasa pula . Hal ini dibuktikan uinpananja

dengan pengiriman rombongan pembantu per

wakilan R.I. di PBB untuk mengikuti sidanga

PBB setiap tahun . Djuga untuk perutusan grup

nasional jang akan menghadiri sidang . Uni Par

lemeter Antar Negara. Diantara perlawatan

Presiden Keluar negeripun adakalanja mengi

kutsertakan Nasa'kom . Dan ketika Menlu Su

bandrio menjiapkan KTT di Manila dalam per

soalan apa jang dinamakan "Malaysia" dulu ,

me bawa serta djuga anggota ? DPR-GR jang

berkomposisi Nasakom .

Paling achir ini, suatu Delegasi resmi keluar

negeri jang berporoskan Nasakom dan dibawah

pimpinan Komunis, buat pertamakalinja sudah

dimulai. Dan ini adalah Delegasi DPR-GR jang

selama 40 hari ( selama masa reces September.

Oktober 1963 ) mengadakan perkundjungan mu

hibah ke 4 negara Asia. Ada dua Delegasi ke

luar negeri tatkala itu. Jang satu adalah Dele

gasi Nasakom DPR -GR ke negara? Eropa Ti.

mur dibawah pimpinan sdr. Ali Sastroamiájojo

S.H. (PNI ) dan satunja lagi Delegasi DPR-GR

ke negara ? Asia dibawah pimpinan Kawan M.

H. Lukman .

Delegasi dibawah pimpinan Kawan M.H. Luk

man terdiri dari 3 orang PNI, 3 orang Agama

( NU dan Kristen ) , 2 orang Komunis (Nungtjik

A.R. dan Drs. J. Piry ) dan 2 golongan karya ( 1

Angkatan Darat dan 1 buruh ).

Negara ? Asia 'jang dikundjungi terdiri dari 3

negara kubu Sasialis, jaitu Korea Utara, Viet

nam Utara dan Tiongkok , dan 1 negara diluar

kubu Sosialis tetapi termasuk the new emer

ging forces, jaitu Kambodja, suatu keradjaan

tipe baru .

Tudjuan pokok dari perkundjungan Delegasi

Nasakom DPR-GR ini terutama adalah untuk

lebih merapatkan hubungan persahabatan anta

ra Negara dan Rakjat R.I. dengan Negara dan

Rakjat? jang dikundjungi, sesuai dengan rang

ka ketiga daripada tudjuan Revolusi Indonesia

menurut Manifesto Politik sebagai Haluan Ne

gara R.I. Bersama dengan itu tentu djuga mem

perbanjak pengalaman dan bahan untuk pelak

sanaan rangka kedua menurut Manipol, memba

ngun masjarakat adil dan makmur, masjarakat

Sosialis di Indonesia . Sesuai dengan kepenting

an negara kita sebagai negara hasil Revolusi

melawan imperialisme-kolonialisme, sesuai de

ngan kepentingan Rakjat jang masih dan terus

berdjuang meneruskan Revolusi, maka titik be

rat perlkudjungan Delegasi adalah djuga memu

puk dan mempererat solidaritet dan setiakawan

antara Rakjat? jang sedang berdjuang melawan

imperialisme-kolonialisme dalam segala bentuk

nja, baik lama maupun baru , Karena itu thema

pokok jang ditondjolkan kedepan pleh Delegasi

dimana -mana, sesuai dengan walktunja , jalah

tentang perdjuangan Ralkjat Indonesia melawan

dan mengganjang neo -kolonialisme Malaysia se.

bagai projek , imperialisme Inggeris jang diban

tu dan disakong oleh imperialis Amerika Seri

kat, dan mempopulerkan gagasan Bung Karno

tentang Ganefo dan Conefo .

Dapatlah disimpulkan , bahwa dalam rangka

tudjuan -tudjuan pokok tersebut diatas, Delegasi

Nasaikom DPR-GR menjapai sukses? jang di

inginkan . Dari pengalaman sedjarahnja masing

dimasa jang lampau, baik Rakjat Indonesia ,

maupun Rakjat? Korea, Tiongkok , Vietnam dan

Kambodja , menderita nasib jg serupa, diperas,

ditindas, dipetjah -belah dan dikuasai oleh kaum

imperialis -kolonialis. Dan Rakjat? 'kelima nega

ra inipun dewasa ini masih dan terus mengalami

kenjataan objektif jang sama pula, jaitu politik

dan tindakan ? agresi, subversi, intervensi, in

trik dan intimidasi dari kaum imperialis -kolo

nialis . Oleh karena itu, dimana sadja Delegasi

Nasakom DPR-GR mengemukaran semhajan

perdjuangan bahwa kaum imperiulisme-solonia

lisme adalah musuh rsama dan harus dihada

pi dan diganjang bersama -sama atas dasar so

lidaritet dan setiakawan antara Rakjat? ke

lima negara , telah disambut dengan hangat dan

hebat.

Demikian djuga gagasan Ganefo dan Conefo

jang memang tidak terpisah dari perdjuangan

melawan imperialisme-kolonialisme dalam sega .

la bentuknja jang lama atau baru dan didalam

segala bidang, telah mendapat sambutan jang

penuh antusias di-mana ?. Segera sesudah Dele.

gasi meninggalkan Korea Utara, Pemerintah Re

publik Demokrasi Rakjat Korea mengambil ke

putusan untuk mengirimkan olahragawan ’ pili

han ke Ganefo pertama di Djakarta . Sedang Ti

ongkok sudah dikenal sedjak semula adalah

pendukung pertama dan terutama dari Ganefo .

Vietnam, sebagai temjata telah mengirimkan

sedjumlah besar olahragawan pilihan jang tu

mut dalam Ganefo kesatu. Ketika di Kambodja,

dari Pangeran Sihanouk sendiri Delegasi men

dengar, bahwa Kambodja membatalkan rentja

nanja sendiri untuk mengadakan Seap -Games

(South East Asia and Pacific Games ) jang te

lah disiapkannja dengan stadion dan lain2 ke

lengkapan, untuk mendahulukan, mensukseskan

dan turut ambil bagian dalam Ganefo di Dja

karta . Sekalian ia mengharapkan kemudian ha
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ri, bahwa Ganefo jang kesekian , hendaknja da

pat diadakan di ibukotanja Phnom Penh .

Ide Conefo djuga mendapat penghargaan dan

sambutan baik , demikian djuga mengenai Kon

ferensi AA kedua dan /atau Konferensi AAA ,

malah didorong agar Konferensi AA kedua hen

daknja diadakan selekas mungkin , djika dapat

sebelum liwat 10 tahun sedjak AA kesatru di

Bandung

Mengenai kesan dari setiap negara jang di

kundjungi, sebagai hasil penindjauan , setjara

ringkas-padat dapat dikemukakan sebagai beri
but.

Negara pertama jang dikundjungi adalah Re

publik Demokrasi Rakjat Korea. Delegasi tiba

di Pyongyang tanggal 7 September. Ditahun '57

saja pernah berkundjung ke Korea dan melihat

kota Pyongyang baru dibangun kembali, sete

lah praktis hantjur samarata dengan tanah se

gala bangunannja diatas bumi, akibat pengebo

man dan penjerbuan tentera imperialis Amerika

Serikat dgn . sekutunja mengerojok Korea . Ke

tika itu ( 1957 ) baru sedikit bangunan jang telah

selesai, disana - sini masih nampak bekas ? tum

pukan ' puing. Tetapi sekarang, baru beberapa

tahun kemudian, diluar dugaan saja samasekali ,

kota Pyongyang sudah mendjadi kota modern

dengan bangunan ” serba baru dan megah, dja

lanºnja jang lebar ”, taman - tamannja jang indah

permai dan terpelihara baik . Kotapun sudah

meluas kesegala djurusan, bukit tepi kota jang

dulunja kulihat masih belukar dan tandus, kini

telah mendjadi kotabarunja , lengkap dengan sta

dion besar serta theater terbuka .

Ketika Delegasi tiba, Rakjat Korea di Pyong

yang, djuga diseluruh Korea tentunja , sedang

asjik ber-siap untuk merajakan hari nasional ke

15 berdirinja R.D.R. Korea . Nampak suasana

riang -gembira, kota Pyongyang berhias serba

mentereng, lebih² malam hari lampru listrik

warna -warni gemerlapan, karena stroom lebih

daripada tjukup untuk pemakaian jang bagai

manapun rojalnja . Tanggal 9 September , Dele

gasi Nasakom DPR -GR ber - sama' Delegasi?

persahabatan dari berbagai negeri, turut serta

dalam perajaan nasional itu jang diadakan di

tengah² kota Pyongyang, dan turut djuga me

rasakan megah-meriahnja perajaan itu . Ratusan

ribu Rakjat penuh sesak dilapangan upatjara,

djalan raja jang lebar dan luas ber-kilo-meter

penuh dengan barisan -barisan pawai . Ketika

Kawan Kim Il Sung tampak dimibar tribune,

didampingi dan diikuti oleh pemin.pin Rakjat

Korea lainnja serta tamu ” luar negeri , gemuruh.

lah sorak - sorai ratusan ribu Rakjat jang ber- .

pakaian serba - indah warna -warni sambil melam.

baikan aneka ragam bunga, bergera'k -berombak

laksana taman bunga pantjawarna di-belai’kan

angin . Serentak dengan itu , bergeraklah bari

san ” pawai jang mengesankan dan mempamer

kan hasil kemadjuan pembangunan Sosialisme

di Korea dalam berbagai lapangan indutsri, per

tanian , kebudajaan dan sebagainja , dilindungi

oleh barisan buruh - tani bersendjata serta ang

katan perangnja .

Setjara keseluruhannja dapatlah dikatakan

bahwa perajaan itu betul ? perajaan massä Rak

jat, dilaksanakan setjara kerdjasama kolektif

jang didjiwai oleh semangat antusiasme jang

wadjar dan semangat patriotisme jang me-nja

la ? dibawah pimpinan Partai Buruh Korea de

ngan P.M. Kim Il Sung sebagai Pemimpin Uta

ma jang ditjintai dan disajangi dengan segenap

hatii oleh seluruh Rakjat Korea .

Malam kesenian Rakjat dan mass games ( sc.

perti senam massal kita disini) dalam rangka

perajaan itu , djuga memberi kesan jang men

dalam . Njanjianº Indonesia (koor) diiringi mu

sik jang peralatannja chusus Korea, tidak ber

lebihan kalau saja katakan lebih merilu dan le

bih menarik dari apa jang banjak kali saja li

hat dan saja dengar, sekalipun di lanah air kita

sendiri. Jang paling mengesankan pada malam

kesenian itu adalah suatu kreasi sendra -tari,

jang memadukan tari- tarian klasik dan tari’an

Rakjat populer, sehingga keseluruhannja meng

expressikan sedjarah Revolusi Korea sedjak

masa pendjadjahan Djepang, sampai kepemba .

ngunan Sosialis dan kebahagiaan hidup Ra'kiat

dalam alam Sosialisme. Para pelakunja ratrisan

orang ( ini dimungkinkan karena theaternja be

gitu besar ), jang dengan lintjahja memainkan

peranannja setjara sambung -bersambung menu

rut adegan jang dikehendaki, sehingga keselu

ruhannja mendjadi satu kesatuan dari kisah se

djarah jang lengkap . Para penonton mendjadi

terpesona, djuga kami semua anggota Delegasi.

Senam massal ( di stadion olahraga ) diikuti

oleh 37.000 pemuda -pemudi mahasiswa dan pe

ladjar. Permainan mereka merupakan rentetan

pertundjukan massal setjara non - stop jang se

tiap rombongan beberapa ribu banjaknja. Djika

pertundjukan pertama hampir selesai, ribuan

nombongan kedua masuk sebagai pelengkap,

bagian achiran, kemudian rombongan pertarna

itu keluar pelan ”, achirnja tinggallah rombong

an kedua dengan permainannja sendiri jang di

bagian achirnja nanti dilengkapi pula oleh rom

bongan ketiga. Demikian seterusnja pertundju

kan demi pertundjukan mengalir terus -menerus.

Baik dari pertundjukan malam kesenian, maru

pun dari permainan senam massal itu, kita dju

ga bisa menarik peladjaran bagaimana tjara

kerdjasama kolektif mendjalankan „ garis chru

sus” dalam rangka perpaduannja dengan „ ga

ris umum " .

Untuk me-lihat daerah perihdustrian, Delega .

si berkundjung ke Hamheung, setelah lebih du

lu me- lihat2 kompleks industri pemintalan be

nang dan pertenunan Pyongyang . Di Hamheung

para anggota Delegasi mengagumi fabrik ” Vi

nalon ” , jaitu bahan pakaian jang terbikin dari

sebangsa batu napal ( limestone ). Bahan san

dang dari batu ! Kedengarannja seperti dongeng,

tetapi Delegasi melihat kenjataan sebenarnja ,

mulai dari batu ” bukit jang digiling halus, di

olah dan ditjampur dengan berbagai bahan ki

mia, achir sekali mendjadi kapas untuk dipintal

mendjadi benang, kemudian dibikin matjamº ba

han sandang ( buat pria dan wanita ) , jang ke

kuatannja 3 kali lipat dari bahan² iang terbi

'kin dari benang -kapas. Menurut keterangan ,

djuga ada sebangsa tetumbuhan tepi laut jang

dapat dibikin bahan untuk sandang, jang djuga

lebih kuat dari kapas.

Setjara keseluruhannja, industri bahan san

dang di Korea sudah sedemikian madjunja , ti

dak sadja setjara kwantitatif dapat memenuhi

kebutuhan Rakjat, tetapi djuga setjara kwali.

tatif sanggup menandingi kwalitet bahan san

dang luar negeri jang madju industrinja , ter
masuk bahan ' kwalitet lux seperti bikinan Dje

.
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pang / Amerika dan Inggris dan dgn. mengguna .

kan bahan2 lain dari kapas, maka tanaman ka

pas jang meminta banjak tenaga dan tanah per

tanian akan makin berkurang pemakaiannja, se

hingga tenaga manusia dan tanah dapat dialih

kan keproduksi bahan² pangan .

Untuk membangun Sosialisme, maka kekua

saan Rakjat, elektrifikasi dan industrialisasi

adalah mutlak. Dibidang industri, malka industri

kimia da industri berat , mempunjai peranan
jang sangat penting. Dan semuanja itu Korea te.

lah mempunjainja . Dengan bersandar kepada

Rakjatnja jang patriotik. dan heroik , dengan

menggunakan segala modal dan tenaga jang

ada, sekalipun berupa sisa ? kehantjuran karena

kebiadaban perang jang dipaksakan kaum impe .

rialis, Rakjat Korea membangun negerinja ce

ngan semangat Chullima (kuda semberani, lam

bang keperkasaan Rakjat Korea) jang mener

bangkan keangkasa buruh dan tani sebagaima

na patungnja kami lihat di Pyongyang mendju

lang kelangit diatas sebuah anak bukit .

Bantuan dari luar, sebagai faktor penolong,

tidak sadja dipergunakan se-baikʼnja, tetapi dju

ga diusahakan setjepat mungkinnja dapat mem

bebaskan diri dari ketergantungan atas bantu

an itu, baik dalam bentuk barang? modal, mau

pun dalam bentuk tenaga? achli.

Prinsip jang tepat itu kami lihat hasilnja di

bidang industri didaerah Hamheung tersebut.

Salah satu fabrik pembikinan mesin jang dulu

nja berupa bengkel sederhana peninggalan Dje

pang, setelah diperbesar dan diperluas, dihantjur

kan pula oleh serbuan kaum imperialis Amerika

Serikat dan sekutunja , sekarang sudah meru

pakan indutsri berbagai matjam mesin untuk

keperluan berbagai industri ringan dan alat

pertanian modern ,

Dengan mengembangkan dajz kreatif kaum

buruh , meningkatkan buruhº berpengalaman

mendjadi tenaga? achli terdidik , kini industri

pembikinan mesin itu mempunjai seorang insi

njur diantara 10 buruh dan achir rentjana 7 ta

hun ( 1961–1967 ) jang sekarang sedang berdja

lan , akan ditjapai seorang insinjur untuk setiap

3 buruh. Dengan demikian kepentingan tenaga

achli dapat ditjukupi dan bersama dengan itu

produksi dapat diperbesar dan dipenkembang

kan, dengan tidak tergantung lagi pada bantu

an luar negeri. Mesin” otomatis jang begitu kom

pleks, jang tadinja dipesan dari Sovjet Uni dan

Djerman Timur, oleh kaum buruh jang kaja pe

ngalaman dan daja kreatif dengan semangat

Chullimanja, dapat dibikin sendiri hanja dajem

waktu 5 bulan . Dan achirnja mereka meinbikin

lebih baik, lebih besar, lebih bermutu dan setia

njak jang mereka perlukan .

Dengan begitu , maka perbelandjaan untuk

membajar hutang atau membeli mesin dan spare

parts serta pembajaran djasa -djasa bantuan, da

fat dialihkan untuk kepentingan pembangunan

dibidang lain , umpamanja dibidang pendidikan ,

pertanian, dan lain ?.

Dibidang peranian , kemadjuannja dapat kita

saksikan kemana sadja kita pergi, baik dengan

pesawat terbang, kereta api atau auto . Tidak

ada tanah kosong atau tanah tandus, djuga bi.

kita gundul sudah dihidjajukan setjara merata..

Padahal bumi Kore itu tadinja hanzus dan pe

nuh dengan lobang ? bekas bombardemen kaum

imperialis Amerika Serikat dan sek :itanja . Se

karang hanja tinggal beberapa sadja diantara

lobangº itu , sekedar untuk pameran bagi siapa

jang mau menjaksikan kebiadaban kaum impe

rialis jang mau membunuhi Ralkjat Korea setja

ra massal. Dengan pengolektifan jang praktis

sudah merata, dengan pemakaian alat ” modern

disamping alat” tradisionil jang diperbaiki, de

ngan sistim irigasi jang rapi dan elektrifikasi

jang sudah meluas sampai ke -desa ', maka per

tanian Korea bukan sadja sudah memenuhi ke

butuhan Rakjatnja , tetapi djuga sanggup meng

export dan malahan setiap tahunnja puluhan ri

biu ton dapat membantu saudara’nja diselatan

jang masih berada dalam tindasan imperialis

dan boneka2nja, karena itu tenggelam dalam

kemelaratan , penuh pengangguran dan kekurang

an makanan dan pakaian.

Utuk perumahan Rakjat, tidak sadja kita da

pat disaksikan pembangunannja di-kota dan di

kompleks fabrik ”, tetapi djuga di-desa ikita me

lihat banjak rumah² baru, lengkap dengan pe

nerangan listriknja , sekalipun di-desa ? jang dja

uh ditijelah -tjelah bukit. Tentu sadja Delegasi

memerlukan untuk menjaksikan dari dekat ten

tang kemadjuan dan desa petani di Korea itu.

Salah satu pertanian kolektif dibawah pimpinan

seorang wanita. ( seorang gadis, Rhee Sin Ja na

manja ), adalah salah satu tjontoh tipikal. Du.

lunja tanah ini berupa tanah kosong dan kering

( tandus ) . Dengan sistim pemompaan air jg sam .

pai 30 meter dinaikkan, diadakanlah irigasi jang

baik, dibantu oleh alat pertanian mod pe

mupukan jg. baik dan bibit? jang unggul, ma.

ka tanah kering tandus itu mendjadilah tanah

pertanian jang subur, hasilnja me-limpah ?. Ba

njak petaninja jang sudah berumah baru, anta

ranja jang kami masuki, lengkap dengan alat

rumah tangga jang perlu , sampai djuga mesin

djahit dan radio. Delegasi d'juga menjaksikan

suatu rumah chusus untuk pameran hasil per

taniannja , bersama dengan itu tjontoh tanaman

jang diganggu hama serta penjakit ” tanaman ,

sedang disatu ruangan chiusus terdapat labora

tarium , lengkap dengan alat’nja jang perlu gu

na keperluan penjelidikan bibit unggul, hasil

perkawinan tanaman dan pemeriksaan penjakit

tanaman . Dibidang kebudajaan, tidak sadja ada

nja rumah penitipan kanak ” dengan t'aman ka

nak ”, tetapi djuga sekolah untuk anak petani

nja, diantaranja sekolah musik dengan band bo

tjahnja .

Demikianlah Korea, jang ketjil tetapi bernas

itu , telah memberikan kepada Rakjatnja san

dang dan pangan , perumahan dan penerangan ,

pendidikan dan pemeliharaan kesehatan , semua

nja hasil perdjuangan Rakjatnja jang dengan se.

mangat patriotik dan heroik membangun nega

ranja dengan kepesatan semangat Chullima. Ka

lau kita tanja kepada buruh dan taninja , apa

jang mereka pikirkan, maka djawabnja seder

hana tetapi tepat. Kami bekerdja membangun

negeri kami kata mereka, untuk mempersatu

kan daerah dan Rakjat kami , karena di Selatan

masih ada tentera pendudukan Amerika Serikat

dengan boneka’nja , jang bukan sadja menindas

saudara " kami , tetapi djuga setiap hari masih

djuga merongrong kami . Kami ingin bersatu,

hidup sama makmur, tetapi untuk itu imperia

lis Amerika Serikat di Selatan bersama sekutu

nja harus keluar dari Korea.
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Begitulah kata ? jang benar kami dengar dan

begitulah pula kebenaran jang objektif.

Bantuan Republik Rakjat Tiongkak kepada

Delegasi tidak kepalang tanggung. Kepada De

legasi chusus dibantukan sebuah pesawat ter

bang Iljushin isimewa dengan kelengkapan is

timewa pula. Kemana sadja dan kapan sadja

mau bepergian , pesawat tersebut siap -sedia de

ngan anak -buahnja jang pilihan dan bepengala
man ,

Dari Korea Delegasi kembali ke Peiking dan te

rus ke Hanoi, ibukotanja Republik Demokrasi

Vietnam . Hanja beberapa hari sadja disini . Tetapi

buat anggota DPR-GR jang biasa menindjau,

tjepat dapat mengambil kesimpulan umum dari

apa jang didengar dan dilihat.

Suasana Vietnam Utara sekarang mungkin da.

pat disamakan dengan suasana Korea Utara se

belum imperialis Amerika Serikat dan sekutunja

menjerbu dari Korea Selatan ke Korea Utara. Di

bagian Selatan Vietnam tentera imperialis Ame

rika Serikat masih terus mengatjau dan menin

das Rakjat, disamping itu terus -menerus melaku

kan infiltrasi, subversi dan matjamº tjara untuk

mengatjau dan mengganggu Vietnam Utara. Bu.

kan sadja dari daerah Vietnam Selatan , tetapi

djuga antjaman dan gangguan itu datang dari

djurusan Laos. Keadaan jg serupa terdjadi djuga

dengan Kambodja, karena Kambodjgpun berba

tasan dengan Vietnam Selatan dan Laos, pang

kalan imperialis Amerika Serikat dan komplo

tannja .

Berdasarkan pengalaman kita sendiri ketika

menghadapi tantangan kaum imperialis Belanda

di Irian Barat tadinja , atau menghadapi imperia .

lis Inggeris dengan projek neo -kolonialisnja Ma

laysia sekarang , kita segera dapat merasakan

suasana revolusionêr di Vietnam Utara begitu ki

ta tiba di Hanoi. Disatu tangan pegang bedil un

tuk menghadapi kaum imperialis, dilain tangan

pegang palu / arit untuk membangun. Memang

demikian, disatu pihak Rakjat Vietnam , buruh

atau tani, pemuda dan pemudinja, berlatih pe

gang sendjata, dilain pihak bekerdja, keras di

ladang2 atau di-fabrik2 dan diberbagai projek pem

bangunannja, untuk membangun masjarakat So

sialisnja .

Untuk kedua maksud itu , Rakjat Vietnam Uta

ra mempersatukan segenap tenaga revolusioner

dalam satu Front Persatuan Tanah Air, jang

berbasiskan buruh -taninja , dibawah pimpinan

Partai Laodong (Partai Buruh Vietnam ) jang
diketuai oleh Paman Ho.

Dibidang pembangunan Sosialis , dewasa ini

Vietnam Utara sedang merealisasikan plan 5 ta

hun pertamanja ( 1961-1965 ) dengan terutama

bersandar pada kekuatan dan kemampuan sen

diri. Karena itulah, sebelum memulai rentjana 5

tahun pertamanja , lebih dulu dilakukan landre

form ( sedjak 1953 dan selesai 1956 ) untuk me

realisasi sembojan : tanah untuk kaum tani peng

garap . Pelaksanaan landreform disertai sekali

gus dengan pengkoperasian kaum tani. Landre

form disusul dengan rentjana 3 tahun jang titik

beratnja pada usaha ? rehabilitasi dan penguba

han ? sosialis. Dengan terlaksananja landreform

dan rehabilitasi, tertjiptalah sjarat2 untuk pe

ngembangan ekonomi nasional diatas dasar ke

kuatan dan kemampuan sendiri sebagai modal

pakok .

Dalam tahun ketiga dari rentjana 5 tahun

( 1963 ini) mereka telah banjak mentjapai ha

sil. Mereka djuga telah mempunjai fabrik pem

bikinan mesin ” dan telah mengembang'kan indus

trialisasinja . Dibidang pertanian , ketika selesai

rentjana 3 tahunnja sadja sudah dikoperasikan

88.9 persen kanm tani, antaranja 36.9 persen

koperasi tingkat tinggi. Hasil kongkrit

nja ditahun 1962 menundjukkan , bahwa dibidang

pangan telah dapat dihasilkan 332.6 kg bahan

pangan per capita, sandang 4 meter per capita,

listrik 20 KWH per capita.

Angka tersebut diatas sebenarnja bisa lebih

besar, kalau Vietnam tidak dirongrong oleh im

perialis, dengan melanggar segala djandji jang

sudah dipadu dalam perdjandjian Djenewa 1954.

Tetapi dimana pula ada tjeritanja kaum imperi.

alis tidak melanggar djandji kalau perdjandjian

itu tidak memenuhi nafsu serakahnja.

Dari Vietnam Utara, Iljushin jang dipindjam

kan RRT menerbangkan Delegasi ke Kambadja,

suatu negara diluar kubu sosialis, tetapi terma

suk the new emerging forces, jang djuga di

rongrong oleh kaum imperialis. Kambodja ter

djepit diantara dua pangkalan kaum imperialis.

Disatu pihak berbatasan dengan Thailand , pang

kalannja Seato, dilain pihak berbatasan dengan

Laos dan Vietnam Selatan, pangkalan imperia

lis Amerika Serikat dengan komplotannja.

Terhadap Kambodja, imperialis Amerika Se

rlkat memainkan politik pisau mata dua . Disatu

pihak katanja memberikan bantuan untuk pem

bangunan Kambodja , dilain pihak, berpangkalan

di Laos dan Vietnam Selatan , ia menjusun kom

platan untuk merongrong dan meggulingkan Pe

merintah Kambodja jang dikepalaj oleh Pange

ran Norodom Sihanouk .

Pangeran Norodom Sihanouk, Kepala Negara

dan Pemimpin Rakjat Kambodja (ibunja men

djadi Ratu , tetapi kekuasaan sepenuhnja dita

ngan Pangeran Norodom Sihanouk ) adalah se

orang Pangeran jang semangat patriotiknja me.

njala ’, teguh dan tak gentar berlawan dengan

kaum imperialis-kolonialis, demikian kesan ka

mi setelah Delegasi ber -omong? dengan beliau .

Biasanja, demikian keterangan jang didapat, te

tamu? asing diterima audiensi oleh Pangeran

Norodom Sihanouk tidak lebih dari 10 atau 15

menit. Tapi Del. Nasakom dibawah pimpinan Ko.
munis diterimanja lebih dari satu djam . Dan

selama lebih dari satu djam itu banjaklah dibi

tjarakan soal” antar-negara , hubungan persaha

batan dan persaudaraan antara beliau dengan

Presiden kita Bung Karno , antara Rakjat Kam

bodja dan Rakjat Indonesia, perlawanan terha

dap kaum imperialis -kolonialis, gazásan Gane.

fo dan Conefo, projek neonkolonialis Malaysia

dan sebagainja .

Kambodja mendjalankan politik netral, demi

kian Pangeran Norodom Sihanouk menamakan

politik luarnegerinja . Ia mau bersahabat de

ngan semua negara jang mau bersahabat. Un

tuk pembangunannja, Kambodja bersedia mene

rima bantuan baik dari Amerika Serikat dan

Perantjis ( blok Barat umumnja ), maupun dari

kubu Sosialis.

Tetapi berdasar kenjataan objektif dari pe.

ngalamannja sendiri, achirº ini Pangeran Noro.

dom Sihanouk menolak sama sekali bantuan
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Delegasi NASAKOM DPRGR, dibawah pimpinan Kawan M.H.

Lukman , bergambar bersama-sama dengan Ketua PKT Ka

wan Mao Tje -tung dan Pembesar2 /Pemimpin RRT lainnja.

N
o
n

Delegasi NASAKOM DPRGR, dibawah pimpinan Kawan M.H. Lukman , di

sambut meriah dilapangan Udara Pyongyang ketika mengundjungi Korea.
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Amerika Serikat dan menghargakan tinggi per

sahabatan dan bantuan Tiongkok. Tidak heran,

sebab apa jang dinamakan bantuan Amerika Se

rikat tidak lepas dari matjama ikatan jang akan

merongrong kedaulatan Kambodja dan alan

membikin ekonomi Kambodja tetap tergantung

pada luarnegeri, chususnja kepada Amerika

Serikat, sedang dari pihak RRT didapatnja ban

tuan jang tidak sedikit, tanpa pamrih sebab di

berikan dengan tulus - ichlas dalam rangka per

sahabatan jang saling -menguntungkan.

Kambodja djuga sedang sibuk membangun

ekonomi nasionalnja seperti kita di Indonesia ,

Dalam soal kemahalan harga, Indonesia kalah

dalam satu hal , jaitu mengenai harga bahan pa

ngan , sebab di Kambodja hasil berasnja lebih

dari tjukup, karena itu harganjapun lebih mu

rah . Usaha ? pembangunan seperti membikin pe

labuhan sendiri (untuk bebas dari pelabuhan di

Vietnam Selatan ), djalan ” baru dan djembatan,

gedung dan perumahan, nampak hasilnja kare-,

na segala bantuan luar negeri untuk itu nam

paknja telah digunakan sebaik -mungkinnja.

Dari RRT Kambodja mendapat bantuan jang

tidak sedikit, ketjuali untuk projek -projek

ketjil dibidang ekonomi dan sosial, Kambo

dja djuga mendapat bantuan besar-besar

an dibidang industri pembikinan kertas , pembi

kinan triplex, semen dan tekstil . Industri teks

tilnja (pemintalan dan penenunan ) sudah ber

djalam baik, kapasitet, produksinja 1600 ton be

nang dan 5 miliun meter bahan sandang seta

hun . Untuk Rakjat Kambodja jang 6 miliun dji

wa itu , kapasitet produksi tersebut, walaupun

behum tjukup, tetapi sudah tidak 'ketjil

tinja .

Demikian Kambodja sepintas lalu, Iljushin ka .

mi kembali menerbangkan Delegasi Nasalom ke

RRT. Beberapa hari sebelum perajaan 1 Oktober

Delegasi tiba di Peking.

Perajaan 1 Oktober di Peking adalah pusatnja

perajaan 700 djuta Rakjat jang telah menang

atas kekuasaan lama dengan segala kedjahatan

nja. Kekuasaan lama di Tiongkok lama itu ada

lah perpaduan dari kekuasaan kaum imperialis,

karm kapitalis birokrat dengan kaum badjingan

nja dan komplotan Chiang Kai Shek dengan tu

antanahnja . Ketiga kekuasaan pendjahat” itru

dengan segala penindasan dan pemerasannja , te

lah memelaratkan Rakjat Tiongkok sampai ke

pada batas jang tidak ada kesamaannja diatas

dunia. Rakjat Tiongkok telah memenangkan per

djuangannja, menjikat bersih kekuasaan pendja .

hata dari daratan Tiongkok , mendirikan kekua

saannja sendiri Republik Rakjat Tiongkok aan

membangun Tiongkok Baru Sosialis. Perajaar: 1

Oktober di Peking adalah perajaan lambang ke

menangan dan pameran hasil perdjuangan mem

bangun Sosialisme di Tiongkok Baru . Raiusan

ribu atau djutaan Rakjat jang berpawai , ber

djuta ? pula menonton, semuanja penun gairah ,

penuh semangat, antusiasmenja me-luap ”. Tam

pik soraknja gemuruh -mengguntur membelah

angkasa ketika di Tien Ah Men muntjul Ketua

Mao Tje- tung. Pawai raksasa 1 Oktober seolah ?

akan berdjalan terus sepandjang hari, kalau ti

dak dibatasi hanja untuk 3 djam sadja . Diantara

penonton di Tribune tetamu, terdapat 2000 De

legasi dari 80 negara lebih , dan ditanara para

tetamu agung jang teragung, adalah Delegasi

Nasakom DPR -GR dari Indonesia . Ada ratusan

djumlahnja tetamu dari Indonesia tahun ini,

mungkin jang terbesar. Dari banjaknja tetamu

jang datang ini sadja sudah djelas terbukti bah

wa Tiongkok bukanlah terisolasi sebagai dika

takan orang atau sebagai diinginkan kaum im

perialis.

Malam pesta Rakjat dari perajaan ini meru

pakan malam kesenian jang merian -genibira' di

antara seluruh Rakjat Tiongkok dengan segala

suku-sukubangsanja. Di-tengah berljuta? Ral-

jat itu, setiap sukubangsa mempertuntukkan

keseniannja , musik , tari dan njanji dengan ke

chususannja sendiri?. Tetapi tidak itu sadja , ke

senian lain2 negeri djuga mereka peladjari dan

kemahirannja mereka demonstrasikan pula ma

lam ini. Antaranja terdapat tari lilin , tari seram

pang duabelas, dan lain , djuga njanjianº Indo

nesia..

Sebelum dan sesudah menghadiri perajaan 1

Oktober di Peking itu Delegasi Nasakom menga

dakan penindjaran berbagai bidang pembangu

nan Tiongkok Baru, pertaniannja , keradjinannja ,

pembangunan kota ?nja, pembangunan industri

nja. Semuanja itu sebenarnja sudah banjak kali

ditjeritakan atau ditulis, karena setiap tahunnja

tidak sedikit orang? Indonesia dari berbagai ka

langan dan golongan jang diundang berkundjung

ke Tionkok . Semuanja bertjerita dan menulis.

Semuanja mengagumi hasil kemadjuan pemba

ngunan Sosialisme di Tiongkok Baru disegala

bidangnja . Delegasi Nasakom DPR -GR hanja da

pat mengatakan satu patah perkataan sadja,

bahwa kebenaran dari apa jang telah banjak di

tulis dan ditjeritakan oleh orang2 jang djudjur,

telah kami saksikan sendiri kebenarannja .

Tripandji Merah Tiongkok dalam membangun

Sosialismenja adalah : Garis Umuin Pembangu

nan Sosialisme, madju dengan lompatan besar,

dan Komune Rakjat. Prinsipnja adalah : Banjak,

Tjepat, Baik dan Hemat. Sedang pelaksanaan

nja berpedoman pada : membangun Sosialisme

dengan terutama bersandar pada tenaga sendiri,

mengembangkan ekonomi nasionai dengan per

tanian sebagai dasar dan industri sebagai faktor

pimpinan .

Dan hasilnja , memang harus dikagumi oleh

semua orang jang mau melihat kenjataan setja

ra objektif dan djudjur.

Betapa tidak mengagumkan, umpamanja lihat

lah Gedung Kongres Nasional jang mendjulang

kelangit, melambangkan kebesaran Tiongkok

Baru , ber -hadap -an dengan kompleks Istana ku.

no Tien An Men sebagai lambang kemegahan

feodal dimasa lampau. Gedung Kongres ini ka

lau besarnja kira Gedung DPR-GR dikalikan

tiga pandjang dan lebarnja , djuga tingginja .

Salah satu ruangan resepsi, untuk suatu djamu

an negara ternjata dapat ditempati oleh 500

medja makan besar jang bunder, untuk 10 orang

setiap medja , djadi 5000 orang maikat bersama

sekaligus. Belum lagi ruangan Kongresnja sen

diri, djuga ruangan theaternja, liisa ditempati

oleh ribuan manusia . Gedung jang sebesar dan

semegah itu, dengan segalakeindahannja, disi
apkan hanja dalam tempo 10 bulan sadja. Atau

lihatlah djembatan sungai Yangtse jang dua

tingkat, 50 meter tingginja , 8 truck bisa djalan

berendeng sekaligus, tingkat bawahnja untuk

djalan keretaapi, kiri-kanannja untuk orang

djalan kaki beramai-ramai, djuga suatu monu

ment raksasa jang menurut rentjana harus se
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Desai dalam 4 tahun, tetapi dengan madju me

lompat dan kerdja tjepat, bisa diselesaikan da .

lam 2 tahun sebulan ,

Tidak hanja Delegasi Nasakom DPR-GR, te

tapi Delegasi lainnja dari berbagai negara telah

sama menjaksikan kemadjuan ' dengan lompatan

besar dibidang industri, baik didaerah industri di

Anshan dan Senyang , maupun di Shanghai, de

mikian djuga dibidang pertanian jang di-mana?

bisa dilihat. Perkembangan industri dan produk .

si industri makin madju dan makin meningkat,

djuga mutunja. Semua kesulitan dapat diatasi,

termasuk kesulitan karena ditariknja sekaligus

dan dengan tiba2 bantuan ? Sovjet Uni. Dibidang

pertanian, bagaimanapun djuga hebatnja bentja

na alam di-tahun 1959 sampai 1961 , tidak wie

njebabkan Rakjati Tiongkok kekuranan maka

nan atau kelaparan. Djuga tidak ada kekatjan

an . Kaum imperialis jang mempropagandakan

( betulnja menginginkan ) , atau kaum revis'unis

jang mengatakan ( betulnja mengobral fitnahan )

bahwa Rakjat Tiongkok se -olah ” berada dalam

kelaparan dan kemelaratan, bahwa di Tiongkok

timbul kekatjauan, hanja akan menjebabkan me

reka medjadi tertawaan jang menggelikan . Ba

ik waktu dalam perdjalanan ke dan dari Korea,

Vietnam dan Kambodja , maupun ketika mengä

dakan perdjalanan penindjauan sebagai tetamu

RRT sendiri, Delegasi Nasakom praktis sudah

mendjalani dan melihat bagian? Tiongkok Utara ,

Tengah dan Selatan. Keinginan dan fitnahan di

atas tidaklah terbukti . Sebaliknja dimana ? lita

menjaksikan Rakjat Tiongkok be-ramai? a? au

berbondong bekerdja dengan giat , tekun dan ra .

djin, tenteram dan gembira !

Hasil perdjuangan, hasil kerdja Rakjat Tiong

kok dibawah kibaran Tripandji Merah -nja akan

dapat kita bajangkan setjara 'keseluruhan sete

lah kita menjaksikan Pekan Raja Barang Ekspor

jg. diadakan di Kanton, mulai tgl. 15 Oktober

1963. Delegasi Nasakom mengundjungi Pekan

Raja ini ketika hendak pulang ke Tanah Air,

beberapa hari sebelum dibuka dengan resmi un

tuk umum , terutama untuk tetamu luar negeri

jang terdiri dari pedagang" dan pengusaha”. Dju

fa ada jang diundang dari Indonesia .

Pekan Raja tahun ini adalah jang ke 14 kali

nja sedjak 1957. Menurut keterangan , dalam Pe

kan Raja kali ini adalah lebih besar dan lebih

bat: ak pula barang? jang dipamerkan dari ta.

hun sebelumnja. Djuga lebih banjak pedagang ?

pengusaha? luarnegeri jang diundang menjak .
sikan

Delegasi Nasakom telah menjaksikan barang

jang dipamerkan ini mulai dari tingkat teratas

(tingkat ke 4) sampai tingkat terbawah. Ada 20

000 matjam barang2 hasil industri, pertanian

dan keradjinan jang dipamerkan. Diantaranja

k.l. 4500 matjam barang jang untuk pertamaka

linja dipamerkan. Dari 3000 matjam tekstil ki

ra separohnja termasuk jang baru dipamerkan ,

demikian djuga kira’ sepertiga dari djumlah

mesin? jang dipamerkan . Dalam Pekan Raja ini

djuga orang boleh tutup kontrak untuk mem

beli segala matjam barang, mulai dari djarum

sampai kemesin-mesin modern untuk indust , i

modern , mulai dari tjita murah sampai kain?

sutera dan beludru , mulai dari jagung kering

sampai ke -barangº makanan dalam blik. Diban

ding dengan segala matjam barang jang diimpor

ke Indonesia, atau jang kita lihat li - lainº negeri ,

mutu barang? Tiongkok ini tidak kalah dan

bahkan ada jang melebihi. Hal ini ternjata dju

ga dalam pergulatan perniagaan Hong Kong

sebagai pasaran bebas seluruh dunia. Di Hong

Kong, orang baru bisa rebut pasar, kalau mutu

barangnja terbaik dan dalam tingkat mutu ter

sebut, harganja jang termurah .

Barang ' Tiongkok telah merebut pasaran te

tap dalam pergulatan perniagaan di Hong Kong

ini. Bukti jang se-tegasanja bahwa kwalitiet ba

rang? RRT tidak kalah dan tidak dapat dikalah

kan oleh barang ” dari negeri’ manapun djuga

jang bergulat dipasaran paling liberal diatas du

nia itu. Tidak heran kalau belakangan kita men

dengar berita, bahwa setelah Pekan Raja itu di.

tutup ( setelah sebulan ) , tertjatat:ah 16.000 le

bih kontrak perdagangan ditandatangani. Dan

ternjata pula bhw. barang? RRT sudah menda

pat pasaran di 100 negara lebih, sedang pengriin

djungnja datang dari 40 negara lebih .

Dengan kenjataan tersebut kembali dapat di

bantah otjehan kaum imperialis atau fitnahan

kaum revisionis jang mengatakan se -olah² pem

bangunan Tiongkok mengalami serba kegaga

lan, se -olah ” di Tiongkok hanja ada kemelaratan

dan kelaparan , se-olah di Tiongkok hanja ada

kekatjauan dan kekalutan, se -olah ” RRT sudah

terisolasi dari dunia luaran !

Otjehan dan fitnahan boleh , sadja . Tetapi ke

njataannja berainan sama sekali . Dan orang jg.

djudjur dan objektif tentu lebih pertjaja kenja

taan daripada segala otjehan dan fitnahan !

/
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Sedikit tentang Musjawarah

untuk Mufakat dan Demokrasi Terpimpin

PENDAHULUAN

--

Dokumen resmi Djarek memberikan pendjela

san tentang arti Musjawarah dan sep.kat sbb :

berhasil mentjapai mufakat dengan su

ara bulat diatas musjarawah, tanpa

tjakar’an satu sama lain , tanpa ngotot

ngototan mentjari kebenaran sendiri

dan menjalankan fihak lait , ' tanpa stem.

steman pemungutan suara" (Djarek

hal. 217 218 ) .

Didalam „ Membangun Dunia kembali", Presi

den Sukarno memberikan pendjelasan sbb. :

Bagi kami bangsa Indonesia, demokda.

si mengandung tiga unsur jang pokok .

Demokrasi mengandung per -tama?

prinsip jang kami sebut MUFAKAT

jakni: kebulatan pendapat. Kedua, de

mokrasi mengandung bagi kami, prin

sip MUSJAWARAH . Ja, demokrasi In

donesia mengandung ketiga prinsip itu

jakni, mufakat , perwakilan nlan mus

jawarah antara wakilº ” . ( Tubapi hal .

332) .

Keterangan diatas menundjukkan bahwa mem

persoalkan "Musjawarah " untuk sepakat” , ber

arti mempersoalkan demokrasi, mempersoalkan

sistim demokrasi. Disini, di Indonesia sedjak ta

hun 1959 kita dengan sistim demokrasi. Disini ,

Indonesia sedjak tahun 1959 kita dengan resmi

melepaskan demokrasi Barat dan melaksanakan

demokrasi Terpimpin .

kita tak dapat mempergunakan sistim

jang sudah dan alata I " tools " ) jang

sudah ”. Sistim liberalisine harus kita

buang djauh , Demokrasi Terpin?pin

dan Ekonomi Terpimpin harus kita

tempatkan sebagai gantinja " ( Tubapi

ha!. 120 ) .

munis, buat melihat bahwa „ demokrasi

negeri? itu adalah demokrasi sahadja.

Kontra angan2 demokrasi bordjuis ini

kaum Marhaen harus ber- tjiia? dar?

meng -hidup ?kan sosio -demokrasi, jakni

demokrasi politik dan demokrasi eko

nomi" ( Dibawah Bendera Revolusi hal ,.

175 ) ,

Sesudah Revolusi Indonesia diproklamasikan

tidak segera dipraktekkan sistim Demokrasi

Terpimpin , dan baru diintrodiusir lewat Konsepsi

Presiden pada tahun 1957. Sistim demokrasi par

lementer Baratlah jang berkuasa di-negeri kita

sampai tahun 1959, walaupun penentangnja, jai

tu Bung Karno sudah mendjadi Presiden . Hal

ini membuktikan bahwa imbangan kekuatan po

litik tidak memungkinkan beliau untuk membe

rikan pukulan , palugodam " ( genadeslag "') ter .

hadap sistim liberalisme itu . Djadi walaupun ide

Demokrasi Terpimpin itu benar dan kepribadian

Bung Karno sangat, tapi ide itu belum dapat ter

wudjud pada waktu itu. Tetapi situasi itu achir

nja berubah .

Seperti diketahui, pemilihan umum untuk Par

lemen dan Konstituante dalam tahun 1355 ber

achir dengan kemenangan kekuatan dernokrasi.

Partai demokratis atau kekuatan fron -persatu

an nasional revolusioner memperoleh kemenang

an jang mejakinkan atas kombinasi Masjumi

PSI jang sekarang dilarang. Politik persatuan

anti -kolonialisme dan anti-gerombolan mengalah

kan politi'k petjah_belah, politik jang membela

kolonialisme dan gerombolan ?. Dgm . terbentuk.

nja Parlemen pilihan Rakjat dan dengan terben

tuknja DPRD ” peralihan , massa rakjat mempe

roleh pendidikan politik jang amat berharga.

Pengalaman ?nja sendiri dengan tjepat mendidik

Rakjat untuk mengenal siapa wakil’nja jang se

djati dan siapa wakil jang palsu , mana Partai

pembela Rakjat dan mana partai jg anti-Rak

jat , nana jang memihak Republik kesatuan , ma.

na pengandjur dan pembela ’ gerakan separatis

me, Ringkasnja kekuatan revolusioner makin

bersatu dan kekuatan kepalabatu mahir: terper

tjil . Tetapi peladjaran lain , peladjaran jang pa

ling penting dari Rakjat jalah, banwa dengan

pemilihan umum sadja perubahan radikul tidak

bisa ditjapai .

Kuatir akan meluasnja kemadjuan demokra

tis ini, maka timbullah usaha jang luas dan kuat

dari kaum reaksioner untuk membendungnja.

Memang setiap kemenangan kekuatan demokra

tis pasti menimbulkan reaksi dari golongan an

ti-demokrasi. Ini bukan menundjukkan bahwa

mereka kuat. Mereka bekerdja -sama dengan ke

kuatan : subversif asing dan menggunakan

orang? militer jang dibawah kontrol mereka un

tuk membendung arus demokrasi. Kita teringat

pada pertjobaan kudeta bekas Kol. Lubis pada

tanggal 16 Nopember 1956, perebutan kekuasaan

oleh " Dewan Banteng" dibawah pimpinan bekas

Letkol . Ahmad, Hussein di Sumatera Barat;

perebutan kekuasaan oleh komplotan Simbolon

SEDIKIT SEDJARAH

Dengan diterimanja oleh DPA Manipol bersa

ma Perintjiannja sebagai Garis Besar Haluan

Negara pada tahun 1959 dan disahkan oleh Si

dang ke - I MPRS pada bulan Desember 1960 ,

maka sistim liberalisme diganti dengan sistim

Demokrasi Terpimpin selaku usaha dan tjara

jg. revolusioner Ra'kjat Indonesia guna melak

sana'kan Manipol itu . Tetapi ide Demokrasi Te! -

pimpin itu sendiri , jaitu Demokrasi jang bukan

demokrasi bordjuis -parlementer, seperti diketa .

hui sudah sedjak tahun 1930- an diajuus oleh sa

jap kiri dari gerakan kemerdekaan nasional kita ,

dibawah pimpinan Bung Karno .

Pada tahun 1932 Bung Karno menulis dalam

„Fikiran Rakjat" :

Memang orang tak usah mendjadi ko

munis, buat melihat bahwa didalam ne

geri2 " demokrasi" itu , sebagian besar da

ri kaum rakjat adalah tertindas oleh ka

pitalisme. Orang tak usah mendjadi ko.
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3. Gagasan Demokrasi Terpimpin lahir pada

taraf pertentu memuntjaknja perdjuangan Rak

jat Indonesia melawan imperialisme dan koloni

alisme, sehingga Demokrasi Terpimpin hanja

bisa difahami dalam hubungannja dengan sja

rat? sedjarah kongkrit jang melahirkannja.

4. Salasatu unsur terpenting dalam Demok .

rasi Terpimpin adalah Musjawarah untuk mu

fakat.

APA DEMOKRASI TERPIMPIN ITU ?

di Sumatera Utara ; pembentukan "Dewan Ga

ruda” di Sumatera Selatan . Lahirnja Permesta

di Sulawesi Utara dan kita teringat pula pada

pertjobaan ber -kali? untuk membunut. Presiden

Sukarno. Kaum reaksioner memobilisasi segala

matjam alasan untuk membenarkan tindakan ?

nja jang chianat itu, adat dan agama tak luput

diperkosanja untuk maksud? itu. Di-ibukota di.

lantjarkan kampanje jang luas untuk menıbu

barkan Parlemen pilihan Rakjat ; „ demokrasi ti

dak menundjukkan kemampuan " demikian teri

akan pers ultra -kanan terus -menerus. Sebab itu

mereka hendak mendirikan junta -militer. 'Tinja

dakan ? destruktif inį menimbulkan kekatjauan

jang mendjadi- dja.di.

Maka, untuk mentjegah kehantjuran daripada

Republik Indonesia adalah sangat pen‘ing lahir

nja Konsepsi Presiden Sukarno pada ianggal 21

Pebruari 1957. Kosepsi menghendaki terbentuk

nja Gotong- rojong jang berdasarkan perwakilan

berimbang dan terbentuknja , Dewan Nasional,

Konsepsi ini dan sambutan jang amat antusias

terhadapnja dari massa Rakjat beserta alat? ne

gara, telah sangat membantu dalam mentjegah

usaha2 kaum reaksioner menggeserkan situasi

ke-kanan. Tudjuan mereka untuk membentuk

kabinet dengan Hatta sebagai Perdana Menteri

mengalami kegagalan total. Kedjadian” itu me

nundjukkan kebangkrutan total demokrasi libe

ral di Indonesia .

Ketua Dewan Kurator dari Akaden i Ilmu So

sial " Aliarcham ” dalam memberikan analisa se

kitar hangikrutnja Demokrasi liberal itu , men

djelaskan bahwa hal itu ,

disebabkan oleh dua proses . Pertama ,

proses kesedaran Rakjat Indonesia sen

diri, jang berdasarkan pengalamannja

sendiri melihat bahwa demokrasi liberal

identik dengan korupsi, birokrasi dan

ketidak mampuan dalam memetjahkan

persoalan2 pokok dan penting dari Rak

jat Indonesia. Kedua , karena agitasi

anti-Parlemen , jang pada hakekatnja

antikehidupan demokratis oleh promo.

torº junta -militer dan elemen ? fasis la

innja " (D.N. Aiditi „ Untuk Demokrasi

dan Kabinet Gatong Rojong" Pen . Ja

jasan Pembaruan hal. 65 ) .

Ketika itu 'kekuatan Rakjat belum tjukup besar

untuk sepenuhnja mentjabut hak politik kaum

kontra - revolusi dan mentjiptakan kekuasaan

Rakjat. Tetapi Rakjat sudah tjukup kuat untuk

mentjegah kemenangan kaum reaksioner, men

tjegah kemenangan "PRRI/Permesta - DI- TII”

juga sudah tjukup kuat untuk mentjegah ter

bentuknja diktatur militer atau kabinet reak

sioner.

Sendjata jang digunakan Rakjat untuk itu ja

lah Konsepsi Presiden Sukarno dan gagasan De

mokrasi Terpimpin . Dari tindjauan singkat se

djarah ini dapatlah diambil 'kesimpulan ? sbb. :

1. Sebelum Indonesia mentjapai kemerdeka

an politiknja, didalam pergerakan nasional In

donesia sudah terdapat aliran jg. kiuat menen

tang sistim demokrasi liberal Barat sebagai sis

tim politik bagi Indonesia merdeka.

2. Kebangkrutan demokrasi liberal Barat se

bagai sistim politik dibuktikan oleh praktek

perdjuangan revolusioner Rakjat Indonesia se

djak revolusi Agustus.

1

Menurut hemat saja Musjawarah untuk sepa

kat sekarang sudah mendapatkan perurusannja

jang se -bai'k’nja , jaitu Demokrasi Terpimpin . Ini

sudah diresmikan dalam dokumen- Negara De

ngan mempeladjari dokumen " Negara sedjak la

hirnja konsepsi Presiden , seperti Manipol, Dja

rek , Resopim , Takem dan Gesuli, jaitu pidato

Presiden untuk memperingati Hari Kemerdeka

an sedjak tahun 1959, kita mengikuti pertum

tuhan dan kedewasaan Demo'krasi - Terpimpin

baik mengenai bentuknja tapi terutama menge

nai isinja .

Setjara singkat bisa disimpulkan arti dan isi

nja sbb.:

1. Demokrasi Terpimpin bukan hanja soal

bentuk, tetapi terutama soal isi, jaitu isi peme

rintahan , Tak mungkin ada Demokrasi Terpim

pin djika jang memerintah, kaum reaksioner . Isi

pemerintahan " Demokrasi Terpimpin dalam

materialisasinja jang terkonsentrasi" adalah

Pemerintah gotong - rojong nasional berporoskan

Nasakom .

Fasal ini sesungguhnja mempersoalkan hubu

ngan antara Pemerintah dan Rakjat. Untuk ter

laksananja maksud Demokrasi Terpimpin diper

lukan integrasi total pemerintah dengan Rakjat

sebagaimana tertjantum dalam Pantja Program

Front Nasional. Artinja dari pengintegrasian

total jalah pelaksanaan kegotong -rojongan na

sional berporoskan Nasakom disegala bidang ;

jaitu dalam bidang legislatif maupun exekutif,

bidang pemerintahan maupun ekonomi, dipusat

maupun didaerah.

Kegotongrojongan nasional berporos'kan Nasa

kom harus berarti ' ber -sama” merentjanakan

dan memutuskan, ber -sama” melaksanakan dan

ber-sama mengontrol pelaksanaannja, sehingga

benar² terlaksana ,,samen aan de werktafel en

samen aan de eettafel ” . Dengan demikian De

mokrasi Terpimpin merupakan konsep ketatane

garaan jg baru jang meninggalkan teori "trias

politica ”. Dalam konsep ini " social control" dan

"sosial support " bukanlah sesuatu jang terpisah

.tapi satu dengan badan pelaksana .

2. Demokrasi Terpimpin adalah suatu peme

rintah " penjambung lidah Rakjat” . Sjarat mut

laknja : tak boleh ada phobi’an. Presiden Su

karno sudah ber -kali? menjatakan : setudiju UUD

'45 dan Pantjasila berarti setudju Nasakom .

3. Demokrasi Terpimpin adalah rumus jang

djelas dan mudah difahami, maka itu mudah di

dukung oleh massa Rakjat. Dia bukan demokra

si liberal jang tanpa pimpinan, tapi dia djuga

bukan fasisme jaitu " pimpinan " tanpa demokra

si . Almarhum Ki Hadjar Dewantara menamakan

nja " democratie met leidershap " .

Pasal ini mempersoalkan masalah demokrasi

dan masalah kepartaian dalam sistim Demokrasi

-
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Terpimpin . Berbeda dengan demokrasi liberal,

sistim ini tidak memberikan tempat pada " veel

partijenstelsel”, jg. mendjadi sumber dari per

petjahan . Tetapi gagasan Demokrasi Terpimpin

itu tidak pula melepaskan sistim kepartaian, se

bab baik di Indonesia maupun di-negeri² lain

sudah ternjata bahwa sistim kepartaian meru

palkan sistim jang terbaik selain untuk mem

bangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi

massa djuga untuk mempersatukan massa. Tan

pa Partai berarti setiap orang punja pendapat

nja sendiri dan mempunjai sikapnja sendiri?

mengenai semua persoalan, jang hakekatnja

berarti semua orang menganut „ politiknja sen

diri ?” , sehingga timbul " liberalisme se -murni?

nja ” dan meradjalela anarkisme. Djadi Demokra

si Terpimpin tidak berarti menghapuskan " par

tijen - stelsel” tapi berusaha menjempurnakan

nja ,

Apakah lebih baik sistim satu -Partai atau

lebih dari satu Partai ? Berdasarkan tradisi ke

hidupan kepartaian di Indonesia dan berdasar

kan adanja tiga aliran politik besar di Indone

sia , jaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme,

maka sistim satu - Partai di Indonesia adalah ti

dak sesuai. Dan Partaiº politik ( segudah dise

derhanakan ) merupakan pendukung2 utama ba

gi Demokrasi Terpimpin . Adanja tiga aliran

politik besar NASAKOM berarti bahwa kego

tongrojongan nasional hanja dapat ditjapai se

penuhnja djika berporoskan NASAKOM dan ini

setjara objektif harus ditjerminkan didalam pim

pinan jang kolektif.

Pimpinan kolektif sematjam itu sudah terda

pat pada berbagai lembaga negara, seperti di

MPRS, DPRGR dan Front Nasional. Tapi pada

banjak lembaga negara lainnja seperti DPRD

DPRD , Departemen2 dan Pimpinan Pemerintah?

Daerah dan lain ?, masih belum terdapat .

Apalagi di badan ? ekonomi. Prinsip pimpinan

kolektif itu sebaiknja diwudjudkan diseluruh

lembaga negara dipusat maupun didaerah, pada

semua departemen dan juga pada badan ? eko

nomi.

Dari keterangan diatas mendjadi djelas pula

lah bahwa Demokrasi Terpimpin tidak membe

rikan tempat sama sekali bagi sistim „ Tjatur

atau Tritunggal" oleh karena ; baik . „ Tjatur

maupun Tritunggal" itu :

a ) tidak merupakan badan kolektif jang di

pilih ,

b ) tidak mentjerminkan kegotong-rojongan

nasional berporoskan Nasakom ,

c ) merupakan hasil dari berlakunja UUKB,

Sistim ini adalah ilegal, djadi tidak sah dalam

rangka Demokrasi Terpimpin .

Apakah Demokrasi Terpimpin mengakui ada

nja Partai pelopor ? Golongan ” jang sama? anti

imperialis itu mempunjai watak anti-imperialis

jang berlain’an , jang satu lebih tegas dari lain

nja. Golongan jang paling dirugikan oleh impe

rialisme dan kolonialisme tentunja lebih kuat per

lawanannja daripada golongan jang tidak banjak

dirugikan . Dengan adanja perbedaan? intensitet

itu setjara toritis golongan jang kedudukan so

sialnja paling terhisap seharusnja menempati

tempat terdepan, djadi mempunjai sjarat? jang

lebih banjak untuk mendjadi Partai pelopor.

Akan tetapi kebenaran teoritis ini masih mela

lui perdjuangan supaja bisa mendjadi suatu ke

njatan. Sebab itu jang menentukan Partai mana

jang mendjadi Partai pelopor adalah aktivitet

dari Partai2 itu. Partai mana jang paling setia

dalam melaksanakan Manipol, Partai mana jang

dalam perbuatannja lebih setia pada revolusi ,

kepada Rakjat, itulah jang bisa tumbuh untuk

mendjadi Partai pelopor.

4. Apa bedanja demokrasi terpimpin dari

sentralisme demokratis ? Ada persamaannja,

ada bedanja, Persamaannja , bahwa kedua nja ti .

dak liberal, kedua’nja dengan pimpinan , dan ke

diua’nja berarti „ apa jg sudah diputuskan ber.

sama setjara musjawarah, mengikat bagi se

mua " . Tetapi bedanja djuga djelas: djika sen

tralisme demokratis itu berlaku untuk suatu mu.

sjawarah dari suatu klas (proletariat) atau satu

ideologi (Marxisme ), demokrasi terpimpin ber

laku bagi semua klas jang anti-imperialis dan

berlaku bagi gabungan ideologia jang anti-impe

rialis (bhineka tunggal ika atau Pantjasila ) . Itu

lah sebabnja ideologi Partjasila adalah ideologi

persatuan , ideologi Gotong - rojong.

Marilah kita mendalami tjara mengambil pu

tusan dalam sistim Demokrasi Terpimpin .

Per-tama? harus diusahakan supaja diambil

setjara mufakat lewat musjawarah , djadi tanpa

stem’an . Keputusan mufakat itu harus mengi.

kat bagi setiap peserta musjawarah. Djika me

ngenai sesuatu soal tidak atau belum tertjapai

kemufakatan, sebaiknjalah persoala ! itu ditang

guhkan penjelesaiannja supaja setiap peserta

dapat mempeladjarinja lebih landjut dengan ha

rapan bisa tertjapai kemufakatan .

Seandainja mengenai sesuatu soal perlu diam

bil keputusan dengan segera, maka bisa diper

gunakan sistim pemungutan suara. Djadi sistim

pemungutan suara tidak ditolak å priori.

Dalam pada itu pengertian akan pemungutan

suara dalam rangka pelaksanan Demokrasi Ter

pimpin ini adalah kwalitatif berbeda daripada

pemungutan suara dalam sistim demokrasi libe

ral . Dalam sistim demokrasi liberal keputusan

jang ditjapai lewat stem’an sepenuhnja sesuai

dengan perumusan majoritet. Sedang dalam

rangka Demokrasi Terpimpin stemºan ( jang ka

lau terpaksa harus ditempuh) tidak dengan sen

dirinja melahirkan keputusan jang sepenuhnja

sesuai dengan majoritet. Didalam praktek se

nantiasa dibentuk sebuah panitia perumus jang

keanggotaannja tidak se -mata2 terdiri dari fihak

majoritet. Djadi dalam mengambil keputusan te

rachir seharusnja berlaku saling-memberi kon

sesi dalam sistim pelaksanaan Demokrasi Ter

pimpin adalah konsesi diantara peserta? jang

telah disatukan oleh satu tudjuan , konsesi sema

tjam itu tidaklah salah dan lain sama sekali

dari konsesi antara Rakjat dengan musuh ? Ra'k

jat jang tentunja tak dapat dibenarkan , Djadi

dalam segala hal didalam pelaksanaan Demok

rasi Terpimpin harus didjaga iklim jang baik

berdasarkan toleransi revolusioner antara golo

ngana jang telah bersatu atas landasan Mani.

pol.

5. Demokrasi Terpimpin djuga menuntut ke

ichlasan dari pendukung?nja . Dalam demokrasi

terpimpin tak ada tempat untuk setiap bentuk

kemunafikan : tak boleh plungkar-plungker atau

plintat-plintut dalam menerima sesuatu keputu

san .

Tetapi dalam demokrasi terpimpin tetap ada

tempat untuk kritik dan saling kritik , selama

1
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kritik dan saling -kritik itu memperkuat musja . hat hasila jang amat berharga daripa

warah dan mufakat, memperkuat persatuan dan da Depernas ” . (Resopim , penerbitan

kegotong - rojongan , memperkuat dan memprak chusus 180 Dep. Pen , hal. 3435 )

tekkan " desamenbundeling van alle revolutionai. Saja bisa menambahkan dengan mengutip

re krachten " untuk digempurkan kepada musuh ? kata dari Ketua MPRS Sdr. Chairul Saleh pada

revolusi. rapat penutupan Sidang Pertama MPRS ( 7 De

Marilah kita mendalami sedikit tentang sja- sember 1960 ) sebagai berikut:

rats pelaksanaan dalam sistim Demokrasi Ter Betapa indah dan moleknja unsur? de

pimpin . mokrasi Indonesia asli ini!” Jang ter

Untuk beralih dari demokrasi liberal ke De bajang dimuka Sdr. Ketua MPRS ke

mokrasi Terpimpin dengan aparatur jang sama tika mengutjapkan kata² itu tentunja

adalah tidak mungkin . Sebabnja sangat seder nja adalah putusan’ Sidang Pertama
hana. Aparat jang lama didirikan dan dipelihara jang amat positif itu , jang tertjapai

untuk mengabdi kepada liberalisme, sedang apa dengan mempratekkan prinsip ,,Musja
rat jang diperlukan dalam sistim Demokrasi warah untuk Sepakat" .

Terpimpin djustru harus melawan dan mengubur Kemudian Gesuri telah dapat menjimpulkan

liberalisme. Djadi retooling adalah mutlak perlu
bahwa sistim Demokrasi Terpimpin itu dimata

djika hendak melaksanakan Demokrasi Terpim
dunia -luaranpun sudah sebagai satu realitas jang

pin dengan sesungguhnja . Amatlah keliru djika
hidup, suatu " living reality ” . Demokrasi Ter

tuntutan retooling dianggap berasal dari sikap
pimpin sudah tidak lagi diedjek dan ditjemooh

permusuhan atau kebentjian terhadap seseorang. kan sebagai " rubberstamp-democracy" tetapi

Retooling adalah suatu tuntutan jang objektif , oleh banjak bangsa telah diangap sebagai satu

suatu sjarat mutlak bagi pelaksanaan Demokrasi
tjontoh jang baik . Gotong -rojong, Musjawarah ,

Terpimpin. Untuk mendjamin terlaksananja re
Mufakat sebagai landasan Demokrasi Terpim

tooling dengan sukses harus pula berlaku prinsip
pin telah dianggap sebagai tjontoh ? jang baik .

kegatong -rojongan nasional berporos NASAKOM,

artinja perentjanaannja, pelaksanaannja sampai
Tetapi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu

masih harus mendapat rintangan ”, rintangan
dengan kontrol pelaksanaannja harus dilakukan

oleh badan jang mentjerminkan kegotong -rojo
jang serius maupun kurang serius. Kita sebut be

berapa.
ngan nasional itu. Berhubung dengan itu kami

merasa bahwa panitia retooling jang sekarang
Masih sering di Pusat tapi terutama di Daerah ?

ini belum memenuhi sjarat itu .
pelaksanaan ? Demokrasi Terpimpin itu sedemi

6. Demokrasi Terpimpin djuga tak boleh ber

kian rupa sehingga gagasan itu kehilangan de

henti ditengah djalan : ia harus dilengkapi dan
mokrasi dan jang 'ketinggalan hanja " terpimpin

diperkuat dengan Ekonomi Terpimpin .
nja ". Penpres No. 6/1959 mengenai kekuasaan

Demokrasi Terpimpin merupakan alat politik
di Daerah dan Penpres No. 5/1960 tentang pem

untuk mewudjudkan Ekonomi Terpimpin. De

bentukan DPRDGR dimana ditjopoti elemen

ngan ditegakkannja Ekonomi Terpimpin maka
progresif dan diselundupkan elemen” reaksioner

mendjadi kuat pula dasar Demokrasi Terpimpin .

kedalamnja adalah bukti’nja .

Satu sama lain tak dapat dipisah-pisahkan, ke
Kaum reaksioner masih sempat djuga neng

dua ?nja merupakan penghela kearah Sosialisme.
gunakan segi " terpimpin ” sadja dari Demokrasi

Tiap2 sistim politik mengabdi pada susunan
Terpimpin itu sedemikian sehingga gagasan itu

ekonomi tertentu . Sistim politik demokrasi li
identik dengan diktatur perseorangan kapitalis

beral adalah bangunan politik jang diperlukan
birokrat jang lebih 'korup daripada jang sebe .

bagi perkembangan ekonomi kapitalisme . Demi
lumnja ; diberbagai Daerah lain ia marahaa di .

kian djuga sistim Demokrasi Terpimpin adalah
gunakan untuk bikin matjet segala usana gn

sistim politik jang diperlukan untuk mentjapai
tong -rojong, merampas hak -hak demokrasi dari

sistim ekonomi jang nasional-demokratis, atau
Rakjat, menindas aksi? massa Rakjat, meng

ekonomi, dengan istilah Dekon, ekonomi jang
uber ” kaum progresif dan membatasi atau ma

bersih dari imperialisme dan sisa ' feodalisme . lahan melarang kegiatan mereka.

Kesimpulan :

Dengan dalih supaja sama dengan djiwa De

Demokrasi Terpimpin terutama berarti disatu
mokrasi Terpimpin . U.U. Pemilihan Umum hen.

dak diganti sedemikian sehingga sebagian besar

fihak menghimpun segala kekuatan progresif

dan revolusioner untuk melaksanakan gagasan

anggota MPR , DPR dan DPRD” tidak dipilih ,

melainkan diangkat.
tersebut setjara tepat, dan difihak lain melawan

Dalam pada itu nampak dalam pelaksanaan

segala kekuatan reaksioner jang hendak menje
Demokrasi Terpimpin itu bahwa djika pelaksa

lewengkan gagasan tersebut. naannja langsung ditangan Konseptornja sendi

PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
ri jaitru Presiden Sukaro kita lihat usaha untuk

melaksanakan demokrasi jang terpimpin , keba .

Sampai sekarang sudah 4 tahun gagasan De
likan dari jang terdapat dibanjak Daerah di

mokrasi Terpimpin itu berdjalan, dan ia telah
badan ? sentral sendiri. Ini membuktikan tepat

berhasil merebut hak -hidupnja dan telah mem
nja perintjian Manipol jang mengatakan bahwa

perlihatkan daja hidupnja jang besar. Didalam pada achirnja manusialah jang menentukan re

Resopim ( 1961 ) Presiden telah dapat menjim
alisasi sesuatu itu . Dan orang? jang disuruh me.

pulkan dengan kata ? sebagai berikut :
laksanakan Demokrasi Terpinipin, tetapi hatinja

Kita melihat pertumbuhan dalam DP jang sesungguhnja menolak tidak dapat diha

RGR. Kita melihat pertumbuhan dalam rapkan pelaksanaan jang sempurna. Seperti hal

M.P.R.S. , kita melihat tepatnja sistim nja Demokrasi Terpimpin tidak sesuai bagi se

Musjawarah dalam D.P.A. , kita meli- tiap orang, djuga tidak setiap orang inampu

melaksanakannja dengan tepat . Dia membutuh
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untuk dapat memimpin seluruh pereko

nomian negeri dan menggerowoti ke

kuasaan ekonomi kapital besar asing.

Segi? positif dari Demokrasi Terpim

pin harus dikembangkan dan ditudju

kan untuk pelaksanaan Konsepsi Pre

siden Sukarno 100 % .

Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi

Presiden Sukarno adalah satu kesatu

sanaan

an.

1

kan orang jang sungguh mempunjai „ politike

en morale in tegritet” , dan dia bisa berkembang

subur ditangan orang jang mempunjai daja

tjipta , idedeendragers , kata Presiden .

Didalam memberikan balans mengenai pela'k

Demokrasi Terpimpin Presiden dalam

pidato Gesuri berkata :

Saja tidak mengatakan, bahwa De

mokrasi Terpimpin sebagai jang kita

djalankan sampai sekarang ini sudah

sempurna sebagai alat Revolusi, sudah

perfect sebagai alat Revolusi , tetapi

tak boleh dibantahlah bahwa denokra

si parlementer liberal tidak bisa dipa

kai dalam Revolusi Indonesia jang me

nudju kepada Sosialisme, dan bahwa

dua sistim Demokrasi Terpimpin ada

lah satu’nja Demokrasi jang tepat bagi

. bangsa Indonesia dengan segala kepri

badiannja dalam menudju kepada So

sialisme Indonesia " .

Marxisme dan Demokrasi Terpimpin

Bagaimana sikap kaum Marxis terhadap De

mokrasi Terpimpin ? Apakah Marxisme sebagai
ilmu revolusioner bisa menerima Demokrasi

Terpimpin ?

Mengenai pertanjaan ? itu , D.N. Aidit , Ketua

CC PKI telah berulang kali mengaskan bahwa

kaum Komunis Indonesia ,, selama ini dan akan te

rus berdjuang utk melaksanakan Manipol setjara

konsekwen , karena pelaksanaan Manipol setja

ra konsekwen adalah sedjalan dengan pelaksa

naan program PKI" . ( D.N. Aidit dari brosur

"PKI dan AURI " ) . Berulang kali ditegaskan

uja bahwa Manipol Usdek bukan hanja tidak

bertentangan dan malahan sesuai dengan Mar

xisme, walaupu ini tidak berarti bahwa Manipol

sama dengan Marxisme. „ Manipol adalah sesuai

dengan program PKI, jaitu anti-imperialisme

dan anti-feodalisme, bertudjuan mendirikan ke

kuasaan Rakjat gotong -rojong, bertudjuan mem .

bangun masjarakat Sosialis, menggalang persa

habatan antara bax a ? serta memperkuat per

damaian dunia " ( dari brosur Satu Fikiran

Satu Hati Satu Tudjuan ) .

Chiusus mengenai gagasan Demokrasi Ter

pimpin Kongres ke VI ( 1959 ) menjatakan per

setudjuannja:

PKI menerima Demokrasi Terpimpin

dengan pengertian bahwa jang diteri

rimanja adalah demokrasi, meskipun

bukan Demokrasi Rakjat, tetapi de

mokrasi jang anti liberalisme, anti-dik

tatur -militer dan anti -diktatur -perseo .

rangan . Segi positif daripada Demokra

si Terpimpin jalah, disatu fihak anti

diktatur -militer dan anti-diktatur -perse .

orangan , dan difihak lain anti-liberalis

A.nti -liberalisme dilapangan poli

tik , tidak bisa diartikan lain ketjuali

pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukar

no 100 % , jaitu pembentukan Kabinet

Gotong -rojong berdasarkan perwakilan

berimbang diantara partai2 dan golo

ngan pendukung Konsepsi Presiden .

Anti -liberalisme dilapangan ekonomi

tidak bisa diartikan lain ketjuali anti

„ persaingan bebas" ( " free fight libera

lism " ) , dan ini berarti mengutamakan

ekonomi sektor negara sebagai sjarat

Pelaksanaan Konsepsi Presiden Su

karno harus dilakukan diantara partai?

golongan ” dan perseorangan jang me

njetudjuinja.

Mereka jang menolaknja adalah anti

persatuan nasional, pro liberalisme ,

pro diktatur -militer atau pro diktatur

perseorangan . Karena itu adalah keli

ru djika pelaksanaan tjita? ang baik

ini digantungkan pada mereka jang

menolaknja ” .

Demikianlah pandangan kaum Marxis Indonesia

terhadap gagasan itu . Sekaligus telah dikemu

kakan pula sjaratº pelaksanaannja .

Mungkin seseorang akan berkata : PKI mene

rima Manipol dan gagasan Demokrasi Terpim

pin itu tidak sepenuhnja, dengan reserve, sebab

Manipol dan gagasan Demokrasi Terpimpin ada

lah konsepsi” bordjuis PKI menerimanja lanta

ran terdesak ” .

Apakah benar demikian ? Tidak !

Pertama, Kaum Komunis dengan menggunakan

Marxisme untuk menganalisa masjarakat Indo

nesia berkesimpulan bahwa Revolusi Indo

nesia sekarang bukanlah revolusi Sosialis, tidak

bertudjuan untuk mendirikan diktatur proletar.

Tahap revolusi Indonesia sekarang ini adalah

nasional dan demokratis. Didalam Anggaran

Dasarnja ( Preambul) PKI didjelaskan :

Tudjuan PKI dalam tingkat sekarang

jalah mentjapai sistim Demokrasi Rak

jat di Indonesia , sedangkan tudjuan

jang lebih landjut jalah mewudjurikan

Sosialisme dan kemudian Komunisme

di Indonesia. Sistim Demokrasi Rakjat

jalah sistim pemerintahan Gotong-ro

jong dari Rakjat oleh Rakjat dan un

tuk Rakjat, sedangkan Sosiaiisme ja

lah sistim masjarakat tanpa penghisa

pan atas manusia oleh manusia dan

Komunisme jalah sistim misjarakat

adil dan makmur sebagai tingkatan

jang lebih tinggi dan kelandjutan dari

pada Sosialisme" ( AD . IT PKI hal.

6 ) .

Ditegaskan sekali lagi:

Revolusi, Indonesia dalam tingkat se

sekarang adalah revolusi Demokrasi

Rakjat, jaitu revolusi daripada massa

Rakjat jang luas , jaitu untuk bagian

terbesar terdiri dari kaum tani, diba

wah pimpinan proletariat" ( AD - ART

PKI hal . 8 ) .

Marilah sekarang meneliti dokumen ’ resmi

mengenai masalah itu. Didalam keputusan DPA

tentang perintjian „Djalannja Revolusi Kita"

jang diutjapkan oleh Presiden Sukarno pada

tanggal 17 Agustus 1960 , ditegaskan :

Manipol dengan djelas menjatakan,

bahwa tudjuan djangka pendek jalah

......

.

......

me.

.....
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pelaksanaan Program Kavinet Kerdja ,

jaitu sandang pangan , keamanan , me

landjutkan perdjuangan anti- imperia

lisme.

Sedagkan tudjuan djangka -pandjang

jalah : masjarakat jang adil dan mak

mur, melenjapkan imperialisme di-ma

na’ , dan mentjapai dasar” bagi perda

maian dunia jang kekal dan abadi.

Djelaslah ada dua tudjuan dan dua

tahap Revolusi Indonesia .

Pertama, tahap mantjapái Indonesia

jang merdeka penuh, bersih dari impe

rialisme dan jang demokratis . bersih

dari sisaº feodalisme. Tahap ini masih

harus diselesaikan dan disempurna

kan .

Triprogram Kabinet Kerdja teruta

ma untuk menjelesaikan tahap perta

ma sebagai sjarat mutlak untuk de

ngan sepenuhnja dapat masuk ke- tahap

kedua .

Kedua, tahap mentjapai Indonesia

ber -sosialisme Indonesia, bersih dari

kapitalisme dan dari " Exploitation de

l'homme par l'homme" . Tahap ini hanja

bisa dilaksanakan dengan sempurni

setelah tahap pertama sudah diselesai

kan seluruhnja ” . ( Tubapi hal. 171-172 ) .

Dengan membandingkan dokumenº resmi de

ngan dokumen² kalum Marxis Indonesia itu , ma

ka djelaslah bahwa „ melaksanakan Manipol se

tjara konsekwen adalah sedjalan dengan pelak

sanaan program PKI" . Bukan disebabkan PKI

berada dalam posisi jang terdesak, melainkan

disebabkan PKI mampu meng -integrasikan Mar

xisme kedalam revolusi Indonesia , sebagai ha

sil pemaduan kebenaran umum Marxisme-Leni.

nisme dengan praktek kongkrit perdjuangan re

volusioner Rakjat Indonesia .

Mungkin timbul djuga pertanjaan :

Apakah dengan sikap PKI, kaum Komunis In

donesia menafsirkan dengan Demokrasi Terpim

pin itu demokrasi-proletar dan apakan dengan

menerima Manipol itu , kaum Komunis Indone

sia telah melepaskan prinsip ? Marxisme ten

tang negara ?

Dalam memandang sesuatu , kaur . Marxis

mempunjai titiktolak jang pasti, jaita :

Pertama, memandang sesuatu itu setjara ob

jektif, artinja tidak melihat dari satu segi, me

lainkan dari semua segi kenjataan dan meli

hatinja dalam hubungannja dengan keadaan se

kitarnja ;

Kedua, tidak melihat sesuatu itu dalam kea

daannja jang statis, melainkan dalam keadaan

nja jang selalu bergerak dan terus berkembang,

artinja , tidak berorientasi kepada zaman lam

pau dari sesuatu 'itu , melainkan berorientasi pa

da haridepannja ;

Ketiga, bahwa segala proses perkembangan

itu mempunjai hukum’nja sendiri dan berdasar

kan hukum ? itu manusia dapat mempertjepat

proses perkembangan itu.

Di Indonesia dewasa ini kita melaksanakan sis .

tim Demokrasi Terpimpin , jang bukan demokra.

si bordjuis parlementer, jaitu sistim demokrasi

moder Revolusi Perantjis tahun 1789 ; tetapi

djuga, bukan demokrasi proletar, jaitu sistim

demokrasi jang mendirikan kediktaturan kaum

proletar di Rusia pada tahun 1917 .

Keadaan objektif di Perantjis pada tahun 1989

memang membutuhkan demokrasi jang sesuai

dengan isi revolusi itu, jaitu demokrasi burdjuis.

Analisa Marxis terhadap keadaan waktu itu tak

mungkin menjapai kesimpulan lain . Demikian

djuga, djika orang hendak mendjalankan de

mokrasi burdjuis pada waktu Revolusi Oktober ,

revolusi itu tidak akan menang, sebab tidak se

suai dengan isi politik atau watak kias dari re

volusi jang berkobar ketika itu.

Bagaimana isi politik , bagaimana watak re

volusi Indonesia dewasa ini ? Berwatak burdjuis

model 1789 ? Tidak . Djuga tidak berwatak pro

letariat model 1917 di Russia. Revolusi Indonesia

adalah revolusi bersama dari semua klas dan

golongan jang menentang imperialisme-kolonia
lisme dan feodalisme. Ini adalah kenjataan jang

kongkrit, sesuatu jang objektif. Kaum Marxis

tidak bisa lain ketjuali tunduk kepada kenjata

an ini, sebab itu djustru oleh karena mereka se

tia pada Marxisme mereka tidak mungkin me

njodorkan gagasan demokrasi-proletar.

Bagaimana pengertian kaum Marxis tentang

negara ? Negara itu adalah alat pentung, dita

ngan klas jang berkuasa jang , digwiakan untuk

menindas klasº jang tidak patuh pada kekuasa

aannja. Sebab itu harus diteliti klas mana pada

suatu waktu jang memegang kekuasaan atas

negara dan klas? jang maną jg mendjadi musuh .

nja. Kemudian harus pula diikuti dengan tjer

mat perkembangan masjarakat, perkembang

an imbangan kekuatan politik , untuk menetap

kan apakah ada terdapat pergeseran , untuk me

ngetahui tentang kemungkinan terdjadinja mu

tasi atas kekuasaan negara .

Berdasarkan itulah kaum Marxis Indonesia

menjimpulkan bahwa terdapat suatu mutasi da

lam watak kekuasaan politik dinegeri kita, sua

tu mutasi dalam watak kekuasaan Republik In

donesia ,

Bagaimana tendens dari mutasi itu ?

Berhubung kekuatan progresif di Indonesia

sudah tjukup besar untuk mentjegah berkuasa

nja kembali kaum kontra -revolusi, kaum koni

prador tetapi kekuatan itu masih belum tju

kup besar untuk sepenuhnja mentjabut hak po.

litik . kaum reaksioner, belum tjukup besar untuk

mendirikan kekuasaan Rakjat jang demokratis ,

maka mutasi itupun tidak bersifat radikal . Da

lam kekuasaan politik dinegeri kita sekarang, ti

dak hanja ada kaum komprador, kapitalis birok

rat dan tuantanah , tetapi djuga ada orang - orang

jang pro-Rakjat jang disokong oleh kaum bu

ruh , kaum tani, inteligensia -revolusioner dan ele

men demokratis lainnja . Dengan begit: r keku

asaan politik dinegeri kita mempunjai dua segi

(aspekā jaitu aspek pro-Rakjat dan aspek anti

Ralkjac.

Dan apakah kekuasaan jang ber -aspek dua

itu melakukan fungsinja sebagai alat penindas ?

Dengan tegas Presiden Sukarno mendjelaskan

didalam Djarek , bahwa Revolusi adalah :

perombakan , pendjebolan, penghantju

ran , pembinasaan dari semua apa jang

kitu tidak sukai dan membangun se

gala apa jang kita sukai. Revolusi ada

lal . perang melawan keadaan jang tua

-
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1. Pemerintah sentral jang demokratis, kon

sekwen anti- imperialis, anti-feodal dan ber

tjita ? Sosialisme,

2. Kegotong -rojongan nasional dari bawah

sampai keatas.

3. Front Nasional jang luas, konsekwen anti

imperialis, anti- feodal dan bertudjuan Sosial

isme.

4. Kebebasanº demokratis untuk Rakjat, bukan

untuk musuh ? Rakjat (D.N. Aidit Sosialisme

Indonesia dan Sjarat? Pelaksanaannja hal

110 ) .

Selandjutnja saja ingin mengemukakan bebe

rapa kesimpulan tentang Musjawarah untuk

Mufakat sebagai berikut:

1. Musjawarah untuk Mufakat harus meng

abdi kepada pelaksanaan revolusi chususnja

pelaksanaan tahap pertama, jaitu tahap re

volusi nasional-demokratis .
naan

untuk melahirkan keadaan jang baru .

Tiap2 Revolusi mempunjai musuh jaitu

oranga jang hendak mempertahankan

atau mengembalikan keadaan jang tua .

Tiap² Revolusi menghadapi orang2 jang

',kontra" kepadanja , karena itu baik

sekali kita ketahui dengan djelas

Manifesto Politik dan Usdek itu . Siapa

kawan siapa lawan , siapa sahabat, si

apa musuh , siapa pro, siapa Kontra.

Siapa pro Manifesto Politik dan Usdek

adalah kawan ” . ( Tubapi hal . 209 ) ..

Dan kemudian dipertegas lagi dengan Peneta

pan Presiden No. 7 th. 1959 dan Peraturan Pre

siden No. 13, 1960 jang melarang Partai? jang

anti-Manipol dengan pendjelasan Presiden Su

karno sbb . :

Ini bukan diktatur, ini bukan penggu

kekuasaan setjara se -wenang?!

Ini adalah pelaksanaan daripada satu

universal principle, satu prinsip -umum

dinegeri manapun djuga, bahwa dari

Penguasa jang memegang kekuasaan

tidak dapat diharapkan mem

beri hakhidup kepada kekuatan ? jang
mau merobohkan Negara, atau membe

rikan sendjata ” baik materii) ataupun

spirituil, kepada ketentuan ? jang mau

merobohkan Negara. Ketambalian lagi,

berdasarkan moral revolusioner dan

moralnja Revolusi, maka Penguasa wa

djib membasmi tiap² kekuasaan, asing

ataupun tidak asing, pribumi ataupun

tidak pribumi, jang membahajakan ke

selamatan atau berlangsungnja Revo

lusi” . ( Tubapi halaman 211 ) .

Djadi tidak ada jang berawanan dengan adja

ran ? Marxisme. Jang bisa ditambahkan disini,

jalah bahwa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

itu masih kurang lantjar. Sebab itu saja ingin

mengulangi sjarat politik jang menurut pen

dapat kami sangat urgen demi untuk kelantja

ran Demokrasi Terpimpin . Sjarat? itu jalah :

2. Detail? pelaksanaan Musjawarah untuk Mu

fakat masih harus mengalami pelaksanaan

dalam praktek . Tetapi isi dan wataknja su

dah tetap jaitu :

a. tudjuannja : untuk memenangkan Revo

lusi Indonesia dengan memelihara dan

memperkuat persatuan dari semua ke

kuatan revolusioner.

mentjerminkan kegotong - rojangan nasio

nal sehingga benar² mendjadi penjambung

lidah dari Rakjat.

e . Peserta : jalah golongan jang merupakan

kekuatan sosial dari Revolusi Indonesia ,

jaitu seluruh Rakjat Indonesia jang me

nentang imperialisme dan kolonialisme

dengan kaum buruh dan kaum tani se

bagai kekuatan pokoknja .

d . Putusan , jang dimufakati bersama

mengikat semua peserta, sedangkan pe

mereka bersama,

( B.O. HUTAPEA )

1
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Musjawarah untuk mufakat

I. Pendahuluan Dari sebab itu timbullah kesadaran baru: demokrasi

DENGAN memikirkan persoalan ,musjawarah un politik itų mesti ditambah lagi dengan demokrasi

tuk mufakat" sedikit mendalam maka nampaklah
lain , antara lain demokrasi ekonomi.1 )

dengan samar-samar, bahwa bila musjawarah untuk
Bila kita tidak puas dengan demokrasi parlementer,

mufakat itu adalah suatu tjara aturan untuk menga
tidaklah berarti, bahwa kit tidak menjukai demokrasi

dakan perundingan sampai pada pengambilan politik . Tidak demikian halnja . Tetapi kita menghen

keputusan atau kesimpulan, maka hal itu bukanlah
daki demokrasi, jang lebih dari itu , ja , demokrasi

tjara atau aturan jang pokok, tetapi tjara tiriiul
jang komplit , jang meliputi lapangan politik, ekonomi,

dari pelaksanaan sistim ketata -negaraan tertentu. sosial , kebudajaan dsb. Demokrasi jang komplit jang

Djadi musjawarah untuk mufakat itu adalah suatu terbajang dalam pikiran kita itu terkenal dengan na

„ afgeleide regel”, sedangkan „ grondregel”nja adalah
ma demokrasi terpimpin. Inti-sarinja mula-mula masih

sistim ketata -negaraan jang menimbulkannja. Dalam samar-samar dalam penglihatan kita, tetapi semakin

hubungan ini patutlah diingat apa jang sering dike
lama semakin djelas, sesudah kita mempeladjari

mukakan oleh kebajakan orang, bahwa tjara adjaran? Bung Karno, jang mendjadi pentjipta

pengambilan keputusan dengan pemungutan suara demokrasi terpimpin, dalam pidato? beliau pada

( ,, stem-steman " ) tentang pro dan kontra sesuatu hal berbagai-bagai kesempatan. Hal ini nanti akan kami

jang menghasilkan majorita atau minorita suara , ada- uraikan lebih djauh.

lah tjara menurut demokrasi parlementer atau liberal Katakanlah : dengan musjawarah untuk mufakat kita

dalam ketata - negaraan. sudah melaksanakan demokrasi terpimpin dilapangan

Berhubung kita telah meninggalkan sistim demokrasi politik. Persoalan selandjutnja adalah : bagaimanakah

parlementer dan menganut demokrasi terpimpin, maka pelaksanaan demokrasi dilapangan ekonomi, sosial

setjara sepintas lalu adalah wadjar, bila tjara pelak- dsb . ? Apakah masih diperlukan tjara lain , ketjuali

sanaan demokrasi parlementer jang sangat menondjol , musjawarah untuk mufakat? Djika memang ada

ialah „ stem -steman" mengenai pro dan kontra mesti tjarak tertentu jang harus kita gunakan disamping

kita buang djauh-djauh . Dalam pada itu sistim jang musjawarah untuk mufakat, tetapi kita mengabaikan

baru, jaitu demokrasi terpimpin belum lagi kita sadari nja , maka pastilah pelaksanaan demokrasi terpimpin

isi dan makanja sedalam -dalamnja dan ia masin dalam itu gagal , setidak-tidaknja hanja sampai pada

proses pertumbuhan selaras dengan djalannja pem- pelaksanaannja dilapangan politik sadja , jang berarti

bangunan kita baik dibidang sprituil maupun, tidak djauh berbeda daripada pelaksanaan demokrasi

meteriil . Tetapi penjelenggaraan Negara kita tidak
parlementer.

mengenal berhenti atau mengaso, melainkan berdjalan
Berhubung dengan itu jang harus kita telah lebih

terus dengan gedjala ? jang kongkrit dalam bentuk dahulu adalah isi dan makna demokrasi terpimpin

pengambilan ” keputusan oleh badanº legislatif jang
dan apa jang diperlukan guna pelaksanaan seluruhnja.

telah di „ retool". Maka jang sangat mendesak, jang

urgen, adalah diadakannja tjara baru jang mengganti U. Soal - soal Pokok Demokrasi Terpimpin

tjara „ stem -steman ", untuk sampai kepada suatu
Demokrasi terpimpin adalah masalah jang berat

kesimpulan setelah kita merundingkan sesuatu masalah.
dan compleks. Jang hendak kami kemukakan disini

Pengalaman jang kita peroleh dari praktek penjelang
adalah hal ” jang pokok sadja , jang dapat didjadikan

garaan Negara sesudah kita mendjalankan UU.D.
tanda ’ bagi demokrasi terpimpin , jaitu beberapa

1945 membikin kita sadar akan adanja suatu tjara ,
jang telah memberikan hasilbaik, jaitu jangterkenal kesimpulan, jang kita ambil dari pidato-pidatoP.J.M.

Presiden Sukarno.

dengan
musjawarah untuk mufakat untuk

1. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi
mengambil suatu keputusan tanpa stom -steman . jang

Dengan adanja kenjataan tersebut tadi setengah
memberikan management kepada usaha baik jang

politik maupun jang sosial , guna merealisasikan
orang menjimpulkan, bahwa musjawarah untuk mu

fakat adalah identik dengan demokrasi terpimpin ,
masjarakat adil dan makmur : berlainan dengan

setidak-tidaknja inti -sari daripada demokrasi terpimpin.
demokrasi „ .freefight liberalism " : tidak membiarkan

Menurut hemat kami „ musjawarah untuk mufakat"
seribu matjam tudjuan bagi golongan atau per

adalah salah satu aspek dari pada demokrasi terpisti
seorangan , jang menenggelamkan kepentingan

pin , bahkan bukan bagian jang esensiil daripada de
Nasional dalam arusnja malapetaka . )

mokrasi terpimpin , melainkan salah satu akibat dari- 2. Demokrasi terpimpin adalah alat untuk merealisasi:

pada pelaksanaan demokrasi terpimpin dibidang legis- a . „ Retooling for the future " , membuat alat-ala !

latif. Ia adalah suatu segi formil. dari demokrasi ter .
baru untuk menjelenggarakan hari-depan

pimpin, jang harus kita manfaatkan untuk merealisasi disegala lapangan .

bagian jang esensiil daripada demokrasi terpimpin . b . Penjederhanaan kepartaian.

Mengapa kita telah tidak puas dengan demokrasi Penghantjuran ungur -unsur kontra -revolusi

parlementer ? Tidak lain oleh karena demokrasi par jang mamainkan peranannja untuk mendjauhkan

lementer tidak dapat kita gunakan untuk mentjapai kita dari tudjuan Revolusi . 3 )

tudjuan Revolusi kita jang multikompleks, jang tidak 3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi dalam :

hanja meliputi bidang politik belaka. tetapi djuga bidang politik, dalam hal mana :

bidang ekonomi, sosial , kebudajaan dan lain?. tiap² orang diwadjibkan untuk berbakti kepada

Demokrasi parlementer hanja memberikan kesamara
kepentingan kepada Masjarakat,

rataan hak dilapangan politik, tidak kesama-rataan Bangsa dan Negara ;

hak dilapangan ekonomi, sosial , kebudajaan dsb. b. tiap orang berhak mendapatkan penghidupan

nama

C.

a.

umum ,
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a. semua

C.

jang lajak dalam Masjarakat, Bangsa dan Sebagaimana telah ditegaskan dalam pidato:

Negara.4 ) Ambeg Parama-arta pimpinan dalam Demokrasi

dan dalam : Terpimpin berada ditangan P.J.M. Presiden Sukarno.

bidang ekonomi :

Ekonomi Bangsa didjadikan Ekonomi Terpimpin , UI. Hubungan Antara Perwakilan Dan Pemerintah

jaitu :

alat» vital produksi dan alat vital Dalam negara ” Eropa Barat hubungan antara Ba.

distribusi barang harus dikuasai oleh Negara, dan Perwakilan jang tertinggi, jaitu Parlemen, dengan

sedikit-dikitnja diawasi oleh Negara ;
Pemerintah dalam praktek menundjukkan tiga matjam

b. tidak mengizinkan Indonesia didjadikan padang aspek , jaitu adanja „ overwicht" daripada Pemerintah,

penggaruk-harta bagi siapapun, asing atau atau Pemerintah dan Parlemen mempunjai kedudukan

bukan asing.5 ) jang sama kuatnja , atau Parlemen mempunjai „over

4. Demokrasi terpimpin mengharuskan diadakannja
wicht” terhadap Pemerintah. Dalam hal jang disebut

terachir ini Kabinet /Menteri tidak hanja bertanggung
perentjanaan untuk telah melihat lebih dahulu

djawab pada Parlemen, tetapi kedudukannja tergantung

setiap langkah jang harus diambil dalam satu
daripada votum Parlemen pula. Sistim pemerintahan

rentetan pandjang dari tindakan jang berdiri demikian inilah jang disebut sistim parlementer.

sendiri -sendiri.6 ) Sistim parlementer itu telah kita kenal pula dalam

5. Dengan demokrasi terpimpin kita : praktek penjelenggaraan Negara sebelum kita kem

a. mentjari sintense, mentjari akumulasi fikiran bali kepada U.U.D. 1945. Sebagaimana kita

dengan tenaga untuk melaksanakan Amanat telah im sistim parlementer, jang pernah kita

Penderitaan Rakjat ; anut itu , telah menimbulkan banjak kerugian dalam

b. mengadakan tindakan untuk melindungi dan kehidupan Negara kita berhubung timbulnja ekses

menambah hak “ bagi Rakjat si Djelata, jang berbentuk djegal-djekalan , jang menjebabkan

si Marhaen , si Murba, si Tani, si Proletar ; berkali-kali djatuhnja Pemerintah, sehingga pemerin

mengurangi atau menghapuskan hak” jang tahan tidak dapat berdjalan dengan sempurna, bahkan

ber-lebih’an daripada kakitangan” imperialis kadang² melumpuhkannja sama sekali.
dan kaum kontra -revolusioner, kaum anti- Dalam sedjarah perkembangan politik di Eropa

progresi dan kaum penghisap Rakjat.7) Barat telah timbul-gedjala krisis daripada demokrasi,

Mengenai „ spelregel " dalam menjelenggarakan jaitu baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif tidak

Demokrasi Terpimpin baiklah kiranja kami mengutip mampu mendjalankan tugas kewadjibannja . Dalam

perkataan P.J.M. Presiden Sukarno dalam pidato hubungan ini Mr. M. van der Goes van Naters

beliau , jang berdjudul : „ Ambeg Parama-arta ” mengatakan, bahwa kedua-duanja kekuasaan tadi

sebagai berikut : berhubung dengan komposisinja dan organisasinja
telah menderita kelemahan ,

„ Sehubungan dengan masalah Retooling dan pe
jaitu terdapatlah

njingkiran para Pelaksana, jang dianggap tidak kekurangan keachlian pada mereka dan pula mereka

mampu melaksanakan tugasnja itu, ingin djuga saja mendjadi "overladen ” dan sebagai akibat daripada

minta perhatian , bahwa berdasarkan ketentuan itu meningkatlah birokrasi.11 )

konstitusionil Undang-undang Dasar 1945 , jang kita Untuk mengatasi krisis tadi telah diadakan dua

maksud dengan Pemerintah" itu adalah Presiden usaha, jalah :

sendiri. Lebih daripada itu , dengan telah lahirnja le. memperkembangkan. demokrasi politik jang

ketetapan MPRSNo. I dan II, kita mengenal institut djuga disebut demokrasi formil kearah demokrasi

MANDATARIS M.P.R.S. dalam hidup ketata-nega- materiil, jang mengingat pada isinja disebut pula

kita . Dan jang dimaksud dengan Mandataris demokrasi ekonomi, demokrasi sosial atau de.

itu adalah Presiden sendiri djuga ! Ditambah lagi de. mokrasi kulturil .

ngan adanja institut PEMIMPIN BESAR REVOLU- 2e. menambah demokrasi formil jang telah mendjelma
SI berdasarkan ketetapan M.P.R.S. No. I dan II ,

mendjadi demokrasi parlementer, dimana nampak
terdapatlah kelengkapan dalam KESATUAN " overwicht " dari pada badan perwakilan

PIMPINAN Revolusi, Negara dan pelaksana tersebut terhadap pemerintah, dengan suatu

Ketetapan -ketetapan MPRS dalam satu orang, jaitu lembaga jang disebut perwakilan fungsionil. 12 )

Presiden sendiri'.8 ) Proses perkembangan berhubung dengan dilakukan

Bila kita peras apa jang telah diuraikan tadi , maka usaha kedua dalam garis besarnja dilukiskan oleh

Demokrasi Terpimpin itu mempujai inti - sari Prof. Djokosutono sebagai berikut :

demokrasi sosial, jaitu perpaduan dari demokrasi Oleh karena Parlemen tidak dapat mengikuti per

politik dengan demokrasi ekonomi, suatu gagasan kembangan daripada masjarakat modern, jang sifatnja

jang telah ditjetuskan oleh Bung Karno dalam tahun dinamis dan kompleks, dengan segala differensiasinja
1941.9 ) Kiranja adalah sangat mendekati kebenaran- dan spesialisasinja, maka Parlemen memberikan

lah, bahwa seperti telah kami kemukakan diatas Mu- banjak kelonggaran kepada Pemerintah dalam berba.

sjawarah untuk Mufakat bukannja inti -sari Demokrasi gai-bagai tindakan jang bersifat pengaturan /

Terpimpin, tetapi salahsatu tjara penjelenggaraan De
penertiban, sehingga dengan demikian lambat-laun

mokrasi Terpimpin. SelandjutnjaDemokrasi Terpimpin terdjadi pergeseran kekuasaan dalam sistim parlemen

adalah identik dengan Revolusi Indonesia , karena ber

ter; „ overwicht" daripada Parlemen berubah mendjadi
samaan tudjuannja, jaitu mendjebol/merombak hal ’

" evenwicht" antara Parlemen dan Pemerintah dan

jang lama/jar usang dan membangun hal jang baru,
selandjutnja kekuasaan bergeser terus kepada „ lebih

jang meratakan djalan ke masjarakat jang adil dan

makmur. Bung Karno pun pernah mengatakan, bahwa
diperkuatnja fihak executive " . Parlemen sendiri, jang

memang demokrasilah jang mendjadi api pembakar tidak sanggup untuk menghadapi perkem

hati kita, api pewahju daripada segenap tindakan
bangan masjarakat modern , menjerahkan wewenang

kita . 10) legislatifnja kepada fihak executive.13 ) Gedjala „ lebih

raan

merasa
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.

diperkuatnja fihak executive" itu djuga disebut Disamping Kabinet „ Gotong-rojong" ini beliau

„ Terugted van de Wetgever" oleh Struycken dalam mengusulkan dibentuknja satu Dewan, jang beliau

karangannja jang berdjudul „ Administratie of Rechter ” , namakan Dewan Nasional. Dewan Nasional ini

oleh karena pembuat undang-undang setjara terperintji , hendaknja anggota’nja terutama sekali terdiri atas wa

melainkan hanja mengenai masalah? jang pokok sadja. kila atau orang dari golongan functioneel dalam ma

Pengaturan setjara detail atau pengchususan daripada sjarakat kita, jaitu golongan Buruh, Tani, Tjendekia

masalah pokok diserahkan kepada Pemerintah. Maka wan, Pengusaha Nasional, Protestan, Katolik, Alim

dengan „Verterking van de Executive” ini terdjadi Ulama, Wanita, Pemuda, Angkatan ²45 , wakil dari

suatu " overladenheid van de Regering" , demikian Prof. Daerah” dan lebih landjut duduk dalam Dewan Na

Djokosutono.
sional itu , Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf

Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala
Untuk mengatasi " overladenheid " tersebut oleh

Pemerintah dibentuklah Dewan Pertimbangan jang
Kepolisian Negara, Djaksa Agung dan beberapa Men

teri jang penting.

keanggotaannja terdiri atas wakil dari ,,belangengroe Dari Konsepsi Presiden tersebut tadi jang telah
pen ” . Hal ini disebabkan oleh karena Pemerintah

berhasil dilaksanakan adalah pembentukan Dewar

terpisah djauh dari masjarakat, karena pemerintahan Nasional dengan Undang-undang Darurat No. 7 tahun
sudah mendjadi birokratis. Walaupun pegawai

1957. Menurut pasal 2 dari Undang’ Darurat tersebut
Pemerintah adalah ahli , tetapi karena tidak berke tugas Dewan Nasional adalah : „Memberikan nasehat
pentingan sendiri, maka kemungkinan besar sekali,

mengenai soal² pokok kenegaraan dan kemasjarakatan

bahwa pandangannja kurang tepat. Maka dari itu kepada Pemerintah, baik atas permintaan Pemerintah,

jang diutamakan untuk duduk dalam Dewan Pertim maupun atas inisiatif sendiri ” .

bangan tersebut adalah wakil dari golongan kepen- Maka dengan terbentuknja Dewan Nasional itu

tingan, sebagai usahawan dalam berbagai-bagai diperkuatlah kedudukan Executive terhadap Parlemen.

bidang, misalnja industri, ‘niaga , perbankan, asuransi, Ketika itu masih belaku U.U.D.S. tahun 1950.

lalu-lintas dsb. , lalu buruh, tani , pekerdja? bebas Dapatlah disimpulkan disini, bahwa usaha P.J.M.

( vrijberoepen ) dll., pokoknja golongan -golongan jang Presiden Sukarno untuk mengatasi kesulitana jang

menduduki fungsi” dalam masjarakat dibidang ekonomi ditimbulkan oleh krisis demokrasi parlementer madju

dan sosial , jang djuga disebut golongan fungsionil . selangkah, jaitu dengan djalan menambahkan pada
Dengan demikian tampil Perwakilan Fungsionil dalam demokrasi formil, jang bersandar pada U.U.D.S.

ketata-negaraan. Berhubung kaum konsumen dapat suatu lembaga perwakilan fungsionil jang dinama
dianggap sebagai mewakili keperluan masjarakat ka- kan Dewan Nasional .

rena produksi adalah produksi untuk keperluan Sesudah kita kembali kepada U.U.D. 1945, usa

masjarakat dan karena Pemerintah menjelenggarakan ha" untuk mengatasi kesulitan dalam ketata -negaraan

kepentingan umum, maka dimasukkanlah pula wakilº kita mempunjai dasar jang kokoh, sehngga usahaº

dari kaum konsumen dan Pemerintah dalam Perwa. jang telah dimulai dalam tahun 1957 itu dapat

kilan Fungsionil tersebut.14 ) disempurnakan .

Adapun tugas Perwakilan Fungsionil termaksud Masa demokrasi formil , demokrasi liberal/ parle

meliputi bidang otonomi dan " zelfbestuur” dalam ling- menter, sudah berachir dan kita telah memasuki masa

kungan golongan sendiri, pemberian pertimbangan baru dalam ketata -negaraan kita, jaitu

kepada pemerintah naik bila diminta ( obligatoir ) demokrasi terpimpin, jang tjiri pokoknja telah kami

maupun bila tidak diminta ( facultatif ) dan peradilan uraikan dalam bagian II .

dalam lingkungan sendiri antara " bedrijfsgenooten" Maka kita landjutkan pebentukan aparatur negara

jang bersifat sipil atau disipliner.15 ) jang diperlukan untuk menjelenggarakan demokrasi

Negara kita djuga pernah mengalami krisis terpimpin , jaitu :

demokrasi, karena mengeksesnja arti oposisi dalam 1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

demokrasi parlementer,
parlementer, jalah opposisi diartikan 2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;

mengkritik Pemerintah hebat-hebatan, coute que 3. Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan

coute, opposisi diartikan sedapat mungkin menumbang- 4. Dewan Perantjang Nasional .

kan Pemerintah jang ada, diganti dengan Pemerintah Dalam badan? tersebut duduk baik wakil dari

dari oppsisi sendiri . partaiº politik maupun dari golongan” fungsionil .

Berhubung dengan hal itu P.J.M. Presiden Sukarno Di negara" kapitalis di Eropa Barat duduknja wa.

mengadjak kepada segenap Bangsa Indonesia untuk kilº dari golongan fungsionil dalam parlemen ditolak

menindjau kembali sistim ketata-negaraan kita jang engan ber-bagai" matjam alasan, jang kesemuanja
berlaku ketika itu . Maka datanglah saat jang berse- itu , bila kita teliti , dapatlah dikembalikan kepada

djarah dalam ketata -negaraan kita , jaitu pengumuman pokok pikiran, jang hendak mempertahankar

Konsepsi Presiden untuk menjelamatkan Republik demokrasi jang baik bagi kepentingan kaum kapi .

Proklamasi pada tanggal 21 Februari 1957. talis hanjalah se-mata demokrasi formil , jang harus

Konsepsi Presiden terdiri dari dua hal , jaitu : perta: didjaga kemurniannja dengan tidak memasukkan

ma mengenai Kabinet dan kedua mengenai Dewan wakil dari golongan fungsionil .

Nasional.16 ) Dalam pada itu pembentukan Executive jang

Kabinet jang diharapkan oleh P.J.M. Presiden berdasarkan kegotong-rojongan Nasional , jang me.

Sukarno ketika itu adalah Kabinet Gotong Rojong,
nurut Konsepsi Presiden semula adalah Kabinet

dimana semua partai dan semua fraksi dalam Parle- Gotong-rojong , tetapi sesuai dengan perkembangan

men harus duduk. Perkataan beliau tentang hal ini ketata -negaraan sekarang lebih tepat kiranja nama

„ Kabinet"
dalam bhasa asing jang mendjadi kata bersajap ada

diganti dengan „ Team Pembantu

lah : „ Alle laden van de familie aan tafel , alle leden Presiden ", masih belum terlaksana .

van de fomilié aan de eettafel en aan de werktafel , Sebagai langkah madju dapatlah ditjabat pengin

dengan tiada perketjualian seorangpun ”.
tegrasian Badanº Kenegaraaan Tertinggi, jaitu

MPRS, DPR-GR , DPA dan DEPERNAS kedalam

masa
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atau

kekuasaan Executive. Pimpinan badanº itu diikutserta- djika ada seorang anggota keluarga jang boleh duduk

kan dalam musjawarah Kabinet Paripurna, dengan ada menghadap medja-kerdja, tetapi diketjualikan dalam

jang diberikan kedudukan Wakil Menteri Pertama hal duduk menghadap medja makan ?

( untuk Ketua MPRS, Ketua DPR -GR, Wakil Ketua

DPA dan Ketua Depernas) dan ada pula jang di IV . Tudjuan Musjawarah

berikan kedudukan Menteri ( para Wakil Ketua MPRS

dan DPR-GR ) 17 ) . Djuga dalam rangka pengintegrasi Kami rasa sekarang tidaklah banjak lagi jang per

an tersebut diadakanlah pada waktu jang dianggap lu kami kemukakan dalam rangka tjeramah ini .

perlu Musjawarah Pimpinan Negara dibawah pim. Hanja ada satu hal jang ingin kami kemukakan,
pinan Presiden sendiri. Musjawarah itu beranggota jaitu soal apakah tudjuannja bila kita mengadakar.

1. Menteri Pertama dan para Wakil Menteri musjawarah ?

Pertama, Dalam hubungan ini teringatlah kepada kami a.

2. Ketua dan para Wakil Ketua MPRS, manat P.J.M. Presiden Sukarno pada upatjara

3. Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR, pelantikan DPR-GR di Istana Negara pada tanggal
4. Wakil Ketua DPA dan

25 Djuni 1960, jang menandaskan, agar para

5. Ketua Depernas. anggota DPR -GR dalam mereka „ punja deligeraties

Musjawarah membitjarakan soal politik nasional didalam Parlemen, DPR-GR ini semuanja menundjuk

dan internasional jang dianut
mengenai kan diri dan alam pikiran mereka kepada satu hal ,

pimpinan umum Negara Republik Indonesia.18) realisasi daripada sosialisme Indonesia " . Ini berarti,

Bahwa pengintegrasian tersebut diatas masih bahwa musjawarah jang kita lakukan tidak boleh

terus dilaksanakan oleh P.J.M. Presiden Sukarno, tanpa arah atau mempunjai tudjuan jang ber-bedaº

dinjatakan dalam pidato beliau „ Ambeg Parama- atau bersimpang siur tetapi mempunjai hanja sats

arta” , antara lain bahwa Depernas dalam bentuk arah, satu tudjuan sadja, jaitu realisasi sosialisme

dan kedudukannja jang lampau diintegrasikan keda- Indonesia 21)

lam Aparatur Pemerintahan atau Badan kekuasaan Hal jang kedua jang diamanatkan kepada para

Eksekutip , dengan mengubah struktur serta kompo- anggota DPR-GR djanganlah sedapat mungkin ada

sisinja sesuai engan keperluan jang kita hadapi pada perdebatanº jang nantinja mengudjung kepada stem’an.
tingkatan pertumbuhan sekarang. Dalam taraf

Jang tepat bagi demokrasi terpimpin menurut Bung
pertumbuhan Revolusi Pembangunan kita sekarang Karno adalah sedapat mungkin keputusan diambil

ini, kita memerlukan Aparatur Perantjanaan dan
setjara musjawarah , diarnbil setjara mufakat" .22)

Pengawasan Pembangunan jang lebih tehnis sifatnja . Musjawarah dan mufakat sebenarnja sama artinja.

Oleh sebab itu, pembaharuan dan pennjempurnaan
Bung Karno menekankan pada perkataan sedapat

Dewan Perantjang Nasional diarahkan kedalam
mungkin karena memang tidak dapat ditutup ke

sisinja sesuai dengan keperluan jang kita hadapi pada mungkinan, bahwa ada perbedaan pendapat. Tetapi

pembentukan : Badan Perentjanaan Pembangunan Na
perbedaan itu mudah mengatasinja, bila musjawarah

sional, jang merupakan bagian -kelengkapan langsung

dari Badan Kekuasaan Eksekutip, untuk menjelengga
itu mempunjai satu tudjuan se-mata“, jaitu dalam hal

rakan pekerdjaan perentjanaan dan pengawasan pem
ini realisasi dari pada Sosialisme Indonesia.

bangunan seluruh Negara dibawah pimpinan seorang
Djika sudah diusahakan dengan segenap tenaga

Wakil Menteri Pertama dan seorang Menteri seha untuk mentjapai kata mufakat, namun demikian itu

gai pimpinan tehnisnja" , demikianlah Presiden tidak berhasil , maka pendapat jang dikemukakan

Sukarno. dalam musjawarah itu disampaikan kepada Presiden,

Selandjutnja untuk membantu Pimpinan Badan agar diambil oleh beliau keputusan dengan memper

hatikan tadipendapat termaksud ( Pasal 103

Perantjanaan Pembangunan Nasional akan dibentuk

lah Musjawarah
Peraturan Tata-tertib DPRGR ) . Dalam hal ini baik

Pembantu Perentjanan Pemba .

ngunan Nasional, jang terdiri atas unsur golongan
pula kita dengar utjapan P.J.M. Presiden sebagai

berikut :

masjarakat, guna mendjamin social support dan

social participation dalam perentjanaan ,
,, Djikalau pada sesuatu ketika mengenai sesuatu

maupuu

dalam pelaksanaan pembangunan.19)
persoalan terdjadi situasi sedemikian rupa sehingga

Dalam „ Ambeg Parama-arta" P.J.M. Presiden
mufakat tidak dapat ditjapai , terlalu berbeda pen

dapat" , saja minta agar supaja pimpinan mengambil

setjara chusus menandaskan, bahwa beliau memikir
tindakan sedemikian rupa sehingga mempersilahkan

kan penjempurnaan dan penjesuaian Team pembantu ?

beliau , baik organisasi maupun personalianja.20)
kepada saja sebagai Presiden /Panglima Tertinggi

atas dasar segala nandangan ? jang telah diberikan
Dari uraian kami tadi kiranja sudah dielasla !..

oleh

bahwa untuk menjelenggarakan Demokrasi Terpim
anggota DPRGR mengambil keputusan.

pin bagi Negara kita titik-beratnja diletakkan pada
Dengan demikian, maka kita bisa bekerdja setjara

peng-integrasian antara , golongan dalam masjarakat
effectif".23 ) Maka dengan demikianpun djelaslah,
bahwa P.J.M. Presiden tidak meninginkan adanja

atau Rakjat, jang terorganisasi baik dalam kepartaian
berlarut ,musjawarah jang

karena musjawarah

maupun dalam organisasi massa, dengan Pemerintah ,

pengintegrasian antara Perwakilan
seperti itu tidak efficient bagi penjelenggaraan so

baik politis
sjalisme Indonesia.

maupun fungsionil dengan Executvie, di Pusat mau

pun di Daerah”. Bila pengintegrasian ini belum
Bagaimanakah dengan kritik ” ? Kritik2 jang dibe.

dilaksanakan dengan baik dapatlah dikuatirkan, rikan dalam semangat kegotong-rojongan Nasional

bahwa Musjawarah untuk mufakatpun berdjalan dihargakan dala musawarah dan hendaklah disalur

dengan pintjang . Bukankah bila pengintegrasian itu
kan melalui saluran ' jang wadjar dan menurut ke

belum sempurna, belum terlaksana pula apa jang
tentuan? hukum.24 )

diharapkan oleh Bung Karno, agar supaja " alle le
Bila musjawarah untuk mufakat itu bagi MPRS

den van de familie aan de ettafel en aan de werkta- hendak kita kongkritkan dalam bentuk peraturan,

fel ? " Tidakkah akan pintjang djalannja musjawarah,
hendak kita tjantumkan dalam peraturan tata
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tertib MPRS, kiranja dapatlah kita ikuti apa jang

sudah diiatur dalam tata -tertib DPRGR.

Mungkin berkenaan dengan hal ini timbul perso

alan jang berhubungan dengan soal kedudukan

MPRS terhadap Presiden jang berbeda daripada ke

dudukan DPR-GR terhadap Presiden , jalah Presiden

adalah mandataris MPRS, sedangkan DPR -GR ber

hubung dengan pengintegrasiannja membantu Presiden

selaku kepala kekuasaan Executive. Menurut hemat

kami hal ini tidak mendjadikan soal , karena Presiden

adalah Pemimpin Besar Revolusi dan dalam kedudukan

ini beliaupun memegang pimpinan daripada Demokrasi

Terpimpin, jang didjundjung tinggi oleh seluruh Rakjat
Indonesia , termasuk MPRS.

( Dr. Suprapto S.H. )

T JA T A TA N2 :

:

1 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Demokrasi politik

dengan demokrasi ekonomi = demokrasi sosial,

dalam : Dibawah Bendera Revolusi, hlm. 585 .

2 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Tahun

Ketentuan pada tanggal 17-8-1957 penerbitan Kem.

Pen . , hlm . 16 .

3 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Tahun

Tantangan, tgl . 17-8-1958, penerbitan Kem. Pen . ,
hlm . 22 dst.

4 ) Periksalah : Manifesto Politik , penerbitan chusus

76, Dep. Pen. , hlm. 52.

5 ) Periksalah : Manifesto Politik tsb ., halaman 53.

6 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Djarek, tgl.

17-8-1960. penerbitan chusus 133, Dep. Pen . , hlm.
333.

7 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Re-So-Pim

tgl 17-8-1961 , penerbitan chusus 180, Dep. Pen . ,

hlm . 35 dan 37.

8 ) Periksalah : Dr Ir . Sukarno, Pidato : Ambeg

Parama-arta, penerbitan chusus 260, Dep. Pen . ,

hlm . 39 .

9 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Dibawah Bendera

Revolusi, hlm. 579.

10 ) Periksalah : Konsepsi Bung Karno, penerbitan

Kem. Pen . , hlm. 7.

11 ) Bandingkanlah : Staatkundige hervormingen ,

repport uigebracht aan het Genootschap voor den

Rechtstaat, hlm . 117.

12 ) Periksalah : Prof. Djokosutono S.H .; Perwakilan

Fungsionil dan pergeseran kekuasaan di Indonesia,

uraian pada Sidang Dewan Nasional tanggal 7

Oktober 1957, stensilan hlm. 3 dst.

13 ) Periksalah : Prof. Djokosutono S.H. , uraiannja tsb.

diatas , hlm. 5 .

14 ) Periksalah : Prof. Djokosutono S.H., uraiannja

tsb. diatas , hlm. 6 dan 7.

15 ) Periksalah : Staatkundige hervormingen tsb .

diatas, hlm . 88 dst.

16 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Menjela

matkan Republik Proklamasi, diutjapkan pada

tgl . 21 Februari 1957 penerbitan Kem . Pen ., hlm .

8 dst.

17) Keterangan Pemerintah mengenai Regrouping

Kabinet Kerdja, penerbitan chusus 201 , Dep. Pen .,

hlm . 7 .

18 ) Keterangan Pemerintah mengenai Regrouping

Kabinet Kerdja tsb. diatas, hlm . 20.

19) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Ambeg

Parama-Arta, penerbitan chusus 260, Dep. Pen .,
hlm. 30 dst .

20 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Ambeg Parama-Arta ,

hlm . 36.

21 ) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Amanat pada

Upatjara Pelantikan DPR-GR , penerbitan chusus

162 , Dep. Pen . , hlm . 12 .

22 ) Id. Amanat pada Upatjara tsb . hlm. 13 .

23 ) Id . Amanat dst. hlm. 14.

24 ) Bandingkanlah : Dr Ir Sukarno, Pidato : Ambeg

Parama-Arta tsb . diatas, hlm. 36 bawah.

:

:
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Undang-undang pengesahan 5 buah Kontrak dengan 6

Perusahaan Monopoli Minjak Asing

/M, Kasim

.

saan

PERPU no . 4/1962 dan RUU tentang Pengesahan mendjadi milik Perusahaan Negara tanpa bajaran.
„Perdjandjian Karya" antara tiga Perusahaan Negara Barang' jang belum disusut harus ditawarkan kepada

dengan enam Perusahaana Asing Amerika /Inggeris Perusahaan Negara dengan sisa harga penjusutan.

dibitjarakan dalam sepuluh kali rapat tertutup dan b. pembajaran atas barang modal jang dibedakan

satu kali rapat pleno terbuka DPR-GR antara tanggal dari pembajaran djasa ”, dilaksanakan melalui pengha

21 Oktober sampai dengan 9 Nopember 1963. pusan tanpa bunga.

Lima buah kontrak itu menjangkut produksi,
c. pada investasi modal asing normal, hasil pengu

pengolahan, distribusi dan ekspor minjak bumi dan
sahaan jang diperoleh dengan barang modalnja adalah

hasilºnja jang merupakan bahan dan kekajaan bumi
milik investor, dan sipengusaha tersebut hanja berke.

negri kita jang penting. wadjiban membajar padjak ” dan tidak ada pihak ke

tiga jang dapat tjampur-tangan. Seperti telah didjelas

Management harus ditangan orang Manipolis sedjati kan, hasil pengusahaan menurut perdjandjian karya ini,

jaitu produksi, tetap milik Rakjat.

Penguasaan riil sehari-hari atas produksi, pengola- Demikian Pemerintah . Terang benderang disini, bah

han, distribusi dan ekspor minjak harus njata -njata wa alata produksi itu milik dari modal asing dan

ditangan Indonesia, ditangan orang Manipolis.
bahwa ia digunakan untuk memperoleh, atau lebih

Pimpinan atau management perusahaan harus Indone, djelas, menguras kekajaan alam Indonesia dalam

sia. Djangankan lagi ditangan orang‘nja' modal mono
bentuk keuntungan 40% dari keuntungan bersili

poli asing, ditangan orang Indonesiapun, kalau me- ( sebelum dipotong padjak ) . Bagian keuntungan 40%

reka bukan Manipolis sedjati , suatu Perusahaan Nega. itu sudah bebas samasekali dari pembajaran padjak

ra bisa mengalami sabotase membahajakan perekono- apapun (padjak ” dibajar dari bagian keuntungan jang

mian nasional. Kalau pihak asing harus djuga kepunjaan Perusahaan Negara ). Jang dikatakan pemi

diikutsertakan dalam management, tempatkanlah likan „ tidak tetap " atas alat produksi itu harus di

sebagai team ahli tehnis atau pembantu pimpinan se- ketahui lamanja pemilikan itu , jaitu pada pokoknja

bagai jang dikehendaki oleh Perpres Nomor 20 tahun selama 30 tahun. Karena besarnja penjusutan adalah

1963. 10% setiap tahun, maka sesudah 10 tahun alata

Penguasaan oleh Pemerintah atau Perusahaan produksi itu sudah tidak mempunjai sisa harga-buku

Negara dalam bentuk kontrole, pengawasan , pemerik- sepeserpun lagi, tetapi alat produksi itu toh masih

buku, pengesahan program kerdja, laporan tetap mendjadi miliknja selama 20 tahun berikutnja

triwulan dan sebagainja atas pengusahaan dan dan digunakannja dengan hak penuh berikutnja se

penjelenggaraan produksi minjak bumi jang dilaku terusnja kekajaan kita . Kalau jang sedemikian itu

kan oleh perusahaan modal monopoli asing belumlah bukan penanaman modal namanja , tetapi adalah kre
mendjamin kepentingan nasional sepenuhnja. Semua dit tanpa bunga , maka bisa disini dikemukakan uraian

bentuk penguasaan jang lebih itupun, seperti pengala- lebih landjut lagi . Tentunja alat produksi jang

selama ini dengan Perusahaan? Negara dan berstatus kredit dimiliki penuh oleh kita jang meneri

Perusahaan Dagang Negara, tidak menolong banjak ma kredit , tidak oleh pihak asing sipemberi kredit.

Satu’nja jang bisa, mendjamin kepentingan nasional Pengusahaan dan managementnja berada ditangan

ditjabang ekonomi jang teramat penting dan vital kita, tidak ditangan mereka . Seluruh keuntungan jang

seperti minjak ini, adalah management ditangan diperoleh dengan menggunakan alat produksi itu akan

orang jang betul manipolis. Tidaklah mungkin ke djatuh ditangan Indonesia , karena jang memiliki tanah

pada orang-orangnja modal monopoli asing akan bisa dan mengeluarkan minjak adalah kita sendiri. Djasa?

dipertjajakan management pengusahaan minjak ini , jang dibajarkan kepada tenaga” jang mengerdjakan

sekalipun dengan segala peraturan dan tjara jang tentulah tjukup dengan bentuk upah/gadji dsbnja.

lebih baik daripada jang tertera dalam kontrak seka- Djadi tidak seperti halnja dengan sistim kontraktor,

rang. dimana disamping upah dan gadji jang dibajarkan

kepada tenaga pekerdja dan ahli jang diperhitungkan

Tidak ada persamaannja sistim kontraktor dengan sebagai ongkos produksi, kepada kontraktor diberikan

sistim kredit berdasarkan production sharing lagi ,,djasa" berupa keuntungan jang sudah dipotong

padjak atau net income after tax sebesar 40% dari

Sia-sia sadjalah untuk mentjari-tjari persamaan keuntungan perusahaan . Sekiranja sikontraktor bukan

diantra sistim kontraktor ini dengan kredit berdasar- investor modal , tetapi hanjalah sipemberi kredit tanpa

kan production sharing. Perbedaan ” hakikinja terlalu bunga, djadi seandainja contractorship bukanlah

djelas diantara jang satu dengan jang lainnja . investasi modal , darimana timbulnja hak pada sikon.

Betulkah sistim kontraktor ini bisa disebut „ kredit
traktor untuk menerima ,,djasa" berupa 40% keun

tanpa bunga ", malahan pula tanpa resico, seperti tungan jang sudah dipotong padjak itu ? Dimana ada

jang dinjatakan oleh Pemerintah kepada DPR-GR ?. kelaziman seseorang pemberi kredit menerima „djasa"

Pemerintah menerangkan, bahwa konsep contra :- dengan perhitungan demikian itu ?. Jang lazim ialah

torship ini bukanlah investasi modal asing, karena : sipemberi kredit hanja menerima bunga sekian prosen

a . milik barang modal tidak tetap pada kontraktor, setiap tahunnja sampai piutang itu lunas diterimanja

jaitu pada achir perdjandjian maupun djikalau kembali . Perolehan keuntungan 40 % bagi sikontraktor

kontraktor berhenti bekerdja, semua barang ”, chusus itu hanjalah bisa didjelaskan dalam hubungan kerdja

alat produksi dan gedung jang telah penuh disusut jang bersifat penanaman modal , tidaklah mungkin da

man

!

.
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lam hubungan jang bersifat kredit, ter-lebih lagi karena sepenuhnja berlaku , maka nilai produksi kotor minjak

kredit itu diberi predikat „ tanpa bunga ". Mendjadi mentah perusahaan” minjak asing berdasarkan harga

djelaslah kiranja, bahwa kontraktor, melalui perdjan- ekspor minjak mentah tahun itu Rp. 520 , – perton,

djian karya jang hendak diratifikasi sekarang ini, adalah 18,5 djuta X Rp. 520,- Rp. 9,6 miljar.

memperoleh hak untuk mengurus kekajaan alam dan Penghasilan negara setjara keseluruhan dalam 1960,

menghisap tenaga kerdja Indonesia untuk 30 tahun menurut djawaban Pemerintah kepada Komisi „ D "

lamanja. DPRGR, adalah Rp. 3,5 miljar jang diperoleh dari

3,5

Hal jang menguntungkan fihak perusahaan minjak asing atau samadengan

kontraktor
9,6

36 % dari nilai produksi , kotor minjak mentah.

Hal apakah 'jang lebih menguntungkan maskapaiº
Berdasarkan kontrak baru maka Pemerintah akan

minjak asing dengan adanja perdjandjian karya ini
menerima 60% X 42% produksi kotor 25,26

bila dibandingkan dengan konsesi lama?.
dari nilai produksi kotor minjak mentah. ( Biajaº

1. PTSI memperoleh wilajah baru seluas hampir
atau general cost rata² diperkirakan 58 %

1,6 djuta ha disamping wilajah konsesi lama jang ha- produksi kotor. Dengan demikian, keuntungan bersih
nja 0,4 djuta ha sadja, sehingga semuanja mendjadi jang dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor ber

hampir 2 djuta ha, sama dengan 5 kali seluas wilajah dasarkan perhitungan 60 : 40, adalah 42% dari nilai

konsesi lama , sedang SHELL memperoleh wilayah produksi kotor ) .

baru jang mungkkin malahan lebih dari lima kali lipat Berdasarkan gambaran tersebut diatas, pendapatan

luasnja daripada wilajah konsesi lama, jang sekalipun negara menurut kontrak baru mendjadi berkurang

luasnja tidak diterangkan dalam kontrak (mungkin
dari 36% nilai produksi kotor minjak mentah men

kelupaan ) , tetapi bisa djelas terlihat dalam peta² lam- djadi 25,2% nilai produksi kotor minjak mentah, di

piran dari kontrak. dalam mana sudah termasuk semua padjaka jang harus

2. Perusahaan’minjak asing sekarang terbebas
dibajar oleh kontraktor.

Satu hal jang dianggap positif dibandingkan de
samasekali dari segala matjam kemungkinan diganggu.

ngan kontrak lama , adalah penghasilan negara be
gugatnja kepentingan mereka oleh adanja undang",

dekrit, peraturan atau petundjuk jang sudah berlaku
rupa dolar. Djika memang pendapatan dolar jang

tidaklah
dikedjar, sebenarnja

memerlukan sistim

atau jang akan dikeluarkan kemudian, jang seluruhnja

kontraktor jang mengorbankan kepentingan nasional
atau sebagiannja tidak selaras dengan ketentuan '

jang lebih vital , tetapi bisa ditjapai dengan menempuh
kontrak, lihat pasal tentang waktu berlaku dan

djalan :
kemungkinan perpandjangan”, alat b-, karena undang',

dekrit", peraturan ' atau petundjuk2 negara dianggap
a . Menetapkan peraturan moneter jang mengharus

tidak berlaku terhadap isi kontrak :
kan perusahaan minjak asing membajar kewadjiban

nja kepada Pemerintah dengan devisen, sesuai dengan

3. Hak untuk membangun dan menggunakan Resolusi MPRS tahun 1963 .

dengan tjuma” tanah ” , djalana . terusan2 air, dll. di

peroleh dengan mudah, karena Perusahaan Negaralah
b. Mengekspor minjak mentah jang dihasilkan oleh

jang menguruskan dan menjelesaikan untuk kepenting.
Perusahaan Negara sendiri melalui kerdjasama ekono

an kontraktor, lihat pasal tentang „ hak mengenai mi dengan pihak asing atas dasar production sahring

milik dan fasilitet ” .
dan technical assistance , sesuai dengan prinsip jang

Resiko“ dalam menghadapi kaum buruh dan kaum digariskanoleh Presiden /Panglima Besar Komando
tani jang membela kepentinganʼnja jang adil dengan Tertinggi Operasi Ekonomi.

aksi ” tidak mendjadi tanggungan kontraktor sama
sekali lihat pasal tentang „ keadaan kahar " . Kontraktor menerima

5. Kontraktor dan subkontraktor‘nja kembali tanpa keuntungan dalam dolar dari kebutuhan minjak

bea serta bebas memakainja di Indonesia semua ba dalamnegeri

rang keperluan usaha mereka, keperluan pribadi dan

rumahtangga, serta perlengkapan hidup. P.N. mem- Menurut perdjandjian karya ini maka kewadjiban

bantu dan mempertjepat clearance imporº dan ekspor maskapai minjak asing untuk memenuhi kebutuhan

serta pabean untuk kepentingan kontraktor, sub- minjak dalamnegeri jang selama ini tidak mengun

kontraktorº dan para pegawainja. Kalau diharuskan tungkan mereka, berbalik mendjadi sesuatu jang

membajar ,suatu bea, tjukai , padjak atau ongkos lain tjukup mendatangkan keuntungan jang terdjamin

untuk semua itu tadi , maka pembajaran itu dilakukan dalam bentuk valuta asing . Sebelum kontrak ini
oleh dan atas tanggungan P.N. lihat pasal tentang

maskapai ' itu menerima sepenuhnja dalam rupiah.
„ impor dan ekspor ”.

Bahwa kontraktor menerima bajaran dalam valuta
6. Tentang didudukinja sesudah 8 tahun paling 75 %

asing bisa dilihat dari ketentuan, bahwa P.N. harus
djabatan pada tiap tingkat pekerdjaan oleh warga

negara Indonesia , kontraktor hanja memperkerdjakan
membajar kepada kontraktor 20 sen Amerika Serikat

pegawai’ Indonesia dengan kwalifikasi dan sjarat2
untuk setiap barrel minjak mentah ditambah lagi 10

jang diterima mereka . lihat pasal tentang penem
sen Amerika Serikat untuk tiap barrel hasil minjak

patan tenaga dan latihan ” Tidak sulit dime jang diserahkan oleh kontraktor kepada P.N. untuk

kebutuhan dalamnegeri. 20 dan 10 sen itu adalah di
ngerti oleh setiap kita apa arti kenjataanja dalam

atas ongkos jang dikeluarkan oleh kontraktor untuk

praktek dari kata " : „ orang Indonesia dengan

menghasilkan, pengangkutan dan penjerahan minjak
kwalifikasi ” dan sjarat jang dapat diterima oleh

mentah, djuga diatas ongkos pengilangan dan penje
kontraktor" .

rahan hasilº minjak jang harus dibajar oleh P.N. ke

pada kontraktor dalam rupiah dan dolar sesuai dengan

Pendapatan negara berdasarkan kontrak baru perhitungan ongkos jang dikeluarkan oleh kontraktor.

mendjadi berkurang Dengan begitu maskapai” minjak asing djauh lebih

diuntungkan dalam hal ini, apabila dibandingkan de

Djika kita ambil 1960, dimana kontrak lama masih ngan kewadjiban mereka memenuhi kebutuhan akan

)
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sama

hasil? minjak dalamnegeri berdasarkan ketentuanº jang waspadaan terhadap gerak - gerik kapital interna- .

berlaku sebelum kontrak baru sekarang ini . sional di Indonesia. Dalam berunding dengan maska

pai-maskapai minjak asing tersebut hendaknja kitapun

Penanaman modal asing variasi baru dan lama mengetahui bahwa eksploitasi minjak bumi adalah

Pada permulaan tadi telah dikemukakan, bahwa objek penanaman modal mereka. Jang kita hadapi ada

kerdjasama ekonomi dengan pihak asing berdasarkan
lah modal asing Amerika Serikat , modal raksasa jang

sistim kontraktor adalah penaman modal asing variasi
memegang peranan penting dalam perekonomian dan

baru dan lama sekaligus. Baru, karena memang ada
politik dinegerinja sendiri dan dinegeri bangsa² lain .

Pengalaman Indonesia sendiri
perbedaanºnja dengan jang klasik ; lama, karena tjara

menundjukkan

pengurasan dan penghisapannja jang dan kenjataan bahwa modal jang ditanam mereka di Indo

djangka waktunja jang 30 tahun adalah lebih lama nesia dibandingkan dengan kekajaan jang mereka

dari sisa waktu konsesi lama.
angkut keluar negeri belumlah apa* . Dengan mengambil

bahan” dari Menteri Perdatam sendiri jang disampaikan
Dua hal adalah djelas dengan adanja 5 kontrak

kepada rapat gabungan Golongan” jang ke -6 bulan
minjak ini (sesudah pada pokoknja penaman modal

Maret 1963 diperoleh petundjuk” jang terang tentang
asing Belanda dihabiskan riwajatnja oleh djalannja keserakahan modal monopoli asing dilapangan

revolusi kita dibidang ekonomi dan politik ) , jaitu :
industri minjak. Djika selama 7 tahun semendjak

pertama, djumlah perusahaan minjak asing Amerika
tahun 1954 modal Shell, Stanvac dan Caltex jang

Serikat bertambah dari 3 mendjadi 6, dan kedua,
ditanam adalah Rp . 10 miljar atau 222 djuta US $ .

djumlah kapital asing Amerika Serikat jang diinves
maka pengahasilan devisen mereka selama itu adaiah

tasi bertambah besar pula. 2.285 djuta US $ ( dari angka BPS ) atau lebih dari

Kenjataan ini adalah tjukup penting untuk men
10 kali modal jang ditanam dalam waktu jang sama.

dorong kita menindjau soal minjak tidak sebagai soal
Sumber utama dari keuntungan maskapai minjak

rutine sadja atau soal juridis dan soal moneter semata
asing AS : jang berlimpah-limpah itu adalah ongkos

mata . Persoalan minjak bumi adalah soal prinsip dan

soal ekonomi praktis. Soal prinsip, dari

eksploitasi jang djauh lebih murah di Indonesia di
sudut

bandingkan dengan negeri mereka sendiri. Ini semua

peranannja dalam kehidupan ekonomi negeri kita . Ia
merupakan petundjuk penting untuk selalu waspada

rata² menghasilkan 30 % dari seluruh hasil devisec

ekspor Indonesia setahun, jang semuanja mendjadi
terhadap perhitunganº general- cost atau ongkos ? lain

jang mereka perhitungkan.
milik • maskapai minjak asing dan jang diangkutnja

keluarnegeri. Soal prinsip, dari sudutpolitik.Tetapi berhadapan denganpengurasº kekajaan negeriº jang

Dari kenjataan tersebut adalah djelas, bahwa kita

sudut politik ini tidak memerlukan pembahasan se
tjara luas karena dua alasan : Pertama, fakta di ekonominja masih terbelakang. Djanganlah bersikap

Indonesia tjukup membuktikan bagaimana tingkah
seperti seolah-olah kitalah jang paling memerlukan

laku maskapai minjak asing pada waktu pemberon
mereka, hanja karena anggapan bahwa kita keku

takan kontra-revolusi PRRI-Permesta . Kedua, dari

rangan modal dan technical skill. Tidak. Merekalah

Amanat Presiden Sukarno sendiri sudah djelas , bahwa
jang paling memerlukan kekajaan Indonesia, chusus

maskapaiº minjak asing di Indonesia ini menggunakan nja minjak bumi kita , karena ia sangat menguntungkau

kekuasaan politik dinegerinja dengan mengirimkan bagi mereka.
utusan Pemerintah Amerika Serikat ke Tokyo untuk Memang, sebagai dikatakan oleh Bung Karno, kita

menjelamatkan kepentingan ekonominja di Indonesia . boleh berkompromi dengan tetap berpegang pada

Persoalan minjak, disamping merupakan soal prinsip: prinsip, tetapi kita tidak boleh kompromis mengenal

ekonomi dan politik , djuga mempunjai aspek” militer. mental atau djelasnja mengenai revolusi.

Djika perdjandjian karya ini ditindjau dari sudut seng

keta kita dengan projek neo-kolonialisme Malaysia
Komposisi kekuasaan sekarang

tjiptaan imperialis Inggeris jang disokong oleh Amerika belum sesuai dengan susunan ekonomi jang hendak

Serikat, maka sesungguhnja mengherankan Rakjat, dibangun.

mengapa Pemerintah membiarkan kongsi? minjak me.

reka bekerdja terus dengan tjara ” jang memungkinkan
Untuk mengembangkan industri dalamnegeri, untuk

mereka tetap riil menguasai produksi, menguasai pe
membikin ekonomi Indonesia tidak tetap terbelakang

ngolahan, distribusi dan ekspor minjak mentah serta
dengan industri jang madju , maka produksi minjak

hasil minjak jang amat vital ini . Hal ini mendjadikan
didalam tangan negara Indonesia sendiri adalah mu

tlak , Kontrak lama dan baru berdasarkan contractor

negeri kita untuk jang lama tetap tergantung dalam
ship bukanlah djalan jang tepat dari sudut prinsip

produksi dan kebutuhan bahan bakar serta minjak
ekonomi dan politik, maupun dari sudut ekonomi

pelumas jang berperanan amat strategis -militer dan

ekonomis itu . Tidak dapat dilihat alasan? untuk me

praktis , apalagi dari sudut strategis-militer. Djalan

milih keuntungan komersiil dan finansiil , jang djika me

jang sebaik -baiknja adalah melakukan garis KOTOE

mengenai production-sharing berdasarkan kredit

nurut Pemerintah ada , sukar dipahami , jang diberikan

oleh sistim kontraktor dewasa ini , dengan mengalah.

dibajar dengan produksi dan dikombinasi dengan

technical-assistance berdasarkan kerdjasama tehnik

kan pertimbangan politis dan strategis militer dalam

rangka konfrontasi dengan Malaysia. Perusahaan' mi

dengan negara . Nefo (The New Emerging Forces ) .

njak asing milik modal monopoli Inggeris dan Amerika
Prinsip “ ekonomi jang digariskan oleh PJM Presiden

Serikat jang mentjiptakan dan melindungi ,,Malaysia ",
sedjak tahun 1959 dengan Amanat Pembangunannja

sekalipun setjara formil berdjandji tidak akan mengi
jang terkenal dengan sebutan APP, sampai ke Dekon

rimkan minjaknja ke „ Malaysia ", tetapi setelah kapal. sekarang ini, ditambah dengan Pernjataan Presiden

nja sampai dilautanbebas, bisa sadja merobah tudjuan
tertanggal 3 Agustus 1962 dan Perpres no 20 tahun

pengirimannja ke „Malaysia ” jang berkonfrontasi de. 1963 , sudah tjukup banjak untuk didjadikan landa

ngan Indonesia. san jang kuat bagi kekuasaan eksekutif guna pelak

Dalam rapat gabungan Komisi D dan F dengan ekonomi jang nasional sifatnja dibidang

Pemerintah berulangkali dikemukakan perlunja ke- perminjakan, tetapi karena komposisi kekuasaan

sanaan
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sekarangbelum sesuai dengan susunan ekonomi jang tanggal3 Agustus 1962, djalan Dekon pasal 23 dar

hendak dibangun, jaitu jang gotong-rojong, maka be- djalan Perpres no 20/1963.

lum bisa ditjapai tudjuan untuk mendjadikan pertan
Semua uraian diatas, dari permulaan sampai achir,

bangan minjak dikuasai, diusahakan dan dimiliki
disatu fihak mendjelaskan tentang tidak baiknja

sendiri oleh Negara.
kontrak ini , dan difihak lain menundjukkan tidak

Djika didasarkan atas pendirian dan kemauan baik henti-hentinja diusahakan untuk mendesak Pemerintah

golongan Komunis, sesuai dengan kondisi, semangat supaja menempuh djalan patriotisme dibidang eko

dan tingkat perdjuangan kita serta keadaan interna- nomi .

sional sekarang, maka seharusnja Pemerintah tidak
Tetapi dengan kenjataan dibawanja kontrakº in

menempuh atau melaksanakan sistim kontraktor. Djuga
sesungguhnja sudah tersedia landasan kuat berdasarkan kesidang pleno DPRGR untuk diratifikasi, berartilah

berbagai peraturan perundangan dan dokumenº resmi , bahwa baik Pemerintah maupun golongan lain dida

bagi Pemerintah untuk menempuh djalan lain jang
lam DPRGR belum memiliki sjaratº untuk mentjapai

lebih baik dan tepat. kesimpulan , bahwa kontrakº ini seharusnja dibatalkan

Golongan Komunis sudah berusaha sedapat-dapat atau sekurang -kurangnja ditunda ratifikasinja supaja

di DPRGR untuk mentjegah ditempuhnja djalan dapat diadakan perubahan* terlebih dahulu didalamna

contractorship ini, baik sebelum maupun sesudah Meskipun demikian, Golongan Komunis jakin

terwudjudnja kontrak ini, dan sudah berulangkali sepenuhnja Rakjat akan berdjuang terus sesuai dengan

niendesak supaja sekurang -kurangnja ditempun djalan dengan djalannja revolusi Indonesia, dan akan datang

Ketetapan II/MPRS/ 1960, djalan Instruksi Presidenan masanja perdjuangan itu mentjapai tingkatan jang

tanggal 18 Mei 1962, djalan Pernjataan Presiden / sedemikian rupa sehingga kontrakº ini harus dirubah

Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau dibatalkan samasekali.

Ulangtahun Pembebasan Korea ke -15 pada tanggal 9 Septerber 1963

sebagaimana disaksikan djuga oleh Delegasi NASAKOM DPRGR.
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Buku-buku Baru

Filsafat

F. Engels. Ludwig Feuerbach dan achir filsafat klasik

Djerman.

*

penting untuk memperdalam pengertian materialisme di
alektik dan histori.

*

djuga dimuat sebagai lampiran 11 tesis Marx tentang

Feuerbach .

Harga Rp . 100,

Hukum

Jusuf Adjitorop. Peranan dan tugas² hukum nasional dalam

alam Manipol.

pokok2 pembahasan umum atas nama CC PKI didepan

Seminar Hukum Nasional 1963.

*

*

mengandung pendapat PKI mengenai pembinaan hukum

nasional ditanah -air kita ini .

Harga Rp. 50,

Ekonomi

F. Runturambi. Problem management ekonomi di Indonesia .

*

membahas aspek² management ekonomi di Indonesia se

perti :

management produksi, management keuangan, manage

ment distribusi.

Harga Rp. 75 ,

Tiap pesanan supaja ditambah ongkoskirim 20 % atau

minimum Rp. 25 ,

Jajasan " PEMBARUAN ” , kotakpos 2522,

D ja karta



Izin Menpen 3 Djuli 1963 no . 169 /SK /UPPG / SIT , 1963€

Material Sidang Pleno ke-II CCPKI

(Kongres Nasional ke -VII)

Material Sidang Pleno -ke-II CCPKI (Kongres Nasional

ke-VII ) telah dibukukan oleh Jajasan " Pembaruan " dalam

tiga brosur . Jang pertama jalah Laporan Politik Ketua CCPKI

Kawan D.N. Aidit jang berdjudul Kobarkan Semangat Ban

teng ! Madju terus, pantang 'mundur ! Brosur kedua memuat

disamping Laporan Politik Ketua CCPKI , Kawan D.N. Aidit ,

djuga memuat Resolusi2 Sidang Pleno ke-II CCPKI , sedang

kan jang ketiga Laksanakan setjara konsekwen patriotisme

ekonomi adalah Laporan Tambahan tentang soal” ekonomi

jang disampaikan oleh anggota Politbiro CCPKI , Kawan

Ir . Sakirma'n .

Karena djumlah terbatas harap segera berhubungan dengan

Jajasan , Pembaruan " kotakpos 2522 Djakarta

a ta u

Perwakilan / Tjabang agen Jajasan „ Pembaruan" setempat.

P.I.R. 114/64
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PKI dan PERWAKILAN

Dewan Redaksi :

Nungtjik A.R.

8. Haryowisastro

Suhaimi Rachman

M. Zailani

Slidik Bertapati

madjalah tentang perdjuangan PKI

dalam Dewan ? Perwakilan

Penanggungdjawab

Nungtjik A.R.

Tahun ke -VILI no. 2 1964 Triwulan Pertama

ISI

l . Penjempurnaan dengan segera Peraturan “ „ 17 April "

adalah mutlak perlu . Oleh : Djamhari

2 . Undangº : „ Surat Hutang Landreform " . Oleh : Kasim

3. Menindjau Pembeujaan Urusan Desa jang disediakan

dalam APBN. Oleh : Achmat

4 .
Perlu segera ada penjelesaian APBN 1963 dan 1964 ,

Oleh : Red. P.P.

5. Penjempurnaan Pemerintah Daerah dan Perkembangan

nja. Oleh : S. Haryowisastro

6. Berita singkat.

*

Diterbitkan oleh Jajasan

„ Pembaruan " , Kramat V/7,

Djakarta , dengan izin Men .

pen 3 Djuli 1963 no. 169 /

SK /UPPG / SIT / 1963.

Gambar kulit depan : Delegasi Parlemen Polandia jang se.

dang berkundjung di Indonesia dalam bulan Maret jl . di

terima oleh Pimpinan MPRS di Bandung. Nampak hadir pulc

Ketua CC PKI dan Menko Wk. Ketua MPRS Kawan D.N. Aidit.
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Kata Pengantar

„PKI dan Perwakilan ” No. 1 tahun 1964 telah berada ditangan kawan ?. Kini telah

menjusul jang No. 2. Barang tentu kami akan berusaha keras agar nomer selandjut

nja tepat pada waktunja, berada dit gan kawan , sehingga akan menambah bahan

dari sekian banjak bahan bagi tugas kawan dibidangnja masing-, terutama sekali bagi

kawan2 jang bertugas dibidang Perwakilan .

„PKI dan Perwakilan ” kita No. 2 tahun 1964 ini terbit ditengah - tengah situasi

revolusioner makin menandjak , tuntutan kebulatan persatuan nasional makin me

ninggi, perdjuangan Rakjat untuk mengganjang kolonialisme /neo -kolonialisme serta

untuk mengkikis sisa imperialisme dan feodalisme makin menggelora, terutama aksia

kaum Tani untuk mengganjang tuantanah dan setan desa lainnja . Kesemuanja itu

menghendaki adanja kesanggupan serta ketekunan anggota dan kader Partai untuk

bekerdja lebih keras sesuai dengan kebesaran Partai kita masa kini. Dalam situasi

seperti sekarang ini, kawan Ketua DN , Aidit dalam pidatonja pada hari peringatan

Ulang Tahun Partai di Surabaja baru2 ini telah menekankan pentingnja serta mem

beri petundjuk tentang bagaimana mendjadi Komunis jang baik jang antara lain

menegaskan tentang segera adanja pengintensifan dalam pembadjaan diri dan pen

didikan diri.

Perlulah kiranja kita kutip pesan kawan Ketua dalam persoalan ini sbb : „ Ber

dasarkan pengalaman Partai kita sendiri, kalau tidak mau merosot dan kalau mau

terus meningkatkan mutu diri sebagai Komunis, tiap Komunis Indonesia harus terus

menerus mengintensifkan pembadjaan diri dan pendidikan diri, artinja harus terus

menerus gembira berada didalam api perdjuangan revolusioner Rakjat, harus mem

perdalam peladjaran Marxisme- Leninisme dan aktif ambilbagian dalam pentrapannja

di Indonesia, dan harus meningkatkan taraf kebudajaan ” .

Pesan tersebut adalah djelas bagi kita tentang; djalan apa jang harus kita tempuh

dan sarat? apa jang harus kita penuhi untuk kita tetap mendjadi Komunis jang ber

mutu tinggi. Selandjutnja dalam mengemukakan sarat jang harus kita penuhi untuk

kita mendjadi Komunis maximun jang berarti sebagai Komunis jang baik dan lebih

baik , kawan Ketua mendjadjar 9 sarat, dan diantara jang sembilan itu kita temukan

satu jang sangat menondjol, jalah sarat pertama jang berbunji : „melaksanakan de

ngan baik semua tugas jang diberikan oleh Partai kepada kita ” .

Kita mengetahui, bahwa diantara banjak kader Partai jang bertugas diberbagai

bidang kegiatan revolusioner, terdapat kaderº kita jang bertugas dibidang Perwakilan .

Di DPRGR , MPRS, DPRDGR , Dewan Perusahaan dan sebagainja , pendeknja disemua

Badan? atau Dewan Perwakilan . Sebagaimana Partai menegaskan bahwa tugas ka

wan² di-Perwakilan tersebut adalah penting atau sangat penting . Kita harus dapat

setjara tepat menanggapi penegasan Partai tersebut. Artinja, kita harus mengerti

bahwa kawan2 jang bertugas di -Perwakilan " itu selain berkewadjiban menggalang,

memupuk dan memelihara Persatuan Nasional diantara kekuatan revolusioner jang

merupakan salah satu djimat diantara empat djimat untuk mengatasi empat bukit

setan , kawan djuga ikut serta berkewadjiban mengembangkan aksi? massa , sehingga

terwudjudlah aksiº massa jang sempurna dibawah pimpinan Partai.

1



Dalam hubungan ini memang diperlukan kader? jang tidak sadja tjukup tjakap di

dalam penguasaan politik serta ideologi, melainkan djuga diperlukan kader jang

tjukup tjakap dalam hal keahlian jang diperlukan , sehingga pantang mundur didalam

menghadapi segala persoalan jang muntjul diarena Perwakian itu . Barang tentu se

mua keahlian itu dapat kita peladjari terus -menerus selama kita berada ditengah

tengah melakukan tugas.

Dengan tidak mengabaikan sarat? lainnja untuk kita mendjadi Komunis mak

simum , maka djika kita menjedari tugas kita dibidang Perwakilan itu , kiranja akan

terpenuhilah sarat pertama sebagaimana tersebut diatas, jalah melaksanakan dengan

baik semua tugas jang diberikan oleh Partai, dalam hal ini kepada kita jang berada

di -Perwakilan ?.

Ditengah -tengah menandjaknja perdjuangan revolusioner Rakjat, kita melihat kian

menghebatnja aksi sefihak kaum Tani mengganjang tuantanah jang masih bersi

tegang ingin mempertahankan kedudukannja sebagai „ pengemban " sisa feodalisme.

Oleh sebab itu sesuai dengan keharusan mengintegrasikan dengan kaum Tani , wa

djarlah kiranja djika perhatian kita dewasa ini, terutama sekali kita tumpahkan

kepada bagaimana kita dapat menjumbangkan tenaga dan pikiran kita untuk sukses

nja aksi2 sefihak kaum Tani tersebut.

„PKI dan Perwakilan" nomer ini memuat djuga tentang persoalan Tani, jalah

sekitar „ Surat Hutang Landreform " . Pemuatan tersebut dimaksud untuk sedikit

memberi sumbangan kepada berkembangnja aksi? Kaum Tani dewasa ini. Demikian

pula kita muat tentang sekitar Peraturan ekonomi „ 17 April” jang dikatakan sebagai

pengganti Peraturan ekonomi „ 26 Mei” dan djuga dalam hubungannja dengan Ang

garan Belandja Negara serta persoalan moneter pada umumnja. Kesemuanja di

maksudkan untuk sedikit memberi gambaran betapa vitalnja. perdjuangan dibidang

itu , sehingga kawan jang bertugas di Daerah akan lebih menguasai dan lebih tangkas

lagi dalam menghadapi pada setiap sa'at.

Lain hal perlu dikemukakan disini, bahwa hingga nomer dua ini „PKI dan Perwakil

an " kita masih belum memuat pengalaman kawan² didaerah jang bertugas di-Perwa

kilan ?, padahal pemuatan tersebut sangat perlu dalam rangka tukar menukar peng

alaman . Oleh sebab itu kami menjerukan hendaknja kawanº jang bersangkutan se

gera memenuhi keperluan ini , mengirimkan tulisan hasil pengalaman kawan didae

rah kepada kami, sehingga pada nomer? jang akan datang dapatlah kami memuat

pengalaman kawan² jang bertugas didaerah -daerah itu .

SERUAN ADMINISTRASI :

Untuk kawan2 jang bertugas dibidang Pemerintahan Daerah

terutama, kami harap suka memberikan alamatnja jang terang,

djika kawan2 menghendaki madjalah ini dikirim langsung per pos.

Jajasan Pembaruan"

Kramat V/7, Pos Box No. 2522

Dja karta
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Penjempurnaan dengan segera Peraturan

,,17 April” adalah mutlak perlu

Oleh : Djamhari

b. atas usul DPR -GR dihapuskannja berbagai

matjam pungutan atas barang import seperti

HPN , HPN tambahan dan HPN chusus, men

djadi hanja satni matjam pungutan berupa

bea masuk .

C. diadakan penggolongan baru atas barang

impor jang dalam Peraturan ,, 26 Mei" dibagi

dalam 3 golongan : Golongan I, II dan III men

djaldi 5 Golongan : I, II, III, IV dan V, dan di

adakan perubahan pungutan atas dasar peng

golongan baru tsb, dan atas dasar koers tran

saksi bar sbb :

1. Menurut Peraturan ,,26 Mei" :

Golongan I (barang2 jang sangat essensit

bagi penghidupan Rakjat) tidak dipungut

HPN tambahan , dan bea masuk .

Pada sidangnja jang ke- IV tahun persidangan

1963/1964 oleh Pemerintah telah disampaikan

kepada DPR-GR Perpu No. 5 tahun 1964 tentang

nilai transaksi rupiah dan pembebanan atas

import. Berbagai Golongan dalam DPR -GR ber

pendapat, bahwa sebaiknja pembahasan Perpu

No. 5/1964 tsb . bersama- sama dengan pembitja

raan 2 Peraturan Pemerintah lainnja , jakni Per

pres No. 13/1964 tentang nilai Transaksi Rupiah

dan Perangsang Eksport dan PP No. 11/1964

tentang Peraturan Harga, jang ketiga -tiganja

dikeluarkan sebagai pengganti Peraturan „ ,26

Mei" jang satu antara lain sangat erat hubungan

nja, terutamadalam perkembangan ekonomi dan

moneter. Lebih dari itu sebenarnja akan sangat

lebih bidjaksana djika dalam pembahasan itu

djuga dibitjarakan Anggaran Belandja (Tambah

an ) tahun 1964, karena seperti kita ketahui Ang

garan Belandja tahun 1964 disahkan ber -sama?

dengan Anggaran Belandja tahun , 1963, jang di

dasarkan atas „ Peraturan² 26 Mei” , chususnja

dibidang eksport, import dan harga ( dengan ada

nja HPN , HPN tambahan dan HPN chusus ). Ka

rena kini „ Peraturan 26 Mei" telah diganti de

ngan Peraturan „ , 17 April”, Anggaran Belandja

tahun 1964 telah pula mengalami perubahan² da

sarnja .

Dalam mempertimbangkan pendapat berbagai

golongan dalam DPR -GR untuk membahas Per

pu No. 5 tahun 1964 ini ber - sama dengan dua

Perpres lainnja mungkin ada pendapat jang me

njatakan , bahwa pembitjaraan mengenai Per

pres bukanlah mendjadi kompetensi DPR

GR . DPR -GR hanja mempunjai wewenang

untuk membahas Perpu atau Rantjangan ? Un

dangº. Pendapat ini adalah tidak benar, karena

DPR -GR telah mempunjai pengalamannja sen

diri, jaitupada waktu pembahasan Perpu No. 5

tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform

jang dalam hubungannja dengan Perpu tsb . telah

pula bukan sadja dibahas, bahkan diadakan per

ubahan 'atas beberapa pasal dari Peraturan Pe

merintah No. 224/1961 , sedang Perpu No. 5 itu

sendiri diuga mengalami perubahan jang funda

mentil atas usul DPR -GR .

Golongan I (barang? jang tidak termasuk

Golongan I dan III ) dipungut HPN tambah

an Rp. 225 , dan bea masuk 50% tiap US $.

Golongan III (barang ' jang bersifat mewah )

dipungut Rp. 495 , - dan bea masuk 100 %

tiap US $ .

2. Menurut Peraturan " 17 April” :

Golongan I (barang jang sangat essensiil

bagi penghidupan Rakjat) ditambah bea ma

suk untuk setiap US $ 0% .

Golongan I (barang2 jang penting bagi pro

duksi baranga eksport atau produksi jang da

pat menghemat devisen termasuk alata trans

port dan telekomunikasi) dipungut bea ma

suk untuk setiap US $ 50%, berarti Rp. 125,

tiap US $.

Golongan III (barang? jang penting untuk

produksi barang kebutuhan dalam negeri)

dipungut bea masuk untuk setiap US $ 100% ,

berarti Rp. 250 , - tiap US $.

SEGI2 POSITIF /RELATIF POSITIF PER

ATURAN „ 17 APRIL”

Golongan IV (barang jang merupakan ba

rang? djadi dan tidak mewah ) dipungut bea

masuk untuk setiap US $ 300 % . berarti Rp.

750,— tiap US $ .

Golongan V (barangs jang bersifat mewah )

dipungut bea masuk untuk setiap US $ 800 % ,

berarti Rp. 2000, - tiap US $.

Peraturan pengganti „ ,26 Mei" jaitu Peratur

anº ,,17 April ” mempunjai segi positif, terutama

dalam hal, bahwa Pemerintah telah memenuhi

tuntutan Rakjat untuk mentjabut Peraturan „ , 26

Mei". Disamping itu djuga mempunjai arti jang

relatif positif, jaitu :

a . perbedaan koers transaksi rupiah mendjadi

Rp. 250,- tiap US $, jang berarti Rp. 65,

lebih rendah daripada Peraturan „ ,26 Mei”,

jaitu Rp. 315,- tiap US $ .

d. Pembatalan kebidjaksanaan harga, Jaitu PP

no. 20/1963 jang a.l. menjebutkan : barange/

djasa ? jang dikuasai oleh Pemerintah dan pen .

djualannja dilakukan langsung oleh sesuatu

badan Pemerintah , atau oleh sesuatu Per

usahaan Negara , did jual dengan harga jang

mendekati dan tidak berselisih lebih dari

30% dari harga jang sebenarnja dibajar oleh
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20% (SPP ) x Rp. 1600.- (har.

ga SPP untuk pertama kali di

keluarkan sesudah tgl. 17 April

'64 ) .

5% (perangsang ) x Rp . 1600.

( koers perangsang diperkirakan

sama dengan SPP )

320.

80.

Djumlah
-

Rp. 587,50

pemakai, jang menurut pendapat kita kebi

djaksanaan ini tidak lain adalah melegalisasi

harga gelap jang terus-menerus membubung

dan dengan terus diikuti oleh Pemerintah.

Sampai dimanakah segi positif itu dapat

mempertahankan kepositifannja dan sampai di

manakah ia akan bisa memenuhi harapan Rak

jat banjak untuk mengatasi kesulitana ekonomi

sekarang ini, setidak -tidaknja dalam mentjegah

kemerosotan produksi dan mentjegah kenaikan

harga, jang terus-menerus masih selalu men

djadi pertanjaan. Tetapi situasi sekarang kira

nja telah tjukup memberikan djawaban , bahwa

Peraturan „ 17 April" akan kehilangan segi'

positifnja sekali antara lain karena

disamping segi? positifnja , mengandung djuga

segi' negatif. Baiklah dalam hal ini kita teliti

satu per satu dari ketiga bidangnja jang pokok ,

jain bidang eksport, import dan harga.

Kita katakan perhitungan teoritis, karena

dalam praktek perdagangan digunakan tja

ra menghitung lain , misalnja dengan tjara :

Tiap $ 1 US dihitung nilai la

wannja dengan rupiah :

$ 1 US Rp. 250.

20% SPP (untuk pertama kali

koers sebesar Rp. 1600.
320.

sama

-

-

Djumlah Rp. 570.

Bidang ekspor.

Tetapi tjara menghitung apapun jang diguna

kan kesemuanja menundjukkan tjiria jang tetap

jaitu : a) . adanja matjam ? koers rupiah kita

terhadap valuta asing chususnja terhadap US ,

$. dan b) . devaluasi rupiah kita terhadap valuta

asing. Kita melihat perbedaan jang menjolok an

tara nilai lawan menurut „ , 26 Mei" ( Rp. 54,25 )

jang berbeda dan lebih tinggi dari pada koers

dasar Rp. 45.- / tiap $ 1 US, djuga terhadap

koers transaksi ,, 26 Mei” (Rp. 315.- /tiap $ 1

US tanpa HPN , HPN tambahan dan HPN chu

sus ) . Dan djuga berbeda //lebih rendah dari pada

nilai lawan menurut „ , 17 April ” (Rp. 587,50 /

Rp. 570.-/tiap $ 1 US.

- -

1

1

Perubahan koers transaksi rupiah dari Rp.

315.- / tiap $ 1 US mendjadi Rp. 250 .-- / tiap $

1 US menurut peraturan „ , 17 April " , tetap tidak

merubah tjiri chusus dari pada Peraturan „ , 26

Mei ”, jaitu jang bersifat moneter tehnis semata

mata , dengan mengadakan devaluasi koers ru

piah kita terhadap valuta asing, jakni dari Rp.

45.- /tiap $ 1 US koers dasar mendjadi Rp.

250 .- /tiap $ 1 US, sekalipun ini berarti Rp .

65.- lebih rendah dari pada peraturan „ , 26 Mei” .

Selandjutnja seperti kita ketahui, baik per

aturan ,, 26 Mei ” , maupun peraturan „ 17 April”

memberikan kepada para eksportir (dan eks

portir produsen ) berupa :

a ) . alokasi Devisen Otomatis ( ADO ) sedjumlah

menurut ,,26 Mei" 10% dari hasil eks

port jang diperolehnja, tidak boleh diperda

ganglan. (dalam praktek diperdagangkan ).

menurut „ ,17 April" 20% dari hasil eks

por jang diperolehnja , jang sekarang dina

makan SPP (Surat Pendorong Produksi) ,

dan boleh diperdagangkan .

b ) . perangsang kepada eksportir produsen , jang

boleh digunakan setjara bebas oleh ekspor

tirnja, untuk digunakan sendiri atau dise

rahkan kepada orang lain sedjumlah 5%

dari hasil ekspor jang diperolehnja, baik

menurut ,,26 Mei” maupun menurut „ 17

April” , berupa devisa .

Djika dihitung setjara teoritis dengan adanja

perangsang? tsb . jang dimaksudkan untuk men

dorong export-drive, para eksportir untuk setiap

$ 1 US dari hasil ekspornja akan memperoleh

nilai lawan dalam bentuk rupiah , sedjumlah :

a) . menurut „ 26 Mei” :

( 100% 10% (ADO ) 5% perangsang ) x

Rp. 315. Rp. 267,75

10% (ADO ) X Rp. 1575.

(koors tertinggi ADO 35

koers resmi Rp. 45,-) 157,50

5% ( perangsang ) x Rp. 2300.

(koers tertinggi mendjelang 17

April '64 ) 115.

-

Kesemuanja ini akan berarti meniadakan segi

positif dari pada peraturan „ ,17 April” .

Betapa hebatnja pengaruh SPP ini terhadap

kenaikan harga barang? ( jang diimport dengan

SPP ) karena adanja kebebasan memperdagang

kan ( jang berarti memperdagangkan devisen ) ,

sudah dapat kita perhitungkan sedjak sekarang.

Menurut ketentuan jang ada, SPP jang oleh Bank

Indonesia setjara berkala (tiap minggu sekali )

ditetapkan , sementara ini didjual dengan harga

Rp. 1.350 ,---- /tiap US $ , jang berarti 522 kali lebih

tinggi dari koers transaksi. Karena menurut ke

tentuan SPP harus digunakan untuk mengimport

barang- golongan I, II , dan III, maka praktis

harga barang2 tsb . akan mengalami kenaikan

djauh lebih tinggi dari perhitungan teoritis me

nurut ketentuan pungutan? bea masuk sesuai de

ngan dan berdasarkan koers transaksi baru . Lo

bih djika diingat, bahwa masih mendjadi per

soalan apakah untuk memasukkan barang ' go

longan I, II dan III tsb . tjukup diberikan djatah

devisen Pemerintah . Belum lagi kita berhenti

mempersoalkan betapa kenaikan harga barang?

jang disebabkan oleh penetapan koers perdaga

ngan SPP Rp. 1.350.- tiap US $ , baru setelah

lebihkurang 2 bulan sesudah dikeluarkannja

Peraturan ,,17 April” koers SPP sudah mening

kat mendjadi Rp. 2.350,- tiap US $ .

Pemberian SPP , lebih ” dengan bolehnja diper

dagangkan ini. kepada eksportir swasta, membe

rikan tjiri chusus lain , jang sama antara Per

aturan ,,26 Mei” dan Peraturan „ 17 April" , jaitu :

bersandar kepada eksportir swasta. Hal ini lebih

dibuktikan lagi dengan adanja ketentuan dalam

peraturan dibidang eksport Peraturan „ ,17 April” ,

-

x

Djumlah - Rp . 541,25

b ) . Menurut „ 17 April” :

( 100 % 20% ( SPP 5 % (perangsang ) x

Rp. 250. Rp. 187,50
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Bidang import dan harga.bahwa kepada eksportir produsen hanja diberikan

6% perangsang devisen ,jang tidak boleh diper

dagangkan dan harus digunakan untuk meng

import baranga jang dibutuhkannja . Politik ini

sudah tentu tidak akan mendorong kearah mem

perbesar dan memperbaiki produksi bahan2 eks

port kita, berhubung kaum eksportir bukan pro

dusen memandang lebih menguntungkan untuk

hanja mengedjar devisen dan mendjual-belikan

SPP- nja.

Dari ketiga peraturan „ 17 April ” kita belum

melihat adanja rentjana impor oleh Pemerintah,

lebih djika diharapkan rentjana impor jang ber

dasarkan prinsip prioritet pembangunan atau

untuk keperluan pasar dalam negeri. Seperti di

uraikan diatas perubahan dibidang importer

utama mengenai perubahan2 penggolongan ba

rang , adanja satu matjam bea masuk dengan

pungutan atas dasar prosentase tertentu . Bagai

mana perbandingan harga baranga impor dengan

adanja peraturan „ 17 April” ini bisa kita lihat

dalam daftar berikut.

Pengaruh kenaikan harga terutama dari per

dagangan SPP ini akan bisa kita lihat dibidang

import dan harga.

Barang2

impor

Golongan

Menurut peraturan

„ ,26 Mei"

( koers transaksi Rp. 315,-/

tiap US $)

Menurut peraturan

„ 17 April”

Koers transaksi Rp. 250 , - /

tiap US $

Berdasar koers

perdagangan

SPP minggu ke II

Djuni 1964.

Rp. 2.350,

B

HPN

tambahan

Rp.

A
mo at

Bea masuk

а

m

Djumlah

jang

harus

diabjar

tiap US $

Djumlah

jang

harus

dibajar

tiap US $

Djumlah

jang harus

dibajar

tiap US $

S

% Rp.u

k

%

I

II

Rp.

225 ,

495 ,

495 ,

495 ,

0 Rp. 315 ,

50 810 ,

810 ,

810 ,

100 1620,

0

50

100

300

800

250 ,--

375,

500 ,

1000 ,

2250 ,

125

250

750

2000

2.350,

2.475 ,

2.600 ,

3.100,

4.350,

9 )

IV

Dari daftar diatas dapat dilihat, bahwa ba

range golongan I, II dan III dengan peraturan

„ 17 April” mengalami penurunan harga (djangan

dibanding dulu dengan koers SPP ). Tetapi kita

lihat bahwa baranga golongan IV, jaitu barang ?

djadi jang tidak mewah , jang djustru banjak di

butuhkan oleh sebagian besar Rakjat kita a.l.

tekstil kasar, alat pertanian dll mengalami ke

naikan harga dari 810 , - mendjadi 1.000 ,-- ( tiap

US $ ) .

Harga tsb adalah harga pokok pelabuhan, be

lum ditambah dengan ongkos? lain . Karena da

lam pasaran sukar untuk membedakan baranga

dalam dan luarnegeri, pastilah harga barang?

impor golongan IV ini akan menstimulir kenaikan

harga produksi barang2 jang sama dalam negeri,

sehingga segi” positif dan harapan ? baik terha

dap barang golongan I, II dan III akan tidak

dapat direalisasi. Lebih djikadibanding dengan

harga atas dasar koers SPP . Karena terbata.snja

devisen Pemerintah untuk memasukkan baranga

terutama golongan IV akan dapat diperoleh dari

djatah devisen SPP jang tidak dapat disangkal

akan makin mendorong kenaikan harga jang

luar biasa ; hal itu ternjata bukan sadja mungkin

terdjadi dan bukan hanja karena tidak tjukup

devisen Pemerintah jang diperuntukkan meng

impor barang2 Golongan IV , tetapi telah banyak

terdjadi dan djustru bagi importir jang meng

gunakan SPP ini lebih menguntungkan baginja

untuk mengimpor baranga Golongan IV ini.

Hal ini disebabkan djuga terutama karena nilai

lawan untuk setiap $ 1 US jang diperoleh para

eksportir dari hasil ekspornja (Rp. 570.-) lebih

tinggi dari pada nilai harga barang; impor me

nurut golongan I (Rp. 250.- / tiap $ 1 US ) ; go

longan II (Rp. 375.- / tiap $ 1 US ) dan golongan

III (Rp. 500.- /tiap $ 1 US ) ; sedang dibanding

dengan barang? impor menurut golongan IV (Rp.

1000.- /tiap $ 1 US ) adalah lebih rendah , se

hingga mereka akan mengalami kerugian apa

bila mengimpor barang- golongan I, II dan III

dan akan bisa untung djika mengimpor barang

golongan IV .

Chusus mengenai barang2 golongan V ( barango

mewah ) jang menurut peraturan „ ,26 Mei" di

kenakan HPN -Tambahan dan bea masuk men

djadi Rp. 1620.-/tiap $ 1 US, dengan peraturan

„ 17 April” ditetapkan Rp. 2250 .-- /tiap $ 1 US.

Kenaikan ini djuga akan mendorong kenaikan

harga barang dalam negeri dan harga barang

impor tidak mewah, karena a.l. sama halnja

dengan sukarnja dalam pasaran bebas untuk

membedakan barang impor dan barang dalam

negeri, djuga dalam banjak hal sukar untuk mem

bedakan mana jang mewah dan mana jang tidak

mewah .

Selandjutnja. dapatkah harga dikendalikan,

diawasi sesuai dengan PP No. 11 / Th . 1964 ten

tang Peraturan Harga jang antara lain menen

tukan :
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a. Demikianlah telah kita tindjau tiga persoalan

pokok dari peraturan „ , 17 April " . Kesimpulan

jang bisa kita ambil adalah , bahwa keadaan se

demikian itu tidak boleh terus berlarut- larut, se

hingga akan makin dalam djurang kemerosotan

ekonomi negara kita . Untuk itu harus segera

diadakan tindakan terutama dalam mentjegah

merosotnja produksi dan kenaikan harga jang

ke-gila - gilaan, jakni dengan segera menjempur

nakan peraturan „ 17 April”.

Dalam pembitjaraannja dengan Pemerintah

DPR-GR telah menjampaikan usula/pendapat?

nja. Diantara berbagai usul/ pendapat itu, maka

dalam waktu jang singkat ini seharusnja perlu

segera ditempuh oleh Pemerintah :

1. Tjabut dan hentikan perdagangan SPP.

SPP supaja benar2 digunakan untuk mengimpor

barang2 golongan I, II dan III.

2. Rubah koers riil untuk barang impor (se

telah diperhitungkan bea masuk ) untuk setiap

$ 1 US mendjadi:

)

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Golongan V

Rp. 100.

300.

400.

500.

2000.

1

Pemerintah mengadakan penetapan dan

pengawasan harga. Harga didasarkan atas beaja

produksi dan beaja impor ditambah dengan dja

sa ”, jang lazim diperlukan guna pemasaran , di

tambah dengan keuntungan jang lajak .

b. Pemerintah menundjuk baranga untuk

mana berlaku penetapan harga. Djadi berarti

barang2 janig tidak ditundjuk oleh Pemerintah ,

harganja boleh berkembang bebas. Seperti di

umumkan oleh Menteri Perdagangan ada 5 ma

tjam barang jang harganja ditetapkan : beras,

minjak tanah, tekstil kasar, minjak goreng dan

gula.

c . penetapan harga berlaku untuk golongan

barang sbb :

barang pokok jang diperlukan oleh Rakjat

banjak dan bahan penting jang diperlukan untuk

produksi dalam negeri, berasal dari impor.

barang2 pokok jang seluruh produksinja

dikuasai oleh pemerintah.

barang ? pokok lainnja. jang dapat dikuasai

oleh Pemerintah .

d. Pemerintah menentukan golongan dalam

masjarakat bagi siapa baranga jang ditetapkan

harganja diperuntukkan.

e. Djika atas pendjualan barang jang tidak

ditentukan harganja terdapat keuntungan lebih ,

maka Menteri Perdagangan atau instansi jang

ditundjuk olehnja berwenang untuk memerintah

kan kepada jang bersangkutan supaja kelebihan

keuntungan disetorkan pada Bank Indonesia atas

rekening Thesauri Negara .

Djika segala ketentuan tersebut kita hadapkan

sadja pada satu perumpamaan , misalnja :

Satu kemedja jang diluar negeri harganja $

1 US akan mengenal setidak -tidaknja 3 matjam

harga .

1. Bila diimpor dengan

devisen Negara, har

ganja Rp. 250.- + Rp. 750.

Rp. 1000 ,

2. Bila diimpor dengan

SPP (nilai baru se

sudah dikeluarkan )

harganja Rp. 1.600.- + 300%

bea masuk Rp. 2.350.

3. Bila diimpor dengan

SPP 1 bulan kemu

dian (dengan koers

Rp. 2.350.4) Rp. 2.350.- + 300%

bea masuk Rp. 3.100.

4. Bila diimpor dengan devisa retensi, jang be

lum diketahui atau diatur penggunaannja

belum diketahui.

Untuk mendjawab pertanjaan diatas, dengan

menggunakan satu prinsip sadja dari ketentuan ?

peraturan harga Pemerintah ini, jaitu dari prin

sip pengawasan atau pungutan atas keuntungan

lebih dari pedagang, kita dihadapkan pada ke

njataan adanja 4 matjam harga jang dibajar

dengan rupiah, jang berasal dari satu matjam

harga luar negeri, jakni $ 1 US. Djadi selama

nja kesulitan akan terus timbrul; dan dengan te

rus -menerus meningkatnja koers SPP ( tentunja

nantinja djuga koers retensi) akan makin tak

terkendalikanlah kenaikan harga? ini.

3. Bentuk segera Dewan Ekspor / Impor, jang

mempunjai orientasi baru dan perentjanaan di

bidang ekspor /impor.

4. Tetapkan antjer ? penjusunan harga dengan

pripsip :

a. harga terachir barang? impor kepada kon

sumen supaja berdjumlah l.k. 150% dari harga

pokok pelabuhan .

b. harga terachir barang2 djadi produksi dalam

negeri kepada konsumen supaja berdjumlah l.k.

150% dari harga pendjualan produsen .

c . tjegah dan batalkan kenaikan harga barang

oleh Pemerintah sendiri, jang djustru mengenai

barang? jang produksi dan penjalurannja dikus
sai oleh Pemerintah sendiri.

Ini adalah soala pokolo jang dalam waktu jang

singkat harus dilaksanakan . Sudah tentu ada

usula/ pendapat2 lainnja jang dalam rangka pe

njempurnaan peraturan „ 17 April” djuga harus

ditempuh.

Selandjutnja dari pengalamannja sendiri Rak

jat Indonesia mejakini, bahwa disamping faktor

ekonomis seperti sebagian telah diuraikan di

atas, persoalan ekonomi dinegeri kita, atau lebih

tepat dikatakan kebobrokan ekonomi dinegeri

kita disebabkan pula oleh faktor lainnja , jaitu

faktor politik , sistim administrasi, management,

kedjudjuran petugas negara , faktor personalia

dan pelaksana‘nja. Oleh karena itu berbitjara

tentang perbaikan dibidang ekonomi tidak bisa

dilepaskan berbitjara tentang faktor lainnja ter

sebuta

Retuling organisasi dan personalia dibidang

ekonomi dan keuangan sebagai usaha untuk me

ngatasi kebobrakan ekonomi sekarang adalah

mutlakl perlu. Konsepsi aparatur jang sehat, jang

dapat mendjamin pelaksanaan konsepsi ekonomi

dan keuangan jang sempurna adalah kuntji dari

pada seluruh konsepsi” kita .
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Undang2 Tentang :

SURAT HUTANG LANDREFORM "

dalam pembitjaraan di DPR - GR

Tidak mengurangi beban kaum tani dan beban ke

uangan negara ; tetapi menambah keuntungan tuan

tanah dan beban keuangan negara .

Oleh : KASIM .

Pada tanggal 29 April 1964 rapat pleno DPR-GR

telah mensahkan Perpu No. 5/1963 ttg. Surat Hu.

tang Landreform ( S.H.L. ) mendjadi Undang² biasa.

Golongan dalam DPR-GR menerina atau tidak

menolak pengesahan tsb . , keijuali golongan Komunis

dan sebagian Golongan Karya .

Pembitjaraan dalam DPR-GR (rapat gaoungan

golongan, rapat kerdja . komisi dan rapat pleno ) me

ngenai Perpu tentang S.H.L. ini (sampai kepada pe

annja. mendjadi Undang ) telah memaksa se.

tiap golongan untuk menjatakan sikapnja : memihak

tuantanah atau kaumtani, setjara djelas maupun se

tjara samar?.

Djauh sebelum Perpu No. 5/1963 ttg . SHL oleh

Peraturan Pemerintah No. 224/1961 telah ditentu .

kan beberapa hal jang pokok mengenai materi gang .

dimaksud dalam Perpu itu . Hal? jang pokok itu

ialah :

al SHL adalah 90% dari djumlah uang ganti-rugi

atas tanah -kelebihan milik tuantanah jang di

kuasai negara (tanah itu kemudian dibagikan ke

pada tani penggarap dengan pembajaran harga

tanah ) . jang pelunasannja dilakukan oleh nega

ra dengan tjitjilan selama 15 tahun dalam bentuk

barangmodal.

b ) SHL diberi bunga 3% seahun ..

Perpu No. 5/1963 ttg . SHL ternjata menjimpang

dari dua ketentuan pokok jang sudah ditetapkan da

lam PP No. 224/1961 itu, jaitu:

a ) perlunasan SHL dilakukan dalam bentuk barang

modal dan/atau uang tunai.

b ) SHL diberi bunga 6% setahun, jang berarti ne

gara membajar bunga dua kali lebih banjak.

c ) SHL tidak dikenakan wadjib - simpan dalam salah

satu bank -penjimpanan efek sebagimana diharus

kan oleh Peraturan Devisen tahun 1940; ma

lahan SHL dikeluarkan dalam bentuk lembaran

..atas undjuk ” dan dapat diperdjual-belikan.

d ) SHL dapat didjadikan djaminan untuk memper

oleh kredit dari bank atau lambaga perkreditan

lainnja , asal dengan izin Menteri atau pendjabat

jang ditundjuknja.

Dengan membandingkan ketentuan pokok dari

PP No. 224/1961 ' dan Perpu No. 5/1963 . diatas

terlihat dengan djelas betapa diuntungkannja tuan

tanah disatu fihak dan dikorbankannja keuangan
negara serta keadaan moneter ekonomi nasioal di.

lain fihak.

Pelunasan SHL tidak se-mata? dalam bentuk ba

rangmodal, tetapi dimungkinkan pula dalam bentuk

uang-tunai ' berarti tidak mentjapai tudjuan untuk

mendjuruskan uang ganti-rugi kesektor produksi, te

tapi bisa memperbesar sektor spekulasi dalam ma

sjarakat. Memperbolehkan SHL didjadikan djarninan

kredit dan disaniping itu diperdagangkan , berarti

memperbesar djumlah serta mempertinggi ketjepatan

Feredaran uang dalam masarakat tanpa memperbe

sar volume peredaran barang. Lebih tegas bisa di

katakan: memperhebat tekanan inflasi jang lebih

memperburuk keadaan ekonomi-keuangan kita . Itu

hanja demi untuk memikirkan kepentingan ekonomi

tuantanah jang djika ditindjau dari sifat penghisap

an feodalnja termasuk kategori sasaran revolusi ta.

hapan pertama sekarang ini .

Golongan Komunis dalam DPR-GR tidak berhasil

melalui pembitjaraan mengenai Perpu ttg . SHL, jang

achirnja disahkan mendjadi Undang-undang biasa

dengan beberapa amandemen , untuk meringankan

beban kaum tani dan beban keuangan negara; djuga

tidak berhasil untuk mengurangi keuntungan tuan

tanah . Sekalipun perobahan ? jang ditjapai dalam

Undang? bisa mengurangi beberapa segi negatif dari

Perpu , tetapi apabila ia dibandingkan dengan isi

dari PP No. 224/1961 Undang2 jang disahkan oleh

DIR -GR tgl . 29 April 1964 itu lebih memberikan

keuntungan kepada tuantanah.

Isi pokok dari Undang ' ttg . SHL adalah sh5 ..

a ) Bunga S.H.L. jang oleh Perpu ditetapkan seba

irak 6% ( oleh PP No. 224/1961 hanja 3% ) ,

didalam Undang ditetapkan 5% .

b ) SHL jang oleh Perpu diperbolehkan untuk diper

djual -belikan (PP No. 224/1961 tidak memuat

ketentuan ini), oleh Undang? dibatasi dan di.

awasi perdjual-belikannja hanja untuk keperluan

sektor produksi; untuk spekulasi dilarang.

c ) SHL jang oleh Perpu ditentukan pelunasannja

dalam bentuk barang modal dan/atau uang tunai

( oleh PP No. 224/1961 dibatasi hanja dalam

bentuk barangmodal ). oleh Undangº ditentukan

dalam bentuk barangmodal, sedang uang tunai
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hanja untuk pembeli barangmodal, dalam hal

Pemerintah sendiri tidak dapat menjediakan ba

rangmodal.

d) SHL, menurut Undang' . tetap bisa didjadikan

djaminan kredit, tetapi hanja atas izin Menteri

Pertanian dan Agraria setelah mendengar pen .

dapat Menteri Perindustrian Rakjat, dan harus di

gunakan untuk keperluan melandjutkan suatu

perusahaan jang sudah mulai dibangun oleh jang

mempunjai SHL dan mengalami kekurangan mo

dal jang tidak dapat dipenuhi dengan djalan

lain .

e ) Diluar materi dari Undang? ditjapai kesediaan

Menteri Pertanian dan Agraria untuk menurun

kan ketentuan 10% dari harga tanah sebagai

ongkos administrasi jang harus dibajar kaum tani

mendjadi 6% . Keinginan golongan Komunis, ia

lah pembebasan sepenuhnja dari pembajaran ong

kos administrasi, karena kaum tani jang ekono

minja lemah sudah tjukup berat bebannja ialah

membajar harga tanah dengan 3% setahun sela

ma 15 tahun ) .

Kiranja djelas dan sederhana perbedaan dan per

tentangan pendirian golongan jang memihak tuan

tanah setjara teguh maupun setjara samara disatu

fihak dan golongan' jang memihak kaum tani dilain

fihak. Dalam hal jang kongkrit rupanja tidak mu

dah, bahkan kadang tidak mungkin samasekali, bagi

seseorang dan sesuatu golongan untuk menutupi si.

kap dan watak klasnja jang sesugguhnja. Golongan'

dalam DPR -GR telah dihadapkan kepada persoalan

demikian oleh atjara Perpu No. 5/1963 nengenai

SHL jang hendak disahkan djadi Undang' biasa.

Apakah jang menjebabkan golongan Komunis ti

dak berhasil melalui Undang' SHL ini untuk men

tjapai hasil tertentu jang positif? Didalam DPR.GR

ternjata golongan Komunis berdiri sendirian dalam

membela kepentingan kaum tani dan dalam me

ngurangi keuntungan' tuantanah. Golongan ang me

mihak tuantanah masih tjukup besar, sedang semen

tara golongan dan perseorangan lainnja bersikap

ragu ? atau jang boleh disebut golongan tengah.

Golongan jang memihak tuantanah setjara terang

terangan mengemukakan, bahwa tuantanah berda

sarkan per-undang’an landreform sekarang, jang ber

sifat baru membatasi sistim feodal dan belum meng

hapuskannja sama sekali, telah „berkorban", karena

telah dikuasainja tanah '-kelebihan mereka oleh Pe

merintah , telah „ patuh " kepada Undang'. telah

„ menderita kerugian ' , karena harga tanahnja dite.

tapkan rendah " oleh Pemerintah dan harga itu

tidak dibajar tunai seperti halnja dalam djual-beli

biasa , telah dirugikan" karena bunga SHL-nja

tidak setinggi bunga jang umum berlaku dika.

langan bank. Sebaliknja, kata golongan itu, kaum

tani „ angat diuntungkan sekali" karena memper

oleh pembagian ” tanah dengan harga rendah ",

dengan tidak membajar tunai dan dengan bunga „ ren

dah sekali .

Golongan tengah dan Menteri Pertanian dan Ag

raria jang bersikap ragu ?, menggunakan sembojan?

„ peri-kemanusiaan ", „ keadilan " dan lain ' sembojan

jang muluk untuk menutupi ketidak -tegasannja da.

lam memilih sikap memihak kaum tani atau memi

hak tuantanah, dengan demikian hakekatnja tjon .

dong kepada memihak tuantanah . Golongan ini me

njatakan tanpa malu, bahwa di Indonesia boleh dika.

takan tidak ada tuantanah, kalau ada, hanja tuanta

nah ketjil sadja . Kata golongan ini, tuantanah Indo

nesia bukanlah penghisap besar jang tidak berperi

kemanusiaan, seperti halnja dengan tuantanah di

Inggris, India, Tiongkok dan lain negeri .

Hasil riset Ketua CC PKI, kawan D.N. Aidit,

tentang keadaan kaum tani dan gerakan tani di Dja

wa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur sela

ma dua bulan dimasing daerah , membuktikan be.

tapa terhisapnja kaum tani oleh tuantanah dibidang

ekonomi dan kebudajaan. Melalui riset itu telah ter

ungkap sepenuhnja berbagai matjam bentuk penin

dasan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon , kapitalis

birokrat dan tengkulakº djahat didesa -desa atas ka

um tani. Ternjata tuantanah ? jang relatif meiniliki

tanah tidak sangat luas melakukan penghisapan de

ngan tjara jang lebih intensif. Djuga peranan pe

nguasa' djahat dan bandit' desa dalam menindas

tani dibuktikan oleh hasil riset tersebut.

Hasil riset membuktikan pula perbuatan ? sabot

dari tuantanah dan kakitangannja serta penguasa

djahat terhadap pelaksanaan UUPA dan UUPBH.

Berdasarkan laporan resmi sendiri dapat dilihat , bah

wa tanah-kelebihan tuantanah jang dalam tahun

1961 adalah seluas 178.000 ha, setelah melalui per

aturan hibah dan peraturan perpandjangan batas

waktu pendaftaran tanah, dinjatakan hanja seluas

73.698 ha sadja . Djadi 104.000 ha ( 58 % ) tanah

kelebihan telah „ lenjap ".

Benarlah Program Agraria PKI berupa perobahan

tanah jang radikal , djika hendak membebaskan

sungguh kaum tani dari penghisapan, keterbelaka.

ngan, djika hendak sungguh meninggikan produksi

pertanian, chususnja produksi bahan pangan, dan

djika hendak sungguh melenjapkan rintangan? po

kok jang menghambat perkembangan tenaga pro

duktif di desa -desa.

Landreform' radikal menurut program PKI jaitu

pokok’nja: semua tanah jang dimiliki tuantanah

maupun Indonesia harus dikuasai Pemerintah, tanpa

ganti-rugi dan diberikan ( dibagikan ) dengan tjuma?

kepada kaum tani sebagai milik perorangan, per

tama -tama kepada kaum tani tak bertanah dan ka .

um tani miskin ; tanah dan milik lain kaum tanikaja

tidak diganggu; tanah dan milik kaum tanisedang

dilidungi Pemerintah; sistim rodi, pologoro dan per

budakan feodal lainnja dihapuskan; hutang kaum

tani , nelajan dan tukang keradjinan tangan kepada

lintahdarat djuga dihapuskán ; kredit jang berdjang.

ka pandjang, mudah dan murah diberikan kepada

mereka.

Dalam menguntji alasan -suaranja dalam rapat pa

ripurna DPR-GR sesaat hendak mensahkan Rentja

na Undang tersebut Golongan Komunis antara lain

mengatakan sbb.: „ Usaha? kami melalui Undang? ini

untuk mengurangi beban' kaum tani serta beban ke.

uangan negara , dan untuk mengurangi keuntungan'

tuantanah mendjadi belum tertjapai".

„ Akan tetapi Golongan Komunis jakin sepenun

nja , bahwa achirnja perdjuangan kaum tani sendiri

lah jang akan membebaskan dirinja dari segala ben

tuk penghisapan jang masih dideritanja hingga kini.

Kaum tani adalah tenaga pokok Revolusi Indo

nesia .”

Pasang perdjuangan kaum tani dan pasang baru

aksi? sepihak mereka sekarang dalam melaksanakan

ketentuan ? Undang ? Negara (UUPA dan UUPBH)

jang madju, adalah kebangkitan kaum tani jang adil

dalam melawan penghisapan feodal. Inilah djalap

jang benar untuk kebebasanoja.
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Menindjau pembeajaan urusan desa jang di

sediakan dalam anggaran penda

patan belandja negara

Oleh: ACHMAT

Seperti telah kita ketahui bersama, dalam usaha

perbaikan dan pembangunan desa pembeajaannja di

masukkan kedalam Dep. Dalam Negeri pada Pos ter

sendiri jang disebut „URUSAN DESA ” . Golongan

Komunis dalam DPR-GR tiap² tahun dalam membi

tjarakan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara

selalu ambil bagian jang aktif agar anggaran tersebut

betul? dapat membantu pembangunan desa meringan

kan beban kaum tani serta tidak menambah bahan

penghisapan feodal jang masih meradjalela didesa '

terutama jang berbentuk 7 setan desa. Bahkan de

ngan persediaan anggaran itu kaum tani akan lebih

mudah dan dibantu untuk lebih gigih melaksanakan

UUPA dan UUPBH guna mentjiptakan sjaral? kese

djahteraan desa.

Tiap2 tahun pemerintah menjediakan beaja untuk

„URUSAN DESA” dalam djumlah? tertentu, ambil

sadja misalnja; untuk tahun 1959 disediakan beaja

Rp. 133. djuta, tahun 1960 Rp. 175. djuta, tahun 1961

Rp. 175 djuta, tahun 1962 Rp. 211 , djuta, tahun 1963

Rp. 422. djuta tahun 1964 Rp. 445. djuta. Dibanding

dengan tahun” jang lalu beaja anggaran untuk tahun

; 963 dan 1964 mengalami kenaikan sedikit. Tetapi ke

naikan ini mendjadi tidak ada artinja sama sekali sete

lah adanja „ Peraturan 26 Mei 1963" jang merupakan

pukulan sangat berat baik bagi kehidupan Rakjat ter

utama sekali dilapangan ekonomi/keuangan peme

rintah. Dihubungkan dengan program pemerintah da

lam menambah produksi pangan , desa mempunjai pe-,

ranan jang penting. Walaupun demikian nampaknja

kurang sekali perhatian pemerintah atas desa?.

Anggaran untuk „ URUSAN DESA” dibagi men

djadi dua : jaitu, pertama TUNDJANGAN UNTUK

PAMONG DESA, jang ke dua untuk BIMBINGAN
DAN PEMBANGUNAN DESA . Adapun besarnja

anggaran itu sbb.:

1. Tundjangan untuk pamong desa, meliputi pem

beajaan sbb.:

a. tundjangan kurang hasil 1963 Rp. 139 djuta. 1964

Rp. 163 djuta.

b. daerah tidak 1963 Rp. 5 djuta .. 1964

Rp. 5 djuta.

.c tundjangan gugur 1963 Rp. 75 djuta. 1964

Rp. 290 djuta.

d. tugas keamanan 1963 Rp. 153 djuta. 1964

Rp. 179 djuta.

II. Bimbingan dan pembangunan desa, meliputi

pembeajaan sbb.:

a. penjempurnaan lembaga dan pekerdjaan desa 1963

Rp. 226 djuta 1964 Rp. 226 djuta.

b. penjempurnaan administrasi pembangunan desa

1963 Rp. 14 djuta 1964 Rp. 14 djuta .

c. pendidikan pamongdesa 1963 Rp. 13 djuta 1964

Rp. 13 djuta.

d. perlombaan desa 1963 Rp. 6 djuta 1964 Rp. 6

djuta.

e. pembentukan desa baru 1963 Rp. 2 djuta 1964

Rp. 2 djuta .

f. penghapusan desa perdikan 1963 Rp. 6 djuta

1964 Rp. 6 djuta.

Berkenaan dengan adanja beaja untuk Urusan desa

jaitu tundjangan pamong desa dan bimbingan serta

pembangunan desa tersebut, maka djelaslah bahwa s2

djak dulu desa memang sudah disediakan beaja ter

tentu untuk tiap tahunnja. Kita telah banjak meli

hat pengalaman bahwa bantuan jang diterima oleh

desa jang bentuknja ada kalanja berwudjud bahan

atau uang jang djumlah tidak seberapa selalu terdja

di sangat terlambat diterima dan sampai ke desa

biasanja sangat kurang djumlah penerimaannja, de

mikian pula sangat ketjilnja djumlah beaja jang di

tentukan . Djika terdapat kenaikan ? beaja itu . maka

se -mata' terdapat bukan untuk menambah beaja pe!.

baikan nasib Pamong Desa dalam hal menambah be

sarnja tundjangan kurang hasil, tetapi hanja untuk

sebagian ketjil sadja dan tidak merata apa jang di

namakan beaja Bimbingan dan pembangunan desa.

Dalam hal ini akan ber -ansur’ diuraikan subº mata

anggaran jang berhubungan dengan anggaran „ Uru

san Desa" jang perintjiannja diutarakan dimuka.

Dengan maksud apakah dengan anggaran ini sudah

terdjamin perbaikan nasib Pamong Desa atau sudah

tertjukupi beaja „ Pembangunan dandan Bimbingan

Desa " .

.

aman

-

TUNDJANGAN KEKURANGAN HASIL UNTUK

PAMONG DESA .

Golongan Komunis dalam DPR-GR dalam mem

bahas anggaran „ Urusan Desa " selalu memberikan

djalan keluar dalam bentuk saran ? dan usul jang

kongkrit. Seperti didjelaskan dimuka, memang diakui

bahwa terdapat kenaikan beaja untuk perbaikan na

sib Pamong Desa lebih dalam tahun 1963 dan 1964

seperti tundjangan kekurangan hasil dan tundjangan

gugur Pamong Desa, tetapi karena besarnja tundjang

an untuk tiap orang tidak terdapat kenaikan jaitu,

tetap Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk

Kepala Desa sebulan sedang bagi Pamang Desa lain.

nja menerima separo dari djumlah tersebut , maka

dirasa sangat tidak adanja pebedaan walaupun besar.

nja djumlah keseluruhan anggaran Urusan Desa itu

ada kenaikan. Sebab tundjangan jang diterimanja te

tap ketjil bagi setiap orang jang dalam tiap hari se

lalu dikedjar -kedjar oleh kenaikan harga barang ke

butuhan hidup se-hari', disamping itu djumlah orang

jang menerima tundjangan tidak semakin banjak bah-.

kan semakin berkurang.

Dep. Dalam Negeri mengatur tundjangankekurangan

hasil bagi Pamong Desa di Djawa dan Madura serta
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Pamong Desa diluar Djawa dan Madura berpegang

pada ketentuan surat atau keputusan atau Peraturan

Menteri Dalam Negeri pada sepuluh tahun jang lalu

dimana keadaan ekonomi sangat berbeda dengan se

karang , walaupun keadaan ekonomi waktu dibikin

nja peraturan itu tidak lebih baik daripada sekarang .

Ketentuan atau ' Peraturan pemberian tundjangan

itu diatur sbb:

Sumatera Selatan Per. Men . D.N. No. 8/1955 .

Sumatera Barat Djambi Per. Men . D.N. No. 5/1954

Daerah Riau Per. Men . D.N. No. 6/1954 ( diganti

No. 5/1955 ) .

Sumatera Utara dan Atjeh Per . Men. D.N. 7, 8 dan

10/1963.

Kalimantan Barat, Timur dan Tengah Per. Men .

D.N. No. 18/1963 dan Per. Men . D.N. No. 15/1957.

Maluku Per. Men . D.N. No. 1/1952 dan No. 20/
1953.

Sulawesi Per. Men . D.N. No. DD. 5/20/29 dan

No. 21/1958 .

Nusatenggara Per. Men . D.N. No. 7/1957 dan No.

8/1957/9/1957.

Golongan Komunis dalam DPR-GR berpendirian,
bahwa ketentuan dan peraturan pemberian tundja

ngan bagi Pamong Desa itu sudah tidak dapat diper

tahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan ke

adaan. Uang tundjangan sebesar Rp. 150.- sebulan

tidak dapat lagi untuk menutup kekurangan kebutuh

an se -hari ? jang paling minimum . Berkali-kali kita

mendesak kepada pemerintah agar supaja pemerintah

segera menindjau kembali semua peraturan Menteri

Dalam Negeri mengenai pemberian tundjangan keku
rangan hasil kepada Pamong Desa dengan maksud

agar dapat mengimbangi keadaan sekarang. Dan di

gantinja dengan satu peraturan jang dinjatakan berla

ku bagi semua daerah diseluruh Indonesia.

Rumusan tersebut diatas telah diterima oleh peme

rintah dan dimasukkan dalam Lampiran Undang

Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun

1962. Walaupun sampai sekarang rumusan itu peme

rintah belum berani melaksanakannja. Tinggal kewa

djiban kita sekarang terus berdjuang dengan gigih

mewudjudkan rumusan tersebut dan tertjipta satu per

aturan jang mendjamin perbaikan nasib Pamong Desa

chususnja ada tundjangan kekurangan hasil Pamong

Desa. Jang penting sekarang melarang adanja pena.
rikan pologoro, pandek, dll. sistim penghisapan feodal

oleh pemerintahan desa kepada kaum tani.

TUNDJANGAN PAMONG DESA DIDAERAH
TIDAK AMAN .

Dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl .

10 Djanuari 1955 No. DD 15/1/29 diberikan tundja

ngan pada tiap bulan kepada Pamong Desa jang me.

ngungsi dimana daerahnja tidak aman akibat gang

guan gerombolan DI. TII dan gerombolan teroris

lainnja . Besarnja tundjangan Rp. 150, – sebulan ( th .

1963–1964 disediakan begroting sebesar Rp. 5. djuta.

Berhubung keadaan sudah dapat dikatakan aman agar

uang itu benar digunakan untuk kepentingan jang se

mestinja diusulkan agar anggaran itu dialihkan peng

gunaannja untuk tundjangan Pamong Desa jang tjatjat

karena melawan teroris gerombolan DI. TII. PRRI.

Permesta. Adapun besarnja tundjangan dapat ditentu

kan sama besarnja uang tundjangan tjatjat dari se

orang pegawai negeri dalam mendjalankan kewadjib.

an karena keganasan gerombolan bersendjata.

TUNDJANGAN GUGUR.

Dalam membitjarakan hal ? jang berhubungan de

ngan tundjangan untuk Pamang Desa selain soal-soal

tersebut diatas seperti telah didjelaskan dimuka, ma

ka masih banjak hal lain jang belum diuraikan di

sini, seperti tundjangan bagi Pamong Desa jang gu

gur ( tewas) akibat teror dari gerombolan DI-TII,

PRRI. Permesta jang diatur dalam Peraturan Men

teri Dalam Negeri No. 11/1957 sebesar Rp . 5000,

seorang hanja sekali pada waktu meninggalnja, ban

tuan kepada Pamong Desa jang bertugas keamanan

didesa dsb.nja .

Tundjangan itu berlaku selama masih berlakunja

IGO dan IGOB . Tetapi di-desa? dimana IGO , IGOB

djuga tidak berlaku seperti desa? jang berada diko

tabesar Pekalongan, Semarang, Surabaja, Surakarta,

Madiun, Kediri , Malang dsb.-nja dimana seharusnja

desa? itu tidak lagi mempunjai status seperti desa se

karang sebab tidak lagi hasil Pamong Desa didapat

dari tanah bengkok, maka desa ' itu statusnja pindah

dibawah urusan kotapradja, sedang penghasilannja di

berikan dengan berupa uang ( gadji ) sebagaimana pe

gawai kotapradja lainnja. Tetapi ternjata desa? jang

statusnja sudah diurus oleh kotapradja ini, baru Su

rabaja jang disebut dengan nama Lingkungan dan di

Kota Malang, sedangkan desa ' dikotapradja lainnja

hingga sekarang belum ada perobahan sama sekali,

pada hal soal tersebut telah diatur dalam pasal 216

ajat ( 6 ) I.S. dan bijblad No. 11341 jo 11375.

Dalam keadaan sekarang dimana IGO dan IGOB

masih berlaku dan otokrasi masih berkuasa penuh ,

maka sesungguhnja anggaran belandja untuk desa jang

tidak mendorong dan tidak mendjamin pendemokra

sian pemerintahan desa sebetulnja tidak perlu lagi.

Anggaran belandja untuk desa lebih tepat apa bila

disediakan untuk persiapan otonomi tingkat III seba

gai realisasi Ketetapan MPRS.

Tuntutan ini diadjukan tidak berarti melepaskan

tuntutan jang prinsipiil untuk merobah susunan peme

rintah desa dengan mentjabut peraturan kolonial IGO ,

IGOB dan membentuk daerah otonomi tingkat III jang

demokratis.

Hal diatas diadjukan sepandjang IGO dan IGOB

masih berlaku dan belum ditjabut seluruhnja.Sedang

perdjuangan untuk mentjabut IGO dan IGOB masih

harus lebih diintensifkan melalui segala djalan , me

lalui organisasi massa , pemerintah daerah tingkat I

dan tingkat II melalui badan ekskutif dan legislatif.

Disamping itu hal lain jang perlu dilakukan adalah

sbb.:

1. mengembangkan demokrasi didesa, melakukan mu

sjawarah setjara periodik dengan organisasi Rak .

jat untuk membitjarakan persoalan penting didesa .

2. memberantas dan mengurangi beban pologoro, se

perti mengurangi/membebaskan Rakjat dari kewa.

djikan pantjen, pemungutan paksa dan gelap, teta

pi sebaliknja menambah beban tuantanah dan

tanikaja .

3. Melaksanakan UUPA dan UUPBH dengan meng.

utamakan kepentingan kaum tani.

4. menggunakan kekuasaan Pamong Desa untuk me

ngabdi pada Rakjat.

5. memperhatikan kesulitan hidup penduduk dan me

lakukan usaha untuk mengatasinja .

6. menghidupkan Front Nasional jang berporoskan

Nasakom.

7. mendjaga supaja kooperasi Rakjat berdjalan de

ngan baik dan membantu kaum tani untuk mening

katkan produksi.

8. mengadakan usaha untuk mempertinggi tingkat ke

budajaan kaum tani.
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PERLU SEGERA ADA PENJELESAIAN

APBN 1963 dan 1964

Oleh : Redaksi „ PKI dan Perwakilan "

Pada achira ini Pemerintah telah menjampaikan Perpu

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undangʻ ) No. 5 th.

1964 kepada DPRGR, dengan maksud agar Perpu tersebut

segera disahkan sebagai Undang² biasa . Tetapi belum

dapat kita ketahui , kapan Perpu tersebut mulai dibahas

oleh DPRGR, sehingga belum dapat pula kita ketahui

kapan disahkan sebagai Undang2 biasa.

Sebagaimana diketahui, Perpu No. 5 th . 1964 tersebut

adalah mengatur tentang nilai transaksi rupiah serta pem

bebanan atas import , sebagai rangkaian peraturan? eko

nomi ..17 April " . Dengan demikian ia tak dapat dipisah

kan dengan Peraturan Presiden No. 13 th . 1964 tentang

nilai transaksi Rupiah dan Perangsang Eksport, serta Per

aturan Pemerintah No. 1. th . 1964 tentang peraturan

harga . Ketiga Peraturan tersebut merupakan satu unit

jang mengatur soal? ekonomi terkenal dengan nama Per

aturan ekonomi „ 17 April" dan dimaksudkan pula se

bagai pengganti peraturan ,, 26 Mei" jang telah dinjata

kan gagal.

Nienurut suara dari kalangan DPRGR, menjatakan

bahwa sebenarnja membahas Perpu No. 5 th. 1964 sama

sekali tak dapat dipisahkan dengan persoalan Perpres

No. 13 th. 1964 dan PP No. 11 th 1964 itu , dan lebih

dari itu , ia tak dapat dipisahkan pula dengan pembahasan

tentang Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandia

Tambahan tahun 1963 dan th . 1964. Pendapat ini adalah

tepat dan memang seharusnja demikian. Sebab , pertama

peraturan ,, 17 April" tidak sadja sekedar mengatur soal

ekonomi , melainkan diuga soal moneter. Oleh karena

itu ia mempengaruhi bidang ekonomi dan moneter se

tjara keseluruhan, dengan sendirinja membawa suatu aki

bat besar terhadap politik ekonomi moneter pemerintah.

Kedua , peraturan ..17 April" tegasa dimaksudkan untuk

menggantikan peraturan? ,,26 Mei", jang dalam penju

sunan Anggaran Pendapatan dan 'Belandia Negara tahun

1963 dan th. 1964 : didjadikan landasannja . Maka , mau

tidak mau , Anggaran Pendapatan dan Belandia tahun

1963 dan th . 1964, harus pula ditindjau kembali , untuk

diselaraskan dengan landasannja jang baru, ialah per.

aturan? ,, 17 April". Djadi , djika tidak diambil langkaha

demikian , maka Anggaran Pendapatan dan Belandia Ne

gara tahun 1963 dan th . 1964 itu akan tidak mempuniai

landasan lagi , dan barang tentu tak benar.

Belandia Negara 1963 dan 1964 jang pernah kita njata

kan tidak riil . Dalam hal ini Kawan Djamhari dibagian

lain menulis tentang peraturan ,, 17 April" itu , dan boleh

lah kiranja kita djadikan bahan untuk menilai dalam hu

bungannja dengan soal Anggaran Pendapatan dan Belandja

1963 dan 1964. Kita bandingkan serta kita teliti dimana

letak perbedaan antara peraturan ,26 Mei" dan per

aturan? ,, 17 April" .

Pidato Kawan Pery atas nama Golongan Komunis dalam

Sidang Paripurna DPRGR tanggal 23 Agustus 1963 , ke

tika hendak mensahkan Anggaran Pendapatan dan Be

landia 1963 dan 1964 , dalam mengemukakan tentang

tidak riilnja APBN 1963 dan 1964 menjatakan sbb.:

,, Golongan Komunis bertolak dari prinsip tidak ada

keadaan moneter jang sehat tanpa basis ekonomi jang

sehat". Karenanja Rantjangan Undang2 Anggaran Pen

dapatan dan Belandia Negara 1963, apa lagi 1964 jang

hanja merupakan anggaran kolom " tanpa perintjian ,

tanpa pendjelasan , jang penjusunannja didasarkan pada

peraturan ekonomi 26 Mei harus bisa mendjawab bebe

rapa problim ekonomi jang pokok sebagai berikut :

a . Apakah Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara

1963 ini betul- betul riil , artinja dapat memenuhi ke

butuhan jang njata dan urgen untuk mentjegah ke

merosotan ekonomi dan tingkat hidup Rakjat ;

b . Apakah terbuka kemungkinan untuk menaikkan pro

duksi , melantiarkan peredaran barang dan menaikkan

taraf konsumsi daripada Rakjat" .

Anggaran Pendapatan dan Belandja

1963 dan 1964 tidak riil.

Kita berpendapat, bahwa kehendak dan suara? DPRGR

untuk membahas Perpu No. 5 th . 1964 bersamaan waktu

nja dengan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandia

Tambahan 1963 dan 1964 itu adalah serius dalam rangka

menanggulangi kesulitan ekonomi sekarang ini. Sebab,

dengan demikian maka kita akan mengetahui , apakah

peraturan? .17 April" jang lahir karena tuntutan Rakjat

ang deras menghendaki digantinja peraturan .,26 Mei"

jang ternjata gagal itu betul2 dapat mengatasi keadaan ,

dapat tampil kedepan sebagai alat untuk dapat menang,

gulangi kesulitan ekonomi sebagaimana dikehendaki oleh

Rakjat. Selain itu diuga akan dapat kita ketahui , apakah

ia akan dapat memperbaiki Anggaran Pendapatan dan

Dengan mengambil beberapa kalimat dari pidato Kawan

Pery tersebut diatas djelaslah bahwa Anggaran Penda

patan dan Belandja Negara jang riil , ia harus dapat

memenuhi kebutuhan jang njata dan urgen daripada

Rakjat, jalah mentjegah kemerosotan ekonomi dan tingkat

hidup. memungkinkan adanja kenaikan produksi , melan

tjarkan peredaran barang dan menaikkan taraf konsumsi

Rakjat. Pengalaman telah menundjukkan, tjotjok dengan

apa jang sering kita kemukakan djauh sebelumnja , bahwa

peraturan? ,, 26 Mei " dengan peraturan import/ eksport

nja , peraturan harganja , peraturan distribusinja, dan se

bagainja , sama sekali tidak dapat memenuhi sarat? ter

sebut diatas. la gagal setjara gunggung kepruk. Bahkan

menarik perhatian sekali , bahwa pada waktu fihak Peme.

rintah menjatakan kegagalannja , dikatakan setjara terus

terang bahwa peraturan ekonomi ,, 26 Mei" dulu itu

dibuat , berhubung adanja kesanggupan dari fihak luar

negeri untuk memberi pindjaman" sebesar US $ 400

djuta kepada Indonesia , jang achirnja ..pindiaman " mana

ternjata tak kundjung datang. Dengan demikian , kerugian

kita bukan sadia peraturan itu tidak mampu mengatasi

kesulitan ekonomi, melainkan diuga ditambah dengan

makin memburuknja , berhubung akibat adanja peraturan

,, 26 Mei" tersebut . Misalnja dibidang eksport jang tak

dapat menaikkan produksi bahan2 eksport dan dengan

sendirinia tidak menaikkan penghasilan devisen negara ;

dibidang import dan harga jang tidak dapat menekan

harga malahan meningkatkan , dibidang peredaran barang

dan distribusi jang tidak memperlantjar malahan mem

perseret , dan sebagainja .
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Kenaikan defisit AB tak terkendalikan .

Disamping itu kita diuga melihat tentang betapa pen

ting dan mendesaknja DPRGR untuk segera membahas

peraturan . , 17 April" jang bersamaan waktunja dengan

Rentiana Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara

Tambahan 1963 dan 1964 dari lain segi , jalah segi adanja

defisit AB negara jang rasanja sudah tak terkendalikan

lagi. Hingga detik ini kita tidak mengetahui berapa

miljard atau berapa ribu djuta rupiah naiknja defisit

itu jang menurut APBN 1963 hanja diperkirakan kl 33

miljard , dan bahkan untuk tahun 1964 hanja kl 122 miljard

sadja . Padahal kita melihat kenjataan bahwa defisit ne

gara itu pada pokoknja hanja dapat ditutup dengan

menambah djumlah uang jang beredar , atau lebih mudah

dikatakan mentietak uang baru, jang akibatnįa akan me

nambah makin besarnia inflasi dan dengan demikian lebih

memperhebat bahaja jang kita hadapi dibidang keuangan

ini .

Dengan begitu maka sebenarnja djauh sebelum men

djadi kenjataan, jalah sediak sea'at setelah peraturan

,, 26 Mei" lahir, adanja defisit jang makin besar sudah

dikonstatir dengan perhitungan tidak benarnja peraturan

tersebut. Kemudian konstatasi itu dibenarkan pula oleh

pernjataan Pemerintah sendiri tentang gagalnịa peraturan?

,, 26 Mei" itu pada bulan Desember 1963 jang tentu mem

bawa konsekwensia jang luas dibidang moneter , dan jang

sangat menondiol adalah tambahnja defisit jang luar

biasa, dan tambah besarnja peredaran uang dimasjarakat

jang berarti menambah hebatnja inflasi .

Kita berpendapat bahwa bahaja inflasi tak dapat di

biarkan lebih lama lagi dan bersamaan waktunja dengan

pembahasan peraturan ekonomi ,, 17 April" oleh DPRĞR,

Anggaran Pendapatan dan Belandia tahun 1963 dan 1964

harus ditindjau kemabali . Karena Anggaran tersebut kini

telah lewat berlakunia dan atau sedang didalam peng

gunaannja , maka penindjauan tersebut dilakukan dalam

rangka Anggaran Tambahannja. Memang harus diakui,

bahwa hanja dengan berusaha memperbaiki pada Ang

garan Tambahannja sadja , tidaklah merupakan suatu pe

njempurnaan jang benar2 sempurna. Tetapi harus diketahui

bahwa dasar perbaikan dibidang ekonomi-moneter ini,

harus sudah dimulai sekaligus dalam menjempurnakan

peraturana ,, 17 April" jang dikatakan sebagai pengganti

peraturan ,, 26 Mei", dan barang tentu dimaksudkan un

tuk menanggulangi kesulitan ekonomi dewasa ini . Dan

djika masaalah ini dapat difahami , maka berarti suatu

landasan guna penjempurnaan APBN tahun 1965 , walau

pun Rentjanania masih belum nampak didepan kita .

Djuga tjara penjusunan harus

disempurnakan .

Pada pokoknja , Anggaran Pendapatan dan Belandia

Negara tahun 1963 dan 1964 harus segera ada penjele

saian . Selain djiwa , semangat dan politiknja jang tor

njata gagal akibat kogagalan peraturan .,26 Mei", diuga

tjara penjusunannnia harus disempurnakan, harus diper

baiki menurut tiara ' jang benar dapat dipertanggung

djawabkan. Pendeknia iapun minta diselesaikan pula . Da

Jam hal mengemukakan kurang baiknja tjara penjusunan

APBN 1963 dan 1964 ini , dalam pidatonia pada sidang

Paripurna DPRGR jang hendak mensahkan kedua RAPBN

itu setiara djelas Kawan Pery mengemukakan sbb :

,, Sampai sekarang DPRGR masih selalu dihadapkan

pada Rantjangan Anggaran Negara jang pada pokoknja

masih sadia didasarkan pada wensbegrotingen jang sub

jektif dan jang tidak terkoordinasi setjara baik dalam

porentinaannja , maupun dalam penjusunannja dan jang

setjara minimal belum momenchi sjarat technis-admini

stratif jang wadjar. Sekarang malah lebih buruk lagi.
DPRGR diminta mensahkan Anggaran Negara jang se

benarnja belum selesai benar pembahasannja, malah Ang .

garan 1964 praktis beluin dibahas, karena bahan2 dan

sjárat3 technis elementer perundang-undangan jang di

perlukan , tidak disertakan sebagaimana mestinja . Sesuai

dengan „ think and rethink ", ,, shake and reshake" me

nurut Genta Suara Revolusi , dari fihak DPRGR , melalui

berbagai kesempatan dan dengan berbagai tjara dalam
rapata Komisi dan rapat? pleno , telah diusahakan untuk

mengachiri kebiasaan dan tjara kerdia jang lama, jang

pada hakekatnja menggambarkan tidak adanja disiplin

Anggaran pada administrasi Negara . Misalnia telah di.
usahakan melalui usul dan sarana DPRGR sebagai penu

tup pembitjaraan Anggaran Belandia Tambahan tahun

1960 pada tanggal 14 Desember 1961 , melalui rumusan

Pimpinan dan Lampiran v Anggaran Pendapatan dan

Belandia Negara 1962 pada tanggal 25 Mei 1962 , me

lalui Rumusan Pimpinan mengenai Anggaran Beiardja

Tambahan 1961 pada tanggal 7 September 1962 dan

Sangat banjak alasan jang dapat kita kemukakan , bah

wa defisit AB jang diperkirakan pada tahun pensahan

APBN 1963 dan 1964 tak dapat dipertahankan tetapi

sebaliknja kenaikan jang sangat melondjak tak dapat

terkendalikan . Kita mengerti, bahwa semua Badan? Pe

merintah termasuk Pemerintah ? Daerah tidak akan dapat

bekerdia dengan Anggaran jang disediakan menurut

angka plafond dari APBN 1963 dan 1964 itu , ditambah

pula bahwa penekanan harga" jang dimaksudkan oleh

pemerintah pada waktu itu ternjata gagal sama sekali .

Harga disemua sektor tidak menurun , melainkan makin

meningkat tinggi. Dengan demikian tentu menambah

djumlah pengeluaran jang disediakan untuk ongkosa

pengangkutan , perdjalanan , dan belandja routine lainnja

jang sangat besar. Sedangkan pemasukan negara terang

lah tidak akan dapat memenuhi harapan pada sa'at itu ,

jalah harus naik tiga setengah kali dari kemampuan 1962

untuk 1963 , apa lagi untuk pemasukan 1964 jang tentu

memerlukan lebih besar pula .

Dalam hal menghadapi kemungkinan adanja defisit jang

lebih besar lagi , dalam pidatonja tersebut diatas Kawan

Pery djuga telah mengkonstatir antara lain sebagai be
rikut :

,,Kenjataan jang dihadapi mengenai likwiditas badan

badan Pemerintah menghadapkan Pemerintah pada dua

alternatif :

PERTAMA, bertahan pada plafond Anggaran Belandia

Negara 1963 karena takut defisit tambah besar, malahan

ada tanda menghebat pengeluaran untuk mengimbangi

keseretan pemasukan uang , jang berarti akan diriskirnia

kemerosotan likwiditas atau daja produksi serta daja

kerdia pada sektor negara ;

KEDUA, menambah biaja kerdia lebih daripada apa jang

direntjanakan menurut Anggaran Pendapatan dan Belandia

Negara 1963 untuk mentjegah kemerosotan kapasitet ker

dja . Dalam keadaan ini diriskir defisit jang bertambah

besar, karena penerimaan tetap tidak terdiamin menurut

rentjana serta maksud Pemerintah menekan defisit untuk

mentiegah inflasi tidak tertiapai .

Memilih diantara kedua alternatif itu membikin Peme

rintah tetap berada dalam kesukaran ekonomi-moneter

jang bertambah besar, karena pemasukan uang jang di

rentianakan tiga setengah kali daripada kemampuan 1962

adalah tidak riil , tidak sesuai dengan kemampuan jang

ada pada Pemerintah dan masjarakat sendiri . Akibatnja

bahaja inflasi jang lebih besar dan kegontjangan ekonomi

tetap kita hadapi , apabila peraturana ekonomi 25 Mei

tidak ditindjau kembali , begitupun Anggaran Pendapatan

dan Belandia Negara 1963 jang sepenuhnja didasarkan

pada peraturan tersebut".

:
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Saudara Ketua,melalui Rumusan Pimpinan tentang Anggaran Tambahan

1962 pada tanggal 21 Desember 1962 .

Usa hal tersebut dimaksudkan untuk bisa menjusun satu

Tentjana anggaran jang objektif, riil dan terkoordinasi

setjara baik dalam perentjanaan dan penjusunannja se

suai dengan rentiana perkembangan ekonomi terpimpin ,

sehingga Lembaga Demokrasi Terpimpin ini dapat mem

bahasnja dengan tjepat tetapi tepat, dan mengembangkan

„,living democracy " sebagai jang diharapkan Presiden

dalam Genta Suara Revolusi dan tidak memberi alasan

sedikit diugapun untuk musuh kita menuduh demokrasi

kita sebagai rubberstamp democracy ".

Melalui Jang Mulia Menteri Pertama Djuanda dan

Wampa Bidang Keuangan, bukan tidak pernah disang

gupkan untuk ,, selandjutnja bersama -sama memelihara

dan berichtiar memperbaiki nilai Anggaran Belandja ".

Dan untuk itu ditegaskan lagi oleh Wampa Bidang Ke

uangan , bahwa beliau ,, akan berpegang teguh pada pe

rumusan , sjarat2 dan harapan sebagai tertjantum dalam

Lampiran v Undanga APBN 1962" serta ,, setjara tekun

akan melaksanakan norma-norma baru , tjara -tjara baru

dalam tata -perentjanaan / penjusunan Anggaran dalam

rangka perkembangan ekonomi terpimpin", sehingga ,,ke

sulitan -kesulitan dalam perentjanaan / penjusunan anggaran

akan merupakan sedjarah jang lampau baik dilihat dari

segi formilnja maupun dari segi materiilnja " .

Sekalipun telah dikatakan dan disanggupkan , tetapi ke

njata annja, tiara penjusunan angka? kredit Anggaran No

gara 1963/1964 membuktikan bahwa tiara-tjara peren

tjanaan dan penjusunan jang lama belum mendjadi ,,50

djarah jang lampau", malah ada lagi sediarah jang baru

jang lebih buruk.

Sudah tentu tjara kerdia tersebut tidak akan meng.

hasilkan suatu anggaran jang mempunjai dasar jang ob

jektif, riil dengan perhitungan ekonomis -moneter jang te

liti dan tidak akan mentjerminkan perkembangan politik ,

ekonomi , sosial dan kebudajaan daripada Negara kita

jang sebenarnja . Pembagian prosentasenja masih merupa

kan sekedar ,, een rekensommetje van wensbegrotingen "

jang subjektif dan belum bersandarkan pada urutan prio

ritas berdasarkan tugas-tugas urgen , dan jang setjara

minimal belum memenuhi sjarat-sjarat technis- administratif

jang normal .

Dokumena jang seharusnja dapat digunakan oleh para

anggota sebagai pedoman dan petundjuk jang penting

dalam menilai pokok-pokok kebidjaksanaan Anggaran Pem

bangunan dan Anggaran Routine , eternjata tidak hanja

disampaikan dalam keadaan jang tidak lengkap , tidak

teratur, tetapi djuga dalam keadaan terbatas dan tidak

disertai keterangan dan pendjelasan . Hal ini akan men

djadi lebih djelas , kalau laporan Komisi dibatjakan se

luruhnja dalam sidang pleno ini . Malahan sampai ada

bagian anggaran jang belum / tidak disampaikan kepada

DPRGR, atau ada jang disampaikan oleh Jang Mulia Men

teri Pertama dalam bentuk errata setelah selesainja rapat

pemeriksaan -persiapan dalam Komisi jang sifatnia akan

menambah pengeluaran kredit anggaran pada Bagian I

dengan diumlah Rp . 242 djuta lebih . Disamping itu dapat

pula dikemukakan fakta-fakta jang membuktikan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belandia ini tidak riil .

Misalnja disatu fihak ada Departemen jang meminta

hanja Rp. 5 djuta untuk m.a. perusahaan, tetapi diberikan

Rp. 22,9 djuta tanpa diketahui maksudnia sedang dilain

fihak ada Departemen jang diberikan anggaran djauh

kurang dari kebutuhan minimalnja , sehingga dapat me

nimbulkan kemungkinan kesulitan serta kekurang-lantjaran

tugas. Untuk lengkapnja dengan ini kami lampirkan ke

terangan jang diuraikan oleh Ketua Golongan Komunis

didalam rapat Pimpinan DPRGR dan Pimpinana Golongan

tanggal 21 Agustus jang lalu (lihat Lampiran ).

Kekurangan -kekurangan dalam angka -angka , kekurangan

dalam keterangan dan pendjelasan pada hakekatnia mo

ngurangi mutu anggaran itu sendiri dan merugikan kedua

belah fihak jang berunding . Karenanja tjara kerdia jang

demikian itu semestinja perlu segera diachiri. Saja kuatir

kan Saudara Ketua , kalau-kalau para Menteri sebagai

team pembantu Presiden sengadia atau tidak sengadja

membiarkan kebiasaan dan praktek tersebut berdialan to

rus mendjadi satu konvensi dalam perentianaan dan pe

njusunan anggaran dan menginterpretasikannja sebagai

tjiri daripada sistim Demokrasi Terpimpin dalam bidang

Anggaran Negara.

Ketika dibitjarakannja Rantjangan Undang -undang ten

tang Anggaran Pendapatan dan Belandja Tambahan 1962

pada tanggal 21 Desember 1962 , Pemerintah sendiri telah

berdiandji untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Un

dang -undang Dasar 1945 setjara wadjar.

Mengenai penundaan pengadjuan Rantjangan Undang

undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 ,

Dekon telah mewadjibkan pada Pemerintah untuk dengan

bantuan Panitia Anggaran DPRGR menjusun pedoman

pedoman tertentu jang bersifat mengikat untuk mendjaga

ketertiban dan penertiban dalam pengeluaran keuangan

Negara , sehingga terdjamin pelaksanaan kebidjaksanaan

diangka pendek dan pelaksanaan Pola Pembangunan Na

sional Semesta Berentjana . Karenanja oleh Panitia Ang .

garan DPRGR telah disusun satu Rantjangan Undang

undang mengenai kebidjaksanaan pengeluaran Negara

selama semester pertama tahun 1963 .

Rantjangan Undang-undang itu , selain memberikan

dasar hukum bagi pengeluaran keuangan Negara sediak

tanggal 1 Dianuari sampai dengan achir bulan Djuli 1963 ,

diuga dimaksudkan untuk melaksanakan hak budget DPR

GR sebagaimana mestinja , disamping memberi kewadjiban

kepada Pemerintah dan DPRGR untuk dapat mengesahkan

dan menetapkan bersama Rantjangan Undang-undang

Anggaran Pendapatan dan Belandia Negara 1963 se

lambat-lambatnja pada achir bulan Djuli 1963. Usaha

jang baik ini tidak mendapat sambutan dari fihak Peme

rintah .

Saudara Ketua , kita sekarang sedang berada dalam

taraf menjusun satu ekonomi nasional dan demokratis,

bersih dari sisa - sisa ekonomi imperialis dan bersih dari

sisa - sisa ekonomi feodal dalam satu sistim ekonomi ter

pimpin . Ini berarti konfrontasi terhadap persoalan-per

soalan pembangunan, demikian Presiden dalam Genta

Suara Revolusi . Untuk dapat melaksanakan tugas ini ,

diperlukan sjarat- sjarat dan alat- alat gaja baru . Bentuk,

susunan dan sistim anggaran jang sekarang adalah alat

jang tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Negara

jang sedang membangun ekonominja .

la tidak praktis dan tidak efisien dan setjara minimal

belum memenuhi siarat-sjarat untuk melaksanakan distri

busi dan redistribusi produksi nasional dalam bentuk uang ,

dimana dana uang dan kredit maupun devisen didistribusi

setiara berentjana untuk mendjamin kebutuhan dan pelak

sanaan rentjana perkembangan ekonomi nasional dengan

memperhatikan prinsip- prinsip keseimbangan dalam ang .

garan sesuai dengan ketentuan Dekon pasa ! 31 .

Jang ada sekarang dalam susunan dan sistimatik ang .

garan barulah klasifikasi-organik berdasarkan organisasi

Pemerintah dan klasifikasi menurut bidang , tetapi belum

mentjerminkan klasifikasi sosial -ekonomis , sehingga per

kombangan politik , ekonomi , sosial dan kebudajaan dari.

pada Negara serta keadaan kekajaannja sama sekali tidak

djelas ditjorminkan .
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Klasifikasi sosial- ekonomis sangat diperlukan untuk me

mudahkan penilaian dan pengawasan serta check-up pem

biajaan routine dan pembangunan, memudahkan peni

laian dan pengawasan serta check-up anggaran kredit

d'an anggaran devisen jang diperlukan serta hasil- hasilnja .

Dalam hubungan ini patut diperhatikan bahwa MPRS

dalam Resolusinja No. 1/1963 mengemukakan agar supaja

Anggaran Monetor dapat didjalankan pada tahun 1964,

sosuai dengan pernjataan PJM Presiden pada Pekan Bank

tanggal 6 Djuli 1963. Bung Karno menghendaki agar

Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang

Bank Indonesia jang baru harus selesai tahun 1963 ini

diuga .

Tetapi sekarang dengan dimasukkannja Rantjangan

Anggaran Pendapatan dan Belandia Negara 1963 / 1964

setjara sekaligus dalam satu Undang-undang oleh Peme

rintah , nampaknja telah tertutup djalan bagi penjusunan

Anggaran Moneter jang pelaksanaannja di Indonesia

bukan merupakan sesuatu hal jang mustahil dalam tahun

1964. Sudah tentu dengan menggunakan saluran -saluran

dan sistim pembajaran dan keuangan jang disesuaikan

dengan sistim moneter terpimpin .

Alasan - alasan jang dikemukakan oleh Pemerintah jalah ,

agar Pemerintah mempunjai landasan jang kuat serta pe

gangan jang tſukup lama dalam menanggulangi kesulitan

kosulitan ekonomikeuangan, disamping mendapatkan pers

pektif jang lebih luas mengenai usaha Pemerintah untuk

mengurangi tekanan inflasi pada tahun 1964 sebagai salah

satu faktor obstacle dalam perkembangan ekonomi .

Persoalannja sudah terlalu djelas bagi Rakjat untuk
memahami bahwa usaha untuk menanggulangi kesulitan

kesulitan ekonomi", untuk mengurangi tekanan inflasi

pada tahun 1964 " tidak dapat dipetjahkan dan diselesai

kan setjara formil dengan memasukkan Rantjangan Ang.

garan Pendapatan dan Belandia Negara 1963/1964 seka

ligus dalam satu Undang -undang.

DPRGR menjambut baik keinginan Pemerintah untuk

mengadjukan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pen

dapatan dan Belandja Negara 1964 dalam tahun ini diuga

untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ajat ( 1 ) Undang

undang Dasar 1945. Tetapi apakah hal itu harus dilakukan

dalam satu Undang -undang dengan Rantiangan Undang

undang Anggaran Pendapatan dan Belandia Negara

1963 ? Bagaimana DPRGR bisa membahas Rantjangan

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandia Ne

gara 1964. bila surat-surat Anggaran tidak disertai de

ngan pendjelasan sedikitpun ( Surat 3.A ) , maupun ulangan

ringkas Anggaran Pembangunan ( Surat 2 A ) , djika angka

angka kredit anggaran pada beberapa Departemen Bidang

Kesedjahteraan Rakjat dan pada Departemen lainnja tidak

disertai pendjelasan , djika ada Departemen ſang hanja

memberikan angka keseluruhannja sadja untuk tahun 1964

tanpa perintjian dalam Pos dan sebagainja , sekalipun

pada tahun jang lalu dalam Lampiran V sudah disetudjui

bersama untuk diberikan oleh Pemerintah ?

Hampir semua Departemen membajangkan perlunja

Anggaran Tambahan untuk tahun 1963. Dengan gambaran

Anggaran Pendapatan dan Belandia 1963 jang tidak riil

dan tidak objektif ini , lebih - lebih lagi dengan adanja

keterangan dari fihak Pemerintah di Komisi A , bahwa

angka-angka anggaran tahun 1964 adalah angka -angka

perbandingan, sebagai pedoman jang masih akan ditentu

kan lagi , membikin orang bertanja bagaimana DPRGR

bisa menilai dan membahas Anggaran Pendapatan dan

Belandia Negara 1964 sekaligus dalam satu Undang

undang dengan Anggaran Pendapatan dan Beland ; a Ne

gara 1963 ? Sekalipun tahun 1963 dan 1964 menurut

Pemerintah merupakan tahun-tahun pelaksanaanaan Dokon

djangka pendek, tetapi apakah dengan memisahkan Ran

tjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Be.

landia Negara 1963/1964 mendjadi dua Undang -undang

sehingga ada kemungkinan bagi DPRGR untuk membi

tjarakan dan mensahkannja setjara terpisah dalam tahun

ini djuga , akan mengurangi keinginan Pemerintah ?

Memang benar saudara Ketua , bahwa disamping Un

dang-undang Dasar 1945 sebagai intisari" jang tertulis

dari hukum dasar Republik Indonesia , terdapat diuga apa

jang dinamakan hukum tidak tertulis ". Djanganlah de

ngan dalih hukum tidak tertulis", dengan dalih on

geschreven wet", Pemerintah berusaha menggerowoti ,,in

tisari jang tertulis dari hukum dasar R.I." untuk menutupi

kekurangan -kekurangan jang terdapat pada Anggaran

Pendapatan dan Belandia Negara 1964 dan menutup

kemungkinan untuk membahasnja setjara tersendiri.

Tetapi setelah Pemerintah hanja bersedia untuk memi.

sahkan Rantjangan Undang-undang itu mendjadi dua

Rantjangan Undang -undang, masing - masing buat tahun

1963 dan 1964 , tanpa pembahasan tersendiri buat Ang.

garan Pendapatan dan Belandia 1964, maka semakin lebih

djelaslah betapa tidak wadjarnja Rantjangan Anggaran

Pendapatan dan Belandja Negara 1964 ini, karena Ran

tiangan Anggaran Pendapatan dan Belandia Negara 1964

ini hanjalah merupakan antjer-antjer jang didasarkan atas

angka -angka 1963 jang djustru tidak riil dan tidak me

muaskan, djuga oleh karena Anggaran Pendapatan dan

Belandia Negara 1964 ini sama sekali tidak mempunjai

pendjelasan tersendiri dan chusus mengenai penerimaa :1

maupun pengeluarannja , angka -angkanjapun tidak leng

kap, sampai-sampai ada Departemen (Koperasi VI F)

jang pada lampiran Rantjangan Undang-undang ini tidak

mempunjai angka-angka pada pos-pos pengeluarannja,

terketjuali hanja satu angka total djenderal Anggaran

Departemen itu buat tahun 1964.

Karenanja Golongan Komunis tidak dapat membenarkan

kebidjaksanaan serta tindakan Pemerintah jang menjam

paikan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandia

Negara 1963/1964 sekaligus dalam satu Rantjangan

Undang -undang dan mengusulkan untuk memisahkannia

mendjadi dua Rantjangan Undang -undang dan membi

tjarakan serta mensahkannja setjara terpisah dalam tahun

ini diuga ".

Demikian setjara djelas dan lengkap kawan Pory me

ngemukakan tentang tjara perentjanaan dan penjusunan

APBN 1963 dan 1964, jang sangat kurang memenuhi

sjarat technis- administratif, jang tentu akibatnja tidak

akan dapat memenuhi funksinja sebagaimana diharapkan

oleh Rakjat. Semuanja ini adalah pengalaman jang amat

menjolok bagi semua sadja , bagi Pemerintah , bagi DPR

GR untuk penjempurnaan lebih landjut dibidang budget

Nogara .

Sekarang tibalah waktunja penjempurnaan itu dilakukan,

jalah dalam bentuk pembahasan Anggaran Tambahan

1963 dan 1964 baik politiknja maupun technis-admini

stratifnja. Pendeknja, semua harus diselesaikan. Untuk itu

lajaklah kiranja djika fihak Pemerintah segera menjampai

kan Rentjana Anggaran Tambahan 1963 dan 1964 kepada

DPRGR, dan kemudian setjara sekaligus dibahas bersama

dengan peraturan ,, 17 April" jang kini sebagian sudah

disampaikan.

Kita melihat bahwa peraturan . , 17 April " itu memang
ada segi positifnja. Tetapi kita pun melihat masih banjak

nja segi ? negatif jang djika tidak segera disempurnakan

akan dapat mengkikis segi positifnja itu . Oleh sebab itu ,

didalam rangka pembahasan , harus pula ada langkah

penjempurnaan. Dalam hal ini , sesuai dengan kesediaan

Pemerintah untuk bersama-sama dengan DPRGR mentiari

djalan keluar dalam menanggulangi kesulitan okonomi ,
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kiranja diperlukan adanja kesungguhan dalam melaksana

kan kegotong-rojongan, kerdjasama jang erat antara Pe

merintah dan DPRGR jang telah djelas kedudukannja

sebagai Pembantu? Presiden. Dalam hubungan ini tidak

berkelebih -lebihanlah djika rumusan sarana dan usul?

DPRGR jang telah tersedia memperoleh perhatian se

bagaimana mestinja , disamping melandjutkan musiawarah

untuk mentiapai kata mufakat dalam mentjari djalan ke

luar itu .

Bagi DPRGR , Panitya Anggaran dan Panitya Chusus

jang bertugas membahas sekitar persoalan ekonomi masih

selalu dan terus siap melakukan tugasnja, disamping se

mua Golongan dan semua Komisi. Soalnja, tinggal kapan

pembahasan itu dimulai jang sebenarnia hania tinggal

menunggu bahannja.

Kita mengharapkan , hendaknja dalam waktu dekat ini,

bahan jang dimaksud sudah tersedia, sehingga tidak sadja

tepat pada waktunja DPRGR dapat mensahkan liang

berarti suatu perbaikan dan penjempurnaan ) Anggaran

Tambahan 1963 dan 1964, melainkan djuga sudah dapat

pula mempersiapkan perundingan tentang Anggaran Be

landia 1965, jang semestinja sudah dimulai pada per

mulaan massa persidangan baru , jalah bulan Agustus

jad .

gipei 180

Delegasi MPRS/ DPRGR jang sedang berkundjung kenegara-negara

Eropa Timur sedang menindiau Pabrik Badia di Stalinstad ( URRS ) .

Berdiri nomer 3 dari kanan adalah Kawan Kasim .
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Penjempurnaan Pemerintah Daerah

dan Perkembangannja

Oleh : S. HARYOWISASTRO

hal jang berhubungan dengan persoalan desentrali .

sasi serta otonomi. Panitya Negara ini beranggotakan

para ahli, wakil2 Daerah dan Anggota Pimpinan Ko

misi Dalam Negeri DPRGR. Setelah ia beberapa waktu

bekerdja dengan keras dalam suasana musjawarah

dan mufakat, berhasillah merumuskan semua tugas

jang diberikan kepadanja, dan rumusan tersebut da.

lam bentuk Rentjana ' Undang2 telah disampaikan ke

pada Pemerintah, dan Panitya mana kini telah di
bubarkan .

Dengan menjedari bahwa hasil Panitya Negara

tersebut amat penting bagi perkembangan Pemerintah

Daerah, bagi pelaksanaan Keputusan MPRS, maka

sedjak sasaat mendengar bahwa Panitya telah me.

njampaikan hasil2 karyanja kepada Pemerintah , go

longan progresif terus-menerus mendesak kepada Pe.

merintah agar hasil Panitya itu segera diserahkan

kepada DPRGR untuk segera disahkan sebagai Un .

dang ?. Atas desakan2 ini, berita terachir jang ter

dengar, Pemerintah akan segera menjampaikan se .

mua Rentjana Undang² hasil Panitya Negara itu ke .

pada DPRGR, bahkan dalam hal ini J.M. Menteri Da.

lam Negeri sendiri telah menjatakan, dalam minggu

terachir bulan Djuni ini, sudah dapat disampaikan.

Menjongsong penjampaian Rentjana2 Undang tersebut

DPRGR setjara bulat telah mempersiapkan diri dan

nampaknja ada kesanggupan pula untuk segera me

njelesaikan.

1

Persoalan penjempurnaan Pemerintah Daerah dalam

arti menudju kearah terwudjudnja Pemerintah Daerah

iang stabiel, dynamis dan demokratis serta berisikan

otonomi jang luas dan rieel kita perdjuangkan sedjak

Proklamasi bersama-sama dengan perdjuangan kita

disemua bidang. Dalam perdjuangan ini PKI bersama

dengan golongan demokratis lainnja selalu menun.

djukkan kegigihannja terutama sekali dalam meng

hadapi saat2 kritis , saat golongan reaksi hendak me

maksakan konsepsi" nja dibidang Pemerintah Daerah

ini, seperti timbulnja gagasan mereka jang hendak

menempatkan kembali setjara dominatif institut? Pe.

merintahan Daerah warisan djaman kolonial jang te

lah usang dan hanja menguntungkan pemerintah ko

lonial serta merugikan Rakjat, menghidupkan sistim

..penguasa tunggal" (eenhoofdigbestuur) dengan me

nolak sistim kolegial dan gotongrojong, musjawarah

dan mufakat sebagaimana dikehendaki oleh Manipol,

dan sebagainja .

Didalam menghadapi pasang surutnja perdjuangan,

masih segar dalam ingatan kita , betapa gigihnja ang.

gota2 PKI terutama jang bertugas di Pemerintah

Daerah serta di Dewan Perwakilan baik Pusat mau

pun Daerah bersama -sama dengan golongan demo

kratis lainnja , bahkan dapat kita katakan semua go

longan NASAKOM , ketika dihadapkan pada suatu

kenjataan lahirnja Penpresº No. 6 tahun 1959 dan

No. 5 tahun 1960, jang masing djelas hendak me

ngebiri djiwa Undang No. 1 tahun 1957 hasil usaha

gotongrojong dari semua golongan demokratis dida

lam Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum

tahun 1956. Achirnja , berkat persatuan jang kuat dan

sikap jang teguh itu, Penpresº No. 6 tahun 1959 dan

No. 5 tahun 1960 dapat dirubah dari wadjahnja se

mula, dan kedua Penpres itu mendjaai Penpresa jang

disempurnakan . Walaupun pada waktu itu kita belum

berhasil menarik hasil sepenuhnja , namun diberbagai

segi kita telah berhasil menjempurnakan, sehingga

maksud2 untuk mengebiri Undang No. 1 tahun 1957

dapat diperingan.

Perdjuangan jang lebih gigih dan lebih tekun lagi

kita lakukan lebih landjut pada waktu MPRS ber

sidang untuk pertama kalinja. Didalam forum ini,

djuga berkat adanja persatuan jang kokoh kuat di

antara semua golongan demokratis dan progresif, da

lam rangka Rentjana Pembangunan Nasional Semesta

berentjana 8 tahun, berhasil pula dirumuskan sesuatu

jang memberi harapan baik dibidang Pemerintah

Daerah, jang hingga sekarang ini didjadikan garis

dan pedoman baik bagi Pemerintah sendiri maupun

bagi semua golongan dalam kegiatan menjempurna

kan bentuk dan sistim Pemerintah Daerah,

Dalam perkembangan lebih landjut, berkat kegiatan

golongan progresif dan demokratis di Dewan? Perwa

kilan baik Pusat maupun Daerah, beberapa tahun

jang lalu telah dibentuk sebuah Panitya Negara jang

chusus bertugas mempersiapkan sekitar Rentjana ?

Undang2 Pokok Pemerintah Daerah, Undang? Kepe

desaan, Undang Perimbangan Keuangan, dan lain ?

Persoalan jang perlu didahulukan

Memang harus diakui, djika kita berbitjara soal

kesempurnaan Pemerintah Daerah, persoalannja tak

dapat dipisahkan dengan masaalah pemilihan umum

jang harus dilakukan setjara integral. Djustru pemi.

lihan umum inilah jang akan memberi wadjah baru

bagi DPRD sesuai dengan perkembangan politik de.

wasa ini. Selain itu , pemilihan umum djuga akan

menghilangkan kegandjilan ? jang terdapat dalam

komposisi keanggotaan DPRD jang dibentuk menurut

Penpres No. 5 tahun 1960.

Dalam hal pemilihan umum ini Ketetapan MPRS

Lampiran A amandemen No. 21 paragrap 395 me.

njatakan sbb. :

1. Pemilihan umum untuk anggota DPRD supaja ber

samaan dengan pemilihan umum untuk DPR dan

MPR ;

2. Harus segera dibuat Undang2 Pemilihan Umum

jang baru untuk maksud tersebut ajat ( 1 ) jang

mengandung prinsip umum , langsung, bebas dan

rahasia.

Djadi, MPRS menghendaki adanja pemilihan umum

setjara integral untuk anggota? DPRD, DPR dan MPR ,

dan menghendaki pula adanja sebuah Undang Pe

milihan Umum jang baru jang mengandung prinsip

umum, langsung, bebas dan rahasia . Tetapi hingga

sekarang ini Undang2 Pemilihan Umum sebagaimana
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dimaksudkan oleh MPRS itu masih belum ada, walau

pun usaha? sudah mulai didjalankan . Sedang kapan

Undanga itu akan selesai , masih belum dapat kita
ketahui.

Tetapi, agar kita dapat memperoleh gambaran lebih

luas lagi, baiklah kita kutip Ketetapan MPRS pada

lain bagian dalam hubungannja dengan masaalah

ini. Jalah Ketetapan MPRS No. II / 1960 pasal 4 ajat

( 1 ) , jang menjatakan bahwa seluruh aparatur negara,
baik Pusat maupun Daerah , haruslah disesuaikan ,

baik struktur organisasinja , maupun tugasnja , agar

ada djaminan untuk terlaksananja Pola Pembangunan

Nasional Semesta Berentjana, sesuai dengan Manipol,

APP dan Ketetapan2 MPRS . Untuk itu , dua hal pen

ting harus dilaksanakan . Pertama, retooling setjara

konsekwen menurut garis Manipol-Djarek , dan kedua,

pemilihan umum jang demokratis. Pemerintah , baik

Pusat maupun Daerah jang sesuai dengan kehendak

pasal 4 ajat ( 1 ) tersebut diatas, dikemukakan oleh

Lampiran A , amandemen No. 1 , 2 dan 3 paragrap

391 jo amandemen No. 21 paragrap 395 sbb. :

Pemerintah te.maksud harus memenuhi sjarati :

( 1 ) stabil dan berkewibawaan ;

(2) mentjerminkan kehendak Rakjat;

(3) revolusioner, dan

(4 ) gotongrojong.

jang akan dibentuk dengan antjer Daerah Ketjamatan

atau gabungan Desa. Membagi habis seluruh wilajah

R.I. dalam Daerah² Swatantera , adalah tegas2 berarti

MPRS tidak lagi menghendaki adanja lain daerah se

lain Daerah Swatantera . Tidak ada lagi apa jang di

sebut Daerah Administratif. Dengan demikian maka

hapusnja daerah Karesidenan dan Kewedanaan ada

lah mutlak, sesuai dengan kehendak MPRS tersebut .

Demikian pula daerah2 Swapradja harus djuga hapus ,

diganti atau masuk kedalam daerah Swatantera.

(Lampiran A, amandemen No. 22 paragrap 395)

Kegiatan kita dalam menghadapi persoalan pem.

bagian Daerah ini, pertama-tama kita tudjukan untuk

menjelesaikan Daerah jang pembagiannja masih

dubius seperti Daerah Sulawesi mendjadi empat DST

1, terbentuknja DST I Lampong jang kini sudah di

laksanakan oleh Pemerintah, Daerah2 Tingkat II di

Sumatera Utara jang sebagian sudah dilaksanakan

pula , jang kesemuanja itu lazim disebut sebagai pe

mekaran Daerah sesuai dengan perkembangannja.

Dalam hubungan masaalah pemekaran Daerah ini,

masih banjak jang harus diselesaikan , baik untuk

Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Tingkat II.

Misalnja bagaimgma dengan daerah Bengkulu , Ta

panuli untuk Sumatera, Madura untuk Daerah Djawa

Timur jang kesemuanja pantas djuga mendjadi Daerah

Tingkat I; Djuga Daerah Tingkat II dalam wilajah

Daerah Tingkat I Lampong, Kalimantan Tengah, Kali

mantan Barat, Sumatera Utara dan sebagainja , jang

umumnja pantas djuga dipikirkan untuk mendjadi

Daerah Tingkat II jang lebih banjak djumlahnja dari

sekarang..Hal ini kita belum mempersoalkan Daerah

Irian Barat jang sekarang telah kembali kewilajah

kekuasaan kita .

Disamping itu , kita djuga terus -menerus mendesak

agar Pemerintah segera memulai dengan pembentukan

Daerah2 Swatantera Tingkat III jang djuga sudah di

kehendaki oleh MPRS. Dalam hal pembentukan Dae

rah Tingkat III, kita berpendapat, bahwa sudah tiba

waktunjalah segera dimulai, mengingat bahwa diber

bagai Daerah sarat jang dikehendaki oleh Pemerin

tah sendiri sebenarnja sudah terpenuhi. Dengan de.

mikian dapatlah kiranja djika Pemerintah segera me

langkah kedepan membentuk di Daerah jang telah

memenuhi saratanja itu , seperti di Sumatera Selatan,

di Djawa dan achir2 ini Daerah Bali dan Sumatera

Utara ternjata djuga sudah memenuhi saratanja. Oleh

sebab itu, pernjataan Jogjakarta untuk mendjadi pe

lopor dalam hal pembentukan Daerah Tingkat III dan

direntjanakan pada permulaan tahun 1965 nanti su

dah dapat dimulai, harus kita sambut dengan penuh

harapan dan harus pula kita djadikan landasan ber.

pindjak bagi pembentukan di Daerah lainnja.

Pegangan pokok dari Pemerintah itu , sebagaimana

dirumuskan oleh Depernas (paragrap 391 , tentang or

ganisasi Negara Kesatuan ) adalah : Undang Dasar

1945, dan Manifesto Politik, Negara Kesatuan jang

harus mendjamin keutuhannja, dan faktor Bung Karno

sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dengan mengambil intisari dari kehendak2 MPRS

tersebut diatas, dapat kita mengerti, bahwa sebelum

dilaksanakan pemilihan umum untuk DPRD, banjak

soala pokok jang harus diselesaikan jang intinja ada

lah agar ada garis politik otonomi jang stabil, se

Lingga tidak akan terdjadi lagi sebentar berobah

robah seperti sekarang ini, jang akibatnja lahirlah

bermatjam -matjam perundang-undangan , jang sangat

membingungkan . Dalam hal ini Depernas telah me.

rumuskan beberapa faktor jang dinjatakan telah meng

hambat perkembangan otonomi dan MPRS menambah

kan satu sebab penting jalah : „ Tidak stabilnja po

litik otonomi dan Desentralisasi Pemerintah Pusat, di

samping kekurangan kepertjajaan kepada Daerah ?. "

(Lampiran A, amandemen No. 19 paragrap 395)

Dari beberapa perintjian soal2 pokok tersebut di

atas, adalah sangat urgen dalam waklu dekat ini,

sebelum diselenggarakan pemilihan umum, setidak

tidaknja Pemerintah harus sudah menjelesaikan dua

matjam pekerdjaan, jalah : Pertama, tentang pemba

gian wilajah Indonesia, dan kedua tentang segera

adanja satu sadja tentang Undang Pokok Pemerintah

Daerah sebagai pelaksanaan Undang Dasar Pasal 18.

Karena, dengan selesainja dua pekerdjaan tersebut ,

kiranja tjukuplah untuk menampung hasil2 pemilihan

umum jang djika dilaksanakan menurut garis ’ MPRS,

dalam batasa tertentu akan mewudjudkan suatu ke

kuasaan demokratis sesuai dengan perkembangan

masjarakat. Dengan demikian akan serasilah antara

wadah dan isinja .

Sekitar Perundang -undangan Daerah

Tentang perundang-undangan Daerah, Ketetapan

MPRS No. II/1960 Lampiran A, amandemen No. 6 pa

ragrap 393, menjatakan sbb. :

„ Perlu diperhatikan untuk dimuat dalam Undang² Po.

kok tentang Pemerintahan Daerah itu adalah :

a. Undang2 No. 22/1948,

b . Undang No. 1/1957,

Penetapan Presiden No. 6/1959,

d . Penetapan Presiden No. 5/1960,

Berbagai pikiran lainnja jang telah dirunruskan

dalam bagian kesatu ( 1 ) diatas.

C.

Sekitar pembagian Daerah

e.

Tentang pembagian Daerah, Ketetapan MPRS No.

II / 1960 lampiran B No. 1 dan 2 paragrap 392 , meng.

hendaki supaja seluruh wilajah R.I. dibagi habis da.

lam Daerah2 Swatantera terdiri dari 3 (tiga) tingkat.

an , jalah tingkat I dan II seperti sekarang, tingkat III

Kemudian sebagai rangkaiannja, Lampiran B (pe

doman pelaksanaan) No. 5 Paragrap 393 antara lain

menjatakan sbb. :
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nah mengumumkan , namun disana -sini kita telah da.

pat menangkap keterangan , bahwa sedikit banjak ia

telah memperhatikan kehendak MPRS. Hal ini tidak

mustahil, mengingat bahwa diantara sekian banjak

anggota Panitya Negara tersebut, terdapat pula be.

berapa anggota dari kalangan MPRS, jalah para ang.

gota Pimpinan Komisi Dalam Negeri DPRGR. Dengan

sendirinja para anggota tersebut tentu dengan gigih

mempertahankan kehendak MPRS sebagaimana ter.

sebut diatas . Namun begitu , baiklah kiranja materia

Rentjana Undang' itu kita lihat setelah ia telah di

sampaikan oleh Pemerintah kepada DPRGR .

Undang ? No. 6 tahun 1959

„(a) Harus segera diadakan satu sadja Undang

Tentang Pemerintahan Daerah jang menijakup segala

pokok2 (unsur ) jang progresif dari Undang’ No. 22/

1948, UU No. 1/1957, Pen . Pres. No. 6/1959 dan Pen.

Pres. No. 5/1960, sesuai dengan idee demokrasi ter

pimpin ".

Dengan mengutip dua hal dalam Ketetapan MPRS

tersebut diatas, djelaslah bahwa dengan adanja ber

bagai perundang-undangan seperti sekarang ini, jang

satu sama lain sebenarnja banjak unsur jang saling

bertentangan, Pemerintah Daerah tidak akan berdja.

lan stabil, otonomi dan desentralisasi tidak akan ber

djalan dengan baik , sehingga belum merupakan dja

minan bagi berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangun

Nasional Semesta Berentjana. Disini djugalah

mutlak perlunja segera adanja hanja satu Undang2

jang mengatur tentang pokok Pemerintah daerah da.

lam rangka penjempurnaan Pemerintah Daerah.

Sekarang apakah unsur progresif jang dikehendaki

oleh MPRS ? Dari berbagai amandemen dan pedoman

pelaksanaan menurut Lampiran A dan B tersebut di

atas, dapatlah dikemukakan setjara ringkas sbb.:

( 1 ) Unsur2 progresif dari Undang² No. 22/1948 ,

adalah ketentuannja jang tegas ’ menghendaki hapus

nja sistim Pemerintahan Pamongpradja, sehingga di

Daerah hanja ada satu Pemerintahan , jalah Peme.

rintah Otonomi.

( 2 ) Unsura Progresif dari Undang No. 1/1957, per

tama unsur2 demokratisnja jang menondjol sekali,

jang tegas menghendaki adanja pemerintahan kole

gial dalam bentuk sebuah Dewan (Dewan Pemerintah

Daerah) jang dipilih dan bersama-sama bertanggung

djawab kepada DPRD . Kedua, dalam politik otonomi

dan desentralisasinja jang tegas2 menghendaki sistim

rieel atas dasar pemberian hak dan wewenang jang

seluas-luasnja kepada Daerah, termasuk djuga penje.
rahan wewenang dibidang Pemerintahan Umum /

Pamongpradja jang telah diatur dengan Undang No.

6/1959. Dengan demikian djelas bahwa baik Undangº

No. 22/1948 maupun Undang2 No. 1 tahun 1957 ini

menghendaki hapusnja dualisme setjara prinsipiil dan

melaksanakan politik otonomi Daerah setjara 'konse.

kwen, penuh kepertjajaan kepada Rakjat. Ini adalah

suatu idee jang memang benar berdasarkan 'konsepsi

baru dan pikiran baru dengan mendjebol jang lama,

sesuai dengan kehendak Manipol.

(3) Unsur progresif jang terkandung didalam Pen

pres No. 6 tahun 1959, memang djuga ada, djika per

tama” diakui unsur2 progresifnja kedua Undang ter

sebut diatas. Demikian pula Penpres No. 5 tahun 1960.

Dengan mengakui unsur progresif dalam Undanga

No. 22/1948 dan Undang No. 1/1957, maka djelas

lah bahwa unsur2 progresit jang berada didalam

Penpresº itu, pertama kehendaknja untuk mengadakan

ritooling setjara integral di Daerah, melaksanakan

demokrasi terpimpin , membentuk DPRD jang berkom

posisi kegotong-rojongan nasional , revolusioner atau

dengan istilah jang tepat NASAKOM seperti kompo

sisi DPRGR dan MPRS, dan dibidang administrasi

mensatukan djabatan Sekretaris Daerah .

Demikianlah djika kita hendak benar2 mengambil

unsur® progresifnja dari 'keempat maljam Undang di

sekitar Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ke

hendak MPRS untuk dipergunakan sebagai materi po

kok daripada Undang2 Pokok Pemerintah Daerah jang

hanja satu sadja itu.

Tetapi bagaimana dengan hasil' Panitya Negara

Urusan Otonomi dan Desentralisasi jang kini telah

diserahkan kepada Pemerintah itu ? Walaupun setjara

resmi dan setjara keseluruhan Pemerintah belum per

Undang ini sudah sedjak lima tahun jang lalu di

sahkan oleh DPR. Sebenarja, ia adalah rangkaian

pelaksanaan dari Undang2 No. 1/1957 , jang meng.

hendaki adanja penjerahan wewenang pemerintahan

umum kepada Daerah, dan sekaligus menghendaki

hapusnja Institut Pamongpradja. Dalam hal Undangº

No. 6 tahun 1959 ini Ketetapan MPRS No. II/ 1960,

Lampiran A, No. 18 paragrap 395 menjatakan sebagai

berikut :

„Undang No. 6 tahun 1959 tentang penjerahan ke

kuasaan Pemerintahan Umum kepada Daerah2 Swa

tantera harus didjalankan (dilaksanakan) dengan sek

sama" .

Sedang Lampiran B, No. 7 paragrap 392, menjata .

kan :

„ Keresidenan supaja dihapuskan dan pegawai’nja

ditampung didalam daerah Swatantera I dan II",

Kemudian djuga Lampiran B, No. 5 ajat (b ) para.

grap 393, menjatakan :

„ Untuk mentjapai effisiensi, setiap penjerahan tugas

dan wewenang hendaknja diataur sedemikian , se

hingga tidak mengakibatkan terdjadinja doublures

dalam bidang tugas dan wewenang tersebut" .

Kita berpendapat , bahwa pelaksanaan Undang

No. 6 tahun 1959 tersebut adalah termasuk persoalan

jang harus didahulukan sebelum pemilihan umum se

bagai satu rangkaian penjempurnaan Daerah dibidang

wewenang. Kiranja bukan ral lagi , bahwa pada

djaman kolonial , wewenang Residen dibidang peme

rintahan umum ternjata lebih dari seratus matjam .

Didalam djaman berkembangnja sistim otonomi dan

desentralisasi seperti sekarang ini, terketjuali kita su

dah menolak institut Pamongpradja, menolak adanja

kekuasaan seorang Residen sebagai penguasa Dae

rah , menolak daerah administratif Keresidenan , djuga

kita menghendaki agar wewenang Pemerintahan

umum sematjam wewenang seorang Residen tersebut

harus dilakukan setjara demokratis. Oleh sebab itu ,

semua wewenang tersebut harus diserahkan kepada

Daerah, kepada kekuasaan demokratis. Apakah ia

diserahkan kepada Daerah Tingkat I, ataupun ia di

serahkan kepada Daerah Tingkat II , adalah melihat

wewenangnja.

Atas dasar prinsip tersebut diatas, maka sedjak

lahirnja Undang No. 6 tahun 1959, terus -menerus kita

menuntut agar segera dilaksanakan . Semua akibat

dari pelaksanaan itu, diselesaikan setjara seksama

dan bidjaksana. Dan menondjol sekali, kita menuntut

mutlak segera dihapuskannja institut Pamongpradja.

Berkat kegiatan kita jang pantang mundur, achirnja

pada achir tahun 1963, Pemerintah mulai melaksana

kan. Tetapi, djika kita teliti dengan tjermat, pelak.

sanaan jang dilakukan oleh pemerintah sedjak achir

tahun 1963 itu , nampaknja sangat „ nguler-kambang".

Pertama-tama Daerah Keresidenan dan Kewedanaan
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umum

dihapuskan. Tetapi hingga saat ini para Residen dan

para Wedana itu praktis masih berada diposnja ma

sing -masing, walaupun sudah dengan ,,djabatan "

jang baru . Dan barang tentu , setjara praktis pula me

reka masih bekerdja menurut , tjara " Residen dan

..tjara " Wedana dulu. Hal jang demikian adalah sa

ngat memperlambat penjelesaian.

Sekian djumlah wewenang pemerintahan

jang semua berada ditangan Gubernur dan Residen,

memang de jure sudah diserahkan kepada Daerah .

Tetapi hingga kini kita masih belum melihat perkem

bangan positif dari adanja , penjerahan " tersebut, se

hingga setjara de facto dapat dilihat setjara kongkrit.

Oleh sebab itu mendjadi kewadjiban kita untuk terus

menerus meneliti dan memerintji wewenang pemerin

tahan umum jang katanja sudah diserahkan kepada

Daerah itu , kemudian kita kembangkan serta kita

tuntut pelaksanaannja setjara kongkrit . Salah satu

tjontoh misalnja wewenang tentang pemilihan dan

pengangkatan Kepala Desa dan anggota Pamong

Desa lainnja , harus mendjadi perhatian kita , apakah

wewenang itu benar2 sudah beralih mendjadi wewe.

nang otonoom ? Apakah DPRD sudah ikut serta me
nentukan dalam masaalah tersebut ?

Hal jang lain adalah sekitar keuangan Daerah .

Masaalah keuangan Daerah ini, harus menjangkut

pula soal Anggaran Keuangan Daerah, soal Perusa

haan Daerah dan soal Perimbangan Keuangan. Baik

lah persoalan ini kita ungkap tersendiri pada lain

kesempatan , mengingat luas dan banjaknja segi jang

harus kita teliti. Dengan pengungkapan tersendiri te

tapi tidak berarti memisahkan dengan persoalan Pe

merintah Daerah, kiranja kita akan lebih dapat me

merintji segi´nja dan akan dapat memberi gambaran

jang lebih djelas .

Dengan pengungkapan sebagaimana tersebut diatas,

maka sedikit banjak mendjadi agak djelas gambaran

kita tentang proses perkembangan penjempurnaan

Daerah menudju kearah terwudjudnja Pemerintah

Daerah jang demokratis, berdasarkan atas sistim

otonomi jang luas dan rieel.

pa

Delegasi MPRS/ DPRGR jang berkundiung kenegara -negara Eropa Timur sedang berada di RDD.

Dalam gambar ini nampak para Delegasi sedang diterima oleh Presiden Walter Ubrich. Nomer 2

dari kiri adalah Ketua Delegasi Menko Wakil Ketua MPRS Ali Sostroamidjojo SH , sedang nomer 4
dari kanan adalah Kawan Kasim.
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Berita Singkat

Dalam waktu singkat ini akan segera diserahkan

oleh Pemerintah kepada DPRGR Rentjana Undang

tentang Pengadilan Landreform . Sesuai dengan tun

tutan kaum Tani, maka perundingan tentang Rentjana

Undang tersebut akan disegerakan oleh DPRGR dalam

rangka penjempurnaan pelaksanaan Landreform .

KAWAN MOH . ALI CHANAFIAH

Duta Besar RI untuk Srilangka

*

Dengan Keputusan Presiden telah diangkat

sebagai Duta Besar Menteri berkuasa penuh RI

untuk Srilangka kawan Moh . Ali Chanafiah ,

Anggota Departemen Luar Negeri CC dan

Anggota DPRGR dari Golongan Komunis.

Kawan Ali Chanafiah dilantik oleh Presiden

pada tanggal 12 Mei 1964 , dan berangkat ke

posnja pada tanggal 16 Djuni 1964 .

Djuga akan segera diserahkan oleh Pemerintah ke

pada DPRGR Rentjana Undang2 tentang Pokok Pe.

merintah Daerah, RUU tentang Perimbangan Keuang.

an dan RUU tentang Kepedesaan . Menurutketerangan

RUU tersebut diharapkan oleh Pemerintah telah se

lesai dibahas oleh DPRGR dalam tahun 1964 ini.

RUU tersebut adalah hasil karya Panitya Negara

Urusan Otonomi dan Desentralisasi jang dibentuk pa

da tahun 1961 , dan Panitya itu kini telah dibubarkan ,

setelah ia berhasil merumuskan beberapa RUU se

kitar Otonomi dan Desentralisasi termasuk tiga RUU

tersebut.

Penjampaian Pemerintah tiga RUU tersebut disam.

but dengan baik oleh kalangan Anggota DPRGR dan

masjarakat pada umumnja . Sebagaimana diketahui

bahwa Keputusan MPRS tahun 1960 menghendaki 'se

gera adanja satu Undang Pokok Pemerintah Daerah

bersama rangkaiannja jang progresif.

MUTASI KEANGGOTAAN DPRGR DARI

KALANGAN PKI

Berhubung dengan adanja mutasi tugasº Partai bagi

beberapa kawan jang bertugas di DPRGR, kini telah

diadakan mutasi dalam keanggotaan DPRGR dari ka.

langan kita , sebagai berikut :
*

1

Begitu pula diduga Pemerintah akan segera me

njampaikan RUU2 tentang Pokok Kekuasaan Keha

kiman, tentang Pokok Kekuasaan Makamah Agung,

tentang Hukum Atjara Pidana, 'kepada DPRGR untuk

segera memperoleh pengesahan. Sebagaimana kita

ketahui bahwa Rentjanaº tersebut kini sedang giat di

godog oleh Menteri Kehakiman Astrawinata SH de

ngan beberapa kali mengadakan pertemuan bersama
dengan wakil2 Partai dan organisasi” jang bersang.

kutan.

1. Kawan Supeno diganti dengan kawan Wikana

(Golongan Komunis)

2. Kawan Tjo Tek Tjun diganti dengan kawan Ba.

raba Abdullah (Golongan Komunis )

3. Kawan Hutomo Supardan diganti dengan kawan

Suratno (Golongan Komunis)

4. Kawan Singgih Tirtosudiro diganti dengan kawan

Hanapi (Golongan Komunis)

5. Kawan Rumamah diganti dengan kawan Pulung

Djunaedi (Golongan Karya)

6. Kawan Suharti Ali Markaban diganti dengan ka

wan Harsono Ali Markaban (Golongan Karya ).

*

Djuga sebuah rentjana Undang2 usul initiatit ang.

gota DPRGR I. S. Handokowidjaja dkk tentang per

luasan Kotapradja Surabaja kini telah diadjukan ke

pada DPRGR untuk mendjadi bahan perundingan .

Usul initiatif tersebut djuga ditanda -tangani oleh ka.

wan -kawan S. Haryowisastro dan Peris Pardede.

Kalangan DPRGR umumnja menghendaki agar usul

initiatif tersebut segera diselesaikan oleh DPRGR dan

dapat mendjadi pendorong tentang penjelesaian per

luasan Kotapradja ’ lainnja , terutama jang telah sangat

mendesak seperti Kotapradja P. Siantar, Jogjakarta,

Malang dan sebagainja .

Penggantian keanggotaan tersebut berdjalan sedjak

bulan Mei jl, dan masing2 telah menjatakan djandji

nja didepan Pimpinan DPRGR. Serta sedjak permu.

laan Persidangan ke-III masa Sidang DPRGR tahun

1963-1964 tanggal 1 Djuni 1964 kawan' tersebut telah

ikut serta dalam sidang DPRGR.

Perlu diketahui bahwa kawan2 jang digantikan

oleh kawan jang lain dalam keanggotaan DPRGR

tersebut, terketjuali kawan Singgih Tirtosudiro, masih

tetap sebagai Anggota MPRS.

20



Sudah terbit 4 karja penting D.N. Aidit-Menko /Wakil

Ketua MPRS dan Ketua CC PKI.

ANGKATAN BERSENDJATA

DAN PENJESUAIAN KEKUASAAN

NEGARA DENGAN TUGAS? REVOLUSI

( Tjeramah jang kedua kalinja didepan Sekolah Staf

Komando Angkatan Darat SESKOAD )

Marxisme Leninisme dan

Peng - Indonesiaannja

(Tjeramah didepan siswa Latihan Kemiliteran

Pegawai Sipil Departemen Luar Negeri)



Pemetjaban Masalah Ekonomi

dan

Ilmu Ekonomi Indonesia

Dewasa ini

(Prasaran didepan Musjawarah Besar

Sardjana Ekonomi)

Djadilah Komunis jang baik

dan lebih baik lagi

(Pidato pada Ulangtahun ke-44 PKI dan pidato

didepan Konferensi Nasional ke- 1 PKI )

Pesanlah sekarang djuga pada :

Ja jasan „ PEMBARUAN ”

Kotakpos 2522

Kramat V/7

DJAKARTA

P.I.R. 377/1964
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PKI dan PERWAKILAN
DEWAN REDAKSI :

Nungtjik A.R.

S. Haryowisasiro

Suhaimi Rochman

M. Zaelani

Sidik Kertapaii

madjalah tentang perdjuangan PKI

dalam Dewan? Perwakilan

*

Tahun ke - VIII no. 4 Triwulan keempat 1964

Kata Pengantar hal . 1

Penanggungdjawab

Nungtjik A.R.

Sekitar Rentjana Undang2 Desa Pradja Usman

Muftiwidjaja hal . 2

* Tentang Undang2 Pokok Kekuasaan Kehakiman

Nungtjik A.R. hal . 4

Kebidjaksanaan Pemerintah Dibidang Perpadjak

an Drs. J. Pery hal . 10

Berita Singkat hal. 15

Undang2 No. 25 Tahun 1964 tentang Pengadilan

Landreform hal. 16

1

*

.

Diterbitkan oleh Jajasan

„ Pembaruan " , Kramat V/7,

Djakarta, dengan izin Men .

pen 3 Djuli 1963 no. 169/

SRIUUPG /SIT / 1963.

GAMBAR KULIT DEPAN

P.J.M. Presiden bergambar bersama dengan Delegasi Madjelis Rakjat Tertinggi

Republik Demokrasi Vietnam sesa at Delegasi tsb . selesai menghadap.



Kata Pengantar
Karena sesuatu kesulitan tehnis, „PKI dan Perwakilan " semester terachir tahun 1964 ter

paksui baru dapat terbit pada waktu sekarang ini. Sedang semester pertama tahun 1965 diusaha

kan dapat segera menjusul terbit, demikian pula nomer2 selandjutnja selalu akan diusahakan

agar berhasil terbit tepat pada waktunja.

Dalam nomer ini dimuat antara lain Undang2 Pengadilan Landreform , sebuah Undang

jang tjukup hangat mendjadi perhatian kita dalam rangka kegiatan melaksanakan Landreform

dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Tavip telah menjatakan antara lain sbb :

UUPA harus segera selesai dilaksanсkan di Djawa-Madura -Bali. Untuk Daerah lain saja ma

sih bisa menunggu sampai 1 a 2 tahun lagi...

Dalam hal kelambatan dan kematjetan pelaksanaan Landreform ini kita tegasi ber

pendapat, dan memang benar-benar demikian soalnja , bahwa bpkanlah Kaum Tani jang me

njebabkannja , melainkan akibat adanja sikap atjuh tak atjuh dari sementara pedjabat, sabo

tasem, dan jang paling menondjol adalah adanja sikap membangkang dari para tuantanah jang

mendjalankan berbagai matjam tjara dan muslihat, kadang2 meningkat mendjadi perkara Peng

adilan . Dalam perkara2 jang terpaksa madju didepan Pengadilan ini tidak sedikit jang terdjadi

„ sungsang buana membalik " . Artinja, Kaum Tuni jang sebenarnja tidak pernah dan tidak

akan mendjadi fihak jang bersalah , harus mendjalani hukuman " , karena dianggap bersalah

dalam perkara " tersebut.

Undang2 Pengadilan Landreform dibuat, sengadja untuk mengachiri, setidak -tidaknja un

tuk mengurangi kegandjilana jang pintjang dan mendjengkelkan itu. Sehingga kelantjaran pe

laksanaannja sebagaimana dikehendaki oleh Tavip dapat lebih terajamin. Karena itulah maka

tjiri jang sangat menondjol dalam Undang Pengadilan Landreform tersebut, ikut sertanja

Wakil Kaum Tani dalam kolektif Hakim .

Dalam pembahasan Rentjana Undang nja dalam DPRGR, kawan ? kita jang bertugas dalam

bidang itu telah menundjukkan tjukup kegigihan dan ketangkasannja dalam menuangkan prin

sip membela Kaum Tani bersama -sania dengan Golongan progresif lainnja , jang achirnja ber

hasillah diwudjudkan sebuah Undang2 jang dalam batas ? tertentu dapat ikut serta mendjadi

alat perdjuangan Tani dalam tingkat revolusi sekarang ini.

Pemuatan soal tsb dalam ,,PKI dan Perwakilan " dimaksudkan agar dapat dipeladjari se

tjara baik oleh Kader2 Partai terutama jang bertugas dikalangan Tani, dan kemudian didjadikan

pegangan seperlunja . Soalnja , bagaimana realisasi Undang² tersebut dapat segera dilaksana

kan. Hal ini memang masih memerlukan kegiatan2 lebih landjut, kegiatan ? untuk mendorong

agar jang berwadjib segera memenuhi ketentuan2 jang telah diatur dalam Undang itu. Se

hingga paling lambat pertengahan tahun ini diseluruh daerah jang diharuskan berdiri Peng

adilan Landreform sudah mendjadi kenjataan serta memulai dengan tugasnja . Sedang ulasan

mengenai Undang2 ini dan proses pembahasannja akan dimuat dalam „ PP " jad.

Kemudian dibidang Hukum kita muat pula disini sekitar Undang pokok keuasaan Kehu.

kiman jang djuga baru sadja disahkan oleh DPRGR. Dalam ulasannja Kawan Nungtjik AR

setjara dalam dan djelas mengungkap tentang saling hubungannja antara fungsi Hukum dan

Revolusi, jang telah dikemukakan sebagai motitsuara Golongan Komunis pada sa'at RUU itu

akan disahkan . Pemuatan ini dimaksudkan djuga untuk dapat diperdalam oleh Kader Partai, se

hingga pada sa'at2 diperlukan, kita sudah siap dengan pengertian jang djelas.

Tentang Undang?nja , kamipun memandang perlu dapat dipeladjari setjara luas oleh kita

semua. Sebab itu dalam „ PKI dan Perwakilan" nomer pertama tahun 1965 djuga akan kita

muat selengkapnja .

Lain hal perlu dikemukakan disini, jalan sekitar instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9

th . 1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang penjegaran" Lembagai Pemerintah Daeran, seca .

gaimana telah sedikit dimuat dalam PRI dan Perwakilan " No. 3 tahun 1964. Kita kemukakan

disini sekali lagi, maksudnja agar kita tidak melepaskan perhatian kita sedikitpun tentang pe

laksanaannja. Sebab , pengalaman menundjukkan , bahwa dengan kegiatan kita jang tjukup se

rius bersama -sama dengan Partai2 lain , pelaksanaan Instruksi tersebut berhasil dikembangkan

sehingga maksud pokok meminggirkan kekuatan2 kontra revolusi jang sementara ini masih bertjo

kol dalam Lembaga ? Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik . Dalam hubungan

ini, kiranja sekali lagi diperingatkan bahwa sikap ,,menjerahkan" sadja kepada siapa jang diwa.

djibkan melaksanakan setjara formil adalah sangat merugikan. Karenanja harus benar di.

kikis habis.

'Adalah tepat sekali djika pengalaman harus setjara aktif ikut serta melaksanakan Ins

truksi No. 9 th . 1964 dari Menteri Dalam Negeri itu ditarik pula dalam pelaksanaan dan peng

amanan Keputusan Presiden No. 1 /KOTI / 1965 tentang penghentian sementara dari kegiatan

Partai Murba dan Ormas2 serta Lembaga ? lainnja jang bernaung dibawahnja . Karena pelaksa

naan selandjutnja djuga menjangkut kepentingan Lembagal Daerah jang harus pula membersih

kan diri dari oknum ? Partai tersebut .

Kami berpendapat bahwa pengalaman ? tersebut baik sekali djika dapat kita peladjari ber

sama. Oleh sebab itu alangkah tepatnja djika kami berhasil memuat dalam PKI dan Perwa

kilan" kita pada nomer ? jang akan datang. Untuk itu, kami harapkan kesediaan kawan2 menu

lisnja , dan mengirimkan kepada kami, o'isamping tulisan2 lain jang telah lama kami nantikan.
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Sekitar Rentjana Undanga Desa Pradja

Oleh : Usman Muftiwidjaja

II

(habis)

>

Pamong Desapradja, jang dimaksud dalam RUU

Desapradja ini bukanlah seperti istilah jang biasa kita

pergunakan, jaitu disebut Pamong Desa adalah Ke

pala Desa, Dukuh, Kuwu, Djurutulis Desa , Kami

tuwo, Kajim dll . Jang dimaksud dengan Pamong

Desa dalam RUU adalah Kepala Dukuh atau Dusun,

atau Kampung dan setingkat dengan itu. Mereka ini

mendjadi pembantu Kepala Desapradja, mendjalan

kan urusan rumah tangga Desapradja untuk Dukuh

jang dipimpinnja dan jang dikepalainja itu . Mereka

bertanggung djawab kepada Kepala Desapradja .

Seperti halnja Kepala Desapradja . Pamong Desa

pradja ini dipilih langsung oleh penduduk Desapradja

jang berdiam dipedukuhan jang bersangkutan. Ia di

angkat oleh Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan

hasil pemilihan jang sah menurut Peraturan Daerah

Tingkat I jang telah disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri . Djabatan Pamong Desapradja adalah sama

dengan djabatan Kepala Desapradja jaitu paling lama

8 tahun.

Penghasilan Pamong Desapradja ini ditentukan dan

diatur setjara sama dengan penghasilan Kepala Desa

pradja jaitu ditetapkan dengan keputusan Badan Mu

sjawarah Desapradja dan dimasukkan kedalam ang

garan keuangan Despradja, keputusan mana belum

dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah

Tingkat II.

Pegawai dan petugas Desapradja, dalam RUU ini

jang dimaksud dengan Pegawai Desapradja adalah

Panitera Desapradja, jaitu Pegawai Desapradja jang

memimpin penjelenggaraan tata-usaha Desapradja

dan tata - usaha Kepala Desapradja dibawah Pimpinan

langsung Kepala Desapradja . Ia diangkat dan diber

hentikan oleh Kepala Desapradja dengan persetudju

an Badan Musjawarah Desapradja . Menurut Urgen

sinja Kepala Desapradja dapat mengangkat pembantu

Panitera Desapradja . Didalam pendjelasan umum

RUU ini dikatakan bahwa djabatan jang biasa dise

but Tjarik atau Djurutulis Desa dalam RUU ini di

sebut Panitera Desapradja, sebagi djabatan jang

dalam bentuk sederhana merupakan Sekretaris

dari Desapradja . Karena itu ia diangkat dan diber

hentikan oleh Kepala Desapradja dengan persetudju

an Badan Musjawarah Desapradja . Ketentuan ini sa

ngat berbeda dengan kebiasaan jang dilakukan oleh

Ordonantie pemilihan, pengangkatan, pemberhentian

sementara dan pemetjatan Kepala Desa untuk Djawa

dan Madura (Sbld . 1907 No. 212), bahwa Tjarik

atau Djurutulis Desa diangkat dan ditetapkan oleh

Kepala Desa sendiri .

Didalam memori pendjelasan RUU ini didjelaskan

a.l. bahwa, disamping adanja kepaniteraan, menurut

lazimnja disetiap kesatuan Masjarakat hukum (desa

dll . ) terdapat sedjumlah tenaga2 jang menurut adat

kebiasaan melakukan tugas-tugas tertentu , seperti

Penghulu (ditempat kedudukan Kepala Desapradja)

dan Chotib2 /Mudin ? di dukuh ? lainnja, seterusnja

ada pula petugas jang mengawasi pemeliharaan dan

penjaluran pengairan, pemeliharaan kuburan meng

tur perondaan atau kemit dll . Dalam RUU ini Pe

tugas tsb . dinamakan ,,Petugas Lembaga Desapradja "

tidak termasuk pengertian Pamong Desapradja atau

pegawai Desapradja, mereka adalah pembantu ? Ke

pala Desapradja atau Pamong Desapradja. Biasanja

mereka itu ada jang hanja mendapat sekedar fasi

litas tertentu, umpamanja dibebaskan dari pembajar

an padjak dan lain2 setjara penghargaan. Bahkan di

Djawa dan Madura mereka ada jang mendapat peng

hasilan dari bengkok. Sedang menurut Undang2 ini

penghasilan mereka sudah dimungkinkan untuk di

atur dalam sesuatu bentuk pembajaran tertentu de

ngan melalui djuga anggaran Keuangan Desapradja,

umpamanja sebagai uang djasa jang tertentu setiap

bulannja .

Adalah lebih baik apabila penghasilan dan kedu

dukan Panitera dan petugas Lembaga Desapradja

(Tjarik , Kebajan, Mudin, Ulu2 dsb) itu dipakai keten

tuan mengenai penghasilan jang berlaku bagi Kepa

la dan Pamong Desapradja seperti pada pasal 27

RUU ini, jaitu jang berbunji „ Penghasilan Kepala

Desapradja (Pamong Desapradja) ditetapkan dengan

keputusan Badan Musjawarah Desapradja, keputusan

mana tidak dapat berlaku sebelum disjahkan oleh

Kepala Daerah Tingkat II .

Badan Pertimbangan sesepuh , diadakan ditiap De

sapradja, djumlah anggotanja ditetapkan oleh Badan

Musjwarah Desapradja sedikitnja5 orang sebanjak

banjaknja separo dari djumlah Badan Musjawarah

Desapradja, jang keangotaannja ditetapkan oleh Ke

pala Desapradja jang djabatannja sama dengan dja

batan Kepala Desapradja jaitu 8 tahun. Apabila Ba- .

dan Pertimbangan Sesepuh telah terbentuk segera

dilaporkan oleh Kepala Desapradja kepada Kepala

Daerah Tingkat II.

Dalam pendjelasan umum RUU ini ditegaskan ,

bahwa „ untuk memelihara keseimbangan dan kese

larasan pergaulan hidup masjarakat Desapradja me

ngingat pula beratnja tanggung djawab Kepala Desa

pradja, maka disamping adanja Badan Musjawarah

Desapradja, djuga diadakan Badan Pertimbangan Se

sepuh sebagai badan penasehat bagi Kepala Desa

pradja."

Badan Pertimbangan Sesepuh ini diadakan dengan

persetudjuan Badan Musjawarah Desapradja. Peng

angkatan orang2 terkemuka, dihormati dan berpe

ngaruh dari masjarakat Desapradja itu dengan mak

sud agar penasehat Kepala Despradja itu terdiri be

nar2 dari orang jang mempunjai kewibawaan, Badan

ini memberikan nasehat kepada Kepala Desapradja

baik diminta atau tidak diminta. Oleh sebab itu meng

ingat kedudukannja anggota2 tsb . maka nasehat -nja

sekalipun tidak mengikat tentu mempunjai pengaruh

jang berguna terutama dalam tindakan kebidjaksaan

Kepala Desapardja untuk memelihara persatuan dan

menjelesaikan atau mendamaikan perselisihan pen

duduk.

Oleh karena Desapradja ini belum atau memang

bukan Otonomi Tingkat III , maka kedudukan ins

tutut sematjam D.P.D. belumlah dianggap perlu, se

bab ia hanja merupakan Desa dalam masa peralihan.

Namun begitu djanganlah instutut ini (Badan Per

timbangan Sesepuh ) itu keanggotaannja hanja be

gitu sadja diangkat oleh Kepala Desapradja tanpa

ada djaminan pentjalonan jang demokratis dari Ba

dan Permusjawaratan Desapradja.

Oleh sebab itu , maka dalam pasal ini diusulkan

beberapa ketentuan baru jalah ; tidak semua Desa

pradja harus dibentuk Badan Pertimbangan Sesepuh,
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ketjuali apabila menurut pertimbangan Badan Mu.

sjawarah Desapradja dapat dibentuk Badan Pertim .

bangan Sesepuh . Sedangkan prosedure pengangkatan

anggota tidak semata -mata diangkat oleh Kepala

Desapradja sendiri, maka diusulkan dengan prose

dure baru, jaitu „ anggota Badan Pertimbangan Se

sepuh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala De

sapradja dengan persetudjuan Badan Musjawarah

Desapradja dari antara orang jang berpengaruh

dan dihormati oleh masjarakat Desapradja untuk

suatu masa djabatan jang sama dengan masa dja

batan Kepala Desapradja. "

Dalam RUU Desapradja ini banjak kita djumpai

perkataan „ hukum adat ” atau perkataan „menurut ke
biasaan hukum adat tersebut ", apa jang diartikan de

ngan perkataan itu sama sekali tidak djelas. Umpama

sadja mengenai wewenang Desapradja, dalam RUU

ini tugas dan wewenang Desapradja ketjuali ber

hak dan berkewadjiban mengurus rumahtangga sen

diri (daerahnja ) djuga segala tugas wewenang jang

telah ada berdasarkan hukum adat dst.

Dalam pendjelasăn pasal demi pasal, RUU ini

berusaha memberikan pendjelasan untuk lebih te

rang , seperti dikatakan „bahwa mengurus rumah

tangga sendiri merupakan wewenang asal-usul Desa

pradja, sedangkan tugas kewenangan pangkal Desa

pradja sedjak saat Undang2 ini berlaku adalah segala

tugas wewenang jang ada berdasarkan hukum adat

atau peraturan perundangan Daerah atasan sepan

djang tidak bertentangan dengan Undang2 ini . Djadi

apa jang diartikan disini lebih tidak djelas lagi , se

perti wewenang pangkal jaitu tugas wewenang ber

dasarkan hukum adat. Apa sadja tugas hukum adat

ini tidak disebutkan, apakah pelogoro, dli. Seperti

didjelaskan dalam Konsideran RUU ini bahwa se

gala peraturan-perundangan tata-pedesaan umumnja,

jang masih merupakan unsur2 dan sifat2 kolonial /

feodal harus diganti, maka kebiasaan lama dan ke

terbelakangan feodal jang menganggu kemadjuan

dan revolusi haruslah ditjabut . Sebab jang dimaksud

dengan wewenang pangkal adalah tugas jang nanti

dapat dilahirkan atau diteruskan oleh Daerah Ting

kat III jang berasal dari tugas dan wewenang Desa

( lama) atau Desapradja (lihat pasal 34 dan pendjelas

annja ).

Dalam RUU Desapradja ini diatur djuga menge

nai gerakan gotong-rojong, bahwa segala bentuk ker

dja/gerakan gotong-rojong pada prinsipnja harus di

atur dan diputuskan dalam Badan Musjawarah Desa

pradja. Tetapi kerdja gotong-rojong djuga dapat di

adakan tanpa keputusan Badan Musjawarah Desa

pradja djika pengerahan tenaga itu dibutuhkan setja

ra mendadak untuk melawan dan mengatasi bahaja

alam atau serangan hama tanaman penduduk . Ru

musan diatas adalah tepat dan baik, dengan maksud

agar gotong-rojong benar2 dapat diatur terhadap se

mua penduduk dan waktunja dapat dibagi menurut

besar ktjilnja kepentingan penduduk sendiri terhadap

objek jang di-gotong-rojongkan itu . Hanja sadja ter

hadap kemungkinan pensalah gunaan gotong-rojong

masih terbuka djuga, seperti tertjantum dalam pasal

49 ajat ( 2) . Terhadap rumusan ajat ini terpaksa tidak

dapat kita terima. Dengan masih berlakunja ajat

ini, maka akan tidak ada artinja lagi pasal 49 ajat

( 1 ), pasal 50 dan pasal 51 ajat ( 1 ) dan (2) .

3



Nungtjik A.R.:

TENTANG UNDANG2 POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

„ Negara adalah alat revolusi, hukum dan

hakim adalah alat negara, karena itu djuga

harus mendjadi alat revolusi" .

Selama masa sidang DPRGR bulan Oktober 1964,

telah disahkan salah satu undang“ jang penting se

bagaimana dikehendaki Ketetapan MPRS No. II/

MPRS/ 1950. Undang “ ini ialah Undang tentang

Ketentuan” Pokok Kehakiman , dengan pendek dise

but U.U. Pokok Kehakiman jang secah disahkan,

mendjadi Undang? No. 19 tahun 1964.

Ketika membahas dan mendiskusikan rantjangan

Undang- tersebut jang diadjukan oleh Pemerintah,

melalui petugasạnja didalam lembaga pembuat un

dang tersebut PKI memperdjuangkan rumusan" ma

teri jang sekiranja dapat sesuai dan disesuaikan de

ngan pokok pegangan : bahwa karena negara kita ini

adalah hasil revolusi dan mendjadi alat terpokok da

ripada revolusi Indonesia, maka hukum dan hakim

sebagai alat negara itu haruslah benar mendjadi

alat revolusi mengabdi kepada kepentingan revolusi,

memihak kepada revolusi .

Sebagai kaum Komunis, pokok pegangan jang kita

rumuskan diatas tentu sadja didasarkan pada teori

ilmiah jang kita fahami: bahwa negara itu sebenar

nja tidak lain adalah suatu „machsorganisatie ” seba

gai dikatakan Presiden Bung Karno, jaitu organisasi

kekuasaan jang menurut kita terdjadinja adalah se

telah masjarakat manusia terbagai dalam klasa ter

tentu ; bahwa perubahan bentuk negara mengikuti

perubahan kemadjuan dan perkembangan masjara

kat ; sedang hukum , dalam hal per-undang'an berupa

hukum tertulis, tidak mungkin lain selain sesuatu ru

musan juridis dari sebagian bentuk hubungan sosici

dari masjaraiat menurut tingkat” perkembangan se

djarahnja; negara, hukum dan masjarakat, djadinja

tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak mung

kin difahami sendiri lepas dari hubungannja satu

sama lain ; dan hukum tidak bisa bordjalan tanpa

alat” negara jang berupa hakim , djaksa dan polisi ,

karena itu ke -tigaanja harus sesuai dengan fungsi ne

gara dan fungsi hukum .

Utjapan Lenin jang sering djuga disitir Bung Kar

no bahwa „ tanpa teori revolusioner, tidak mungkin

ada gerakan revolusioner ”, djika kita bawa kebidang

hukum dapatlah diadakan suatu rumusan, bahwa

„ ,tanpa teori hukum revolusioner, tidak mungkin di

djelmakan hukum revolusioner" . Bung Karno meru

muskannja dalam kata lain, bahwa hukum kita hen

daknja bersifat menuntun kehari depan jang di-tjita -

kan revolusi, jang diutjapkannja dengan istilah „ tut

wuri handajani”.

Negara kita adalah hasil revolusi , revolusi seluruh

Rakjat. Pada pokoknja revolusi kita adalah mendje

bol dan merombak kekuasaan pendjadjah untuk mem

bangun dan menegakkan kekuasaan seluruh Rakjat,

kekuasaan dari seluruh kekuatan revolusioner, jang

oleh Bung Karno dirumuskan setjara tepat, kekua

saan gotong -rojong dari seluruh kekuatan Rakjat

jang berporoskan Nasakom . Rumusan ini adalah pen

trapan Marxisme-Leninisme pada sjarat dan kondisiº

objektif di Indonesia dalam tahap revolusi nasional

demokratis, jaitu dari apa jang dikatakan Lenin , bah

wa : „ perpindahan kekuasaan negara dari satu klas ke

pada klas jang lain, (dalam revolusi Indonesia tahap

sekarang berarti perpindahan kekuasaan negara dari

tangan irnperialis-kolonialis Belanda ketangan Rakjat

Indonesia . N. AR) adalah tanda jang pertama, jang

essensiil jang pokok daripada sesuatu revolusi , baik

dalam arti kata jang sepenuhnja ilmiah , maupun da

lam arti kata politik praktis” .

Revolusi Indonesia merupakan revolusi seluruh

Rakjat anti imperialisme-feodalisme dan mempunjai

perspektif jang tidak mungkin lain seiain masjarakat

adil dan makmur tanpa penghisapan oleh manusia

atas manusia, atau masjarakat sosialis Indonesia. Ini

berarti bahwa tugas utama dari revolusi Indonesia

adalah mendirikan negara dan kekuasaan serta alat -

kelengkapannja jang merupakan sendjata dalam ta

ngan seluruh Rakjat melawan dan menentang impe

rialisme-feodalisme.

Revolusi Indonesia mengandung dua tahap, tahap

pertama jang harus diselesaikan lebih dulu adalah

tahap nasional-demokratis, jaitu mentjapai Indonesia

merdeka penuh bersih dari sisaº imperialisme- feodal

isme, jang kini sedang diperdjuangkan oleh seluruh

Rakjat, baik sjaratºnja, maupun tudjuannja; tahap

berikutnja adalah tahap Indonesia jang sosialis, ber

sih dari segala bentuk penghisapan oleh manusia atas

manusia dan inilah masjarakat adil dan makmur. Sa

ling hubungan antara kedua tahap itu adalah bahwa

tahap pertama mutlak perlunja selesai lebih dulu un

tuk berhasilnja perdjuangan tahap kedua, karena sja

:- . t mutlak untuk tahap kedua adalah tahap perta

manja.

Setiap tahap itu menghendaki sjarat " tertentu, dju

ga karena itu menghendaki dan melahirkan hukum

tertentu pula . Watak dari setiap per-undang`an ne

gara kita djadinja harus pula sesuai dengan watak

revolusi Indonesia , sesuai dengan kepentingan tahap -

nja.

Oleh karena berbagai kesalahan tertentu , revolusi

Indonesia pernah menjeleweng dan diselewengkan

dari relnja jang semestinja. Karena itulah dalam bi

dang hukum tertulis djuga kita tidak mempunjai pe

gangan jang dapat didjadikan garis untuk mendjebol

segala per-undang`an sisa kolonialisme jang hanja

sesuai dengan sistim masjarakat pendjadjahan jang

menghisap dan menindas Rakjat Indonesia. Keadaan

jang membahajakan itu mendjadi berubah setelah

Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 jang diikuti dengan la

hirnja Manifesto Politik R.I. dan kemudian dileng

kapi lagi dengan pedoman2 pelaksanaannja, mulai

dari Djarek sampai Tavip dan Dekon . Maka dengan

Manipol dan pedoman pelaksanaannja itu kita men

dapat pegangan ampuh untuk mentjiptakan dan men

djelmakan hukum ? nasional jang memihak dan

mengabdi kepada revolusi Indonesia menurut tahap -

nja dan perspektifnja.

Tetapi, itu belum semuanja . Hukum ” jang berwa

tak revolusioner tidak mungkin baik pelaksanaannja

tanpa dilaksanakan oleh kekuasaan dan aparat ke

kuasaan jang sesuai . Kekuasaan jang sesuai tidak bisa

lain merupakan kekuasaan jang merupakan kegotong
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rojongan seluruh kekuatan Rakjat berporos Nasakom,

aparat” jang sesuai biasanja kita rumuskan dengan

pelaksana jang Manipolis.

Dalam Manipol dan pedoman pelaksanaannja kita

ljukup mengenal tidak sadja watak dan perspektif

revolusi Indonesia, tetapi djuga kawan dan lawannja,

pendukung dan sokoguru’nja. Pelaksana? hukum

jang Manipolis haruslah memihak kepada kawan re

volusi dan mengganjang musuhº revolusi, harus me

lindungi pendukung revolusi dan terutama sekali

kaum Buruh dan kaum Tani sebagai sokoguru’re

volusi.

Demikianlah sekedar keterangan daripada rumus

an jang mendjadi pegangan Golongan Komunis da

lam DPRGR sebagai jang tertulis pada anak kalimat

dari djudul uraian ini , ketika rantjangan Undangº

Pokok Kekuasaan Kehakiman dibahas dan didiskusi

kan. Apakah Golongan Komunis dalam DPRGR

telah berhasil sepenuhnja merumuskan prinsip? jang

diuraikan diatas dalam materi atau dalam pendjelas

an Undangº tersebut ? Mungkin demikian kita akan

bertanja . Tetapi pertanjaan itupun mudah kita men

djawabnja, dengan mengingat , bahwa komposisi dan

perimbangan kekuatan dalam Pemerintahan dan lem

baga DPRGR sebagai pentjerminan keadaan masja
rakat kita , haruslah diperhitungkan supaja dapat me

ngambil kesimpulan untuk djawaban jang tepat. Ber

sama dengan itu djuga dapat dinilai sekaligus soal

tjara perdjuangan kita , teguh dalam prinsip, luwes

dalam pelaksanaan.

Maka untuk itu semua, dibawah ini kita muatkan

seperlunja motifsuara Golongan Komunis ketika men

sahkan Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu

sehingga dapatlah ditarik suatu pengertian jang lebih

djelas dan dapat pula kita pergunakan sebagai pe

gangan pada sa'at kita memerlukannja.

Berdasarkan Haluan Negara kita , jaitu Manipol

dan pedoman2 pelaksanaannja, mulai dari Djarek sam

pai ke Tavip termasuk Dekon, maka ofensif Mani

polis jang bersifat mendjebol dan membangun dibi

dang hukum nasional kita tidak bisa lain berarti :

bahwa kita disatu fihak berkewadjiban mendjebol

sampai ke-akar’nja , mulai dari teori sampai keprak

teknja segala matjam dan segala bentuk hukum ol

defo jang diwariskan kepada kita oleh kekuasaan im

perialis-kolonialis Belanda dimana lampau; dilain

fihak mentjiptakan konsepsi" baru dibidang hukum

dan per-undang`an , jang sesuai dengan kepentingan

dan tudjuan revolusi Indonesia sendiri , dengan lain

perkataan jang sesuai dengan kepentingan dan ke

hendak daripada Amanat Penderitaan Rakjat. Hu

kum jang demikianlah jang mengiringi djedjak lang

kah perdjuangan kita sambil sekaligus memberikan

tuntunan dan pedoman menudju kearah jang semes

tinja hendak ditjapai , atau memindjam kata Presiden :

hukum jang mempunjai karti , tut wari handajani”.

Dengan ditetapkannja nanti RUU ini mendjadi

Undang?, maka tiga daripada alat² negara jang ter

nenting telah dipersendjatai dengan pedoman dan

tuntunan setjara pokok” . Polisi telah mempunjai UU

Pokok Kepolisiannja , Djaksa telah mempunjai UU

Pokok Kedjaksaannja dan sebentar lagi Hakim akan

mempunjai UU Pokok Kekuasaan Kehakiman pula .

Dengan demikian , ketiga alat negara kita itu telah

mempunjai pegangan, tuntunan dan pedoman pokok

nja masing” setjara hukum tertulis , telah mempunjai

„ tut wuri handajani” untuk menunaikan tugasnja ma

sing” , baik sebagai alat negara, maupun dan djuga

sebagai alat revolusi .

Pangkal berpikir dan titiktolak bersama antara

Pemerintah dan DPRGR menjusun RUU ini , seba

gai dinjatakan dalam konsiderans menimbang, ada

lah : UUD, chususnja pasal 24, Pantjasila sebagai

dasar negara jang mempersatukan segenap tenaga

revolusioner, revolusi Indonesia jang telah mentjipta

kan negara kesatuan RI jang sekaligus mendjadi

alat revolusi jang terpokok dan Manipol sebagai Ha

luan Negara bersama segala pedoman pelaksanaan

nja. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hu

kum jang disusun dalam RUU ini adalah djuga se

bagai salah satu bentuk menifestasi dari revolusi In

donesia sendiri, karena itu, sebagai djuga negara kita

adalah alat revolusi, maka hukum jang kita susun

bersama ini adalah alat negara dan karena itu djuga

alat revolusi .

Revolusi Indonesia jang oleh PJM Presiden ber

ulangkali dinamakan suatu revolusi multicomplex,

adalah revolusinja Indonesia, revolusinja Rakjat In

donesia. Ia tidak akan dapat difahami setjara me

njeluruh dan tepat, tanpa mengetahui sjarat atau

kondisi objektif dari masjarakat Indonesia sendiri.

Tegasnja, revolusi Indonesia harus dipeladjari setja

ra chusus untuk dapat memahaminja setjara tepat

dan menjeluruh , mulai dari sebab dan akibat pertum

buhannja, tenaga penggeraknja, pelopor dan tenaga

pokoknja, musuh dan kawanʼnja , perkembangan di

alektisnja, sampai kepada tudjuan atau perspektifnja .

Revolusi Indonesia itulah jang telah mentjiptakan

tiga kerangka revolusi, satu diantaranja ialah Negara

Kesatuan RI jang sekaligus mendjadi alat terpokok

daripada revolusi Indonesia selandjutnja untuk me

wudjudkan Amanat Penderitaan Rakjat . Untuk me

mahami hukum Indonesia , dalam hal ini untuk me

mahami norma' hukum jang kita susun bersama da

lam RUU Pokok Kekuasaan Kehakiman ini , per

tama2 dan terutama orang harus bertitiktolak dari

revolusi Indonesia dan Negara Republik Indonesia

serta masjarakat Indonesia jang sedang terus berdju.

ang untuk menjelesaikan revolusinja itu .

Djika tidak begitu, djika seseorang ahli hukum

atau sardjana hukum umpamanja mentjoba mema

hami RUU kita ini dengan berpangkal kepada dasar

pikiran daripada teori jang diadjarkan selama ini ,

bahkan sampai sekarang masih, jaitu teori? hukum

oldefo warisan kolonial , bersama segala praktek hu

kumnja, maka ia tidak pernah akan dapat mema

haminja setjara tepat. Bahkan mungkin sekali meng

gelengkan kepala, entah karena heran , entah karena

tidak mengerti, ataupun karena mendjadi bingung . Se

bab, ambillah umpamanja tjontoh tentang adjaran

triaspolitika. Maka dalamRUU ini tidak akan didapati

bau´nja sekalipun. Padahal buat kita bukan soal ba

ru, sebab sedjak lahirnja Manipol , triaspolitika su

dah ambles kedalam Laut Indonesia . Lain tjontoh

Jagi , ambillah umpamanja dalil salah seorang sar

djana hukum dari Barat jang mengatakan bahwa ,hu

kum bertudjuan mendjaga kepentingan tiap manu.

sia supaja kepentingan? itu tidak terganggu -gugat”.

Dalil ini terang hanja sesuai untuk masjarakat ko

lonial, untuk masjarakat oldefo, sebab adjaran ini

dengan penuh kesedaran menutupi kenjataan kong

krit dalam masjarakat, se -olah kepentingan semua

manusia atau kepentingan setiap golongan manusia

itu sama sadja, padahal kepentingan kaum penghisap

bertentangan dengan kepentingan kaum jang dihisap,

kepentingan pendjadjah bertentangan sebagai bumi de

ngan langit dengan kepentingan jang terdjadjah. Te

gasnja , dalil sardjana oldefo itu dengan sedar mem
bela dan membenarkan exploitation de l'homme par

l'homme dan exploitation de nation par nation. Pada

hal dalam RUU ini djelas menarik garis pemisah .

bahwa kepentingan revolusi bertentangan dengan ke
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pentingan kontra revolusi , kepentingan Rakjat berter

tangan dengan kepentingan kaum imperialis-neokolo

nialis dan feodalis serta musuh? Rakjat.

Tjontoh lain tentu banjak lagi, semua sardjana

dan achli hukum jang progressif tentu akan dapat

menambah se-banjak’nja tjontoh” jang dimaksud itu.

Ketika membahas RUU ini kami berulangkali

mengharapkan dengan sungguh , baik dari Pemerin

lah, inaupun dari sesama anggota jang terhormat

cari setiap Golongan, supaja dalam pendjelasan

umum atau didalam pendjelasan pasal 3 hendaknja

dimuat tentang adanja dua tahap revolusi Indonesia

jang telah disanggupi oleh Pemerintah untuk ditjan

tumkan. Benar djuga bahwa kalau kita telah men

ljakup dalam konsiderans atau pendjelasan umum

tentang Haluan Negara , jaitu Manipol dan pedoman ?

pelaksanaannja , dengan sendirinja akan terdapat an

laranja tentang dua tahap revolusi itu . Tetapi kami

menekankan hal ini harus adanja dalam pendjelasan

sebgaimana telah disetudjui dan disanggupkan, ada

lah karena setiap tahap revolusi itu mempunjai ben

tuk tudjuannja masing?, sekalipun tidak ada tembok

besar jang memisałkannja. Kita telah sama mak

lum , bahwa tahap pertama revolusi kita jaitu jang

harus kita selesaikan sekarang, adalah tahap nasional

demokratis, tahap untuk mendjelmakan Indonesia

jang bersih dari sisa imperialisme dan feodalisme.

Tahap berikutnja, jaitu tahap kedua adalah tahap In

donesia jang bersih dari semua bentuk exploitation

de l'homme par l'home, masjarakat adil-makmur,

dimana tidak ada lagi penghisapan manusia oleh ma

nusia. Tahap pertama mutlak harus selesai dulu baru

mungkin mentjapai tahap kedua , sedang setiap tahap

itu tentunja melahirkan dan menghendaki adanja

norma’ hukumnja puha jang sesuai. Karena itu, su

paja djangan ada ilusi se-olah? para hakim kita su

dah harus melaksanakan hukum jang sebenarnja

hanja untuk masa tahap kedua , pada hal kita masih

dalam tingkat perdjuangan tahap pertama, maka per

lulah dimasukkan se-kurang'nja dalam pendjelasan

tentang adanja kedua tahap itu.

Dengan uraian pendahuluan itu, kami memasuki

beberapa pasal dari RUU ini , jang mendjadi dasar

bagi kami untuk menilai RUU ini ebagai suatu RUU

jang progresif dan patriotik .

Bab I tentang Ketentuan Umum telah menetapkan

prinsip pokok jang terpokok. Pasal I menentukan

hahwa semua peradilan adalah peradilan Negara .

Djadi tidak ada tempat lagi bagi peradilan Swapra

dja atau peradilan feodal . Djuga tak ada lowongan

lagi bagi peradilan adat kolonial sebagaimana dike

nal dimasa lampau . Peradilan kita adalah peradilan

Negara , sedang Negara kita adalah Negara jang men

djadi alat terpokok dari perdjuangan Rakjat mene

ruskan revolusinja , karena itu tidak ada tempat sama

sekali bagi peradilan jang tidak sesuai dengan ke

pentingan dan tudjuan revolusi kita. Dan peradilan

mendjalankan dan melaksanakan hukum jang ber.

fungsi pengajoman . Ini djelas menundjukkan bahwa

hukum kita itu memihak , jaitu memihak dan menga

jomi kepada apa dan siapa jang harus diajomi .

Djadi peradilan kita tidak buta atau menutup mata ,

tetapi tegas melihat kenjataan kongkrit, bahwa untuk

kepentingan revolusi, Rakjat jang mendjadi tenaga?

penggerak dan pendorong revolusi harus diajomi dan

karena itu sekaligus djuga harus mengganjang dan

menentang siapa sadja jang mendjadi musuhº Rakjat

dan musuh’ Revolusi.

Menurut pasal 2, peradilan dilakukan demi ke

adilan berdasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa ” . Inti

ma teri dari sebutan ini dalah keadilannja peradilan ,

karena inilah sebenarnja jang ditjari dan jang dike

hendaki oleh siapa sadja jang menghadap atau di.

hadapkan kedepan pengadilan . Ke-Tuhanan Jang Ma .
ha Esa dalam rangkaian sebutan itu disesuaikan de

ngan pasal 29 UUD jang menjebutkan sila pertama

dari Pantjasila itu, jaitu ke-Tuhanan Jang Maha Esa

sebagai dasar negara. Bersama dengan itu , pasal

UUD tersebut sekaligus djuga mendjamin kebebasan

beragama bagi setiap warganegara .

Djadi, setiap orang jang menghadap atau dihadap

kan kedepan pengadilan untuk mentjari peradilan,

tidak usah ragu? untuk menggunakan hak banding

dan segala matjam hak lainnja lagi untuk menuntut

perubahan atau pembatalan peradilan jang dirasa

kannja tidak adil dan tidak sesuai dengan rasa ke

adilannja, biarpun telah diputuskan setjara „ demi ke

adilan berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa ” . Sebab

jang memberikan putusan itu tetaplah hakim? jang

mahabiasa, terdiri dari manusia biasa seperti kita
semua ini .

Karena itu , menurut lain pasal lagi , seseorang ha

kim jang menghukum tanpa alasan jang sah, atau

keliru hukum , ia bisa dipidana dan dibebani ganti

kerugian . Dalam pasal 2 ini djuga ditentukan garis,

bahwa peradilan haruslah dilakukan dengan sederha

na, djadinja tidak lagi birokratis berputar-belit; de

ngan murah, djadinja tidak main djual mahal; dan

dengan tjepat , djadinja tidak lagi dan tidak boleh

lagi ber - tele .

Pasal 3 berbunji : ,,Pengadilan mengadili menurut

hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pantjasila

menudju masjarakat Sosialis Indonesia ". Singkat bu

njinja , tetapi mentjakup pengertian jang bisa diurai

kan sepandjang jang dikehendaki setiap orang, sebab

dokumen² negara, terutama Manipol dan pedoman ?

pelaksanaannja, tjukup memberikan bahan untuk

mentafsirkan se-djelas'nja maksud dan tudjuan kali

mat pendek jang terumus dalam pasal ini .

Pengadilan, dikatakan disitu, mengadili menurut hu

kum . Pendjelasan UUD memang mengatakan bahwa

negara kita adalah negara hukum . Tetapi, karena

negara kita adalah negara hasil revolusi dan sekali

gus mendjadi alat terpokok meneruskan revolusi , ma

ka hukum jang dimaksud dalam pasal ini djelas di

sebutkan hukum sebagai alat revolusi . Revolusi tidak

mungkin ada tanpa Rakjat. Tetapi Rakjat jang tidak

terorganisasi , tidak bersatu , tidak dipersendjatai de

ngan teori revolusioner, tidak bisa mengadakan re

volusi. Pantjasila sebagai dasar negara, sekaligus

djuga mendjadi alat pemersatu dari segenap kekuatan

revolusioner daripada Rakjat jang berporoskan Na

sakom. Perspektif revolusi kita sudah djelas, masja

rakat Sosialis . Indonesia . Djadi apa jang dimaksud

dengan keadilan " djika pengadilan mengadili me

nurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pan

tjasila, sudah djelas dapat ditangkap maksudnja, ia

Jah : putusan pengadilan itu adil, manakala ia ber

kehendak menjelamatkan negara sebagai alat terpo

kok untuk meneruskan revolusi ; manakala ia melin

dungi, membela dan mengajomi segenap tenaga ke

kuatan Rakjat penggerak dan pendorong revolusi,

dengan plopornja kaum buruh, dengan tenaga pokok

nja kaum tani; manakala ia memelihara, melindungi,

mengajomi dan memperkuat persatuan seluruh tena

ga revolusioner itu jang berporoskan Nasakom; ma

nakala ia melindungi dan mengajomi dasar negara

Pantjasila sebagai alat pemersatu segenap kekuatan

revolusioner itu ; manakala ia melindungi dan meng

ajomi segala matjam bentuk djaminan bagi menje

lamatkan tudiuan revolusi Indonesia sebagai Amanat

Penderitaan Rakjat. Dan karena tahap revolusi In
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donesia adalah revolusi nasional demokratis, anti im

perialisme , kolonialisme dalam segala bentuk mani

iestasinja dan anti feodalisme, maka setiap perdju

angan , setiap tindakan, setiap perbuatan apa sadja

jang menentang, melawan , dan mengganjang impe

rialisme-kolonialisme-neokolonialisme dan feodalisme,

termasuk djuga mengganjang „ Malaysia " sekarang

ini, adalah benar dan adil , sesuai dengan keadilan

hukum kita sebagai alat revolusi .

Kami rasa, para peserta dan pengikut Seminar

Hukum Nasional jang djuga mengikul-sertakan wa

kili Nasakom sebagai pembahas utama dan pemba

has“ umum , jang diadakan dalam bulan Maret 1963 ,

djuga akan dapat dipuaskan dengan rumusan dan

pendjelasan pasal 3 ini. Diantara resolusi Seminar

tersebut mengenai prasaran „ Revolusi Indonesia dan

Manifestasinja dalam Hukum ” antara lain menerima

pokok pikiran sebagai pegangan bahwa : „dasar po

kok hukum nasional ialah Pantjasila ", bahwa „hu

kum nasional sebagai alat revolusi dengan karti „ tut

wuri handajani" serta sebagai expressi tjita“ politik

Rakjat berfungsi pengajoman dalam arti membina,

mengatur, melindungi tertib masjarakat Sosialis In

donesia dan tertib negara Sosialis Indonesia ", bahwa

„hukum Indonesia dibina sesuai dengan tingkat” re

volusi” . Atau lain resolusinja mengenai prasaran

jang berdjudul „ Dasar-Pokok, Fungsi, Sifat” dan

Bentuk Hukum Nasional”, jang antara lain menga

takan : „ Dasar-pokok hukum nasional 'RI ialah Pan

tjasila jang sesuai dengan tafsiran penggalinja ”. „Hu

kum Nasional berfungsi pengajoman , der an penger

tian, bahwa didalamnja terkandung dinamika dan ak

tiva " .

„Hukum nasionai bersifat : a. gotong -rojong, b . ke

keluargaan, c . toleransi jang berdasarkan peri-kema

nusiaan, d . anti imperialisme, anti kolonialisme dan

anti feodalisme dalam segala bentuk manifestasinja" .

Inti2 pokok daripada resolusi2 Seminar Hukum Na

sional tsb . telah tertjakup dalam rumus pasal 3 dan

pendjelasanʼnja, seperti djuga apa jang kami kemu

kakan diatas itu.

Pasal berikutnja dari Bab I ini adalah djaminan

jang essensiil bagi kepribadian manusia Indonesia .

Dimaksudkan dengan djaminan ini agar masjarakat,

bahkan setiap anggota masjarakat Indonesia ini be

tul” merasakan adanja negara hukum jang dengan

segala alatnja mampu memberikan djaminan hukum

kepada setiap anggota masjarakat, mampu membe

rikan rasa ketentraman kepada Rakjat, bahwa ia

mendapat djaminan hukum untuk tidak diperlakukan

se-wenang?, bahwa setiap anggota masjarakat seha

rusnja bebas dari rasa ketakutan karena dianggap

serba salah dan serba tidak benar.

Pasal 4 antaranja menentukan, bahwa seseorang

hanja boleh dihadapkan kepada pengadilan jang di

tentukan baginja. Bahwa tidak seorangpun dapat di

pidana ketjuali atas dasar pembuktian jang sah me

nurut hukum dan jang betul mejakinkan bahwa se

seorang jang bukan karena gila atau dalam keadaan

jang tidak dapat dipertanggung -djawabkan, telah ber

salah melakukan sesuatu perbuatan jang harus dihu

kum. Unsur kese -werang'an dan kesembronoan de

ngan ini hendak ditekan se-minimal’nja, bahkan dji

ka mungkin hendak ditjegah sama sekali . Dalam per

kara perdata, bukan sadja pengadilan harus menjing

kirkan segala rintangan dan hambatan untuk suatu

peradilan jang tjepat, sederhana dan murah, tetapi

djuga bahkan diwadjibkan memberikan bantuannja

dengan sekuat tenaga. Ketentuan ini antara lain di

maksudkan untuk mendjamin djanganlah seseorang

Rakjat jang mentjari keadilan dalam perkara perdata

itu mendjadi korban tipu muslihat atau pemerasan

karena kelemahan jang ada pada dirinja.

Ketentuan lain lagi dalam pasal ini bermaksud un

tuk mentjegah djanganlah orang main tangkap dulu

perkara belakang, atau main gampang dan main se

rampang untuk menangkap seseorang Rakjat, mena

hannja tjuma karena mau menahan, menggeledah

tjuma karena mau menggeledah dan karena merasa

berkuasa, atau mensita tjuma karena mau mensita

hak Rakjat. Penangkapan , penahanan , penggeledahan

dan pensitaan hanja dapat dilakukan atas suatu pe

rintah tertulis dari kekuasaan jang sah, kekuasaan

jang berwenang dan menurut tjara? jang sah dan

diatur dalam Undang'. Dengan harus adanja perintah

tertulis itu, maka pihak jang bersangkutan atau ke

luarganja, atau penasehat hukumnja dapat mengeta

hui dengan djelas atas dasar apa dan oleh siapa ia

ditangkap atau ditahan, dimana ia ditangkap dan di

mana ia ditahan, djangan tahu? hilang tak menentu

rimbanja sadja. Demikian djuga akan djelas diketa

hui dasar dan maksud penggeledahan dan pensitaan,

sehingga hendaknja tidaklah akan terdjadi lain jang

digeledah dan ditjari , lain jang diketemukan dan di

sita, sedang maksud penggeledahan dan pensitaan se

benarnja tidak diketemukan atau memang tidak ada.

Dalam pada itu, sekalipun seseorang telah ditang

kap, kemudian ditahan karena alasannja jang sah,

setelah itu dituntut dan kemudian dihukum oleh

pengadilan, namun ia tetap harus dianggap tidak ber

salah sebelum putusan hukumannja telah memper

oleh kekuatan hukum setjara jang tidak dapat diubah

lagi. Inilah ketentuan pasal 5. Jang dimaksudkan

adalah untuk mendjamin bahwa kepastian hukum

jang sah sadjalah jang boleh dan dapat mengkwali

fikasikan seseorang itu telah pernah berbuat kesalah

an dalam hal tertentu dan karena itu baru dapat di

anggap bersalah. Ketentuan pasal inipun diharapkan

pula akan berpegang pada prinsip, bahwa Rakjat itu

bukanlah dan tidaklah mestinja dianggap serba -salah .

Dan bagaimana kalau umpamanja terdjadi bahwa

seseorang telah ditangkap, ditahan , dituntut, kemudi

an diadili, tetapi oleh pengadilan dibebaskan kare

na ternjata tidak berdasarkan hukum jang sah , atau

salah sasaran , atau karena kesembronoan jang menje

babkan terdjadinja kesesatan hukum ? Pasal 6 dá

lam hal jang demikian itu menentukan, bahwa orang

jang telah mendjadi korban berhak mendapat ganti

kerugian, berhak direhabilitasi nama baik dan kehor

matannja. Bukan sadja demikian , malahan pedjabat

jang berbuat kesalahan itu dapat dipidana dan di

hukum pula untuk mengganti kerugian.

Demikianlah beberapa pokok djaminan bagi kepri

badian manusia Indonesia jang setjara lebih luas lagi

nanti akan diatur dalam hukum atjara . Djaminanº

jang telah ditetapkan dalam pasal 4, 5 , dan 6 dari

Bab 1 RUU ini dilengkapi lebih djauh dalam Bab

VI tentang Bantuan Hukum. Dalam pasal 26 diten

tukan bahwa seseorang jang berperkara berhak mem

peroleh bantuan hukum. Selandjutnja pasal 27 me

nentukan dengan tegas, bahwa seseorang jang ter

sangkut dalam perkara pidana sudah berhak meng

gunakan penasehathukum atau pembela, sedjak saat

ia ditangkap. Djadi tidak hanja setelah dimuka pe

ngadilan sadja .

Bab ke II dari RUU ini tentang Hakim dan Ke

wadjibannja, adalah menentukan garis pokok dan

batas tertentu dari kekuasaan kehakiman . Kami ha

nja akan megemukakan beberapa sadja antaranja.

Pasal 7 dari Bab ini menentukan bahwa kekuasa

an kehakiman jang bertugas mendjalankan fungsi
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hukum sebagai pengajoman adalah kekuasaan keha

kiman jang berkepribadian Pantjasila. Memang bisa

timbul persoalan tentang definisi daripada kepriba

dian Pantjasila itu . Dalam hal demikian kita telah

dibantu oleh resolusi” dari Seminar Hukum Nasio

nal bulan Maret 1963 jang telah dikemukakan di

atas, jang antara lain mengatakan, bahwa „ Dasar

pokok hukum nasional RI ialah Pantjasila jang se

suai dengan tafsiran penggalinja ”. Siapa penggalinja

Pantjasila telah sama diketahui, tidak lain ialah dan

hanjalah Presiden Pemimpin Besar Revolusi , Bung

Karno. Djadi kalau ada sesuatu keraguan mengenai

tafsiran tentang kepribadian Pantjasila djanganlah di

tafsirkan sendiri , tetapi tjarilah dokumen“ aselinja

jang berasal dari Bung Karno , kalau belum mentju

kupi, Bung Karno sadjalah jang akan melengkapinja,

agar tidaklah terdjadi sesuatu penjelewengan. Kekua

saan kehakiman jang berkepribadian Pantjasila itu

haruslah mendjelmakan fungsi hukum sebagai peng

ajoman. Hukum jang mengajomi, itulah dan bukan

lain jang harus didjelmakan, harus direalisasikan .

Apa jang harus diajomi, tidak perlu me-raba ' dengan

mata tertutup , tjukup djelas dapat dilihat dengan ka

tjamata Manipol dan pedoman pelaksanaannja se

perti telah dikemukakan diatas tadi . Hanja perlu di

tekankan sekali lagi apa dan siapa jang tidak harus

diajomi, jaitu sasaran revolusi , imperialisme, kolo

nialisme, neo-kolonialisme dan sisa ” feodalisme. Me

reka itu bukan harus diajomi oleh hukum kita , te

tapi sebaliknja harus diganjang habis an untuk tidak

bersisa lagi . Bersama dengan itu djuga kaum Mani

polis munafik, kaum kontra revolusioner, kaum ka

pitalis birokrat, koruptor dan manipulator, karena

mereka itu sedar atau tidak sedar, sengadja atau ti

dak sengadja memang mendjadi sekutu dan mendjadi

kakitangan dan tenaga kekuatan musuh? revolusi ,

harus diganjang pula habis’an sampai bersih .

Pengadilan jang bertugas melaksanakan hukum se

bagaimalat revolusi jang berfungsi pengajoman sebagai

jang dikatakan diatas , diwadjibkan mengadili dengan

tiga orang hakim , setelah melalui musjawarah dan

mufakat sesuai dengan kepribadian kita, demikian di

tentukan dalam pasal 8. Hakim demikian biasanja

disebut dengan istilah hakim kolegial . Sebenarnja le

bih tepat djika dinamakan hakim gotong-rojong. Re

volusi kita adalah revolusinja seluruh Rakjat setjara

bergotong-rojong, dan negara sebagai hasil revolusi

itu adalah negara jang berdasarkan Pantjasila jang

menurut penggalinja , djika diperas mendjadi gotong

rojong djuga, djadinja negara gotong-rojong. Tiga

hakim dari pengadilan sebagai alat negara gotong

rojong, jang melaksanakan hukum sebagai alat revo

lusi gotong-rojong, jang harus merealisasikan fungsi

hukum jang harus mengajomi kegotong-rojongan se

luruh kekuatan revolusioner berporoskan Nasakom ,

hakim jang demikian itu adalah hakim gotong-rojong

namanja. Dan djika menurut Tavip, jang paling tepat

kegotong-rojongan para hakim itu adalah kalau ke

tiga orang hakim tsb merupakan tiga unsur dari ke

gotong-rojongan Nasakom.

Sifat terbukanja pemeriksaan pengadilan jang diru

muskan dalam pasal 12 menurut maksudnja adalah

untuk mendjamin adanja social control dari masjara

kat terhadap djalannja pengadilan, terhadap hakim ,

terhadap djaksa dan terhadap semua jang bersangkut

an dengan pengadilan itu . Ketentuan ini djadinja bu

kan hanja formalitet sebagaimana prakteknja dimasa

lampau. Karena itu, penjimpangan dari sifat terbuka

ini hanja mungkin djika ada ketentuan Undang" atau

menurut pendapat pengadilan jang lebih dulu harus

disetudjui oleh pengadilan tingkat atasannja. Djadi

tidak mudah untuk menjatakan sesuatu sidang penga

dilan tertutup, atau tidak boleh dikundjungi orang

banjak.

Prinsip jang lain dari lain, terutama lain daripada

praktek dan peladjaran jang dianut dalam dunia pe

ngadilan ditanah air kita selama ini dalam hubungan

nja dengan penuntut umum atau djaksa, ialah prinsip

jang menurut RUU ini bahwa seorang djaksa itu

tidak diperkenankan lagi naik banding sebagai jang

masih berlaku sampai hari ini atas sesuatu keputusan

hakim gotong-rojong dari pengadilan kita . Ini sebagai

prinsip pokok. Pengetjualian untuk djaksa naik ban

ding memang diadakan , tetapi hanja untuk menegak

kan hukum sebagai alat revolusi dan jang berfungsi

pengajoman sebagaimana serbasedikit telah saja

uraikan diatas. Djika hakim, sekalipun sudah setjara

gotong-rojong memberikan putusan, tetapi karena

mereka toch manusia biasa djuga, mungkin putusan

itu masih kurang tepat dan kurang sesuai, musuh

revolusi jang kami sebutkan diatas tadi kurang atau

belum tjukup dihadjar dan diganjang setjara jang

setimpal dengan dosanja, atau karena hakim dalam

putusannja itu salah atau keliru sasaran dalam peng

ganjangannja, atau djuga karena rasa keadilan ma

sjarakat sebagai sumber hukum itu sendiri belum ter

penuhi sehingga tak merasakan adanja pengajoman ,

maka dalam hal begitu djaksa diperkenankan naik .

banding. Achli? hukum dari tipe lama jang tidak

mampu lagi menjesuaikan dirinja dengan alam revo

lusi dan alam Manipol akan memandang aneh hal

ini . Tetapi sebenarnja prinsip itu tidak aneh, jang

aneh ialah mereka jang menganggapnja aneh, kare

na prinsip tsb adalah progresif, karena itu djika di

anggap aneh, tentunja jang menganggap aneh itu

orang kolot.

Pasal 15 djuga mengadakan suatu ketentuan jang

njebal setjara lain dari jang lain . Sesuai dengan din

alektika dan dinamikanja revolusi , maka apa jang

dinamakan adil dan benar tetap mengandung sifat

relatif. Jang dianggap adil dan benar pada sesuatu

waktu dalam keadaan dan sarat tertentu, bisa men

djadi hal jang tidak adil dan tidak benar dalam ke

adaan lain dengan sarat ? lain dan fakta” lain. Karena

itu, biarpun sesuatu putusan pengadilan telah mem

peroleh kekuatan hukum jang tetap, dalam RUU ini

masih dimungkinkan untuk dikoreksi, ditindjau kem

bali djika terdapat sjarat dan keadaan serta fakta ?

jang mengharuskan hal itu seperti jang antaranja

akan diatur dalam Undang”.

Tjampur-tangan dan turun-tangan dalam soai’ pe

ngadilan oleh Presiden, demi kepentingan revolusi ,

kehormatan negara dan bangsa ataupun demi kepen

tingan masjarakat jang mendesak, diberikan kemung

kinannja oleh ketentuan dalam pasal 19 RUU ini.

Tjampur-tangan dan turun-tangan ini mengandung

maksud jang luas , bisa menghentikan pemeriksaan

pengadilan jang sedang berdjalan dalam pemeriksa

an sesuatu perkara , bisa djuga menahan pengadilan

untuk tidak memeriksa seseorang tertuduh . Hak ini

adalah luar biasa dan mendjadi tjiri chas bagi hu

bungan antara pengadilan dengan Presiden jang di

atur dan ditetapkan setjara hukum . Komisi B DPRGR

dan Pemerintah dalam hal pemberian hak luar biasa

ini telah sefakat, bahwa hak untuk tampur-tangan

dan turun-tangan dalam soal pengadilan itu hanja

diberikan kepada Presiden jang telah diakui dan di

tetapkan sebagai Pemimpin Besar Revolusi . Tegasnja

Bung Karno, Presiden /Pemimpin Besar Revolusi jang

telah ditetapkan mendjadi Presiden seumur hidup
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untuk kepentingan revolusi , Djadi hak luar biasa itu

tidak diberikan kepada lain orang, tidak kepada Wa

kil Presiden, tidak kepada Pedjabat Presiden, bahkan

djuga tidak kepada Presiden jang tidak berfungsi se

bagai Pemimpin Besar Revolusi.

Satu hal lagi jang tidak boleh tidak harus kami

kemukakan mengenai RUU ini ialah ketentuan jang

terkandung dalam pasal 20. Dalam pasal ini diten

tukan bahwa hakim itu sebagai alat revolusi harus

tidak terpisah dari kantjah revolusi itu sendiri supaja

dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai2 hu

kum jang hidup di-tengah’ Rakjat. Karena itu diha

ruskan bahwa setiap hakim hendaklah mengintegra

sikan diri dalam masjarakat, tidak memisahkan diri

dan tidak soka „ schijnheilig " , jang se -olah berada

diatas dan diluar masjarakat umum .

Dengan sekedar kutipan jang disertai serbasedikit

keterangannja jang diambil dari inti sari djalannja

pembahasan RUU ini, maka kami Golongan Komu

nis dapatlah mengambil kesimpulan bahwa RUU ini,

sesuai dengan sarat dan keadaan serta kemungkinan

jang ada dalam tingkat perdjuangan dan waktu se

karang, dapatlah dikatakan merupakan suatu RUU

jang progresif dan patriotik seperti telah lebih dulu

dikemukakan diatas tadi .

Tinggal lagi harapan kami ialah tentang pelaksana.

annja. Pada achirnja, manusia djugalah jang menen.

tukan, demikian menurut Manipol. Dan ini benar

sekali. Karena itu, djika dalam hal2 lain dikatakan

bahwa seseorang jang benar revolusioner itu harus

satu kata dengan perbuatan , maka dalam hal RUU

ini dapat kita kemukakan harus satunja hukum de

ngan hakim . Ini berarti bahwa hukum jang mengan

dung tjiri’ revolusioner dan Manipolis sebagainiina

RUU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim

an ini menuntut adanja hakim jang revolusioner

Manipolis pula. Pasti akan ambruklah segala harap

an jang baik , jang madju, jang progresif dan patrio

tik jang terkandung dalam RUU ini djika nanti re

laksananja adalah hakim ? jang kolot, reaksioner, ve

kas anggota Partai’ /organisasi terlarang van Ma

nipolis2-munafik . Karena itu harapan kami jang kira

nja tidaklah berlebihan, agar sedjalan dengan kerja

kunja UU Ketentuan? Pokok Kekuasaan Hakim ini

maka penelitian setjara menjeluruh dalam dunia ke

hakiman adalah jang per-tama? dan terutama dilaku

kan, agar dimana perlu segera dapat diadakan ritu

ling, sehingga pelaksana' UU ini dapat dibersihkan

dari anasira jang inungkin akan menjelewengkan dan

menggagalkan segala maksud dan harapan baik jang

diharapkan seluruh Rakjat dengan adanja UU Pokok

Kekuasaan Hakim itu nanti " .
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Kebidjaksanaan Pemerintah Dibidang Perpadjakan

(Oleh : Drs . J. Pery)

sub c.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sedang meru- Politik Anggaran jang dari sedjak semula tidak

muskan satu kebidjaksanaan ekonomi-keuangan jang memperhatikan keseimbangan antara penerimaan dan

baru jang akan didjadikan pedoman dalam tahun pengeluaran keuangan Negara seperti jang dikehen

Anggaran 1965 dalam mengatasi kesulitan ekonomi- daki Dekon pasal 31 dan dalam pelaksanaannja djuga

moneter dewasa ini . Menurut Pemerintah, setjara mo- lidak berusaha dan tidak berhasil mentjapai keseim

neter kesulitan2 itu sudah terlihat pada tidak seim- bangan, akan menimbuikan ketegangan dalam dana

bangnja penerimaan dan pengeluaran keuangan Ne- keuangan , dan perkreditan dan sandangpangan .

gera dibidang Anggaran Negara dan dibidang Neratja Oleh sebab itu, Golongon Komunis akan terus

Perubajaran. mendesak kepada Pemerintah supaja dengan sungguh2

Tidak perlu didjelaskan lagi , bahwa baik Pemerin- dan dengan segala keberanian melaksanakan prinsip

tah maupun masjarakat sama mengetahui dan mera- „mendjadikan Perusahaan ? Negara sumber jang ter

sakan bahwa inflasi jang makin berat dan jang telah penting dalam mengumpulkan modal guna pertum

dikemukakan dalam Stemmotivering Golongan dalam buhan selandjutnja sesuai dengan Dekon pasal 27

DPRGR setahun jang lalu, sekarang telah mendjadi

kenjata:ản . Nilai rupiah terus-menerus merosot, sedang- Dalam usaha memperbesar penerimaan Negara dari
ka harga akan makin sukar distabilisasi . Tingkat sektor fiskal berdasarkan sistim jang lama menurut

inflasi jang mungkin telah mentjapai tingkat lebih Pemerintah setjara teknis adalah memperbesar peneri

dari 100% akan mendorong lebih landjut kenaikan maan Negara dari padjak2 atas laba dan pendapatan

harga barang dan djasa dalamnegeri dan membikin dan padjak atas barang jang dipakai didalamnegeri.

upah riil Rakjat pekerdja mendjadi lebih merosot. Kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Perpadjakan se

Inflasi jang kedjam ini , disatu fihak membikin tjara kongkrit menggunakan pertimbangan bahwa :

kehidupan ekonomi Rakjat pekerdja jang sudah men- 1. dengan politik menurunkan tarif padjak Perseroan

derita makin bertambah berat dan tingkat hidupnja dan tarif padjak Pendapatan, diharapkan golongan

makin bertambah merosot, sedangkan difihak lain masjarakat jang bermodal dan beruang akan

inflasi djustru memperkaja golongan2 tertentu dalam dengan sukarela membajar padjak mereka jang

masjarakat. terhutang pada Negara. Penurunan tarif padjak

Untuk melaksanakan prinsip „ berdiri diatas kaki Perseroan akan menghilangkan sistim pembukuan

sendiri" dan menanggulangi kesulitanº ekonomi ber- gelap dan penurunan tarif padjak Pendapatan

dasarkan production approach" dari segi politik fiskal , akan mengurangi tax -avoiders, sehingga bagian

Pemerintah pada umumnja masih melandjutkan sistim modal dari Perseroan dan Pendapatan akan diin

padjak jang lama, jaitu mendjadikan padjaka sebagai vestasi disektor produksi.

sumber penghasilan Negara jang utama. Djadi usaha 2. dengan politik mengadakan pembatasan minimum

untuk mentjapai keseimbangan antara penerimaan jang tinggi pada Padjak Kekajaan dan Padjak Pen

dan pengeluaran Negara dengan menaikan pengha- dapatan untuk bebas padjak, diharapkan bahwa

silan Negara, setjara kongkrit akan berarti memper golongan? jang bermodal dan jang beruang mau

besar penerimaan Negara dari padjak2 atas laba dan pun jang berpenghasilan rendah akan memperoleh

pendapatan dan padjak atas barang2 konsumsi dalam- kegairahan bekerdja disektor produksi dan djasa.

negeri . 3. dengan menaikkan tarif padjak pendjualan untuk

Usaha untuk meningkatkan penghasilan Negara penjerahan barang dalam negeri jang ditundjuk

melalui padjak langsung dan terutama padjak tidak
oleh Menteri P3 .

langsung adalah usaha , fiskal-moneter jang konvensi- 4. dengan memberi pengampunan padjak terhadap

onil” jang telah berulang-ulang terbukti gagal sama- modal jang belum pernah dikenakan Padjak (Pen

sekali dalam mentjegah kemerosotan ekonomi dan pres 5/1964) melalui pendaftaran pada Direktorat

tingkat hidup Rakjat pekerdja . Padjak sebelum 17 Agustus 1964, diharapkan

Tanpa mempersoalkan, apakah pengertian masjara- bahwa semua funds and forces dari masjarakat

kat pada umumnja dan pengertian „ para tjendekiawan , akan bergerak dalam bidang produksi, sesudah

pada umumnja dan pengertian „ para tjendekiawan , dipungut 10% dari modalnja jang terdaftar untuk

tokoh2 politik dan usahawan pada chususnja ” tjukup
Kas Negara.

luas atau masih sempit mengenai pengertian per- 5. dengan memberikan tax-holiday setjara selektif

padjakan , pengalaman sedjarah Anggaran Negara RI dan fasilitas perpadjakan pada penanaman modal

selama ini membuktikan , bahwa ketjepatan kenaikan baru untuk membangun perusahaan jang baru

pengeluaran keuangan Negara dibidang routine tidak maupun untuk memperluas perusahaan jang sudah

dapat diimbangi oleh ketjepatan kenaikan pemasukan ada, diharapkan peningkatan penghasilan keuangan

keuangan dari sektor fiskal . Negara dari sektor Perpadjakan.

Karena itu , mudah dimengerti bahwa dalam pelak- Politik perpadjakan dan pemberian fasilitas per

sanaannja selalu terdjadi defisit routine jang dibiajai padjakan jang demikian itu menurut Pemerintah pada

dengan pandjar Bank Indonesia. Dalam prakteknja umumnja akan meingkatkan penghasilan Negara

defisit routine ini akan mendjadi lebih besar daripada dari sektor perpadjakan dan pungutan lainnja men

rentjana defisit jang dipertanggungdjawabkan. djadi 600 miljard dalam tahun 1965 .

Kenaikan penerimaan keuangan Negara ' memang Sebelum memasuki materi RUU itu sendiri, kami

tidak mungkin akan seimbang dengan kenaikan penge- ingin mempersoalkan setjara umum sampai dimanakah

luaran keuangan Negara , selama politik penerimaan politik perpadjakan tsb telah difikirkan setjara serius

keuangan Negara masih terus didasarkan pada padjak dan mendalam oleh Pemerintah dan sampai berapa

atas laba dan pendapatan dan padjak/ pungutan atas djauh aparatur Direktorat Padjak mampu bekerdja

barang2 konsumsi dalamnegeri . Djustru politik tsb se- setjara djudjur dan efisien untuk meraelisasi tugas

tjara tidak langsung dikritik dalam Dekon pasal 27. jang demikian beratnja, jaitu untuk menaikkan peng
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hasilan padjak atas laba dan pendapatan sebesar 70

miljard seperti jang direntjanakan untuk tahun 1964,

mendjadi 360 miljard , untuk tahun 1965 .

Dalam situasi ekonomi jang makin memburuk dan

dalam keadaan nilai uang rupiah jang terus merosot

seperti sekarang ini, problim . meningkatkan peng

hasilan keuangan Negara bukanlah semata -mata soal

turun atau naiknja padjak, tetapi terutama adalah

soal peningkatan kegiatan ekonomi langsung dibidang

produksi, transport dan perdagangan itu sendiri.

Pertimbangan Pemerintah jang diuraikan dalam

berbagai kesempatan, menimbulkan kesan seolah - olah

kematjetan dibidang produksi, dibidang distribusi dan

transport baik jang dikuasai oleh Negara maupun

oleh Swasta disebabkan oleh tarif jang tinggi pada

Padjak Perseroan, Padjak Pendapatan dan Padjak Di

viden disatu fihak, tetapi dilain fihak djustru menaik

kan tarif Padjak Pendjualan jang pada pokoknja me

nekan penghasilan kaum tani dan buruh dibidang pro

duksi dan djasa.

Kematjetan dibidang produksi, distribusi dan trans

port, menurut pendapat Golongan Komunis adalah

terutama disebabkan oleh faktor2 ekonomi umum,

misalnja :

belum berhasilnja Pemerintah dalam hal ini De

partemen Perdagangan menguasai peredaran ba

rang dalamnegeri melalui satu aparatur distribusi

jang telah dibersihkan dari kaum koruptor, kaum

manipulator dan kaum kapitalis birokrat. Apa

ratur distribusi dan perdagangan dalamnegeri jang

disusun setjara efisien dan ekonomis akan memain

kan peranan penting dalam menjalurkan dan me

njediakan bahan2 baku/penolong dan barang

barang modal untuk keperluan produksi industri

dan produksi pertanian dan dalam menjalurkan

barang konsumsi jang dibutuhkan oleh Rakjat

pekerdja baik didesa maupun dikota ;

belum ada tindakan jang efektif dalam mengu

rangi uang dalam sirkulasi;

belum ada perombakan jang fundamentil dalam

susunan ekonomi jang agraris dan terbelakang

sebagai warisan dari hubungan produksi kolonial

dan feodal dibidang pertanian dan menjusun eko

nomi jang mentjerminkan hubungan produksi jang

nasional dan demokratis, bebas dari sisa' imperi

alisme dan feodalisme, dimana paling sedikitnja

sudah dilaksanakan UU Perdjandjian Bagi Hasil

dan UU Pokok Agraria dengan sungguh2 dan kon

sekwen untuk membuka kemungkinan menaikkan

taraf hidup Rakjat dan meningkatkan dajabeli

kaum tani ;

belum ada pengawasan jang efektif terhadap aparat

produksi, aparat distribusi (perdagangan ) dan

aparat keuangan serta belum dilenjapkannja semua

unsur spekulasi dan manipulasi dalam aparat pro

duksi dan aparat keuangan;

belum adanja stabilisasi harga barangdagangan.

serta djalannja eksploitasi perusahaan Negara mau.

pun Swasta disektor produksi dan transport dan jang

memerosotkan upah riil Rakjat pekerdja akan sukar

ditjapai dan tidak akan berhasil , djika setjara funda

mentil semua unsur spekulasi dan manipulasi dalam

aparat produksi, aparat distribusi dan aparat kenang

an , tidak dilenjapkan .

Sampai dimanakah politik penurunan tarif Padjak

Perseroan dan politik pembatasan minimum jang

tinggi pada Padjak Kekajaan dan Padjak Pendapatan

bisa berhasil memungut 360 miljard untuk pembiajaan

Anggaran Routine tahun 1965..

Diseluruh Indonesia, wadjib padjak jang dikenakan

Padjak Perseroan tertjatat kurang lebih 7.000. Dari

7.000 badan jang memberitahukan labanja pada tahun

1963 untuk dikenakan penetapan Padjak Perseroan

adalah 3.880 dengan djumlah laba 64 miljard , sehingga

padjak Perseroannja adalah kira2 32 miljard, tidak ter

masuk perusahaan Minjak Asing jang meiliki tjara?

tersendiri dalam pembukuan .

Andaikata djumlah wadjib padjak Perseroan, djum

lahnja tetap sama dalam tahun 1965 atau bertambah

sedikit dengan memperhitungkan situasi inflasi akan

berlangsung terus , maka untuk mempertahankan djum

lah 32 miljard sadja untuk tahun 1965 dalam rangka

penurunan tarif rata2 50% daripada tarif jang lama,

sudah mengharuskan wadjibpadjak Perseroan menda

patkan keuntungan 200% daripada tahun 1964. Atau

djumlah wadjibpadjak Perseroan harus mendjadi 2

kali lipat dalam tahun 1965, sesuatu jang tidak mung

kin dalam keadaan situasi ekonomi jang terus me

nerus memburuk. Kemungkinan djustru kebalikannja,

banjak perusahaan akan gulung tikar, terutama per

usahaan Nasional Swasta ketjil dan sedang.

Djika diperhitungkan, bahwa wadjibpadjak Persero

an dalam tahun 1965 bisa menjumbang 5 kali 32

miljard 160 miljard bagi Negara, maka ini berarti

kapasitas produksinja harus mendjadi 10 kali lipat

atau keuntungan perusahaan itu harus mendjadi

1.000% , sesuatu jang tidak mungkin melihat fakta

menipisnja devisa untuk impor umum dan katjaunja

penjaluran bahan? baku, penolong dan barang modal

jang dibutuhkan dalam sektor produksi industri jang

sekarang bekerdja berdasarkan kapasitas 20 a 30%

sadja.

Djuga anggapan Pemerintah bahwa penurunan

tarif pada umumnja akan mengurangi djumlah wadjib

padjak jang tetap mengalahkan pembajaran padjak

dan akan menghilangkan sistim pembukuan jang gelap,

masih sangat disangsikan. Orang bisa sadja bertanja :

Siapa jang tidak setudju tarif padjak turun. Sudah

tentu wadjibpadjak jang memiliki tatabuku jang rapi,

mudah dikontrol lengkap dan benar, akan menjambut

baik politik penurunan tarif dari Pemerintah. Tetapi

sebaliknja, wadjibpadjak jang memiliki tatabuku jang

rapi, lengkap dan telah diperiksa oleh seorang ac

countant, tetapi tidak benar, penurunan tarif hanja

akan mempunjai effek mengurangi pendapatan

Negara. Djuga wadjib padjak jang mendjalankan per

dagangan gelap jang tetap mengelakkan kewadjiban

membajar padjak, politik penurunan tarif akan tidak

mempunjai effek apa2. Demikian pula penjusutan

jang didjalankan diluar ketentuan Undang .

Faktor lain jang sangat menentukan untuk ter

tjapainja usaha meningkatkan penghasilan Negara .

dari Padjak langsung, adalah sampai dimana Pemerin

tah berhasil membangun satu aparatur perpadjakan

jang efisien dan djudjur. Kebiasaan membajar dibawah

madja atas dasar kompromi antara wdjibpadjak dan

penarik padjak, telah tjukup diketahui oleh masjarakat.

.

Semuanja ini , disamping adanja faktor salahurus

(mismanagement) dan salah duduk, mengakibatkan

situasi inflasi terbuka, membikin tidak stabilnja kea

daan ekonomi-moneter dan memungkinkan kaum

spekulator mengatjau pasar dalamnegeri dalam ben

tuk menimbun barangdagangan, memanipulasi dan

menggontjangkan harga pasaran untuk mengedjar

keuntungan diluar batas sehingga kebutuhan akan

meningkatkan produksi dan konsumsi, tidak terpenuhi

Mengembangkan volume produksi dan menaikkan

taraf konsumsi Rakjat pekerdja dalam situasi inflasi

jang memerosotkan dan menjulitkan kalkulasi biaja
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Dari 7.000 wadjibpadjak Perseroan menurut kete- jard dari pendapatan nasional. (Kertas Kurdja Drs.

rangan Pemerintah jang dikenakan Padjak Perseroan Soedarmin)

atas pemberitahuan sendiri adalah 3.880, sedangkan Menaikkan tarif padjak pendjualan 2 kali tarif jang

3.000 lainnja belum atau hanja diketahui menurut lama serta meluaskan objek pengenaannja dengan

perbandingan. Melihat penerimaan padjak setiap tahun

adalah lebih besar daripada tahun jang lalu , jang
surat Keputusan Menteri P3 tanpa persetudjuan

DPRGR, adalah bertentangan dengan ketentuan , djiwa

berarti djatah selalu dilampaui oleh realisasi, mem

bikin usaha Inspeksi Keuangan untuk meneliti sampai

dan semangat pasal 23 Undang Dasar. Hal ini patut

disesalkan, karena tindakan tsb jang didasarkan pada

dimana angka jang ditetapkan antara wadjibpadjak

dan penarikpadjak adalah lajak untuk dibajar atau

Perpu no. 20 dan 24 tahun 1959 tidak hanja berarti

lajak untuk tidak dibajar, mendjadi sukar untuk di

mengurangi nilai permintaan Presiden untuk kerdja

djalankan. Malahan kadang2 Inspeksi merasa ikut
sama dan saling bantu antara kekuasaan legislatif dan

kekuasaan ekskutif, tetapi djuga mengurangi hakekat
bangga karena achirnja djatah telah dilampaui oleh

realisasi . Sekedar sebagai tjontoh dapat dikemukakan
dan nilai dari pada dasar musawarah dan mufaka

antara kedua lembaga tsb .

bahwa dari 7.000 badan jang memberitahukan laba
Dalam hubungan ini perlu dikemukakan Keteranga

nja kepada Direktorat Padjak pada tahun 1963 untuk Pemerintah tgl . 27 April 1964 kepada DPRGR ja:

dikenakan penetapan Padjak Perseroan terdapat di- ingin melaksanakan approach baru dalam melaksana

antaranja 1.201 wadjibpadjak dari sektor industri de- kan kebidjaksanaan ekonomi. Dengan approach baru

ngan padjak sebesar 11.1 miljard. Sedangkan dari sek dimaksudkan oleh Pemerintah, jalah untuk bersama

tor Perdagangan terdapat 2.009 wadjibpadjak dengan sama dengan DPRGR menelaah segala sesuatu jang

Padjak Perseroan sebesar 8.9 miljard. ada hubungannja dengan pelaksanaan sesuatu ke

Djika diperhitungkan setjara kasar dengan mengi bidjaksanaan ekonomi . Utjapan djandji ini baru dila

ngat bahwa djumlah wadjibpadjak dari sektor Per
kukan 6 bulan jl dan pada bulan Agustus tgl. 25

dagangan adalah hampir 2 kali lipat dari djumlah beberapa bulan berselang, Pemerintah melalui Men

wadjibpadjak dari sektor industri dan dengan perhi- teri P3 telah menaikkan tarif Padjak Pendjualan

tungan bahwa laba spekulatif disektor perdagangan semata-mata berdasarkan Perpu, tanpa musawarah

adalah lebih besar dari sektor industri, maka sekurang
dengan DPRGR.

kurangnja padjak Perseroan dari sektor Perdagangan Perpu jang termuat dalam LN 113/1959 telah

adalah 2 X 11.1 miljard 22 miljard. Ternjata mentjabut pasal 31 ajat? 1 , 2 dan 3 , pada prinsipnja

jang niasuk Kas Negara adalam 8.9 miljard . Demikian mentjabut sifat eenmalig daripada Padjak Pendjualan ,

orang bisa bertanja, dimana 13 miljard jang lain itu . Pentjabutan tsb membuka kemungkinan bagi pungutan

Andaikata perhitungan bisa diteliti dengan menggu- jang bersifat akumulasi dalam satu rangkaian proses

nakan perbandingan omzet dan djumlah kredit jang
produksi.

digunakan dari Bank, maka angka perhitungan itu Pengertian dan tafsiran fiscaal-technisch tentang

akan lebih mendekati kebenaran. Andaikata, sekali istilah pemakaian dalamnegeri" sebagai landasan

lagi andaikata, angka 13 miljard itu benar,apakah untuk dikenakan Padjak Pendjualan misalnja untuk

kelalaian itu termasuk kategori jang dimaafkan atau- karet Rakjat adalah pendjualan latex kepada pembi

kah kategori jang harus diusut dan dituntut ? kin slab, pendjualan slab kepada pengusaha rumah

Untuk mempertahankan prosentase pemungutan panas/rumah asap, sehingga dapat diartikan pemakai

jang sama sadja dalam tahun 1965, mau tidak mau an dalamnegeri daripada latex, slab , blanket basah

Direktorat Padjak harus mendjalankan usaha inten . dan blanket kering/smoked . Pada tiap fase ini di

sifikasi dalam pemungutan. Dan untuk keperluan kenakan Padjak Pendjualan jang akan memberatkan

meningkatkan penghasilan dengan 5 kali lipat diban- petani dan buruh penjadap karet. Padjak Pendjualan

dingkan dengan tahun 1964, ternjata tidak hanja me- pada tiap fase ini akan merupakan beban tetap jang

merlukan peningkatan kapasitas kerdja pada Direk dipikulkan pada pekenaan harga latex, slab dan blan

torat Padjak jang djudjur dan efisien dalam tjara ker ket. Akibatnja akan menghambat produksi dan eksport

djanja , tetapi terutama pada pengembangan volume karet.

produksi dalam tahun 1965. Djika dibandingkan dengan orderneming jang

Untuk merealisasi kenaikan penghasilan mendjadi
mempunjai kebon sendiri, pembuatan sheet tersendiri

360 miljard , jang didjatahkan kepada Direktorat Pa
dan jang diekspor sendiri, maka akibatnja onder

djak jang sedang dibangun untuk mendjadi aparat neming ini tidak akan kena padjak pendjualan sama

jang efisien dan djudjur, adalah tidak mudah . Andai
sekali , ketjuali onderneming mendjual hasilnja setjara

kata toch terdapat kenaikan berupa padjak atas laba lokal , maka smoked sheetnja dikenakan padjak Pen

dan pendapatan, tetapi belum mentjukupi, maka djualan. Djuga remilling jang mempunjai kebun sen

satu’nja djalan /harapan bagi Direktorat Padjak jalah diri , maka terhadap blanket jang dihasilkan tidak

menaikkan tarif Padjak Pendjualan. Setjara ekonomis akan kena Padjak Pendjualan djika blanketnja dieks

Padjak Pendjualan tergolong pada padjak tidak lang- por, ketjuali blanket jang dihasilkan oleh remilling

sung, tetapi setjara langsung dan ekonomis dia meng- daripada hasil karet Rakjat.

gerowoti penghasilan riil kaum buruh dan tani jang Prosedure pengembalian Padjak Pendjualan bagi si

merupakan golongan jang berpenghasilan rendah eksportir pada hakekatnja tidak mempunjai arti fiskal

dalam masjarakat. apa2, sebab padjaknja dikembalikan sekalipun belum

Padjak Pendjualan adalah djenis padjak jang me- djelas bagaimana prosedure itu akan dilaksanakan .

rata sasarannja dan tidak adil sifatnjadan jang dikena- Jang pasti si eksportir tidak dirugikan , hanja proses

kan atas peredaran barang jang dibebankan pada pem- pengembalian Padjak Pendjualan untuk si eksportir

bentukan harga barang2 jang harus dibajaroleh para akan memakan waktu, ongkos dan kertas jang tak

konsumen jang 90% terdiri dari Rakjat pekerdja dan ada gunanja sama sekali. Demikian sudah tjukup

jang daja belinja sedang merosot. Sebaliknja bagi djelas betapa tidak adilnja Padjak Pendjualan jang

beberapa ratus ribu pengusaha jang bermodal dan tarifnja telah dinaikkan setjara akumulatif oleh Pe

beruang, pungutan itu tidak membawa akibat jang merintah melalui penghapusan pasal 31 Padjak Pen

berat djika dibandingkan dengan bagian jang diper- djualan, bagi petani produsen dan buruh penjadap

oleh mereka sebagai penghasilan , sebesar 3.211 mil- Karet Rakjat.
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ngutan
. a. 60 % operational income

Karena itu sekali lagi Golongan Komunis mengu- 90 djutä US $

sulkan agar Padjak Pendjualan dan politik meluaskan b. Padjak Perseroan 44% operational income

objek nja dibitjarakan dengan DPRGR dengan tu 44/60 X90 djuta US $ = 66 djuta = 66

djuan untuk meringankan beban Rakjat pekerdja X 520 djuta 34.320 djuta

didesa maupun dikota jang dajabelinja telah digerowoti Dengan demikian angka ini sudah memberikan

oleh inflasi dan sekaligus mengatur supaja sasaran gambaran, bahwa perhitungan Padjak Perseroan

Padjak Pendjualan itu diarahkan kepada mereka jang

bermodal dan beruang .

bagi Perusahaan Minjak Asing telah diatur tersendiri ,

Dalam memasuki materi RUU jang sedang dihadapi

sehingga perobahan tarif 521/2 % tidak akan mungkin

oleh DPRGR perlu dibatasi pada beberapa persoalan

mendjadi persoalan Kabinet. Jang diusulkan jalah

Asing lainnja jang

jang penting sadja dengan tidak mengurangi peng mendapat keuntungan diatas miljard, misalnja di

hargaan terhadap Pemerintah jang telah menerima

usul tentang pembentukan Dewan Pertimhangan pada

bidang perkebunan dsb . dikenakan tarif 55 % . Bisa

dibajangkan kerugian fiskal sebesar 9 djuta bagi Ne

tingkat II. gara setiap tahun karena Perusahaan Modal Asing

Mengenai Padjak Perseroan, Golongan Komunis jbs hanja dikenakan tarif 5242 % .

telah memperdjuangkan prinsip supaja tarif pasal 10 Mengenai tambahan ajat 7 pada pasal 4, jang

ajat 1 dikenakan hanja pada perusahaan jang bersifat memberikan kekuasaan pada Menteri P3 untuk mem

produksi dan transport, sedangkan bagi Perusahaan buat peraturan tentang perhitungan laba-kenapadjak

jang semata -mata bersifat dagang dikenakan tarif pada tjabanga perusahaan tertentu, sekian perseratus

tambahan 10% atas dasar prosentase pungutan pasal daripada peredaran brutonja , Golongan Komunis

10 ajat 1 . menginginkan supaja ditetapkan norma jang akan

Usul tsb kurang mendapatkan pertimbangan dari dipakai oleh Pemerintah untuk mentjegah timbulnja

fihak Pemerintah , dengan alasan , bila terdapat Per- kerugian fiskal bagi Pemerintah, sehingga setjara

usahaan jang sekaligus mendjalankan usaha produksi zakelijk dapat ditetapkan prosentase untuk mentjegah

dan perdagangan , maka akan sulit mentjari dasar bagi penjelewengan jang kemungkinannja dapat dilakukan

penetapannja. Hal ini sebenarnja dapat diperiksa ke. oleh fihak wadjibpadjak dan penarik padjak, sukar di

adaan kongkrit masing² perusahaan untuk menentu. terima oleh Pemerintah dan Golongan lain . Diakui

kan usaha manakah jang bersifat pokok dan usaha oleh Pemerintah sendiri bahwa dalam prakteknja jang

mana jang bersifat tambahan. Saja kira tjukup banjak menentukan adalah omzetnja.

objek jang merupakan usaha jang sematamata bersifat Kalau diketahui omzetnja, maka berdasarkan

dagang untuk dikenakan tarif tambahan dalam rangka pengalaman, ditetapkan satu keuntungan kotor se

menaikkan penghasilan keuangan Negara . djumlah 20% untuk selandjutnja memperhitungkan

Usul lain dalam rangka pembahasan RUU Padjak keuntungan bersihnja. Pendekatan ini djustru ditolak

Perseroan ini adalah usul : tidak mendjadikan PN oleh Golongon lain dengan memberikan kekuasaan

objek Padjak Perseroan, tetapi diatur tersendiri dan sepenuhnja kepada Menteri P3 untuk menaksir berapa

dengan sungguh² mendjadikan PN? sumber jang ter- besar keuntungan jang sebenarnja . Andaikata bisa

penting dalam mengumpulkan modal guna pertum- disetudjui untuk memuat perhitungan tehnisnja dalam

buhan ekonomi selandjutnja sesuai dengan ketentuan pendjelasan, Golongan Komunis sudah bisa merasakan

Dekon pasal 27 sub c. Dalam hubungan ini Pemerin- bahwa usulnja dapat dipertimbangkan. Ternjata ha

tah hanja mendjelaskan, bahwa Bidang Keuangan rapan inipun tidak mendapatkan tempat jang sewa

sedang merumuskan 4 rentjana Peraturan Pemerintah djarnja dalam musjawarah.

jang akan mengatur soal : Kedudukan Direktur Ke- Persoalan jang terachir adalah mengenai pasal 2

uangan PN; penjusunan dan pelaksanaan Anggaran RUU pemberian Pembebasan Padjak Perseroan /Pa

Keuangan; Rantjangan tanggungdjawab Administrasi djak Pendapatan jang menjangkut Production Sharing.

PN ; Pengurusan Ekonomi-Keuangan PN. Masalah jang sebenarnja, sudah diatur dalam Perpres

Masalah PN adalah masalah prinsip untuk mem- 20, sehingga pasal RUU ini hanja merupakan legali

perkuat pimpinan ekonomi sektor Negara dan sekali- sasi daripada suatu peraturan jang seharusnja meru

gus menjangkut prinsip memperkuat sistim Ekonomi pakanpelaksanaan daripadasuatu Undang' Masalah

terpimpin. Oleh sebab itu, tidak tjukup kalau ke-4 jang dihadapkan kepada DPRGR malah kebalikannja,

masalah itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. jaitu undang ' merupakan satu ketentuan pelaksanaan

Seharusnja Perpu 19 dan Peraturan Pemerintah jbs. bagi suatu Perpres. Dalam hal ini djustru sangat di

dimusjawarahkan bersama dengan DPRGR. rasa an dan dibutuhkan satu tatakerd dan tjara

Mengenai tarif Padjak Perseroan, usul agar supaja kerdja, jang setjara wadjar mentjerminkan azas

bagi Perusahaan jang mendapatkan keuntungan 1 esensiil jaitu melaksanakan musawarah untuk men

miljard keatas dikenakan tarif 55% , tidak diterima tjapai kata sepakat. Fungsi musjawarah jang seharus

oleh Pemerintah. Politik mengadakan tarif tersendiri nja dilakukan dengan baik , djustru dibikin tidak

dan jang agak berat bagi Perusahaan Modal Monopoli berdaja dalam bentuk desakan untuk disatu fihak
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dikatakan supaja melakukan musawarah, tetapi difihak

lain materinja telah diatur dalam Perpres, sedangkan

pelaksanaannja diserahkan pula kepada sebuah Panitia

Production Sharing jang entah bagaimana komposisi

nja.

Golongan Komunis bisa menghargai achirnja Men

teri Koordinator Keuangan jang memahami alasan

jang telah diberikan oleh Golongan Komunis dalam

rapat Panitia Musawarah tentang pasal 2 RUU itu

dengan mentjabut bagian jang terpenting dalam pen

djelasan RUU jang berbunji sbb : „ Jang dianggap

sebagai penjelenggara jalah selain pengusaha projek

di Indonesia, djugà fihak pemberi kredit dari Luar

negeri".

Pentjabutan ini berarti kita tetap berpegang teguh

pada prinsip Production Sharing sebagai kredit. Tidak

sebagai penanaman modal dalam bentuk apapun .

Kredit mendapat bunga dan bukan laba. Penanaman

modal memperoleh laba bukan bunga.

,Kekurangan dalam keterangan jang seharusnja dibe

rikan oleh Pemerintah untuk melantjarkan djalannja

musawarah , seharusnja bisa dihindari dari sedjak se

mula untuk tidak merugikan keduabelah fihak jang

berunding dan dengan sendirinja untuk tidak mengu

rangi mutu daripada pemeriksaan persiapan itu sendiri .

Demikian itulah pendapat atau penilaian Golongan

Komunis setjara pokok mengenai soal terpenting dari

kc - 9 RUU perpadjakan ini , dengan disanasisi diser

tai harapan dan pendirian, bagaimana seharusnja dan

sebaiknja jang objektif dapat dan harus dilaksanakan

untuk menanggulangi kesulitan ekonomi pada umumn

nja, chususnja dibidang fiskal moneter.

Golongan Komunis telah berusaha dengan sekua

tenaga, membuat usul dan mengadjukannja kepad

Pemerintah untuk mengatasi kesulitan negara dalan

bidang keuangan dengan tidak menambah beban pad

Rakjat banjak , terutama tenaga produktif jang tida

atau kurang mampu, tetapi dengan memberikan be

ban setjara lajak kepada jang mempu tanpa meng

ganggu kehidupan ekononi mereka . Intisarinja adalal

bahwa penaikan penerimaan negara seharusnja didu

sarkan pada perkembangan kehidupan penerimaas

negara seharusnja didasarkan pada perkembangan

kehidupan ekonomi negeri dalam keseluruhan setjara

nasional .

Djika tergantung sematamata kepada Golongan

Komunis, maka didalam banjak hal ketentuan2 dar

perpadjakan ini sebagaimana jang digambarkan dalam

stemmotivering ini, seharusnja mengalami perobahan

perbaikan atas dasar prinsip jang sudah berulangkal

didjelaskan pada fihak Pemerintah dan lolongan

lain . Akan tetapi karena mengenai berbagai soal itu

fihak Pemerintah dan Golongan lain tidak atau belum

memiliki sarat2 untuk menerimanja sepenuhnja, se

kalipun disanasini setjara pengertian diakui kebenaran

dan maksud baik pendapat/pendirian tsb, maka

achirnja Golongan Komunis dalam keadaan jang de

mikian hanja dapat menjatakan tidak menghalangi

ke-9 RUU ini disahkan mendjadi UU " , dengan keja

kinan bahwa pada satu saat kelak prinsip umum

mengenai politik dan pelaksanaan perpadjakan ini

akan terpaksa mendapat penindjauan pula dan mem

pertirnbangkan kembali hal' jang sudah kami adjukan

itu.

Djakarta, 13 Desember 64.
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Berita Singkat

-

1. Dalam resesnja setelah selesainja masa Sidang

kedua tahun Sidang sekarang ini DPRGR telah

mengkonsinjir Anggota3:

Panitya Musjawarah untuk menjelesaikan

Tatatertib DPRGR jang baru ;

Panitya Anggaran untuk membahas RABPN

1965 ;

Panitya Chusus jang berintikan Komisi B

untuk membahas RUU tentang Pokok Pe

merintah Daerah , RUU tentang Desapradja,

RUU tentang Pengadilan dalam rangka per

adilan umum dan RUU tentang Hukum Atjara

Pidana ;

Panitya Chusus jang berintikan Komisi D dan

C untuk membahas RUU tentang Veteran .

Dalam kegiatanʼnja selama reses ini Panitya ter

sebut ternjata benar2 telah menitik beratkan

tugasnja, dan diharapkan pada permulaan Sidang

ketiga jad, semua jang telah dihasilkan dapat

diadjukan dalam Sidang Paripurna untuk men

dapat pengesahan.

pinan DPRGR. Ketentuan tersebut berlaku sedjak

permulaan Sidang Ketiga jang akan datang.

3. Sebagaimana pernah kita beritakan, bahwa Pe

merintah telah menjampaikan RUU tentang Po

koka Pemerintah Daerah, RUU tentangDesapra

dja dan RUU tentang Perimbangan Keuangan,

jang kesemuanja hasil Panitya Negara Urusan

Otonomi & Desentralisasi, kepada DPRGR. Da

lam perkembangan lebih landjut, RUU tentang

Perimbangan Keuangan ditarik kembali sebelum

memasuki babak2 perundingan DPRGR, sedang

RUU tentang Pokok Pemerintah Daerah dan

RUU Desapradja dalam waktu reses sekarang ini

oleh sebuah Panitya Chusus DPRGR dibahas

bersama-sama Pemerintah dan diusahakan agar

pada permulaan Sidang jad, kedua RUU tersebut

dapat segera madju ke-Sidang Paripurna untuk

memperoleh pengesahan.

Ulasan sekitar kedua RUU tersebut akan kita

sadjikan dalam „PKI dan Perwakilan” nomor

jad.

-

2. Menurut ketentuan Tatatertib DPRGR jang baru

jang telah selesai diatur Panitya Musjawarah jang

menurut Tatatertib jang lama terdiri dari Wakil

Golongan jang diadjukan oleh Golongan masing?

dan ' diangkat oleh Pimpinan DPRGR, diganti

dengan Ketua Komisi, Wakil Golongan (sedapat

mungkin anggota Pimpinan Golongan) dan Pim

4. Dibidang Hukum, Pemerintah djuga sudah me

njerahkan dua buah RUU jang djuga dinanti

nantikan oleh masjarakat, kepada DPRGR. RUUS

itu adalah RUU tentang Peradilan Umum dalam

lingkungan Pengadilan dan RUU tentang Hukum

Atjara Pidana. Kedua RUU tersebut djuga di

harapkan selesai dalam waktu singkat ini.

8:28

P.J.M. Presiden berdjabatan tangan dengan seorang anggota De.

legasi M.R.T. Republik Demokrasi Vietnam dalam suasana ramab

dan akrap dengan diantar oleh Menteri /Wk. Ketua DPRGR /Wk.

Ketua I CC PKI M.H. Lukman .
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Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform
2

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a . bahwa perkara -perkara jang timbul didalam

pelaksanaan peraturan-peraturan landreform

perlu mendapat penjelesaian jang tjepat, agar

tidak menghambat pelaksanaan landreform ;

b. bahwa berhubung dengan sifat-sifat jang chu

sus dari perkara-perkara jang timbul karena

pelaksanaan landreform diperlukan suatu ba

dan pengadilan tersendiri dengan susunan , ke

kuasaan dan atjara jang chusus pula ;

Mengingat :

1. pasal 5 ajat 1 , pasal 20 ajat 1 dan pasal 24

Undang-Undang Dasar ;

2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang

Ketentuan -ketentuan Pokok Kekuasaan Keha

kiman (Lembaran Negara th . 1964 No. 107 ) ;

3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat

Sementara No. I /MPRS/ 1960 dan No. II /

MPRS/ 1960 ;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang

Peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lem

baran Negara tahun 1960 No. 104) ;

5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 jo

Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat

Gotong Rojong ;

Pak Wirjono Prodjodikoro S.H.

Menko Kompartemen Hukum dan Dalam Ne

geri. Banjak sekali beliau menjumbangkan pi

kirannja sekitar lahirnja Undang² Pengadilan

Landreform .

9

M E MUTUSKAN :

Menetapkan : e . Undang-undang No.56 Prp. tahun 1960 tentang

UNDANG -UNDANG TENTANG PENGADIL Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran Negara

tahun 1960 No. 174) ;
AN LANDREFORM .

f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang

B A B I.
Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian

ganti kerugian (Lembaran Negara tahun 1961
KETENTUAN UMUM .

No. 280) ;

& Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi
Pasal 1 .

Hasil Perikanan (Lembaran Negara tahun 1964
Untuk mengadili perkara -perkara landreform , di

No. 97) sepandjang mengenai pelanggaran keten
bentuk pengadilan tersendiri, jaitu Pengadilan -penga- tuan -ketentuan pidana jang bersangkutan dengan

lan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform bagi hasil tambak ;

Pusat.
h. Peraturan Pemerintah lainnja jang merupakan

Pasal 2. pelaksanaan dari peraturan -peratruan jang dise

( 1 ) Jang dimaksud dengan perkara-perkara but dalam huruf a sampai dengan huruf g diatas ;

landreform " jalah perkara -perkara perdata, pidana
i . Peraturan -peraturan lainnja jang setjara tegas di

maupun administratif jang timbul didalam melaksana
sebut sebagai peraturan Landreform .

kan peraturan -peraturan Landreform .
Pasal 3.

( 2) Jang dimaksud dengan peraturan-peraturan

landreform " jalah : (1 ) Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada

a . Undang -undang No. 5 tahun 1960 tentang Per- waktu menerima atau membuat surat gugat berpen

aturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran dapat bahwa ada sesuatu hal jang perlu diputus ter

Negara tahun 1960 No. 104) pasal- pasal 7 , 10, lebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia menase

14, 15 , 52 ajat ( 1 ) dan pasal 53 ; hatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu ber

b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Per- usaha memperoleh putusan pengadilan jang bersang

djandjian Bagi Hasil (Lembaran Negara tahun kutan itu .

1960 No. 2) ; (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah atau

c . Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tentang pun Pengadilan Landreform Pusat pada waktu peme

Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk ta- riksaan suatu perkara perdata menemukan sesuatu

naman-tanman tertentu (Lembaran Negara tahun hal jang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau

1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannja ; masuk wewenang pengadilan lain , maka Pengadilan

d. Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang Landreform itu menetapkan menunda pemeriksaan

Larangan pemakaian tanah tanpa izin jang ber- perkara jang sedang dilakukan dan menjerahkan hal

hak atau kuasanja (Lembaran Negara tahun 1960 tersebut kepada pengadilan atau kedjaksaan jang

No. 158) ; berwenang.
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Pasal 4.

( 1 ) Apabila penjidik atau djaksa pada waktu

melakukan pemeriksaan pendahuluan suatu perkara

pidana berpendapat bahwa dalam perkara itu ter

saugkut perkara lain jang termasuk wewenang penga

dilan lain , maka ia menjerahkan perkara jang me

njangkut itu kepada Kedjaksaan jang berwenang atau

kepada pengadilan lain tersebut.

22 ) Apabila Pengadilan Landreform Daerah ber

pendapat bahwa dalam perkara pidana jang diperiksa

nja tersangkut perkara lain jang termasuk wewenang

pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform Daerah

mnenjerahkan kembali perkara jang menjangkut itu

kepada djaksa dengan penetapan supaja djaksa me

njerahkan perkara tersebut kepada djaksa lain jang

berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.

Pasal 9.

( 1 ) Pemeriksaan perkara -perkara pidana Landre

form dipersidangkan terhadap tertuduh anggota

Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan
Udara dilakukan oleh Pengadilan Landreform Daerah

jang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara dari

angkatan jang bersangkutan.

Dalam hal Ketua tersebut berhalangan, ia dapat

inenundjuk Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan

Tentara untuk mengetuai sidang.

(2) Penjidikan dan penuntutan perkara pidana

termaksud dalam ajat ( 1) dilakukan oleh polisi dan

djaksa dari angkatan jang bersangkutan.

Pasal 5.

Kedjaksaan atau pengadilan jang menerima penje

ralian perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal

3 dan 4 wadjib mendahulukan penjelesaian perkara

perkara tersebut.
I

Pasal 6.

Dalam hal terdjadi sengketa wewenang mengadili

antara Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadil

an lain , maka Mahkamah Agung memutus pengadilan

niana jang akan mengadili perkara jang bersangkutan.

BAB II.

PENGADILAN LANDREFORM DAERAH .

Pasal 10.

( 1 ) Sebelum memangku djabatannja, hakim pani

tera dan panitera -pengganti Pengadilan Landreform

Daerah mengutjapkan sumpah menurut tjara agama,

jang dipeluknja atau djandji.

Sumpah /djandji berbunji sebagai berikut :

,,Saja bersumpah /berdjandji,

bahwa saja akan setia kepada Negara, Undang-undang

Dasar Republik Indonesia, Revolusi Indonesia serta

kepada haluan Negara dan pedoman-pedoman pelak

sanaannja ;

bahwa sesungguhnja saja tidak , baik dengan lang

sung, maupun dengan tidak langsung, dengan meng

gunakan nama, atau tjara apapun djuga, untuk mem

peroleh djabatan saja , telah atau akan memberi atau

mendjandjikan barang sesuatu kepada siapapun

djuga ;

bahwa saja tidak akan menerima pemberian atau

hadiah dari orang jang saja ketahui atau sangka se,

dang atau akan berperkara, jang mungkin akan me

ngenai pelaksanaan dịabatan saja ;

bahwa selandjutnja saja akan mendjalankan djabatan

saja dengan djudjur seksama dan dengan tidak mem

beda -bedakan orang dan akan berlaku dalam me

laksanakan kewadjiban saja seperti selajaknja bagi

seorang hakim jang berbudi baik dan djudjur ” .

(2) Para Kepala Pengadilan Landreform Daerah

mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala

Pengadilan Landreform Pusat atau seorang jang di

tundjuk olehnja dengan disaksikan oleh sekurang

kurangnja dua orang hakim Pengadilan Negeri se

tempat.

( 3 ) Para Hakim , panitera dan panitera - pengganti

Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sum

pah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan 'Land

reform Daerah dengan disaksikan oleh sekurang

kurangnja dua orang hakim Pengadilan Negeri se

tempat.

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria oleh Menteri Keha

kinan ditetapkan tempat kedudukan dan daerah

hukum Pengadilan Landreform Daerah.

a.

Pasal 8.

( 1 ) Pengadilan Landreform Daerah terdiri dari

satu kesatuan madjelis atau lebih jang tiap-tiap ke

satuan madjelis terdiri dari :

1 . 1 orang hakim Pengadilan Negeri setempat

sebagai Ketua sidang ;

b. 1 orang pedjabat Departemen Agraria sebagai
hakim nggota ;

c. 3 orang wakil organisasi-organisasi massa tani

sebagai hakim anggota ;

2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti .

(2) Ketua sidang dan panitera termaksud dalam

ajat ( 1 ) sub la dan ajat ( 1 ) sub 2 diangkat dan

diberhentikan langsung oleh Menteri Kehakiman atas

usul Menteri/ Ketua Mahkamah Agung.

Hakim anggota termaksud dalam ajat ( 1 ) sub 15

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman

atas usul Menteri Agraria .

Hakim anggota termaksud dalam ajat ( 1 ) sub lc

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman

atas usul Front Nasional Daerah .

(3) Ketua sidang atau seorang diantara Ketua

ketua sidang termaksud dalam ajat ( 1 ) sub la di

angkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Dac

rah oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri !

Ketua Mahkamah Agung.

(4) Panitera-pengganti diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah dari

kalangan Pengadilan Negeri.

Pasal 11.

( 1 ) Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanja

sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud

dalam pasal 8 ajat ( 1 ) .

(2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak

dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landre

form Daerah ia diganti untuk sidang itu dengan

seorang hakim lain .

(3 ) Dalam perkara pidana wadjib hadir seorang

djaksa.

(4) Djaksa termaksud dalam ajat (3) ditundjuk

oleh Menteri/ Djaksa Agung jang dapat menjerahkan

wewenang penundjukan itu kepada Djaksa Tinggi.

Pasal 12.

( 1 ) Pengadilan Landreform Daerah pada azasnja

bersidang ditempat kedudukannja.
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(2) Djika dipandang perlu Pengadilan Landi eform

dapat memeriksa dan memutus perkara -perkara Land

reform ditempat-tempat terdjadinja perkara,

(2) Panitera dan Panitera -pengganti Pengadilan

Landreform Pusat mengutjapkan sumpah atau djandji

dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat de

ngan disaksikan oleh sekurang- kurangnja dua orang

hakim Pengadilan Landreform Pusat .Pasal 13.

( 1 ) Pengadilan Landreform Dacrah mengadili

perkara -perkara landreform pada tingkat pertama.

(2) Jang berwenang mengadili sesuatu perkara

landreform adalah Pengadilan Landreform Daerah

dari daerah tempat letak tanah jang didalam perkara
itu .

Pasal 19.

( 1 ) Sidang Pengadilan Landreform Pusat hanja

sah apabila dihadiri oleh lima orang hakim termaksud

dalam pasal 17 ajat ( 1 ).

(2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak

dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landre

form Pusat ia diganti untuk sidang itu dengan se

orang hakim lain.

Pasal 14.

Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah

dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Land

reform Pusat.

Pasal 20.

Pengadilan Landreform Pusat adalah Pengadilan

banding dari Pengadilan Landreform Daerah.
Pasal 15.

Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform

Daerah jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dengan segera dikirim kepada Pengadilan Landreform

Pusat dan Mahkamah Agung.

Pasal 21 .

Dalam pemeriksaan banding perkara -perkara pida

na termaksud dalam pasal 9 ajat ( 1) Pengadilan

Landreform Pusat diketuai oleh Ketua Pengadilan

Tentara Tinggi jang bertempat kedudukan di Dja

karta . Dalam hal Ketua tersebut berhalangan,

ia dapat menundjuk Ketua Pengganti atau hakim

Pengadilan Tentara Tinggi untuk mengetuai sidang.

BAB III.

PENGADILAN LANDREFORM PUSAT.

Pasal 16.

Pengadilan Landreform Pusat berkedudukan di

Djakarta.

Pasal 22.

( 1 ) Pengadilan Landreform Pusat memberi pim

pinan kepada Pengadilan Landreform Daerah .

(2) Pengadilan Landreform Pusat melakukan

pengawasan terhadap djalan peradilan Landreform

Daerah dan mendjaga supaja peradilan diselenggara

kan dengan seksama dan sewadjarnja.

(3) Perbuatan para hakim Pengadilan Landreform

Daerah diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Land

reform Pusat.

Pasal 17.

( 1 ) Pengadilan Landreform Pusat terdiri dari satu

kesatuan madjelis atau lebih jang tiap -tiap kesatuan

madjelis terdiri dari :

1. a. 1 orang hakim pada Pengadilan Umum sey

bagai Ketua sidang ;

b. 1 orang pedjabat tinggi Departemen Agraria

sebagai hakim anggota ;

c. 3 orang wakil oraganisasi-organisasi massa tani

pusat sebagai hakim anggota ;

2. 1 orang panitera atau panitera -pengganti.

(2) Ketua sidang termaksud dalam ajat ( 1 ) sub

la diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas

usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung melalui Men

teri Kehakiman.

Ketua sidang atau seorang diantara Ketua -ketua

sidang diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landre

form Pusat.

Hakim anggota termaksud dalam ajat ( 1 ) sub 1b

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Menteri Agraria melalui Menteri Kehakiman.

Hakim anggota termaksud dalam ajat ( 1 ) sub 1c

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Menteri/ Sekretaris Djenderal Front Nasional melalui

Menteri Kehakiman .

(3) Panitera dan Panitera -pengganti termaksud

dalam ajat ( 1 ) sub 2 diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala Pengadilan Landreform Pusat dari kalangan

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Djakarta.

Pasal 23.

( 1 ) Terhadap putusan Pengadilan Landreform

Pusat tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mah

kamah Agung ketjuali kasasi untuk kepentingan hu

kum jang diadjukan oleh Djaksa Agung.

(2) Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landre

form Pusat jang telah memperoleh kekuatau hukum

tetap dengan segera dikirim kepada Mahkamah

Agung

(3) Pengawasan tertinggi atas Pengadilan Landre

form Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat serta

atas perbuatan-perbuatan hakim -hakimnja dilakukan

oleh Mahkamah Agung.

B A B IV.

ATJARA PENGADILAN LANDREFORM ..

8 1. UM U M.

Pasal 18.

( 1) Sebelum memangku djabatannja para hakim

Pengadilan Landreform Pusat mengutjapkan sumpah

atau djandji sebagaimana termaksud dalam pasal 10

ajat ( 1 ) dihadapan Menteri/Ketua Mahkamah Agung

dengan disaksikan oleh sekurang -kurangnja dua orang

hakim Mahkamah Agung.

Pasal 24.

( 1 ) Pengadilan Landreform Daerah menggunakan

hukum atjara jang berlaku untuk Pengadilan Negeri

dengan penjesuaian -penjesuaian seperlunja mengenai

pedjabat-pedjabat dan dengan pengetju alian-penge

tjualian sebagaimana tersebut dalam § 2 .

(2) Pengadilan Landreform Pusat menggunakan

hukum atjara jang berlaku untuk pengadilan banding

pada Pengadilan Tinggi dengan penjesuaian -penjesuai

an seperlunja mengenai pedjabat-pedjabat dan penge

tjualian -pengetjualian sebagaimana tersebut dalam

§ 3 .

1
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(3 ) Dalam pemeriksaan perkara landreform ad

ministratif digunakan hukum atjara perdata.

(2) Seorang saksi boleh mengutjapkan sumpah

menurut agamanja atau mengutjapkan djandji.

(3 ) Saksi jang dipanggil oleh Pengadilan untuk

memberi kesaksian harus datang sendiri dan tidak

boleh menjerahkan kesaksiannja kepada orang lain.

§ 2. ATJARA PENGADILAN LANDREFORM

DAERAH.

1. ATJARA PERDATA . Pasal 30.

Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil

putusan para hakim mengadakan musjawarah .

2. ATJARA PIDANA .

Pasal 25.

( 1 ) Gugat diadjukan kepada Pengadilan jang ber

wenang oleh seorang jang bersangkutan atau seorang

wakil jang sengadja dikuasakan untuk itu dengan sah

menurut peraturan jang berlaku, dengan menerang.

kan soal-soal jang didjadikan dasar untuk memohon

keadilan .

(2 ) Penggugat dapat mengadjukan gugatnja setjara

tertulis atau dengan lisan . Hakim membuat tjatatan

dari gugat jang diadjukan dengan lisan.

(3 ) Penggugat termaksud dalam ajat (2) dapat

djuga mengadjukan gugat dengan lisan kepada hakim

Pengadilan Negeri setempat jang kemudian membuat

surat gugat dan mengirimkannja kepada Pengadilan

Landreform Daerah .

( 4 )' Gugat jang diadjukan setjara tertulis, diterima

kan kepada Pengadilan dalam rangkap jang sana

dengan djumlah tergugat ditambah dengan satu .

(5) Biaja-biaja pertama jang diperlukan untuk

panggilan -ipanggilan, penjerahan surat-surat perkara

dan lain -lainnja ditetapkan dalam peraturan bersama

Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria.

(6) Apabila gugat diadjukan oleh seorang petani

miskin maka ia dibebaskan dari biaja perkara.

Pasal 31.

( 1 ) Penjidikan dan penuntutan dilakukan masing

masing oleh pedjabat angkatan kepolisian dan djaksa

jang diserahi tugas untuk mengchususkan perhatian

mereka masing -masing kepada penjidikan dan penun

tutan perkara -perkara pidana landreform .

(2) Penjidik tersebut ditundjuk oleh Menteri/

Panglima Angkatan Kepolisian jang dapat menjerah

kan wewenang penundjukan itu kepada Kepala Polisi

Komisariat.

Pasal 32.

( 1 ) Dalam sidang Pengadilan dalam memeriksa

perkara pidana wadjib hadir seorang djaksa termaksud

pasal 11 ajat (3 ) .

(2) Untuk memperlantjar djalannja peradilan

djaksa setelah membatja dan mempeladjari berita

atjara pemeriksaan pendahuluan jang dikirimkan ke

padanja , wadjib menghadapkan tertuduh dengan ser

ta-merta lengkap dengan bukti -bukti dan saksi-saksi,

ahli -ahli atau djurubahasa ke-sidang Pengadilan.

Pasal 26.

Apabila undang-undang ini atau peraturan pelak

sanaannja tidak memberi ketentuan, Pengadilan men

tjari penjelesaian dengan atjara jang ternjata diper

lukan .

Pasal 27.

Pengadilan berusaha supaja tertjapai kebenaran

materiil, dan wadjib menjelesaikan seluruh segi seng

keta dalam waktu sesingkat-singkatnja, bukan sadja

antara penggugat dan tergugat, akan tetapi djuga

antara semua fihak jang bersangkutan , dengan pe

ngertian , bahwa atjara pemeriksaan dibatasi hingga

pada penerimaan gugat, penerimaan djawaban dan

tangkisan, pemeriksaan alat- alat pembuktian , kesim

pulan -kesimpulan pihak jang berperkara, musjawarah

dan putusan.

Pasal 28.

Untuk mentjapai kebenaran materiil , Pengadilan

berhak :

1. mengadakan hubungan langsung dengan pihak

jang bersengketa dengan memanggilnja mengha

diri sidang Pengadilan meskipun pihak itu memberi

kuasa dalam atjara ;

2. memberi penerangan dan bantuan kepada pihak

pihak serta menundjukkan alat-alat pembuktian ,

jang dapat mereka adjukan sepandjang atjara.

Pasal 33.

( 1 ) Setelah tertuduh disidang mendjawab segala

pertanjaan jang diadjukan oleh Ketua sidang, tentang

nama, tempat lahir, tempat tinggal, pekerdjaan dan

diperingatkan supaja memperhatikan segala sesuatu

jang dilakukan dalam sidang, djaksa memberitahukan

dengan lisan kepada tertuduh, tindak pidana jang

dituduhkan kepadanja dengan menerangkan waktu,

tenipat dan keadaan dalam mana tindak pidana di

lakukan.

(2) Pemberitahuan dengan lisan ini ditjatat dalam

berita - atjara tuduhan .

(3 ) Pemberitahuan dengan lisan ini merupakan

pengganti surat tuduhan .

(4) Pengadilan dapat mempertangguhkan pemerik

saan atas permintaan tertuduh selama waktu jang

dianggap perlu guna kepentingan pembelaan untuk

selma-lamanja tudjuh hari .

(5) Apabila Pengadilan mamandang perlu untuk

terlebih dulu mengadakan pemeriksaan tambahan,

maka djaksa diberi waktu selama-lamanja tudjuh hari

untuk penjelesaian pemeriksaannja.

(6) Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum

mengambil putusan para hakim mengadakan musja

warah terachir .

( 7) Putusan Pengadilan tidak dibuat tersendiri

tetapi ditjatat dan ditanda tangani oleh lima orang

hakim jang memutus perkara itu dalam berita - atjara

sidang Pengadilan.

Untuk melaksanakan putusan itu Ketua sidang

miemberikan surat keterangan tentang isi putusan .

Surat keterangan itu mempunjai kekuatan hukum

jang sama seperti putusan biasa.

Pasal 29.

( 1 ) Djika Pengadilan menganggap perlu, seorang

saksi dapat disumpah sesudah saksi itu memberi ke

terangan . Dalam hal itu Pengadilan dapat memetik

bahagian jang perlu dari keterangan saksi itu , djika

perlu sesudah dirumuskan setjara teratur , dan ke

mudian mengemukakan rumusan itu kepada saksi un

tuk disumpah.
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$ 3, ATJARA PENGADILAN LANDREFORM

PUSAT.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja me

nierintahkan pengundangan Undang-undang ini de

ngan penempatannja dalam Lembaran Negara Repu

blik Indonesia .Pasal 34,

Permohonan banding untuk perkara pidana hanja

dapat diadjukan oleh tertuduh.
Disahkan di Djakarta.

pada tanggal 31 Oktober 1964 .

PD . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

t.t.d.

Dr. SUBANDRIO .

Pasal 35.

( 1) Selama perkara belum diputus dalam tingkat

banding oleh Pengadilan Landreform Pusat, permo

honan banding dapat ditjabut kembali oleh pemohon

dan djika ditjabut tidak boleh diadjukan lagi .

( 2) Apabila perkara telah diperiksa oleh Penga

dilan Landreform Pusat, sedang sebelum diputus pe

mohon banding menarik kembali permohonan ban

dingnja, maka pemohon dapat dibebani oleh Penga

dilan Landreform Pusat untuk membajar ongkos jang

telah dikeluarkan hingga saat pentjabutan kembali

permohonan banding oleh Pengadilan Landreform

Pusat.

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 109.

Sesuai dengan jang asli

SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

B A B v.

PEMBIAJAAN.

Pasal 36.

Pembiajaan Pengadilan Landreform Daerah dan

Pengadilan Landreform Pusat dibebankan pada ang

garan Departemen Agraria .

PEN D J E LA SAN

A TAS

UNDANG -UNDANG No. 21 TAHUN 1964.

TENTANG

PENGADILAN LANDREFORM
B A B VI.

KETENTUAN -KETENTUAN PERALIHAN DAN

PENUTUP.

Pasal 37.

Perkara-perkara Landreform jang pada waktu :

a dibentuknja Pengadilan Landreform Daerah belum

diputus oleh Pengadilan Negeri jang bersangkut

an, diserahkan kepada Pengadilan Landreform

Dacrah untuk diadili ;

t . dibentuknja Pengadilan Landreform Pusat sudah

diputus oleh sesuatu Pengadilan Negeri dapat di

mintakan banding pada Pengadilan Landreform

Pusat ;

c . dibentuknja Pengadilan Landreform Pusat masih

dalam pemeriksaan pada tingkat banding pada

Pengadilan Tinggi, diserahkan kepada Pengadilan

Landreform Pusat untuk diadili ;

d . mulai berlakunja Undang-undang ini sudah di

putus olch Pengadilan Tinggi dapat dimintakan

kasasi pada Mahkamah Agung didalam tenggang

waktu jang ditetapkan didalam hukum atjara jang
berlaku ;

e . mulai berlakunja Undang-undang ini berada dalam

pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat ka

sasi akan dilandjutkan pemeriksaannja hingga

mendapat putusan .

1. U MU M.

1. Sebagaimana dapat dimaklumi, maka Peme

rintah telah mulai melaksanakan landreform , sebagai

salah satu bagian mutlak untuk menjelesaikan revo

lusi karena Pemerintah jakin, bahwa revolusi tanpa

Jandreform tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia

jang multikompleks dan simultan. Dengan pelaksa

naan landreform itu dikehendaki supaja masjarakat

jang adil dan makmur, jang ditjita -tjitakan oleh se

luruh lapisan masjarakat lekas tertjapai . Untuk itu .

maka diusahakan pembagian jang adil dan merat:

atas tanah dan hasilnja, penetapan batas minimum

dan maksimum atas tanah dengan melaksanakan azas :

Tanah untuk Tani.

Disamping itu diusahakan pula supaja sistim -sistim

tuan-tuan tanah dan lain-lain sistim pemerasan di

achiri, antara lain dengan :

a . penghapusan tanah -tanah partikelir ;

b peniadaan „ grootgrondbezit ” jang terang merugi

kan kepentingan rakjat ;

C. peniadaan usaha-usaha pertanian jang bersifat

monopoli ;

d . pentjegahan adanja akumulasi tanah dalam satu

tangan disatu pihak dan lain pihak mendjaga

agar supaja rakjat tani tidak terdjerumus kearah

kemiskinan total dan fatal .

Sekalipun landreform telah mulai dilaksanakan,

namun penjelenggaraannja hingga kini belum selesai.

Dalam pada itu ternjata dalam pelaksanaan landre

form , bahwa disana-sini timbul kesulitan-kesulitan .

Karena telah terdjadi perkara-perkara sebagai akibat

dari pada pelaksanaan peraturan-peraturan landre

form , sehingga sedikit banjak menghambat, kelan

tjaran pelaksanaan Indreform . Diakui bahwa perka

ra -perkara itu dapat dan memang sudah ada be

berapa diadjukan kepada Pengadilan Negeri se

tempat, namun terasa benar, bahwa penjelesaiannja

kurang lantjar. Hal ini dapat dimengerti, karena

Pasal 38.

Mengenai soal-soal jang belum atau belum tjukup

diatur dalam Undang-undang ini , Mahkamah Agung

diberi wewenang untuk memberikan pedoman-pedo

nian penjelenggaraannja djika hal itu dianggapnja

perlu untuk memperlantjar atau menjempurnakan

penjelenggaraan Pengadilan Landreform .

Pasal 39.

Undang -undang ini mulai berlagu pada hari di

undangkan.
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Pengadilan Negeri jang mendjadi Pengadilan Umum

sehari -hari dibandjiri oleh sedjumlah besar perkara

perkara , diantaranja perkara-perkara jang menjangkut

keamanan negara , seperti subversi, korupsi dan se

bagainja, jang meminta prioritas, sehingga perkara

perkara landreform, jang dapat terdjadi baik dalam

bidang pidana maupun perdata dan tata -usaha negara,

kurang mendapat perhatian , walaupun kesemuanja

itu sama pentingnja dalam usaha mentjapai tudjuan

dan menjelesaikan revolusi. Dalam hal ini jang masih

terasa sebagai kekurangan adalah ketjepatan penje

lesaian . Disamping kurangnja ketjepatan penjelesaian

perkara - perkara landreform , perlu diperhatikan, bah

wa penjelesaian perkara-perkara itu memerlukan pe

nguasaan jang sempurna dari peraturan-peraturan

landreforin dan agraria, jang makin hari makin ber

tambah banjak, sehingga memerlukan perhatian dan

penelaahan jang chusus. Dengan kesibukan sehari

hari jang luar biasa dari para hakim Pengadilan

Negeri, maka Pemerintah telah memutuskan untuk

membentuk peradilan landreform jang tersendiri, satu

dan lain agar meringankan tugas para hakim Penga

dilan Negeri dan djuga untuk mempertjepat penjele

saian perkara -perkara landreform . Walaupun demi

kian , Pemerintah djuga insaf bahwa untuk Keadilan ,

Pengadilan Negeri belum dapat sepenuhnja diting

galkan. Itulah sebabnja, bahwa pengalaman dan pe

ngetahuan serta kebidjaksanaan seorang hakim Pe

ngadilan Negeri masih diperlukan untuk memimpin

dan membimbing Pengadilan Landreform Daerah dan

seorang hakim pada Pengadilan Umum untuk Penga

dilan Landreform Pusat.

Mengingat sifat jang luar biasa dari perkara-per

kara -perkara jang timbul karena pelaksanaan land

reform , maka diperlukan suatu badan peradilan ter

sendiri dengan susunan, kekuasaan dan atjara jang

chusus, tegasnja suatu badan peradilan jang luar

biasa ,

2 . Apakah jang dimaksud dengan perkara-perkara

landreform ?

Pasal 2 ajat ( 1 ) mengartikannja sebagai perkara

perkara jang timbul didalam melaksanakan peraturan

peraturan landreform dan jang bersangkutan dengan

itu , jang merupakan penjelewengan -penjelewengan

jang menghambat pelaksanaan peraturan landreform .

Memang benar, bahwa definisi ini tidak memuaskan ,

akan tetapi sementara ini dapat memenuhi kebutuhan .

Sudah barang tentu jang dimaksud ialah segala per

buatan jang dilakukan oleh siapapun djuga jang ber

tentangan dengan kaidah-kaidah dari peraturan -per

aturan jang mengatur landreform, jang diantjam de

ngan antjaman pidana. Karena peraturan -peraturan

itti tidak sedikit , sedang perbuatan jang bertentangan

itu dapat berwudjud segala sesuatu jang aneka ragam

sifatnja , maka dipandang tjukup untuk hanja mem

berikan definisi sebagaimana diuraikan dalam pasal

2 ajat ( 1 ) .

Guna mempertegas lebih djauh pengertian per

aturan landreform , maka dalam pasal 2a ajat (2)

disebut peraturan -peraturan landreform . Dengan demi

kian maka peraturan -peraturan landreform hanja

nieliputi peraturan -peraturan tersebut dalam pasal 2

ajat (2) jaitu :

a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Per

aturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara tahun 1960 No. 104) pasal 7, 10, 14 ,

15 , 52 ajat ( 1 ) dan (2) dan pasal 53 ;

b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Per

djandjian bagi hasil (Lembaran Negara tahun

1960 No. 2) ;

c. Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tentang

Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk ta

naman -tanaman tertentu (Lembaran Negara tahun

1960 No. 120) serta perubahan dan tambahan

nja ;

d. Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang

Larangan pemakaian tanah tanpa idjin jang ber

hak atau kuasanja (Lembaran Negara tahun 1960

No. 158) ;

e . Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang

Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran Ne

gara tahun 1960 No. 174) ;

f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang

Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian

ganti kerugian (Lembaran Negara tahun 1961

No. 280) ;

g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi

Hasil Perikanan (Lembaran Negara tahun 1964

No. 97) sepandjang mengenai pelanggaran keten

tuan -ketentuan pidana jang bersangkutan dengan

bagi hasil tambak ;

h . Peraturan Pemerintah lainnja jang merupakan

pelaksanaan dari peraturan -peraturan jang disebut

dalam huruf a sampai dengan g diatas ;

i. Peraturan -peraturan lainnja jang setjara tegas di

sebut sebagai peraturan Landreform ;

beserta peraturan -peraturan pelaksanaannja dan per
aturan -peraturan baru jang akan dibuat dikemudian

hari, jang setjara tegas disebut didalamnja bahwa

peraturan itu adalah peraturan landreform.

Pengadilan Landreform tidak bermaksud untuk

memutus segala perkara mengenai tanah atau agraria

sebagai suatu kebulatan . Hal ini disebabkan, karena

sifatnja jang chusus untuk memperlantjar berdjalan

rija landreform dan lagi pula tidak mengurangi we

wenang Pengadilan Negeri untuk memutus tentang

soal-soal tanah, soal waris -mewaris dan sebagainja

jang bila djuga akan dibebankan kepada Pengadilan

Landreform , pasti akan menghambat pelaksanaan

landreform. Itulah sebabnja, bahwa Pemerintah hanja

berkehendak membentuk pengadilan Landreform , bu

kan Pengadilan Agraria. Untuk tetap berdiri diatas

azas diatas, maka dalam pasal 3 dan 4 diatur tentang

pembagian kekuasaan dengan pengadilan -pengadilan

lain . Dengan tjara ini memang diketahui bahwa per

djalanan peradilan akan terlambat, akan tetapi akan

diperoleh kepastian hukum bahwa pengadilan jang

lebih berwenanglah jang akan memberikan putusan,

sehingga akan lebih memuaskan perasaan keadilan

para pentjari keadilan. Kalau satu djaminan untuk

mempertjepat peradilan adalah ketentuan dalam pasal

5 jang mewadjibkan peradilan jang diserahi peme

riksaan memberikan prioritas utama dengan memulai

pemeriksaannja pada minggu berikutnja jang meng

ikuti permintaan pemeriksaan serta menjelesaikannja

setjepat mungkin. Pasal 6 mengatur tentang sengketa

wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform

dan pengadilan -pengadilan lain, jang akan diputus

oleh Mahkamah Agung sebagai puntjak dari segala

matjam lingkungan peradilan. Kita mengenal 4 ling

kungan peradilan jaitu :

1. Peradilan Umum ;

2. Peradilan Agama ;

3. Peradilan Militer ;

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Pengadilan Landreform diadakan dalam dua

tingkat, Pengadilan Landreform sehari-hari adalah

Pengadilan Landreform Daerah, sedang di Djakarta

diadakan sebuah Pengadilan Landreform Pusat jang

berdaerah hukum seluruh wilajah Republik Indone

sia dan ditegaskan sebagai Pengadilan Banding.
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Daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan

Landreform Daerah ditetapkan oleh Menteri Keha

kiman atas usul Menteri Agraria dan dapat ineliputi

satu daerah tingkat II atau lebih. Bahwa Menteri

Agraria jang mengusulkan daerah hukum dan tempat

kedudukan dipandang wadjar, karena Menteri itu

jang ditugaskan untuk menjelenggarakan dan menje

lesaikan landreform ; sehingga beliaulah jang menger

ti benar tempat-tempat mana sadja jang memerlukan

Pengadilan Landreform dapat meliputi lebih dari

satu daerah tingkat II dan karena itulah Menteri

Kehakiman pun tentunja dengan mendapat pertimba

ngan seperlunja dari Menteri/Ketua Mahkamah

Agung dapat menetapkan hakim Pengadilan Ne

geri manakah diantara hakim-hakim dari Pengadilan

pengadilan Negeri jang masing-masing berdaerah

hukum sama dengan daerah tingkat II , jang akan

ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Landreform .

Susunan Pengadilan Landreform merupakan susun

an jang chusus dan benar -benar memberikan tjap

jang chusus pula dari Pengadilan Landreform. Ke

chususan ini diperlukan oleh karena pemerintah ber

pendapat, bahwa tanah merupakan faktor produksi

jang sangat penting dalam Negara Republik Indonesia

jang 80% adalah agraria dengan penduduknja

jang terdiri atas petani-petani ketjil atau buruh jang

sangat miskin dan memerlukan perlindungan jang

istimewa, sedang sebagai azas dan dasar untuk per

adilan digunakan adagiun „ Peradilan untuk, oleh dan

demi keadilan dan kesedjahteraan rakjat dan negara” .

Itulah sebabnja, bahwa Pengadilan Landreform di

lakukan oleh Organisasi -organisasi tani dan alat-alat

negara , dibawah pimpinan seorang Kepala Pengadilan,

jang ahli, jang chusus diangkat untuk mendjamin

bahwa peradilan dilakukan menurut kaidah -kaidah

hukum jang telah ditetapkan , sehingga benar-benar

memenuhi baik segi hukumnja maupun tuntutan re

volusi . Putusan ini setjara konsekwen dipakai djuga

dalam pembentukan Pengadilan Landreform Pusat,

sehingga demokratisering djuga dilaksanakan disini.

Seperti dapat dibatja dalam pasal-pasal jang bersang

kutan, susunan Pengadilan Landreform adalah :

1 orang hakim dari Pengadilan Negeri sebagai Ketua

sidang jang merangkap Kepala Pengadilan Land

reform apabila hanja ada satu kesatuan madjelis ;

1 orang dari Departemen Agraria sebagai hakim

anggota ;

3 orang wakil organisasi massa tani sebagai hakim

anggota .

Ini adalah unikum dalam sedjarah peradilan In

donesia, karena 3 orang wakil dari organisasi massa

tani anggota Front Nasional duduk sebagai hakim

anggota jang mentjerminkan kegotong-rojongan Na

sional berporoskan Nasakom dalam kesatuan ma

djelis.

Tjalon -tjalon hakim anggota dari organisasi massa

tani diusulkan oleh masing-masing organisasi-orga

nisasi massa tani anggota Front Nasional dan setelah

dimusjawarahkan, Front Nasional mengusulkan ha

kim -hakim anggota dari organisasi massa tani kepada

Menteri Kehakiman. Untuk Pengadilan Landreform

Pusat hakim -hakim anggota dari organisasi massa

tani diusulkan menurut tjara jang sama oleh Front

Nasional Pusat.

Hakim anggota dari Departemen Agraria diusulkan

oleh Menteri Agraria.

Dalam perkara - perkara pidana Landreform , sidang

selalu dihadiri oleh seorang djaksa, walaupun Un

dang-undang No. 1 Drt tahun 1951 , untuk perkara

perkara sematjam ini djaksa hanja hadir, apabila ia

menjatakan kehendaknja untuk itu , karena antjaman

pidananja hanjalah selama -lamanja 3 bulan atau

denda Rp. 10.000, — Hal ini merupakan penjim

pangan dari ketentuan dalam Undang -undang No. 1

Drttahun 1951, karena Pemerintah menganggap bah

wa perkara -perkara Landreform jang langsung ber

sangkutan dengan kepentingan tanah rakjat tani ke

tjil adalah sangat penting.

Dalam pada itu baik djaksa maupun para penjidik

diangkat oleh Menteri mercka masing-masing atau

Djaksa Tinggi/ Kepala Polisi Komisariat jang di

beri wewenang untuk itu oleh para Menteri jang

bersangkutan, serta diberi tugas jang chusus pula

untuk menjidik /menuntut perkara -pidana Landre

form .

Sidang Pengadilan Landreform hanja sah apabila

dihadiri oleh 5 orang hakim setjara lengkap. Namun,

karena kadang-kadang dalam praktek sulit untuk

mengumpulkan sekian banjak orang, apalagi apabila

sidang akan dilakukan setjara nonstop, maka untuk

mendjaga tetap lantjarnja sidang, diadakan suatu

escape-clausule, jaitu bilamana seorang hakim tidak

hadir maka untuk sidang itu ia dapat diganti dengan

hakini lain dari unsur jang sama oleh Kepala Penga

dilan Landreform . Hal ini berlaku djuga untuk sidang

sidang Pengadilan Landreform Pusat.

Dari tiap - tiap putusan Pengadilan Landreform

Daerah, sebuah salinan dikirim ke Pengadilan Land

reform Pusat jang berkedudukan di Djakarta dan

djuga kepada Mahkamah Agung. Maksudnja tidak

lain daripada mendjaga keseragaman putusan dengan

mewadjibkan kedua Instansi itu melakukan peng

awasan dan penelitian atas perbuatan -perbuatan Pe

ngadilan Landreforni Daerah beserta hakim -hakimnja.

Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah

dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landre

form Pusat dan tiap salinan putusan -banding pada

Pengadilan Landreform Pusat dan tiap salinan pu

tusan wadjib dikirim ke Mahkamah Agung jang

merupakan instansi pengawas dan peneliti jang

tertinggi, dan seperti djuga Pengadilan Landreform

Pusat terhadap Pengadilan Daerah, dapat memberikan

peringatan- peringatan , tegoràn-tegoran dan petundjuk

petundjuk.

Berbeda dengan ketentuan umum tentang kasasi,

maka didalam peradilan Landreform tidak dimung.

kinkan untuk mengadjukan permohonan kasasi. Hal

ini , walaupun mungkin dipandang sebagai pengurang.

an penggunaan alat hukum bagi sipentjari keadilan,

namun jang diutamakan oleh Pemerintah jalah tje

patnja penjelesaian perkara, sedang karena toch telah

diadakan ketentuan-ketentuan tentang kewadjiban pe

ngirinian salinan putusan guna diawasi dan diteliti

dengan memberi kemungkinan untuk dengan segera

memberikan petundjuk-petundjuk dan sebagainja baik

oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan

Landreform Pusat terhadap Pengadilan Landreform

Daerah dan oleh Mahkamah Agung terhadap Peng

adilan Landreform Pusat, Pemerintah berkejakinan

bahwa hak-hak pentjari keadilan tidak dikurangi.

Pengetjualian adalah permohonan kasasi untuk kc

pentingan hukum jang diadjukan oleh Djaksa

Agung.

4. Tentang Hukum Atjara ditentukan bahwa pada

umumnja dipergunakan hukum atjara jang berlaku

untuk Pengadilan Negeri bagi Pengadilan Landreform

Daerah atau Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan Land

refrom Pusat. Pengetjualian terdapat dalam pasal

pasal jang bersangkutan (pasal 25 dan seterusnja) .

Hukum Atjara tersebut berlaku djuga dalam peme

riksaan pidana landreform , terhadap tertuduh anggota

Angkatan Perang, hanja Ketua sidang adalah Ketua
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Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari ang

katan jang bersangkutan, demikian djuga djaksa dan

penjidiknja .

2. PASAL DEMI PASAL ,

Pasal 1 dan pasal 2. Tjukup djelas .

apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud dalam

pasal 8 ajat ( 1 ) .

Apabila Ketua sidang atau hakim anggota dari

Departemen Agraria tidak hadir , maka Kepala Peng

adilan Landreform Daerah dapat menundjuk Ketua

Sidang atau hakim anggota dari Departemen Agraria

dari kesatuan madjelis lain sebagai gantinja.

Apabila seorang hakim anggota dari massa orga

nisasi tani tidak hadir, ia diganti engan hakim

anggota dari kesatuan madjelis jang lain, tetapi prin

sip NASAKOM harus selalu tertjermin didalam ke

satuan madjelis itu . Apabila Pengadilan Landreform

hanja terdiri dari satu kesatuan Madjelis, maka peng

gantian hakim dilakukan dengan menggunakan hakim

dari Pengadilan Landreform Daerah lain .

Pasal 3.

Pergadilan Landreofrm Daerah tidak setjara begitu

sadja menjerahkan sesuatu hal jang perlu diputus

terlebih dulu oleh Pengadilan lain . Djustru sebaliknja

ia harus memulus sendiri mengenai hal itu dengan

menggunakan bahan-bahan keterangan jang bersang

kut-paut dengan itu .

Hanja bilamana Pengadilan Landreform tidak dapat

mengambil putusan mengenai hal tersebut baru hal

itu diserahkan kepada pengadilan lain .

+
Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Demikian pula penjidik atau djaksa harus bertindak

sedjiwa dengan jang tersebut dalam pasal 3 , jaitu

tidak dengan begitu sadja menjerahkan perkara ke

pada kedjaksaan lain.

Paasl 13.

Sebagai dasar untuk menentukan Pengadilan Land

reform Daerah mana jang berwenang mengadili

suatu perkara, diambil daerah tempat letak tanah

jang tersangkut dalam perakara itu dengan maksud

untuk mendjamin kelantjaran djalannja pemeriksaan ,

jang sedikit banjak ditentukan oleh pengetahuan

orang-orang dari daerah jang bersangkutan.

Pasal 5 dan pasal 6. Tjukup djelas ,

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman

menetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum

Pengadilan Landreform Daerah.

Daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah

dapat meliputi satu Daerah Tingkat II atau lebih .

Apabila dipandang perlu, atas usul Menteri Agraria ,

Menteri Kehakiman dapat menambah atau mengu

rangi daerah hukum sesuatu Pengadilan Landreformi

Daerah.

Pasal 14 sampai dengan pasal 20.

Tjukup djelas .

Pasal 21 .

Apabila terhadap perkara - perkara seperti termaksud

dalam pasal 9 ajat ( 1 ) dimintakan banding kepada

Pengadilan Landreform Pusat maka Sidang diketuai

oleh atau Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan

Tentara Tinggi jang berkedudukan di Djakarta.

Pasal 8.

Djumlah kesatuan madjelis pada masing-masing

Pengadilan Landreform Daerah ditentukan oleh Men

teri Kehakiman atas usul Menteri Agraria menurut

keperluan Pengadilan Landreform Daerah jang ber

sangkutan dengan mengingat djumlah perkara-perkara

jang harus diadili oleh Pengadilan tersebut.

Tiga orang wakil organisasi-organisasi massa tani

jang duduk sebagai hakim anggota itu diusulkan oleh

masing -masing organisasi massa tani anggota Front

Nasional Daerah, dan setelah dimusjawarahkn Front

Nasional Daerah mengusulkan kepada Menteri Ke

hakiman tiga anggota dari organisasi massa tani ter

sebut untuk diangkat mendjaci hakim anggota. Tiga

hakim anggota jang diusulkan ini harus mentjermin

kan prinsip Nasakom.

Pasal 22.

Selain memberi pimpinan dan pengawasan terhadap

djalannja peradilan serta mengawasi perbuatan para

hakim Pengadilan Landreform Daerah maka untuk

kepentingan negara dan keadilan Pengadilan Land

reform Pusat dapat memberi peringatan, tegoran dan

petundjuk jang dipandang perlu, baik dengan surat

tersendiri maupun dengan surat edaran .

Pasal 22 dan pasal 24.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Sifat luar biasa dari Pengadian Landreform Daerah

ini ialah bahwa unsur golongan tani sangat menon

djol. Apabila tertuduh itu anggota Angkatan Perang,

maka Pengadilan Landreform Daerah tetap mengadili

perkaranja, hanja Ketua sidang adalah Ketua atau

Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari

Angkatan jang bersangkutan.

Pasal 25.

Dengan petani miskin dimaksud orang jang tidak

niampu atau kurang mampu baik jang mempunjai

maupun tidak mempunjai tanah, jang mata pentja
harian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk

pertanian.

Pembebasan beaja perkara bagi penggugat hanja

diberikan apabila ia mempunjai surat keterangan

tentang petani miskin jang dibuat oleh Kepala Desa

atau Kepala Daerah jang setingkat dengan Desa .
Pasal 10.

Tjukup djelas.
Pasal 26 sampai dengan pasal 39.

Tujuk djelas.Pasal 11 .

Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanja sah
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Harga Rp. 75 ,
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Kerapian Organisasi

( Singkatan Pidato didepan Konfernas I PKI awal Djuli 1964 )

Harga Rp. 50,

Djoko Sudjono.

Sukseskan Plan 4 Tahun

( Singkatan Pidato didepan Konfernas I PKI awal Djuli 1964 )

Harga Rp. 50,–
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20% paling sedikit Rp. 25 ,
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Jajasan „Pembaruan" Kotakpos 2522 Djakarta



Tiga Buku Penting

Tulisan D.N. Aidit

D.N. AIDIT MENGGUGAT PERIS

TIWA MADIUN

Pembelaan D.N. Aidit dimuka Pengadilan Negeri

Djakarta , tgl . 24 Februari 1955

Tjetakan ke-IV.

Harga Rp. 200,

KONFRONTASI PERISTIWA MA

DIUN 1948 - PERISTIWA

SUMATERA 1956

.

Pidato D.N. Aidit didalam Sidang DPR tanggal 11 Fe

bruari 1957 mendjawab keterangan anggota DPR

Udin Sjamsuddin (Masjumi) jang mentjoba menutupi

maksud kontra -revolusioner dari „ dewan partikelir" di

Sumatera dengan me-njinggung soal Peristiwa Ma
diun .

Tjetakan ke- III

Harga Rp . 125,

AIDIT MEMBELA PANTJASILA

Djawaban Menko /Wakil Ketua MPRS dan Ketua CC

PKI didepan Pendidikan Kader Revolusi ( Pekarev )

tertanggal 17 Oktober 1964 mengenai Pantjasila , ter

hadap serangan koranº kontra -revolusioner jang me

njebarkan berita bohong.

Harga Rp . 50 ,

Ongkos kirim 20% minimum Rp . 25,

Jajasan Pembaruan " Kotakpos 2522 Djakarta-

8
9

Persatuan 152-65-3000 ex-387 /Kdj /T/63.
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